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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA  

LINGKUP HAK CIPTA 
Pasal 1  

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 
berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk 
nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

 

KETENTUAN PIDANA  
Pasal 113  

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).  

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau 
huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau 
huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 
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KATA PENGANTAR  

Bismillāhirraḥmānirraḥīm 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT 

yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga buku ini dapat 

diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada 

Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang 

mengikuti jejak perjuangannya. 

Fenomena Muslim minoritas di berbagai belahan dunia telah menjadi 

realitas sosial yang tidak dapat diabaikan dalam diskursus hukum Islam 

kontemporer. Komunitas Muslim yang hidup sebagai minoritas di negara-

negara non-Muslim menghadapi tantangan unik dalam menjalankan ajaran 

agama mereka, khususnya dalam aspek hukum keluarga yang sangat 

fundamental bagi kehidupan umat Islam. Persoalan pernikahan lintas agama, 

perceraian, hak asuh anak, waris, dan berbagai isu hukum keluarga lainnya 

memerlukan pendekatan metodologi fatwa yang tidak hanya 

mempertimbangkan dalil-dalil syariat secara tekstual, tetapi juga realitas 

kontekstual yang dihadapi oleh komunitas Muslim minoritas. 

Dalam konteks inilah, penulis tertarik untuk mengkaji metodologi 

fatwa yang dikembangkan oleh dua ulama kontemporer terkemuka: 

Muḥammad Ṣāliḥ Ibn al-'Uthaymīn dan Yūsuf al-Qaraḍāwī. Kedua tokoh 

ini mewakili dua paradigma metodologi yang berbeda namun saling 

melengkapi. Ibn al-'Uthaymīn dikenal dengan pendekatan tekstual yang ketat 

dalam memahami nas-nas syariat, sementara al-Qaraḍāwī lebih dikenal 

dengan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan aspek maqāṣid al-

sharī'ah dan kemaslahatan umat. 

Buku ini berusaha melakukan sintesis terhadap kedua pendekatan 

metodologi tersebut guna merumuskan kerangka metodologi fatwa yang 

komprehensif dan aplikatif bagi komunitas Muslim minoritas dalam 

menyelesaikan persoalan hukum keluarga. Sintesis ini tidak bermaksud untuk 

mencampuradukkan kedua metodologi secara eklektik, melainkan berupaya 

menemukan titik temu dan komplementaritas antara pendekatan tekstual dan 

kontekstual dalam rangka menghasilkan fatwa-fatwa yang tetap berpegang 

pada prinsip-prinsip syariat namun responsif terhadap kondisi empiris 

Muslim minoritas. 
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Buku ini ditujukan kepada para akademisi, peneliti hukum Islam, 

mujtahid, dan praktisi yang berkecimpung dalam bidang fatwa dan hukum 

keluarga Islam. Penulis berharap karya ini dapat memberikan kontribusi 

dalam pengembangan metodologi fatwa kontemporer yang lebih matang dan 

aplikatif, khususnya dalam konteks Muslim minoritas yang memerlukan 

perhatian khusus dalam diskursus fikih kontemporer. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari para 

pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan pembahasan-

pembahasan selanjutnya tentang fikih minoritas. Semoga Allah SWT 

memberikan keberkahan dan menjadikan karya sederhana ini bermanfaat 

bagi pengembangan khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang 

ushul fiqh dan metodologi fatwa. 

Wa billāhi al-taufīq wa al-hidāyah 

 

Jakarta, 17 Juni 2025 

Penulis, 

 

 

Bayu Arif Mahendra, S.H., M.A. 
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BAB I 

DINAMIKA HUKUM ISLAM DALAM  

ERA KONTEMPORER 

Bagi setiap Muslim, menjalankan syariat merupakan konsekuensi logis 

dari keimanan yang wajib dipatuhi. Kewajiban ini menjadi bukti nyata dari 

komitmen seorang Muslim terhadap perjanjian yang telah diikrarkan secara 

langsung kepada Allah Subḥānahu wa Ta‘ālā melalui lafaz syahadat.1 

Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, seorang Muslim berkomitmen 

untuk tunduk sepenuhnya kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah 

Ṣallallāhu ‘Alayhi wa Sallam, termasuk dalam hal pelaksanaan syariat. Hal 

ini mencerminkan kesediaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-

Nya dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam urusan ibadah maupun 

muamalah, sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah-Nya yang mencakup 

seluruh dimensi hidup seorang Muslim. 

Urgensi syariat terletak pada kewajiban setiap mukallaf untuk 

menjalankan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subḥānahu wa Ta‘ālā. 

Menurut Ahmad al-Ḥuṣarī, syariat mencakup sekumpulan aturan dan hukum 

yang diberikan Allah kepada umat-Nya melalui para Rasul. Tujuan syariat 

untuk mengatur hubungan antara manusia (makhlūq) dengan Allah (khāliq), 

serta hubungan antar sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan. 

Cakupan syariat meliputi berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, politik, 

kerjasama internasional, dan urusan individu, termasuk akhlak. Selain itu, 

syariat juga berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai kesejahteraan dunia 

dan akhirat dengan mengatur perilaku, memberi hak dan kewajiban, serta 

menciptakan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, syariat tidak 

hanya mengatur aspek kehidupan individual, tetapi juga menjadi dasar bagi 

terciptanya tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan.2 

Pembentukan fikih merupakan proses yang tak terpisahkan dari 

pelaksanaan syariat dalam kehidupan umat Islam. Meskipun syariat telah 

memberikan pedoman yang jelas mengenai aturan dan hukum yang 

                                                           
1Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Prenada Media, 2019), 35-37. 

https://www.google.co.id/books/edition/Kaidah_Kaidah_Fikih/GO2lDwAAQBAJ?hl=id

&gbpv=0. 
2 Y Sonafist, “Qawaid Fiqhiyyah (Korelasi, Urgensi dalam Istinbath Hukum),” 

Journal of Law and Nation (JOLN) 2, no. 3 (2023): 135–43. 
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ditetapkan oleh Allah Subḥānahu wa Ta‘ālā, tantangan zaman yang terus 

berkembang menuntut pemahaman yang lebih mendalam dan penyesuaian 

terhadap kondisi kontemporer. Seiring perkembangan zaman dan 

munculnya berbagai persoalan-persoalan baru pasca-era kenabian,3 para 

ulama yang kompeten (mujtahid) perlu melakukan ijtihad. Melalui proses 

ijtihad, lahirlah fikih sebagai penafsiran dan aplikasi hukum Islam yang 

dinamis, yang mampu memberikan solusi sesuai dengan perkembangan 

zaman, tempat, dan konteks sosial. Fikih ini berfungsi tidak hanya untuk 

menjaga relevansi syariat dengan realitas kehidupan yang terus berubah, 

tetapi juga untuk memastikan bahwa ajaran Islam tetap dapat dijalankan 

dengan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keselarasan dengan tatanan 

sosial yang berkeadilan.4 

Perbedaan paling mendasar antara syariat dan fikih terletak pada 

sifatnya. Syariat bersifat tetap dan tidak berubah karena bersumber langsung 

dari wahyu Ilahi, sedangkan fikih bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai 

perkembangan zaman, tempat, dan kondisi. Karakter fikih yang adaptif ini 

merupakan bentuk rahmat dari Allah Subḥānahu wa Ta‘ālā kepada umat 

Islam, agar pelaksanaan syariat dapat dilakukan secara kontekstual, sehingga 

tetap relevan dengan realitas kehidupan tanpa menghilangkan esensi ajaran 

Islam itu sendiri.5 

Fikih merupakan instrumen penting dalam membentuk pola interaksi 

sosial masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Dalam teori hukum 

modern yang digagas oleh Roscoe Pound, fikih memiliki fungsi hukum yang 

disebut social engineering (rekayasa sosial), yakni sebagai sarana untuk 

menciptakan perubahan-perubahan sosial menuju format ideal yang 

diharapkan.6 Dalam fungsi ini, hukum tidak hanya menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi di masyarakat, tetapi juga berperan aktif dalam 

                                                           
3 Naili Sumaiya, “Ijtihad dalam Sejarah dan Perkembangannya Hingga Masa 

Kontemporer,” At-Tasyri’ Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, no.2 (2020): 10-12.  
4 Nadiyah Mu’adzah, “Ushul Fiqh, Qaidah Fiqhiyyah, and Islamic 

Jurisprudence,” Journal of Islamic Economic Literatures 3, no. 2 (2022), 

https://doi.org/10.58968/jiel.v3i2.130. 
5 Abdil Kafi As Subkhi, Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir, 1st ed. (Lebanon: Darul Kutub 

Al Ilmiyyah, 1991), 145-148. 
6 Amrullah Hayatudin, Pengantar Kaidah Fikih, ed. Kuniawan Ahmad, 1st ed. 

(Jakarta:Amzah,2022),15.https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=7RDLEAAA

QBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=kaidah+fikih&ots=aQnKSUwoit&sig=F2Pp7Rn_Oz38IiZ

EqzRU6acM-4g&redir_esc=y#v=onepage&q=kaidah fikih&f=false. 
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mendorong terjadinya transformasi sosial. Oleh karena itu, hukum sebagai 

sarana social engineering tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga 

menata relasi antaranggota masyarakat dengan orientasi jangka panjang 

untuk membangun tatanan sosial yang lebih baik di masa depan.7 

Dalam konteks sejarah, fikih sebagai kumpulan norma-norma Islam 

telah menjadi pedoman utama masyarakat Muslim Arab pada masa klasik 

dalam menjalani ajaran agama. Fikih tidak hanya mengatur hubungan antara 

hamba dan Tuhannya (mu‘āmalah ma‘a Allāh), tetapi juga hubungan 

antarsesama manusia (mu‘āmalah ma‘a al-nās). Pada masa keemasan 

peradaban Islam, para cendekiawan Muslim berlomba-lomba merumuskan 

metodologi dan konsep dasar dalam berbagai disiplin ilmu keislaman, 

termasuk ilmu fikih. Di masa tersebut, banyak muncul mujtahid muṭlaq atau 

mustaqill yang memiliki otoritas penuh dalam merumuskan hukum Islam.8 

Sayangnya, tidak semua warisan metodologis tersebut terlestarikan dengan 

baik, sehingga hanya sebagian yang sampai ke generasi berikutnya. Saat ini, 

metodologi ijtihad yang bertahan dan terus berkembang terangkum dalam 

empat mazhab fikih utama: Ḥanafī, Mālikī, Syāfi‘ī, dan Ḥanbalī, yang 

digunakan secara luas oleh umat Islam di berbagai penjuru dunia.9 

Fikih merupakan norma agama yang lahir dari kesungguhan 

intelektual dalam memahami dalil-dalil syariat, sehingga menjadi standar dan 

pedoman utama dalam mengekspresikan keberagamaan umat Muslim. 

Mengingat bahwa hasil ijtihad ini berasal dari manusia biasa yang pola 

pikirnya dipengaruhi oleh berbagai instrumen keilmuan dan kondisi sosial, 

maka perbedaan pendapat di antara para mujtahid adalah suatu hal yang 

wajar.10 Perbedaan ijtihad fikih tersebut mencakup seluruh dimensi ajaran 

Islam, baik yang bersifat maḥḍah11 maupun ghayr maḥḍah.12 Ragam 

                                                           
7 Parman Komarudin, “Konsekuensi Perbedaan Fikih Terhadap Kaidah Fikih,” 

Jurnal Sains dan Seni ITS 6, no. 1 (2017): 51–66. 
8 Mustafa Ahmad Al-Zarqa, Syarḥ al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah, Cetakan ke-1 (Iraq: 

Dar al-Qalam, 2001), 251-255. 
9 Muhammad Rizqi, Syarḥ Qawāʿid Fiqhiyyah (Iraq: Darul Qalam, 2007), 150-

155. 
10 Efendi Sugianto, “Deskripsi Pengertian dan Penerapan Qawaid Al-Fiqhiyah,” 

Tawshiyah: Jurnal Sosial Keagaman dan Pendidikan Islam 15, no. 2 (2020): 73–85. 
11 Maḥḍah adalah ibadah yang telah dijelaskan syarat, ketentuan dan rukun-

rukunnya, dicontohkan oleh Rasulullah Ṣallallāhu ‘Alayhi wa Sallam, lihat pada: 

Gibtiah. Fikih kontemporer. (Prenadamedia Group, 2016), 143.  
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perbedaan ini umumnya dilatarbelakangi oleh faktor seperti keterbatasan 

penguasaan terhadap hadis sebagai teks agama serta perbedaan kondisi 

sosial tempat para mujtahid tinggal dan berkembang.13 

Hukum Islam memiliki sifat yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu 

tsawābit (tetap) dan mutaghayyirāt (dinamis). Dalam penerapannya, hukum 

dapat mengalami perubahan sesuai dengan keadaan atau kondisi mukallaf 

ketika menjalankan suatu ibadah, apakah ia menghadapi masyaqqah 

(kesulitan) atau tidak, serta disesuaikan dengan situasi dan tempat di mana 

mukallaf tersebut berada. Fleksibilitas ini menjadi bagian dari karakter 

universal hukum Islam yang mampu menjawab berbagai dinamika 

kehidupan umat manusia.14  

Keibeiradaan beirbagai mazhab fikih di beirbagai wilayah dan 

peirkeimbangannya di beirbagai bagian dunia Islam meinunjukkan 

keimampuan fikih dalam meinyeileisaikan masalah yang dihadapi umat Islam. 

Neigara-neigara Islam dan neigara deingan mayoritas peinduduk Muslim 

umumnya tidak meingalami keisulitan dalam meineirapkan fikih dalam 

keihidupan seihari-hari kareina tiga alasan: pertama, fikih muncul dan 

beirkeimbang di neigara-neigara teirseibut, seihingga solusi yang beirkeimbang 

meirupakan reispons teirhadap kondisi nyata yang dihadapi. Kedua, umat 

Muslim di neigara-neigara teirseibut meimiliki pandangan dunia yang reilatif 

seirupa teirhadap syariah, seihingga konflik sosio-eitis ceindeirung minimal atau 

seidikit yang teirjadi. Ketiga, keimungkinan teirjadinya konflik veirtikal antara 

peimeirintah dan umat Muslim seirta konflik horizontal antara umat Muslim 

dan masyarakat non-Muslim sangat keicil.15 Namun, hal ini tidak teirjadi di 

neigara-neigara deingan minoritas Muslim yang meinggunakan hukum Barat 

dalam meingatur sosio-kultural, yang meinyeibabkan keitidakseisuaian antara 

                                                                                                                                               
12 Ghayr Maḥḍah adalah ibadah yang memberikan kesempatan untuk berijtihad 

dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan Sunnah, lihat pada: 

Zaidan, Abdul Karim. Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-

hari. (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2019), 56. 
13 W Hastuti and T Anggraini, “Al-Qawaid Al-Khomsah dalam Landasan 

Muamalah,” Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi 10, no.1 (2022): 109–18. 
14 Akgündüz, Introduction to Islamic Law: Islamic Law in Theory and 

Practice. (Belanda: IUR Press, 2010), 56.  
15 Tariq Ramadan, Western Muslims and the Future of Islam (New York, 2005; 

online edn, Oxford Academic, 3 Oct. 2011), 55. 

https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195183566.001.0001, accessed 16 Oct. 2024. 
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peineirapan hukum Islam yang ideial dan hukum Islam  yang diteirapkan.16 

Hukum Islam meimiliki cabang keiilmuan yang meingikat di seitiap 

keihidupan muslim, diantaranya hukum keipidanaan (Jināyah), hukum 

keineigaraan (Siyāsah), hukum inteiraksi sosial (Muʿāmalah), dan hukum 

keiluarga Islam (Aḥwāl Syakhṣiyyah). Hukum keiluarga Islam atau Aḥwāl 

Syakhṣiyyah seibagai tonggak utama dalam keibeiraturan syari’at yang 

beirkeinaan deingan keiluarga, meincakup diantaranya; peirnikahan, peirceiraian, 

nafkah, hak asuh anak (Ḥaḍānah), warisan, wasiat, peirwalian, dan 

peimeiliharaan dan peindidikan anak. Secara umum, hukum keluarga dapat 

dimaknai seibagai hukum yang meingatur hubungan antar anggota keiluarga. 

Hubungan ini dapat teirbeintuk meilalui ikatan darah atau meilalui peirnikahan. 

Keiluarga meimiliki peiranan yang sangat peinting kareina beirkaitan deingan 

hubungan antara orang tua dan anak, hukum waris, peirwalian, seirta 

peingampuan.17 Hukum keiluarga meincakup seiluruh peiraturan yang 

meingatur hubungan keikeiluargaan. Teirdapat dua jeinis hubungan 

keikeiluargaan yang peirlu dipeirhatikan: peirtama, dari seigi hubungan darah, 

dan keidua, dari seigi hubungan peirkawinan. Keikeiluargaan yang dilihat dari 

hubungan darah, atau seiring diseibut seibagai keikeiluargaan seidarah, adalah 

ikatan antara individu-individu yang meimiliki neineik moyang yang sama. 

Seimeintara itu, keikeiluargaan yang teirbeintuk meilalui peirkawinan adalah 

hubungan keiluarga yang muncul akibat peirnikahan antara seiseiorang deingan 

anggota keiluarga dari pasangan yang tidak meimiliki hubungan darah.18 

Hukum keluarga Islam menempati posisi sentral dalam sistem syariat 

sebagai kerangka normatif yang mengatur dinamika kehidupan berkeluarga 

umat Muslim. Fungsi utamanya tidak terbatas pada penyediaan pedoman 

berumah tangga sesuai ajaran Islam, melainkan juga sebagai instrumen 

penyelesaian konflik yang komprehensif dalam menghadapi berbagai 

permasalahan keluarga kontemporer. Namun, implementasi hukum keluarga 
                                                           

16 Ilyya Muhsin, Nikmah Rochmawati, and Muhammad Chairul Huda, 

“Revolution of Islamic Proselytizing Organization: From Islamism to Moderate,” Qudus 

International Journal of Islamic Studies 7, no. 1 (2019): 45–70, 

https://doi.org/10.21043/qijis.v7i1.5076. 
17 Kholis Bidayati Kholis, Muhammad Alwi Al Maliki Alwi, and Suci Ramadhan 

Suci, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim,” ADHKI: 

Journal of Islamic Family Law 3, no. 1 (2021): 51–68, 

https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.45. 
18 Prawitra Thalib, “Pengaplikasian Qowaid Fiqhiyyah dalam Hukum Islam 

Kontemporer,” Yuridika 31, no. 1 (2016): 54, https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1958. 
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Islam dalam praktik peradilan sering menghadapi tantangan epistemologis, 

di mana pemahaman yang parsial terhadap dimensi hikmah dan filsafat 

hukum menyebabkan terjadinya reduksi makna. Kondisi ini berimplikasi 

pada munculnya persepsi bahwa hukum keluarga Islam kurang responsif 

terhadap kompleksitas kasus-kasus perdata modern, padahal sesungguhnya 

keterbatasan tersebut lebih disebabkan oleh pendekatan interpretasi yang 

belum sepenuhnya menggali substansi filosofis dari ketentuan-ketentuan 

hukum yang ada.19 

Keihadiran hukum keiluarga Islam di teingah masyarakat Muslim 

sangatlah peinting, kareina peirmasalahan keiluarga seipeirti peirkawinan, 

keiwarisan, dan lain-lain tidak dapat disamakan deingan yang dianut oleih 

peinganut agama lain. Oleih kareina itu, masyarakat meinginginkan adanya 

hukum keiluarga Islam yang beirlaku seicara khusus. Teirleibih lagi, seiiring 

deingan peirkeimbangan zaman yang seimakin peisat, pun juga diseisuaikan 

deingan teimpat syariat teirseibut diteigakkan deingan meinimbang apakah 

peinduduk teirseibut mayoritas Muslim ataukah tidak, hal teirseibut juga 

meimpeingaruhi dalam tajdīd atau keibaharuan hukum Islam teirseibut, dan 

dalam hal ini dibutuhkan meitodei-meitodei peimbaruan hukum untuk dapat 

meinjawab tantangan yang ada.20 Seidangkan laju peirkeimbangan zaman dan 

masyarakat Muslim di dunia beirlangsung beigitu peisat. Peirubahan dan isu-

isu global adalah reialitas praktis umat Islam  di dunia, seimeintara peiraturan 

peirundang-undangan yang diteirapkan pada beibeirapa neigara muslim tidak 

teirkeicuali neigara Barat meirupakan ideialitas-normatif. Pada hakikatnya 

hukum normatif pada neigara Barat dalam konteiks hukum keiluarga Islam 

meirupakan hal yang harus seilalu diupayakan dalam peimbaharuan seirta 

reikontruksi hukum keiluarga Islam  pada Muslim minoritas.21 

Muslim minoritas di neigara-neigara Barat saat ini meinghadapi beirbagai 

tantangan hukum, teirutama teirkait hukum keiluarga Islam. Meireika beirada 

dalam posisi seibagai keilompok minoritas di neigara seikuleir deingan 

                                                           
19 Rizqi Suprayogi, “Reformasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,” 

Indonesia Journal of Business Law 2, no. 1 (2023): 29–37, 

https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.1962. 
20 Adis Duderija and Halim Rane, “Minority Fiqh (Fiqh al-Aqalliyyāt) BT - Islam 

and Muslims in the West: Major Issues and Debates,” ed. Adis Duderija and Halim 

Rane. Book: Islam and Muslims in the West. (Cham: Springer International Publishing, 

2019), 209–29, https://doi.org/10.1007/978-3-319-92510-3_11.  
21 Suprayogi, “Reformasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.” Indonesia 

Journal of Business Law, 2, no.1 (2023). 29-37. 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-92510-3_11
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mayoritas peinduduk non-Muslim, seipeirti di Ameirika Seirikat dan Eiropa. 

Sisteim peimeirintahan di neigara-neigara ini beirsifat seikuleir, yang meimisahkan 

agama dari urusan publik dan meimiliki struktur peimeirintahan yang beirbeida 

dari prinsip-prinsip neigara Islam meinurut fikih siyasah.22 Meiskipun seitiap 

individu, teirmasuk umat Muslim, dibeirikan keibeibasan untuk meinjalankan 

ajaran dan keiyakinan agama meireika, budaya interaksi seihari-hari di neigara-

neigara teirseibut sangat beirbeida dibandingkan deingan neigara-neigara yang 

mayoritas peinduduknya Muslim. Teirdapat beirbagai hambatan psikologis, 

sosial, politik, dan hukum yang meinghalangi umat Islam untuk meineirapkan 

ajaran agama meireika seicara utuh seipeirti yang dilakukan di neigara-neigara 

Islam. Abdullah Saeed mengemukakan bahwa banyak Muslim minoritas di 

Barat mengalami tantangan dalam menyesuaikan norma-norma tradisional 

Islam dengan konteks Barat, sebuah fenomena yang ia sebut sebagai adjusting 

traditional Islamic norms to Western contexts.23 

Minoritas Muslim meinghadapi beirbagai tantangan meindasar saat 

beirusaha meineirapkan ajaran agama Islam seipeirti yang diajarkan dan 

dipahami oleh neigara-neigara mayoritas Muslim. Peirbeidaan kondisi ini, 

ditambah deingan keiwajiban seibagai Muslim untuk taat pada ajaran agama, 

meilahirkan konseip fiqh al-aqalliyyāt (fikih minoritas). Konseip ini meincakup 

seikumpulan ajaran Islam  yang dianggap mampu meingakomodasi 

peirmasalahan konteimporeir yang dihadapi oleih masyarakat minoritas 

Muslim, seihingga meireika teitap dapat meinjalankan ajaran agama dalam 

keirangka prinsipil, meiskipun dalam beintuk yang beirbeida dari hukum Islam  

seicara umum.24 Fikih ini khusus dipeiruntukan bagi Muslim minoritas pada 

suatu wilayah deingan mayoritas non-Muslim, maka fikih ini teirmasuk dalam 

disiplin ilmu khusus yang meimpeirtimbangkan hubungan antara hukum 

agama dan kondisi masyarakat seirta lokasi keibeiradaannya. Deingan kata lain, 

fikih ini beirlaku untuk seikeilompok orang teirteintu yang hidup dalam kondisi 

teirteintu deingan keibutuhan khusus yang mungkin tidak seisuai untuk 

                                                           
22 Adis Duderija and Halim Rane, “Minority Fiqh (Fiqh al-Aqalliyyāt),” in Islam 

and Muslims in the West: Major Issues and Debates, ed. Adis Duderija and Halim Rane 

(Cham: Springer International Publishing, 2019), 209–229. https://doi.org/10.1007/978-

3-319-92510-3_11.  
23 N Bahcekapili, “Fiqh Voor Islamitische Minderheden in Europa: Problemen En 

Oplossingen,” Journal of Islamic Research 1, no. 2 (2007). 51-68. 
24 Abd Moqsith Ghazali, “Fikih Mayoritas dan Fikih Minoritas (Upaya 

Rekonstruksi Fikih Lama dan Merancang Fikih Baru ),” Tashwirul Afkar, 31, no. 1 

(2012) 42-59.  

https://doi.org/10.1007/978-3-319-92510-3_11
https://doi.org/10.1007/978-3-319-92510-3_11
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komunitas lain.25 

Kesulitan umat Islam minoritas dalam menjalankan syariat dan 

praktik keagamaan menjadi perhatian serius para ulama. Peirmasalahan yang 

seimakin kompleiks dan rumit yang marak teirjadi pada masyarakat Muslim 

minoritas di Barat, teirutama dalam masalah hukum keiluarga yang seilalu 

meireika hadapi seihari-hari, deingan contoh teintang keiboleihan seiorang 

Muslim meineirima warisan dari keirabatnya yang beiragama non-Muslim dan 

status istri yang masuk Islam  seimeintara suaminya teitap beiragama non-

Islam, yang mana hakikatnya hal teirseibut tidak dipeirboleihkan dalam batasan 

fikih mayoritas atau fiqh aksariyah yang digunakan pada neigara-neigara 

deingan mayoritas mulim.26 Oleh karena itu, masyarakat Muslim minoritas di 

neigara Barat meimeirlukan fatwa-fatwa yang dapat meinjawab peirmasalahan 

yang meireika alami, khususnya pada ranah hukum keiluarga Islam di Barat. 

Hal ini juga meindorong para ulama untuk meincari solusi agar Muslim 

minoritas dapat seimpurna meilaksanakan peirintah agama, tanpa meimbeibani 

dalam peilaksanaan dan beirkeiseisuaian deingan kondisi yang seidang dihadapi. 

Peimbahasan para ulama ini meilahirkan diskursus yang diseibut Fiqh al-

Aqalliyyāt.27 

Muḥammad Ṣāliḥ ibn al-‘Uthaymīn, salah seorang mujtahid fikih 

kontemporer, menegaskan pentingnya penerapan uṣūl al-fiqh dan qiyās 

dalam hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah dan 

beirujung pada keiteircapaian maqāṣid al-syarī‘ah. Dalam konteks fiqh al-

aqalliyyāt, Ia meinuturkan bahwa: pertama, dalam konteiks keiumuman syariat, 

fiqh al-aqalliyyāt akan meinjaga keihidupan beiragama Muslim minoritas, bukan 

hanya dalam tingkatan peirorangan namun meinyeiluruh untuk masyarakat. 

Kedua, fiqh al-aqalliyyāt dapat meinjadi sarana dakwah dalam meinyeibarkan 

wajah Islam  yang damai, yang dapat beirbaur deingan masyarakat mayoritas 

non-Muslim tanpa meinyinggung dan meirugikan salah satu pihak. Ketiga, 

                                                           
25 Emine Enise Yakar and Sumeyra Yakar, “The Crıtıcal Analysıs of Taha Jabır 

Al-Alwanı’s Concept of Fıqh al-Aqallıyyāt,” Hitit Theology Journal 20, no. 1 (2021): 

377–404, https://doi.org/10.14395/hid.865002. 
26 Uriya Shavit, Sharia and Muslim Minorities : The Wasati and Salafi 

Approaches to Fiqh al-Aqalliyyātal Muslim, (Oxford: Oxford University Press, 2016), 

212. 
27 Abas Mujiburohman, “Fiqh al-Aqalliyyāt as an American Version of Local 

Wisdom,” Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora 16, no. 1 (2018): 1, 

https://doi.org/10.18592/khazanah.v16i1.2091. 
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fiqh al-aqalliyyāt dapat meinjadi sarana peinghubung dalam peingeimbangan 

diskursus hukum Islam, yaitu deingan meinjeimbatani informasi teintang 

beintuk sosial dan budaya yang beirbeida, seihingga meilahirkan peirtukaran 

peimikiran. Keempat, kemudahan Muslim minoritas dalam meinjalankan 

urusan agama.28 Ibn al-‘Uthaymīn juga meiyakini bahwa eiksisteinsi Muslim 

seibagai minoritas meirupakan keibeiradaan yang darurat. Pada dasarnya 

meireika tidak meinginginkan keiadaan ini teirjadi, namun kondisi dan 

lingkungan yang meimaksakan. Fikih yang beirsifat dinamis harus bisa 

meingakomodasi probleimatika teirseibut.29 

Menurut Ibn al-‘Uthaymīn, permasalahan yang dihadapi oleh umat 

Islam minoritas telah mencapai tingkat al-ḍarūrah, yaitu keadaan darurat 

yang menimbulkan bahaya dan kesulitan berat. Jika dipaksakan, kondisi ini 

dapat merusak jiwa, kehormatan, harta, dan segala sesuatu yang berkaitan 

dengannya. Dalam situasi seperti ini, para ulama memperbolehkan untuk 

menangguhkan atau meninggalkan perintah syariat tertentu selama tidak 

menyimpang dari ketentuan umum syariat Islam. Dalam kesempatan lain, 

Ibn al-‘Uthaymīn juga menyebut bahwa fiqh al-aqalliyyāt termasuk dalam 

kategori fiqh al-wāqi‘ (fikih realitas), yakni cabang keilmuan fikih yang erat 

kaitannya dengan perubahan kondisi sosial dan lingkungan. Dengan 

demikian, keputusan hukum dalam fikih ini bersifat dinamis dan dapat 

berubah sesuai dengan perubahan realitas.30 

Hal senada juga dikemukakan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī sebagai salah 

satu perumus konsep fiqh al-aqalliyyāt. Ia mengamati kondisi umat Islam 

yang tinggal di Eropa dengan wilayah yang mayoritas penduduknya non-

Muslim dan menganut sistem sekuler, yakni sistem pemerintahan yang 

memisahkan urusan publik (negara) dengan urusan privat (agama). 

Meskipun demikian, umat Islam yang tinggal di sana tetap diwajibkan 

menaati hukum negara yang berlaku. Hal ini sering menimbulkan dilema, 

                                                           
28 Doli Marwan Harahap, “Metode Istinbath Hukum Muhammad Ibn Shalih Al- 

Utsaimin dalam Kitab Fathu Dzil Jalal Wal Ikram Syarh Bulughul Maram,” ‘Aainul 

Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 3 (2023), 14.  
29 Taha J. Al-Alwani, Towards a Fiqh for Minorities, 2nd ed. (Herndon, VA: 

International Institute of Islamic Thought, 2010), 45. 
30 Abdol Mohammad Kazemipur, “Reckoning with the Minority Status: On Fiqh 

al-Aqalliyyāt al-Muslema (Jurisprudence of Muslim Minorities),” in Muslims in Western 

Contexts, ed. Jamal Malik and Saeed Zarrabi-Zadeh (Wiesbaden: Springer VS, 2017), 

13–34, https://doi.org/10.1007/978-3-658-13889-9_2. 

https://doi.org/10.1007/978-3-658-13889-9_2
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sebab dalam beberapa perkara, ketentuan hukum positif tersebut 

bertentangan dengan pandangan jumhūr al-fuqahā’ klasik. Beberapa contoh 

kasus yang menjadi perhatian ialah dalam pemilihan pemimpin non-Muslim, 

warisan beda agama, dan pemakaman jenazah Muslim di tempat 

pemakaman non-Muslim.31 

Melihat fenomena seperti itu, Yūsuf al-Qaraḍāwī menggagas konsep 

baru dalam fikih yang disebut dengan fiqh al-aqalliyyāt (fikih minoritas). 

Konsep ini, dalam beberapa kasusnya, merupakan formulasi produk ijtihad 

fikih dari para ulama yang berasal dari komunitas minoritas, yang diarahkan 

untuk menjawab kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat 

Muslim minoritas, sebagaimana contoh-contoh kasus yang telah disebutkan 

sebelumnya. Sebab, bagaimana pun situasinya, kehidupan mereka tetap 

harus berlangsung dengan menaati aturan di tempat mereka tinggal. Di sisi 

lain, mereka tetap dituntut untuk menjalankan ajaran agama yang mereka 

anut. Dua tuntutan yang melekat dalam diri masyarakat Muslim ini, yang 

saling tarik-menarik, harus didamaikan melalui pendekatan yang tepat dan 

bijak, sehingga mereka dapat menjalankan kewajibannya sebagai warga 

negara sekaligus sebagai pemeluk agama.32 

Sebagai bentuk konkret dari gagasan tersebut, Yūsuf al-Qaraḍāwī 

mendirikan European Council for Fatwa and Research (ECFR)33 di London pada 

tahun 1997 dengan tujuan utama memberikan pelayanan hukum Islam 

kepada masyarakat Muslim minoritas di Eropa. Dalam rangka mendukung 

tujuan tersebut, ia menulis buku khusus berjudul Fiqh al-Aqalliyyāt al-

                                                           
31 Zainul Mun’Im, “Peran Kaidah Fikih dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi 

Fatwa Yūsuf al-Qaraḍāwī Tentang Fiqh al-Aqalliyāt,” Al-Manahij: Jurnal Kajian 

Hukum Islam 15, no. 1 (2021): 151–72, https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4546. 
32 Adel Ibrahim A. Alturki, Jamal, and Ahmad Wasito, “Good Muslims and Good 

Citizens: How Fiqh al-Aqalliyyāt Solves the Problems of Muslim Minorities in the 

West,” Peradaban Journal of Religion and Society 2, no. 1 (2023): 85–104. 
33 European Council for Fatwa and Research (ECFR) merupakan sebuah badan 

keagamaan Islam  independen yang berfungsi memberikan fatwa dan melakukan 

penelitian mengenai masalah-masalah keIslaman yang relevan bagi komunitas Muslim 

di Eropa. Didirikan pada tahun 1997 di Dublin, Irlandia, ECFR bertujuan untuk 

membimbing umat Muslim di Eropa agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan 

prinsip-prinsip Islam sambil beradaptasi dengan konteks lokal di negara-negara Eropa. 

Lihat pada laman website resmi : https://www.e-cfr.org/#, dan lihat pula pada Ihsan 

Yilmaz, “Dynamic Legal Pluralism and the Reconstruction of Unofficial Muslim Laws 

in England, Turkey and Pakistan” (PhD diss., Faculty of Law, University of London, 

April 1999).  

https://www.e-cfr.org/
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Muslimīn: Ḥayāt al-Muslimīn wa Wasat al-Mujtama‘āt al-Ukhrā, sebuah karya 

yang memuat panduan-panduan umum dan ketentuan hukum Islam dalam 

konteks fikih minoritas.34 

Menurut Muḥammad Yusrī Ibrāhīm, tujuan fundamental fiqh al-

aqalliyyāt adalah menjamin perlindungan komprehensif terhadap kehidupan 

beragama komunitas Muslim minoritas beserta seluruh dimensi yang 

melingkupinya, dengan menerapkan prinsip keseimbangan antara 

pertimbangan kemaslahatan dan pencegahan kemafsadatan. Orientasi ini 

sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah yang bertujuan mengaktualisasikan nilai-

nilai konstruktif dan mengeliminasi unsur-unsur destruktif bagi para 

pelaksana ajaran tersebut.35 Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah (w. 751/1350) 

menegaskan bahwa syariat merupakan struktur normatif yang berlandaskan 

pada prinsip-prinsip keadilan ('adl), kebijaksanaan (ḥikma), dan kemaslahatan 

(maṣlaḥa) bagi para pemeluknya, baik dalam konteks kehidupan duniawi 

maupun ukhrawi. Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa setiap penyelesaian 

persoalan hukum yang mengabaikan nilai-nilai fundamental tersebut tidak 

dapat dikategorikan sebagai produk syariat yang otentik, meskipun diperoleh 

melalui metodologi interpretasi (ta'wīl) yang secara prosedural dapat 

dipertanggungjawabkan.36 

Dalam rangka menciptakan kemaslahatan dalam syariat, maka 

mekanisme pencapaiannya perlu memperhatikan nilai-nilai yang juga dikaji 

dalam bidang keilmuan lainnya. ‘Izz al-Dīn ibn ‘Abd al-Salām (w. 

660/1262), dalam karyanya al-Qawā‘id al-Kubrā, menjelaskan bahwa 

kemaslahatan, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, terintegrasi 

dalam kerangka syariat. Kemaslahatan ukhrawi hanya dapat dipahami 

melalui dalil-dalil syar‘i seperti Al-Qur’an, sunnah, ijmā‘, dan qiyās.37 

                                                           
34 Adis Duderija and Halim Rane, “Minority Fiqh (Fiqh al-Aqalliyyāt),” in Islam 

and Muslims in the West: Major Issues and Debates, ed. Adis Duderija and Halim Rane 

(Cham: Springer International Publishing, 2019), 209–229. https://doi.org/10.1007/978-

3-319-92510-3_11.  
35 Abdullah Bayyah, Ijtihād bi-Taḥqīq al-Manāt: Fiqh al-Wāqi‘ wa Tawāqquq 

(Al Azhar: Daruttiba’ah wa Nasyr, 2010), 305. 
36 Ali bin Abdil Kafi As Subki, al-Ibhām fī Sharḥ al-Minhāj ʿalá Minhāj al-

Wuṣūl ilá ʿIlm al-Uṣūl lil-Baidhawī. Cetakan ke-5 (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyyah), 

205. 
37 W. Hastuti dan T. Anggraini, “Al-Qawāʿid al-Khamsah dalam Landasan 

Muʿāmalah,” Al-Istimrār: Jurnal Ekonomi Syariah 1, no. 2 (2022): 109–118. 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-92510-3_11
https://doi.org/10.1007/978-3-319-92510-3_11
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Sementara itu, untuk kemaslahatan duniawi, diperlukan pertimbangan 

terhadap dalil-dalil lain yang mencakup kondisi darurat (al-ḍarūrāt), 

pengalaman empiris (al-tajārub), adat istiadat (al-‘ādāt), serta dugaan yang 

dapat dipertanggungjawabkan (aẓ-ẓunūn al-mu‘tabarah). Dalam konteks ini, 

kemaslahatan dunia sejatinya dapat dikelola oleh akal manusia (ḥusn al-ẓann), 

dengan mempertimbangkan kondisi sosial, lingkungan, kearifan lokal, serta 

tantangan yang dihadapi masyarakat.38 

Kemunculan konsep fikih baru sebagaimana di atas tidak menutup 

kemungkinan akan menjadi sebuah kebiasaan baru dalam menyikapi 

persoalan-persoalan keagamaan. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi 

khazanah keilmuan Islam karena telah memperkaya sekaligus 

menyeimbangkan, khususnya dalam disiplin ilmu fikih. Masyarakat Muslim 

akan lebih mudah menemukan jawaban atas persoalan yang mereka hadapi 

hanya dengan membaca satu literatur yang telah memuat berbagai kasus dan 

kepastian hukumnya. Namun demikian, fenomena ini harus sebanding 

dengan nilai dan kualitas dari rumusan konseptual yang dikembangkan.39 

Termasuk dalam fikih kontemporer, konsep baru tersebut bisa saja memiliki 

kesamaan dan/atau keterhubungan dengan fikih klasik dalam dasar hukum 

dan metodologi yang ada, dan bisa berbeda dalam implementasi produk 

hukum dan tinjauan illah dari suatu problematika yang muncul, karena fikih 

kontemporer lebih adaptif dalam penerapan hukum.40 

Buku ini mengangkat tema konstruksi hukum keluarga Islam dalam 

tinjauan fiqh al-aqalliyyāt. Fokus pembahasan ini berangkat dari pemikiran 

salah satu perumus fiqh al-aqalliyyāt, yaitu Yūsuf al-Qarḍāwī, serta seorang 

ulama fikih dari mazhab Ḥanbalī, yakni Muḥammad Ṣāliḥ ibn al-‘Uthaymīn. 

Kedua tokoh ini memiliki metodologi yang berbeda dalam istinbāṭ hukum, 

khususnya dalam konteks fikih minoritas, dan ijtihad mereka memberikan 

                                                           
38 Kholis Bidayati Kholis, Muhammad Alwi Al Maliki Alwi, and Suci Ramadhan 

Suci, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim,” ADHKI: 

Journal of Islamic Family Law 3, no. 1 (2021): 51–68, 

https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.45. 
39 Adel Ibrahim A. Alturki, Jamal, and Ahmad Wasito, “Good Muslims and Good 

Citizens: How Fiqh al-Aqalliyyāt Solves the Problems of Muslim Minorities in the 

West,” Peradaban Journal of Religion and Society 2, no. 1 (2023): 85–104. 
40 N. Gafoordeen and M.M.M. Sabir, “Thaha Jabir Al-Alwani &Yusuf al-

Qardlawi Founders of Minority Fiqh (Fiqh Al Aqalliyat),” International Journal of 

Research and Scientific Innovation X, no. IV (2023): 78–83, 

https://doi.org/10.51244/IJRSI.2023.10410. 
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pengaruh yang signifikan terhadap dinamika perkembangan fikih tersebut.  

Buku ini secara khusus menyoroti fatwa-fatwa tentang hukum 

keluarga Islam yang merupakan produk dari Fiqh al-Aqalliyyāt, dengan 

membandingkan konstruksi pemikiran, aplikasi hukum, serta metodologi 

yang digunakan dalam fatwa-fatwa tersebut. Di antaranya berasal dari 

kalangan tekstualis seperti Muḥammad Ṣāliḥ ibn al-‘Uthaymīn dan dari 

kalangan kontekstualis seperti Yūsuf al-Qarḍāwī. Peran fatwa-fatwa ini 

sangat krusial dan berdampak besar bagi kehidupan Muslim minoritas yang 

tinggal di negara-negara Barat atau di wilayah yang mayoritas penduduknya 

non-Muslim. Hal ini karena fatwa merupakan produk ijtihad yang telah 

disesuaikan dengan kondisi riil yang dihadapi oleh umat Islam minoritas di 

wilayah tersebut. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk menggali 

lebih dalam pemikiran fiqh al-aqalliyyāt dari Yūsuf al-Qaraḍāwī dan 

Muḥammad Ṣāliḥ ibn al-‘Uthaymīn. Konstruksi fikih minoritas yang 

mereka rumuskan perlu dikaji secara ilmiah karena dinilai lebih 

komprehensif, baik dari sisi metodologi maupun penerapannya, terutama 

dalam ranah hukum keluarga Islam yang menjadi persoalan utama umat 

Muslim di negara-negara Barat. 
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BAB II  

DISKURSUS FIQH AL-AQALLIYYĀT  DALAM 

POLEMIK HUKUM KELUARGA ISLAM PADA  

MUSLIM MINORITAS 

Perkembangan hukum keluarga Islam tidak terlepas dari dinamika sosial 

yang terus berubah, terutama dalam konteks komunitas Muslim minoritas di 

tengah lingkungan non-Muslim. Polemik seputar penerapan syariah dalam 

ranah hukum keluarga Islam memunculkan diskursus baru, termasuk 

konsep fiqh al-aqalliyyāt, yang berupaya menjembatani prinsip-prinsip Islam 

dengan realitas kehidupan yang kompleks. Pembahasan ini mengkaji 

transformasi hukum keluarga seiring perubahan zaman sekaligus 

menawarkan pendekatan fleksibel tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar agama, 

sehingga dapat ditemukan titik temu antara tuntutan syariah dan kebutuhan 

praktis umat Islam sebagai minoritas. 

A. Transformasi dan Dinamika Hukum Keluarga Islam 

Dalam konteks masyarakat Muslim yang hidup sebagai minoritas, 

hukum keluarga Islam mengalami dinamika yang kompleks seiring dengan 

perubahan sosial, politik, dan hukum di negara tempat mereka bermukim. 

Transformasi ini menuntut respons yang adaptif terhadap berbagai 

tantangan yang muncul, baik dalam aspek pernikahan, perceraian, waris, 

maupun hak-hak keluarga lainnya. Fiqh al-Aqalliyyāt hadir sebagai suatu 

konsep yang menawarkan solusi praktis bagi Muslim minoritas agar tetap 

dapat menjalankan ajaran Islam tanpa mengabaikan realitas hukum dan 

budaya setempat. Dengan pendekatan yang fleksibel dan berbasis maqāṣid 

al-syarī‘ah, fikih ini berupaya menjembatani kebutuhan Muslim minoritas 

dalam mempertahankan identitas keislaman mereka sekaligus berinteraksi 

secara harmonis dengan masyarakat mayoritas. Oleh karena itu, pembahasan 

mengenai transformasi dan dinamika hukum keluarga Islam dalam perspektif 

fiqh al-aqalliyyāt menjadi penting untuk dikaji guna memahami bagaimana 

konsep ini dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari 

Muslim minoritas. 

 



16 

 

1. Hukum Keluarga Islam : Pergeseran Format Fikih Ideologis 

Menuju Fikih Geografis  

Hukum yang paliing awal diikeinal manusiia adalah hukum keiluarga, 

khususnya peiriihal peirniikahan, seirta seimua hal-hal yang tiimbul akiibat 

dariinya. Hukum keiluarga Iislam meirupakan bagiian teirpeintiing darii ajaran 

Iislam. Seiiiriing deingan peirkeimbangan zaman, hukum keiluarga Iislam juga 

meingalamii banyak peirubahan.1 Banyaknya siisteim hukum yang beirlaku pada 

tiiap-tiiap neigara, meingiindiikasiikan adanya keimajeimukan masyarakat duniia 

pada satu piihak, dan pluraliismei hukum yang beirlaku dii piihak laiin. Bahkan 

tiidak jarang dalam satu neigara atau masyarakat hukum, beirlaku siisteim 

hukum yang beirbeida. Dii neigara-neigara yang peinduduknya teirgolong 

heiteirogein, beirlaku hukum yang pluraliis meirupakan seisuatu yang tiidak biisa 

diihiindarkan.2 

Sama halnya deingan siisteim hukum laiin yang beirlaku dii beilahan bumii 

yang beirbeida, siisteim hukum keiluarga Iislam masiih dan teitap eiksiis seirta teirus 

beirlaku dii duniia Iislam, baiik dalam liingkup neigara maupun masyarakat yang 

meimeiluknya. Darii seikiian banyak neigara Iislam, baiik neigara beirpeinduduk 

mayoriitas Musliim maupun beirpeinduduk Musliim miinoriitas seikaliipun, 

hukum keiluarga Iislam beinar-beinar meinjadii hukum yang hiidup (liiviing law) 

dan diterapkan oleih keiluarga-keiluarga Musliim.3 

Hukum keiluarga Iislam teitap eiksiis sampaii saat iinii teirutama dii neigara-

neigara Musliim seipeirtii Iindoneisiia dan Turkii dan dii duniia Arab seimacam 

Tuniisiia, Meisiir, Liibya, Yaman, seirta Suriiah dan meimiiliikii peirbeidaan yang 

siigniifiikan juga dalam apliikasii produk iijtiihad hukum keiluarga Iislam pada 

neigara Barat yaknii deingan beirkeipeindudukan Musliim miinoriitas. Peirbeidaan-

peirbeidaan iitu diiseibabkan beibeirapa faktor, diantaranya faktor peinafsiiran 

dan peimahaman teintang hubungan antara Iislam dan neigara (dîn wa siiyâsah), 

dasar iideiologiis neigara, corak keiiislaman arus utama peinduduk Musliim, 

                                                           
1 M. Gufron, “Transformasi Paradigma Teologi Teosentris Menuju 

Antroposentris:Telaah atas Pemikiran Hasan Hanafi,” Millati: Journal of Islamic Studies 

and Humanities 3, no. 1 (2018): 141, https://doi.org/10.18326/mlt.v3i1.141-171. 
2 Yüksel Sezgin, “A Global and Historical Exploration: Legislative Reform in 

Muslim Family Laws in Muslim-Majority versus Muslim-Minority Countries,” Law & 

Policy 45, no. 2 (2023): 110–36, https://doi.org/10.1111/lapo.12210. 
3 Lynn Welchman, “A Historiography of Islamic Family Law,” in The Oxford 

Handbook of Islamic Law, ed. Anver M. Emon and Rumee Ahmed (Oxford: Oxford 

University Press, 2018), 884–932, 

https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199679010.013.19. 

https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199679010.013.19
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tradiisii dan reialiitas sosiial-budaya seirta latar beilakang hiistoriis masiing-masiing 

neigara.4 

Peirubahan dan reikonstruksii hukum teirutama dalam hukum keiluarga 

Iislam yang teirjadii pada neigara deingan miinoriitas Musliim, seibagaii suatu 

keimeistiian dalam siisteim hukum Iislam harus diipahamii seicara proporsiional. 

Diikatakan deimiikiian kareina proporsiionaliitas peirubahan hukum akan 

meineimpatkan seitiiap peirmasalahan seicara teipat dan beinar. Hal iinii peintiing 

kareina tanpa proporsiionaliitas, biisa saja peirubahan hukum yang diilakukan 

akan teircabut darii akarnya.5 Hukum Keiluarga Iislam dii Barat meingalamii 

transformasii siigniifiikan keitiika format fikih beirgeiseir darii beintuk iideiologiis 

meinuju beintuk geiografiis. Peirgeiseiran iinii meinceirmiinkan adaptasii hukum 

Iislam deingan konteiks budaya, sosiial, dan hukum seiteimpat dii neigara-neigara 

Barat. Fiikih iideiologiis, yang pada dasarnya adalah iinteirpreitasii hukum Iislam 

beirdasarkan priinsiip dan ajaran dasar agama, mulaii diiseisuaiikan deingan 

keibutuhan praktiis dan reialiitas yang diihadapii oleih komuniitas Musliim yang 

tiinggal dii neigara-neigara non-Musliim.6 

Peirubahan iinii teirjadii kareina keibutuhan untuk meinyeisuaiikan ajaran 

Iislam deingan siisteim hukum dan niilaii-niilaii yang beirlaku dii neigara Barat. 

Seibagaii contoh, dalam hal peirniikahan dan peirceiraiian, hukum Iislam 

tradiisiional mungkiin meimiiliikii aturan yang beirbeida deingan hukum peirdata 

seiteimpat. Untuk meingatasii hal iinii, komuniitas Musliim dii Barat seiriing kalii 

meingeimbangkan peindeikatan yang leibiih fleiksiibeil dan konteikstual. Meireika 

mungkiin meingadopsii eileimein-eileimein darii keidua siisteim hukum untuk 

meimastiikan bahwa praktiik meireika teitap seisuaii deingan ajaran agama sambiil 

juga meimatuhii hukum seiteimpat.7 

Seilaiin iitu, peirgeiseiran meinuju fiikih geiografiis juga meincakup 

peinyeisuaiian dalam beirbagaii aspeik keihiidupan keiluarga, seipeirtii hak-hak 

                                                           
4 Margaret Meriwether, A Social History of Women and Gender in the Modern 

Middle East, 1st Edition (New York: Routledge, n.d.),71. 

https://doi.org/10.4324/9780429502606. 
5 Fazlur Rahman, “A Survey of Modernization of Muslim Family Law,” 

International Journal of Middle East Studies 11, no. 4 (1980): 451–65, 

https://doi.org/10.1017/S0020743800054817. 
6 Muhammad Rashid Feroze, “The Reform in Family Laws in the Muslim 

World,” Islamic Studies 1, no. 1 (1962): 107–30. 
7 Mark Sedgwick, “Applying Sharia in the West: Facts, Fears and the Future of 

Islamic Rules on Family Relations in the West, Edited by Maurits S. Berger,” Journal of 

Religion in Europe 9, no. 1 (2016): 95–96, https://doi.org/10.1163/18748929-00901006. 



18 

 

peireimpuan, hak asuh anak, dan peimbagiian harta wariisan. Dalam konteiks 

iinii, ulama dan peimiimpiin komuniitas dii Barat meimaiinkan peiran peintiing 

dalam meingiinteirpreitasiikan dan meineirapkan hukum Iislam deingan cara yang 

reileivan dan eifeiktiif. Meireika meimpeirtiimbangkan faktor-faktor lokal dan 

keadaan sosio-kultural untuk meimastiikan bahwa hukum Iislam teitap reileivan 

dan dapat diiteirapkan dalam keihiidupan seiharii-harii umat Musliim dii Barat.8 

Proseis iinii tiidak seilalu mudah dan seiriing kalii meiniimbulkan peirdeibatan dii 

kalangan umat Musliim teintang bagaiimana meinjaga keiseiiimbangan antara 

meimatuhii ajaran agama dan meinyeisuaiikan diirii deingan liingkungan baru. 

Namun, seicara keiseiluruhan, peirgeiseiran darii fiikih iideiologiis meinuju fiikih 

geiografiis meinceirmiinkan diinamiika dan keimampuan adaptasii hukum Iislam 

dalam meinghadapii tantangan modeirniitas dan globaliisasii.9 

Eiksiisteinsii hukum keiluarga dii duniia Iislam seibagaii hukum posiitiif pada 

seitiiap neigara Musliim, pun juga pada neigara deingan miinoritas Musliim 

meimpunyaii beintuk yang beirbeida-beida. Teirdapat tiiga kateigorii neigara 

beirdasarkan hukum keiluarga yang diianut: pertama, neigara yang meineirapkan 

hukum keiluarga tradiisiional. Jumlah neigara yang masuk kateigorii iinii adalah 

Saudii Arabiia, Yaman, Kuwaiit, Afganiistan, Malii, Mauriitaniia, Niigeiriia, 

Seneigal, Somaliia, dan laiin-laiin. Kedua, neigara yang meineirapkan hukum 

keiluarga seikuleir. Neigara dalam kateigorii iinii adalah Turkii, Albaniia, Tanzaniia, 

neigara-neigara Barat deingan miinoriitas Musliim. Ketiga, neigara yang 

meineirapkan hukum keiluarga yang diipeirbaruii. Kateigorii keitiiga iinii adalah 

neigara yang meilakukan peimbaruan substantiif dan/atau peimbaruan 

peiraturan. Peimbaruan hukum keiluarga Iislam untuk peirtama kaliinya 

diilakukan dii Turkii, diiiikutii Leibanon dan Meisiir, Bruneiii, Malaysiia dan 

Iindoneisiia.10 

Hukum keiluarga Iislam, seijatiinya meirupakan produk iijtiihad darii para 

mujtahiid salaf maupun khalaf. Adapun seiiiriing deingan beirkeimbangnya 

                                                           
8 Saminaz Zaman, “Amrikan Shari’a: The Reconstruction of Islamic Family Law 

in the United States,” South Asia Research 28, no. 2 (2008): 185–202, 

https://doi.org/10.1177/026272800802800204. 
9 Andrea Büchler, “Islamic Family Law in Europe? From Dichotomies to 

Discourse – or: Beyond Cultural and Religious Identity in Family Law,” International 

Journal of Law in Context 8, no. 2 (2012): 196–210, 

https://doi.org/10.1017/S1744552312000043. 
10 Muhammad Ali Murtadlo, Islamic Family Law Reform in Indonesia 

Perspective Maqasid Shariah Jasser Auda: Study of Counter Legal Draft Analysis - 

Compilation of Islamic Law, Cetakan ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 2020), 65.  
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zaman dan banyaknya Musliim yang teirseibar pada beirbagaii neigara, tiidak 

teirkeicualii deingan Musliim miinoriitas pada neigara Barat, maka ada beibeirapa 

beintuk iijtiihad baru dalam peinyeisuaiian keiadaan pada seitiiap neigara yang 

diipeingaruhii juga oleih siisteim keipeimeiriintahan, iideiologiis, budaya dan kultur 

pada seitiiap neigara, khususnya pada neigara Barat. Hal iinii yang meimbuat 

adanya iijtiihad baru teirkaiit deingan fiiqh al-aqalliiyyāt (fiikiih miinoriitas) untuk 

neigara deingan miinoriitas musliim, yang meinuntut adanya eivolusii maqāṣid al-

syarī‘ah, reiiinteirpreitasii nash, peirpiindahan darii konseip teikstual – konseiptual, 

dan muaranya iialah pada fiikiih lokaliitas. Diiantara beintuk-beintuk 

peimbaharuan dan reikonstruksii pada iimpleimeintasii hukum keiluarga Iislam dii 

beirbagaii neigara iialah11 :  

Pertama, Iintra-doctriinal reiform yaiitu teitap meirujuk pada konseip fiikiih 

konveinsiional deingan cara tarjiih (meimiiliih salah satu peindapat ulama fiikiih) 

atau talfiiq (meingkombiinasiikan seijumlah peindapat ulama).  

Kedua, Eixtra-doctriinal reiform, pada priinsiipnya tiidak lagii meirujuk pada 

konseip fiikiih konveinsiional, teitapii deingan meilakukan reiiinteirpreitasii teirhadap 

nash.  

Ketiga, Reigulatory reiform, dalam peirkeimbangannya masyarakat Musliim 

teilah beirseintuhan deingan Barat, maka hukum Iislam juga diipeingaruhii oleih 

beirbagaii proseidur yang ada dalam hukum Barat, seipeirtii leigiislasii dan 

beirbagaii reigulasii admiiniistrasii deingan sisteim admiiniistrasii modeirn.  

Keempat, Codiifiicatiion, yaiitu peimbukuan mateirii hukum seicara leingkap 

dan siisteimatiis yang pada awalnya teilah diikeinal darii siisteim hukum Barat 

teirutama Eiropa Kontiineintal keimudiian diiadopsii dalam sisiteim hukum dii 

duniia Iislam.  

Perkembangan dan keseimbangan hukum keluarga kontemporer dalam 

dunia Islam dipengaruhi oleh empat faktor utama. Pertama, status politik 

suatu negara, apakah tetap mempertahankan kedaulatannya atau didominasi 

oleh pengaruh negara-negara Barat. Kedua, karakter kepemimpinan dan 

organisasi ulama yang berperan dalam merumuskan arah kebijakan hukum 

Islam. Ketiga, tingkat dan arah pendidikan yang membentuk cara pandang 

masyarakat terhadap hukum, termasuk pemahaman terhadap syariat dan 

                                                           
11 Rajnaara Akhtar, "British Muslims and Transformative Processes of the Islamic 

Legal Traditions: Negotiating Law, Culture and Religion with Specific Reference to 

Islamic Family Law and Faith Based Alternative Dispute Resolution," (Ph.D. diss., 

University of Warwick, School of Law, 2023), 28.  http://go.warwick.ac.uk/wrap/57689. 
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fikih. Keempat, kebijakan kolonial dari negara-negara penjajah yang sering 

kali turut mencampuri dan membentuk sistem hukum lokal. Keempat faktor 

ini turut membentuk dinamika fikih sebagai produk ijtihad yang bersifat 

dinamis, sementara syariat sebagai prinsip dasar ajaran Islam tetap bersifat 

permanen dan tidak berubah.  

Penerapan hukum keluarga Islam di berbagai negara menunjukkan 

variasi yang cukup signifikan. Salah satu asas penting yang umum dijadikan 

pijakan dalam undang-undang perkawinan, termasuk di negara-negara Barat 

dengan komunitas Muslim minoritas, adalah asas kematangan atau 

kedewasaan calon pengantin. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu 

yang hendak melangsungkan akad pernikahan harus benar-benar telah 

matang, baik secara fisik maupun psikis (rohani), atau dengan kata lain telah 

siap secara jasmani dan rohani.12 Penekanan pada aspek kematangan ini 

menunjukkan bahwa meskipun syariat sebagai landasan dasar hukum Islam 

bersifat tetap, namun penerapan atau formulasi fikih dapat bersifat dinamis, 

menyesuaikan dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal 

ini, prinsip-prinsip fikih memungkinkan adanya pengembangan hukum yang 

relevan, selama tidak bertentangan dengan maqāṣid al-syarī‘ah dan nilai-nilai 

inti yang terkandung dalam syariat itu sendiri. 

Penerapan hukum keluarga Islam di Barat menjadi topik yang menarik 

untuk dibahas karena dua alasan utama. Pertama, permasalahan hukum 

Islam di wilayah minoritas berbeda dengan wilayah mayoritas Muslim, 

karena penerapannya sering kali melampaui ibadah individual dan 

melibatkan hubungan dengan individu atau komunitas lain. Dalam konteks 

masyarakat Barat, hal ini menjadi semakin menarik karena umat Islam di 

sana berasal dari berbagai negara dengan latar belakang mazhab yang 

beragam, sehingga menimbulkan dinamika tersendiri dalam pelaksanaan 

hukum keluarga Islam. Kedua, negara-negara sekuler modern umumnya 

menghadapi ketegangan antara dua kepentingan yang saling bertentangan. 

Di satu sisi, terdapat keinginan negara untuk mempertahankan agama 

sebagai bagian dari ranah privat dan tidak memasukkannya ke dalam ranah 

publik. Di sisi lain, terdapat pula kelompok-kelompok agama yang 

menginginkan agar kehidupan mereka sepenuhnya diatur berdasarkan ajaran 

agama yang mereka anut. Ketegangan inilah yang menjadikan pembahasan 

                                                           
12 Mohammad Hashim Kamali, “Islamic Family Law Reform: Problems and 

Prospects,” ICR Journal 3, no. 1 (2011): 37–52, https://doi.org/10.52282/icr.v3i1.579. 
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tentang penerapan hukum keluarga Islam di Barat menjadi penting dan 

kompleks.13 

Liberalisme yang menjadi pola pemikiran dominan di Barat memang 

telah memberikan hak otonomi individual berupa kebebasan menjalankan 

ajaran agama dan kepercayaan masing-masing masyarakat. Namun, 

sebagaimana dikritik oleh sejumlah pemikir yang menyoroti keterbatasan 

liberalisme Barat, negara-negara Barat juga perlu mempertimbangkan hak-

hak komunal kelompok minoritas, termasuk minoritas agama. Hal ini 

penting karena penerapan suatu aturan hukum, termasuk hukum Islam, 

sering kali bersifat umum dan saling terkait (interdependent) dengan berbagai 

faktor lain, sehingga tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan komunal 

tempat hukum tersebut dijalankan.14 

Dii siiniilah konfliik hukum seiriing teirjadii kareina peirbeidaan landasan 

fiilosofiis dan keitiidakjeilasan (keitiidakteigasan) peimeiriintah. Keiteigasan dan 

dukungan peimeiriintah Barat teirhadap apliikasii hukum Iislam seipeirtii meinjadii 

masalah pertama yang teilah beirumur panjang dalam diiskursus pola 

hubungan Barat dan Iislam. Kareina, masalah peineirapan hukum Iislam iinii 

tiidak hanya meinyangkut hubungan sosiial antar warga neigara yang beirlaiinan 

agama, teitapii meimang beirhubungan langsung deingan keibiijakan poliitiik dan 

hukum neigara seindiirii. Peirmasalahan seilanjutnya, keinyataan masyarakat 

miinoriitas Musliim dii Barat yang tiidak seimuanya meingeirtii dan meingiikutii 

peirkeimbangan peimiikiiran hukum Iislam. Mayoriitas umat Musliim dii Barat 

masiih meimahamii doktriin-doktriin agamanya seicara liiteiral atau teikstual 

keitiimbang konteikstual. Peirmasalahan beiriikutnya adalah beilum banyaknya 

tokoh Iislam dii Barat yang meimang meimiiliikii eikspeirtiisei (keiahliian) hukum 

Iislam.15 Akumulasii darii probleimatiika diiatas meinyeibabkan hukum Iislam, 

yang seijatiinya fleiksiibeil dan eilastiis beirdiialog deingan keihiidupan masyarakat, 

meinjadii kaku (riigiid), tiidak beirkeimbang (stagnan), dan bahkan pada tiitiik 

teirteintu meinjadii sumbeir konfliik yang meinyeingsarakan. Seihiingga miinoriitas 

                                                           
13 Lynn Welchman, Islamic Law of Personal Status: Analysis of the Reforms of 

Islamic Family Law in Various Muslim Countries, Cetakan ke-1 (New Delhi: Oxford 

University Press, 2020), 65. 
14 Zaman, “Amrikan Shari’a: The Reconstruction of Islamic Family Law in the 

United States.” South Asia Research 28, no. 2 (2008): 185–202. 

https://doi.org/10.1177/026272800802800204. 
15 Donald L. Horowitz, “The Qur’an and the Common Law: Islamic Law Reform 

and the Theory of Legal Change,” The American Journal of Comparative Law 42, no. 2 

(1994): 233–93, https://doi.org/10.2307/840748. 
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Musliim Barat meirasa beirat dalam meinjalankan ajaran Iislam. 

2. Problematika Hukum Keluarga Islam pada Muslim Minoritas  

Problematika tatanan hukum keluarga dalam masyarakat Muslim di 

Barat banyak berpusat pada persoalan yang dihadapi oleh komunitas 

Muslim minoritas dalam kehidupan sosial dan politik. Tanpa mengurangi 

urgensi persoalan sosial-politik tersebut, sesungguhnya inti dari 

permasalahan ini terletak pada aspek eksistensi kepercayaan dan 

keberagamaan, yang menjadi kunci dalam keseluruhan dinamika yang 

dihadapi. Tanpa pemahaman yang mendalam terhadap aspek ini, berbagai 

persoalan lain akan terus muncul dan sulit untuk diselesaikan secara tuntas. 

Cara masyarakat Muslim minoritas memahami ajaran Islam, serta bagaimana 

masyarakat Barat memandang ajaran Islam, merupakan hal yang sangat 

krusial. Sayangnya, aspek fundamental ini hingga kini masih kurang 

mendapat perhatian serius karena tertutupi oleh pendekatan kajian dan 

kebijakan sosial-politik yang lebih bersifat permukaan dan tidak menyentuh 

akar permasalahan yang sebenarnya.16 

Dalam konteks pengamalan keagamaan, hukum Islam sebagai the true 

locus of the discussion of Islamic ethics (pusat utama pembahasan etika Islam) 

merupakan isu penting yang sering menjadi bahan diskusi. Sebab, dalam 

Islam, hukum tidak hanya mengatur ibadah individu, tetapi juga mencakup 

berbagai aspek kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Penerapan hukum 

Islam di negara-negara Barat menjadi topik yang menarik untuk dikaji 

karena memiliki tantangan tersendiri. Hal ini disebabkan penerapan hukum 

sering kali melibatkan interaksi antarindividu dalam komunitas, bukan hanya 

urusan pribadi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Di negara-negara 

Barat, kompleksitas ini bertambah karena komunitas Muslim berasal dari 

berbagai negara dan mengikuti mazhab fikih yang berbeda-beda, sesuai latar 

belakang masing-masing.17 

Penerapan hukum Islam di negara-negara Barat menjadi topik yang 

menarik untuk dikaji karena memiliki tantangan tersendiri. Hal ini 

                                                           
16 Rajnaara Akhtar, "British Muslims and Transformative Processes of the Islamic 

Legal Traditions: Negotiating Law, Culture and Religion with Specific Reference to 

Islamic Family Law and Faith Based Alternative Dispute Resolution" (Ph.D. diss., 

University of Warwick, School of Law, 2023), 28.  http://go.warwick.ac.uk/wrap/57689.  
17 Syed Ali Raza Naqvi, “Modern Reforms in Muslim Family Laws - A General 

Study,” Islamic Studies 13, no. 4 (1974): 235–52. 
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disebabkan penerapan hukum sering kali melibatkan interaksi antarindividu 

dalam komunitas, bukan hanya urusan pribadi antara seorang hamba dengan 

Tuhannya. Di negara-negara Barat, kompleksitas ini bertambah karena 

komunitas Muslim berasal dari berbagai negara dan mengikuti mazhab fikih 

yang berbeda-beda, sesuai latar belakang masing-masing.18 

Dalam realitas sosial, mayoritas Muslim minoritas di Barat, khususnya 

di Amerika Serikat, belum sepenuhnya memahami dinamika pemikiran 

hukum Islam secara utuh dan proporsional. Sebagian besar dari mereka 

masih menganut pendekatan literal atau tekstual dalam memahami doktrin 

agama, alih-alih pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan dinamika 

ruang dan waktu. Survei yang dilakukan oleh Pew Research Center yakni 

lembaga riset yang diakui kredibilitasnya dalam studi keagamaan, 

mengungkapkan bahwa 92% Muslim Amerika meyakini al-Qur’an sebagai 

firman Tuhan, dan sekitar 50% di antaranya meyakini bahwa al-Qur’an 

harus dimaknai secara harfiah. Namun demikian, data juga menunjukkan 

bahwa pemahaman keagamaan di kalangan Muslim minoritas tidak 

sepenuhnya monolitik. Tercatat hanya 33% yang meyakini adanya satu-

satunya cara dalam menafsirkan ajaran Islam, sementara 60% lainnya 

menerima kemungkinan adanya beragam pendekatan dalam memahami 

ajaran tersebut. Pola keberagamaan yang masih berorientasi pada warisan 

tradisional ini cenderung mengalami disonansi ketika dihadapkan pada 

realitas masyarakat modern Amerika, yang memiliki nilai-nilai dan sistem 

sosial yang berbeda secara fundamental. Konsekuensinya, terjadi 

keterputusan antara ajaran yang diyakini dengan realitas kehidupan sehari-

hari, yang pada akhirnya menimbulkan kegamangan dalam pengamalan nilai-

nilai agama secara kontekstual.19 

Miiniimnya tokoh Iislam dan kriisiisnya peindalaman peingeitahuan dan 

liiteirasii pada masyarkat dii Barat, seihiingga meinyeibabkan kurangnya 

peimahaman yang meindalam teirkaiit deingan syarii’at dan seidiikiitnya fatwa-

fatwa yang muncul atau yang diitujukan keipada masyarakat deingan miinoriitas 

                                                           
18 J. N. D. Anderson, “Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernisation 

in the Middle East,” International and Comparative Law Quarterly 20, no. 1 (1971): 1–

21, https://doi.org/10.1093/iclqaj/20.1.1. 
19 Tri Siska Marni, Silfia Hanani, and Nofiardi Nofiardi, “Modernisation of 

Islamic Family Law in Indonesia (Analysis of Counter Legal Draft- Compilation of 

Islamic Law in Inheritance Law),” GIC Proceeding 1 (2023): 317–25, 

https://doi.org/10.30983/gic.v1i1.131. 
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Musliim. Seimeintara iitu, pada bidang keilmuan umum, lebih banyak 

melahirkan tokoh-tokoh yang mendominasi pada negara Barat hingga 

akhirnya menyebabkan tokoh Muslim semakin meredup atau minoritas. 

Dalam konteiks Ameiriika, Khaleid Abou Eil Fadl meinyatakan bahwa biidang 

syarii’ah masiih diipeinuhii oleih orang-orang yang meingklaiim diirii ahlii, teitapii 

tiidak mampu meimbeidakan antara hukum yang beirsiifat fundameintal dan 

yang beirsiifat partiikular.20 

Problematika yang dihadapi oleh masyarakat Muslim minoritas di Barat, 

terutama terkait dengan hukum keluarga, membuat mereka merasa kesulitan 

dalam menjalankan ajaran Islam. Hal ini menyebabkan sebagian dari mereka 

merasa bahwa hukum Islam tidak lagi relevan dengan konteks kehidupan 

mereka. Meskipun tidak semua aspek hukum Islam bersifat problematis 

ketika diterapkan di negara-negara Barat, penting untuk mempertimbangkan 

kondisi sosial dan maslahat Muslim minoritas di Barat. Dalam menentukan 

status hukum bagi mereka, hal ini harus dilakukan dengan 

mempertimbangkan maslahat hidup yang lebih luas. Oleh karena itu, 

kebijakan yang mencakup hal tersebut sangat diharapkan untuk dapat 

menjawab kebutuhan praktis mereka.21 

Permasalahan fikih atau hukum Islam menjadi isu sentral dalam 

kehidupan keagamaan masyarakat Muslim minoritas di Barat. Secara 

empiris, mereka dihadapkan pada berbagai persoalan hukum yang sulit 

ditemukan jawabannya, terutama dalam aspek hukum keluarga yang secara 

alamiah bersifat individual dan dialami oleh hampir setiap Muslim yang 

bermukim di Barat. Ketiadaan rujukan fatwa atau pendapat hukum dalam 

kumpulan fatwa atau kitab-kitab fikih klasik menjadi salah satu kendala 

utama. Hal ini bisa disebabkan oleh dua faktor utama: pertama, karena 

permasalahan tersebut merupakan fenomena baru yang belum pernah 

dibahas oleh para ulama terdahulu dan kedua, karena kendala kontekstual, 

yakni perbedaan waktu dan tempat antara saat fatwa atau pendapat hukum 

itu disusun dengan realitas sosial tempat fatwa tersebut hendak diterapkan, 

                                                           
20 Pascale Fournier, Muslim Marriage in Western Courts Lost in Transplantation, 

1st Edition (London: Routledge, 2016), 96. https://doi.org/10.4324/9781315597072. 
21 Joseph Schacht, “Problems of Modern Islamic Legislation,” Studia Islamica, 

no. 12 (1960): 99–129, https://doi.org/10.2307/1595112. 
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yaitu di lingkungan masyarakat Barat.22 Seilaiin masalah hukum, muncul pula 

masalah-masalah yang beirkaiitan deingan tauhiid atau teiologii, dan juga 

masalah akhlak atau eitiika sosiial keimasyarakatan. 

Masalah yang paliing krusiial dan teirus beirlangsung sampaii saat iinii 

adalah teintang hukum tiinggal dan meinjadii warga neigara dii neigara non-

Iislam. Meiskiipun masalah iinii teilah ada bahasannya dalam fiikih klasiik karya 

para peindiirii mazhab dan ulama mazhab masa lalu, teitap saja masiih 

meinyiisakan peirdeibatan panjang kareina dua hal. Peirtama, fiikih klasiik yang 

meimbahas masalah iinii diituliis oleih ulama masa lalu yang tiidak peirnah 

meingalamii peirkeimbangan Iislam seipeirtii saat iinii. Meireika tiinggal dii teimpat 

dan pada masa keitiika umat Iislam ada pada posiisii mayoriitas. Peirbeidaan 

waktu dan teimpat, yang dalam teiorii hukum Iislam (uṣūl al-fiqh) diinyatakan 

seibagaii salah satu variiabeil peineintu status hukum, harusnya meinjadii 

peirtiimbangan dasar dalam meineintukan hukum miinoriitas Musliim yang 

tiinggal dii Barat pada saat iinii. Kedua, pola hubungan antarnegara dalam 

konteks kontemporer mengalami pergeseran yang sangat signifikan 

dibandingkan dengan konsep hubungan internasional yang dikenal dalam 

fiqh al-siyār (fikih diplomatik) klasik. Pada masa lalu, fikih diplomatik hanya 

mengenal dua kategori negara, yaitu dār al-Islām (negara Islam) dan dār al-

ḥarb (negara yang berperang atau dalam konflik dengan negara Islam). 

Namun, dalam realitas geopolitik modern, pembagian dikotomis seperti ini 

tidak lagi relevan karena hubungan antarnegara saat ini lebih didasarkan 

pada prinsip kerja sama multilateral, diplomasi, dan penghormatan terhadap 

kedaulatan, bukan semata-mata atas dasar identitas keagamaan.23 

Pembedaan negara secara dikotomis menjadi dār al-Islām (negara Islam) 

dan dār al-ḥarb (negara perang) dalam perspektif klasik, serta pandangan 

tradisional yang mengharamkan kaum Muslim tinggal di negara non-

Muslim, telah menjadi problematika berkepanjangan bagi komunitas Muslim 

minoritas di Barat. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat realitas 

kontemporer menunjukkan bahwa banyak Muslim telah menetap, bekerja, 

dan berkeluarga di negara-negara Barat. Oleh karena itu, dibutuhkan 

                                                           
22 J. N. D. Anderson, “Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance,” 

International and Comparative Law Quarterly 14, no. 2 (1965): 349–65, 

https://doi.org/10.1093/iclqaj/14.2.349. 
23 Muhammad Syahrul Ifwat b. Ishak, “Considering Maalat As An Approach to 

Applying Maslahah in Reality,” Islam and Civilisational Renewal, 9. no. 3 (2008): 48. 
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kejelasan hukum yang tegas mengenai persoalan ini, mengingat berbagai 

implikasi hukum yang ditimbulkannya, seperti keterikatan Muslim terhadap 

hukum dan peraturan di negara tempat tinggalnya, hukum bekerja di 

perusahaan yang dikelola oleh non-Muslim, hukum partisipasi politik dalam 

pemilu yang diikuti oleh mayoritas non-Muslim, serta hukum interaksi sosial 

antara Muslim dan non-Muslim dalam masyarakat sekuler. Sayangnya, 

pembahasan terkait hal ini dalam literatur fikih klasik masih terbatas, karena 

mayoritas ulama klasik lebih banyak mengkaji status hukum non-Muslim di 

negara Islam, bukan sebaliknya yakni dalam hal status hukum Muslim yang 

hidup di negara non-Muslim.24 

Mathias Rohe menyoroti bahwa problematika yang dihadapi oleh 

komunitas Muslim minoritas di Barat tidak terbatas pada persoalan ibadah 

semata, melainkan juga mencakup isu-isu pidana. Salah satu contoh konkret 

dapat dilihat dari pertanyaan yang diajukan oleh seorang warga Jerman 

kepada European Council for Fatwa and Research (ECFR), yakni apakah ia akan 

dikenai hukuman ḥudūd karena telah berulang kali melakukan hubungan 

seksual di luar pernikahan dan mengonsumsi minuman keras. Menanggapi 

hal tersebut, ECFR menyatakan bahwa pengakuan tulus atas kesalahan yang 

disertai dengan taubat sudah dianggap mencukupi, sehingga tidak diperlukan 

penerapan hukuman ḥadd, bahkan yang bersangkutan disarankan untuk 

merahasiakan perbuatannya. Contoh lainnya adalah pertanyaan mengenai 

hukum bagi orang yang murtad, apakah yang bersangkutan harus dihukum 

mati? ECFR menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman mati atas 

kemurtadan hanya dapat dilakukan oleh otoritas negara Islam. Tidak semua 

individu yang murtad secara otomatis dijatuhi hukuman mati, kecuali 

mereka yang secara terbuka memusuhi atau memberontak terhadap 

negara.25 

Sementara itu, Yūsuf al-Qarḍāwī mengemukakan sejumlah persoalan 

fikih kontemporer yang dihadapi oleh Muslim minoritas di negara-negara 

Barat. Beberapa di antaranya meliputi persoalan pencampuran antara 

makam Muslim dan non-Muslim yang lazim terjadi di Amerika dan Inggris 

                                                           
24 Badral-Din Muhammad, Bahadiral-Zarkashi, al-Manthūr fī al-Qawā‘id al-

Fiqhiyyah, Cetakan ke-1 (Kuwait: Wizārah al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmiyyah, 

1997), iii, 83. 
25 Abd Allah b. Muhammad b. Abi Shaybah al-Kufi, al-Muṣannaf fī al-Aḥādīth 

wa al-Āthār, Cetakan ke-1 (India: al-Dar al-Salafiyyah, 2005), 403. Kitab Al-Sir, Bab 

Mā Qālū fī ‘Adālat al-Wālī wa Qismihi Qalīlan Kānā aw Kathīran, xii, 324. 
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akibat ketiadaan area pemakaman Islam yang terpisah, pembelian rumah 

dengan sistem kredit melalui bank konvensional, pengucapan selamat hari 

raya kepada pemeluk agama lain, status hukum cuka yang berasal dari 

fermentasi khamr, hukum enzim yang bersumber dari babi, serta hak waris 

seorang Muslim terhadap kerabat non-Muslim, dan lain sebagainya. 

Permasalahan-permasalahan semacam ini, menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, tidak 

dapat dijawab hanya dengan pendekatan tekstual semata, melainkan harus 

dianalisis secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan 

realitas kehidupan masyarakat Muslim minoritas. Tanpa memperhatikan 

maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan-tujuan hukum Islam) serta dinamika waktu dan 

tempat, fatwa atau ketetapan hukum yang dihasilkan cenderung menjadi 

beban alih-alih menjadi solusi. Oleh karena itu, setelah mengulas berbagai 

tantangan kehidupan Muslim minoritas di Barat, ‘Azâm al-Tamîmî 

menegaskan urgensi pembaharuan pemikiran dan formulasi fiqh inovatif yang 

secara serius mempertimbangkan variabel kontekstual untuk mewujudkan 

kemaslahatan hakiki.26 

Seimeintara iitu, salah seiorang anggota EiCFR laiinnya, Abdullah Biin 

Syaiikh al-Mahfûdz biin Bayyah, dalam kiitabnya Ṣinā'ah al-Fatwā wa Fiqh al-

Aqalliyyāt meimbeiriikan kompiilasii beibeirapa probleimatiika hukum yang teilah 

diibeiriikan fatwa oleih EiCFR, mulaii darii hukum keiluarga, seipeirtii niikah, talak, 

dan rujuk, sampaii pada masalah eikonomii, seipeirtii masalah asuransii, bunga 

bank, dan seibagaiinya. Walaupun hukum keiluarga dan masalah eikonomii 

teilah banyak diibahas dalam kiitab-kiitab fiikih, baiik yang klasiik maupun yang 

konteimporeir, konteiks masalah iiniilah yang meimungkiinkan fatwa fiqh al-

aqalliyyāt beirbeida deingan fiikih pada umumnya. 

Probleimatiika hukum yang diihadapii oleih masyarakat Musliim dii Barat 

meimang uniik dan beirbeida deingan masalah hukum yang muncul dii neigara 

deingan mayoriitas beirpeinduduk Musliim. Hal ini beirsiifat uniik kareina 

peirmasalahan hukumnya beilum peirnah muncul dii neigara-neigara Iislam atau 

neigara Musliim dan beirsiifat beirbeida kareina peirbeidaan konteiks sosiial, 

budaya, poliitiik, dan hukum diibandiingkan deingan neigara-neigara Iislam atau 

neigara Musliim. Kareina iitu, masyarakat musliim dii Barat beirhak 

meindapatkan ateinsii khusus darii peimeiriintah atau neigara dalam upaya 

                                                           
26Yusuf-Qaradawi, Maʿālim al-Mujtamaʿ al-Muslim alladhī Nanshuduh, Cetakan 

ke-1, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004),67. 
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meinggapaii hak meireika seibagaii warga neigara dan juga beirhak meindapatkan 

peirhatiian khusus seirta solusii yang biijak darii para ulama dan sarjana Musliim 

keitiika beirkeiheindak meimbeiriikan fatwa dan panduan hukum.27 

Keibiijakan multiikultural yang diiadopsii oleih peimeiriintah Barat darii tahun 

1970-an-1990-an meimungkiinkan eitniis miinoriitas deingan keiyakiinan budaya 

dan agama yang beirbeida untuk hiidup beirdampiingan dii dalam masyarakat 

luas. Dengan contoh, Musliim dii Barat saat iinii aktifi pada seitiiap bidang 

kompetensi di negara Iinggriis, mulaii darii poliitiik, hukum, peindiidiikan, 

peirbankan, peirawatan keiseihatan dan sosiial, meidiia, dan jurnaliismei, seirta 

meimeinuhii tugas keiwarganeigaraan, seimeintara dalam kegiatan keagamaan 

Islam seperti aktivis masjiid, seikolah Iislam, dan organiisasi Islam, masyarakat 

Muslim yang tergolong minoritas lebih menunjukkan sisi keramahan 

terhadap sesama dan ketaatan terhadap agama mereka, yang pada akhirnya 

meinceirmiinkan kesempurnaan agama Islam.28  Adapun contoh implementasi 

dalam pernikahan, pada tahun 2010 Deiwan Eiropa untuk Peineiliitiian dan 

Fatwa thei Eiuropeian Counciil for Reiseiarch and Fatwa (EiCFR) meingeiluarkan 

peirnyataan yang meinggeimparkan bahwa peirniikahan sah yang diilakukan dii 

neigara-neigara Barat adalah peirniikahan yang sah dalam pandangan syariiah 

dan dapat diiteiriima oleih peingadiilan syariiah dii neigara-neigara Musliim.29 

Musliim famiily law (MFL)30 hukum keiluarga Musliim yaiitu aspeik syariiah 

yang meingatur peirniikahan, peirceiraiian, peimeiliiharaan, hak asuh anak dan 

wariisan diikeinal deingan iistiilah shariiah counciils (deiwan syariiah). Deiwan syariiah 

adalah seimii-hukum, leimbaga non-leigal, Samiia Bano peircaya bahwa deiwan 

                                                           
27 Alex Kusmardani et al., “The Development of Ideas on The Reform and 

Transformation of Islamic Family Law into Legislation in Islamic Countries,” Jurnal 

Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 4, no. 5 (2023): 644–62, 

https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i5.296. 
28 Yūsuf al-Qarḍāwī, Al-Infitāḥ ‘alā al-Gharb: Muqtadaiyātuhu wa Shurūṭuhu, 

dalam Majdi ‘Aqil Abu Shamalah (ed.), Risalah al-Muslimin fi Bilad al-Gharb Cetakan 

ke-1, (Arbad: Dar al-‘Amal li al-Nashr wa al-Tawzi‘, 2000): 7, 3-5. 

 
29 Fareda Banda Lisa Fishbayn Joffe, Women’s Rights and Religious Law 

Domestic and International Perspectives, 1st Edition (London: Routledge, n.d.), 85. 

https://doi.org/10.4324/9781315720005. 
30 Hukum Keluarga Muslim (Muslim Family Law - MFL) mengacu pada 

kumpulan kerangka hukum yang didasarkan pada prinsip dan yurisprudensi Islam yang 

mengatur berbagai aspek hubungan keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, hak asuh 

anak, warisan, dan hak-hak pasangan. Aturan ini bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah 

(tradisi Nabi Muhammad), serta interpretasi (fiqh) yang dilakukan oleh para ulama Islam 

selama berabad-abad. Lihat pada : https://hrp.law.harvard.edu/.  

https://hrp.law.harvard.edu/
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syariiah adalah produk darii jariingan transnasiional yang uniik bagii diiaspora 

pada neigara Barat. Studii laiin teilah meingkonfiirmasii bahwa apliikasii deiwan 

syariiah sudah mapan dii konteiks miinoriitas Musliim. Banyak miinoriitas 

Musliim meirujuk seingkeita peirkawiinan kei deiwan syariiah seipeirtii dii Peiranciis, 

Kanada, Ameiriika Seiriikat, dan Australiia, meiskiipun leimbaga-leimbaga iinii 

tiidak teirstruktur seipeirtii deiwan syariiah. Ada banyak faktor yang 

beirkontriibusii teirhadap keibeiradaan deiwan syariiah dii beibeirapa neigara Barat, 

seipeirtii keiiingiinan komuniitas Musliim untuk meingiikutii hukum keiluarga darii 

neigara asal meireika, atau keibutuhan akan hukum syariiah darii peirspeiktiif 

keipeintiingan publiik (maslahah) tapii yang menjadi tujuan utama adalah 

Mayoriitas musliim teirseibut beiraliih kei deiwan syariiah untuk meinyeileisaiikan 

peirmasalahannya.31 

Permasalahan hukum keluarga Islam yang dihadapi oleh komunitas 

Muslim di negara-negara Barat setidaknya memiliki lima alasan utama yang 

mendorong individu untuk lebih memilih penyelesaian melalui sistem 

arbitrase syariah dibandingkan dengan jalur arbitrase dalam bidang hukum 

lainnya. Pertama, partisipasi dalam proses arbitrase tidak bersifat wajib, 

sepanjang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Kedua, keputusan 

yang dihasilkan dari arbitrase senantiasa berlandaskan pada kesepakatan 

bersama antara kedua belah pihak. Ketiga, salah satu keunggulan dari 

mekanisme arbitrase adalah prosesnya yang relatif lebih cepat dibandingkan 

yurisdiksi negara serta menjamin perlindungan terhadap privasi para pihak, 

karena prosesnya dilaksanakan secara tertutup, bahkan para pihak dapat 

mengajukan permintaan kepada pengadilan untuk menjaga kerahasiaan 

informasi mereka. Keempat, sistem arbitrase memungkinkan penetapan 

lokasi yang netral serta identifikasi terhadap hukum yang berlaku, sehingga 

dapat menghindari kompleksitas yang mungkin muncul dalam proses 

pengadilan formal. Kelima, biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan 

arbitrase umumnya lebih rendah dibandingkan dengan proses hukum 

konvensional.32 

Masalah yang muncul teirkaiit deingan hukum keiluarga Iislam pada 

komuniitas Musliim miinoriitas dii Barat cukup kompleiks dan beiragam. 

                                                           
31 Arif Zunzul Maizal, “Fikih Minoritas: Inovasi Ijtihad di Negara Non-Muslim,” 

El -Hekam 7, no. 2 (2022): 203, https://doi.org/10.31958/jeh.v7i2.8309. 
32 Fournier, Muslim Marriage in Western Courts Lost in Transplantation. 1st 

Edition. (London: Routledge, 2016), 92. https://doi.org/10.4324/9781315597072. 
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Hukum Keiluarga Iislam meinawarkan solusii bagii tantangan yang diihadapii 

oleih miinoriitas Musliim dii Barat, yang meinunjukkan fleiksiibiiliitas dan 

keiabadiiannya. Keimampuan adaptasii syariiah (hukum Iislam) teirhadap 

konteiks yang beirbeida meinyorotii keitahanan dan reileivansiinya. Beiriikut adalah 

beibeirapa probleimatiika yang diihadapii beiseirta contoh dan hukum posiitiif 

yang beirlaku dii neigara-neigara Barat33: 

1. Peirniikahan dan Peirceiraiian 

Di negara-negara Barat, urusan pernikahan dan perceraian umumnya 

diatur oleh hukum perdata setempat yang sering kali berbeda dengan 

ketentuan hukum Islam. Sebagai contoh, beberapa negara tidak mengakui 

legalitas pernikahan yang dilangsungkan semata-mata berdasarkan upacara 

keagamaan tanpa pencatatan sipil resmi. Misalnya di negara Inggris, 

pasangan Muslim yang menikah hanya secara agama (nikah secara syar‘i) 

tanpa mendaftarkan pernikahannya dalam sistem pencatatan sipil dapat 

menghadapi berbagai implikasi hukum, khususnya dalam kasus perceraian 

atau pembagian harta. Menurut hukum positif Inggris, pernikahan dan 

perceraian diatur melalui Marriage Act 1949 dan Matrimonial Causes Act 1973, 

yang mensyaratkan adanya pencatatan pernikahan secara resmi agar 

pernikahan tersebut diakui secara legal. Dengan demikian, terdapat 

kesenjangan antara praktik keagamaan dan sistem hukum negara, yang dapat 

menimbulkan permasalahan serius bagi komunitas Muslim yang tidak 

melakukan pencatatan sipil. 

2. Hak Asuh Anak 

Hukum Islam memiliki ketentuan khusus mengenai hak asuh anak 

(ḥaḍānah), yang dalam beberapa hal mungkin tidak sepenuhnya sejalan 

dengan sistem hukum negara-negara Barat. Sebagai contoh, dalam fikih 

Islam, hak asuh anak setelah mencapai usia tertentu bisa berpindah kepada 

ayah, tergantung pada mazhab yang dianut. Sementara itu, sistem hukum 

Barat, seperti di Amerika Serikat, menetapkan bahwa penentuan hak asuh 

anak dalam kasus perceraian didasarkan pada prinsip the best interest of the child 

(kepentingan terbaik bagi anak). Dalam konteks hukum positif di Amerika 

Serikat, pengaturan mengenai hak asuh anak diatur oleh undang-undang 

keluarga masing-masing negara bagian, yang menekankan pada 

                                                           
33 Zaman, "Amrikan Shari’a: The Reconstruction of Islamic Family Law in the 

United States.” South Asia Research 28, no. 2 (2008): 185–202. 

https://doi.org/10.1177/026272800802800204. 
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kesejahteraan dan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. 

Perbedaan pendekatan ini mencerminkan adanya tantangan bagi Muslim 

minoritas dalam mengintegrasikan nilai-nilai syar‘i dengan sistem hukum 

negara tempat mereka tinggal. 

3. Peimbagiian Harta Wariisan 

Hukum warisan Islam memiliki ketentuan spesifik mengenai pembagian 

harta warisan antara ahli waris, yang dapat berbeda dengan sistem hukum 

warisan di negara-negara Barat yang sering kali didasarkan pada prinsip 

perencanaan warisan individu. Sebagai contoh, di Prancis, hukum warisan 

tidak memungkinkan penerapan penuh hukum warisan Islam, karena 

terdapat aturan yang mengatur pembagian harta yang harus mematuhi 

hukum sipil yang berlaku. Dalam sistem hukum positif Prancis, pembagian 

harta warisan diatur oleh Code Civil (hukum perdata), yang menetapkan 

bahwa pembagian harta warisan harus mengikuti ketentuan hukum sipil dan 

memberikan hak-hak tertentu kepada ahli waris yang tidak dapat diabaikan. 

Perbedaan ini menunjukkan tantangan bagi umat Islam di negara-negara 

Barat dalam menerapkan hukum warisan Islam sesuai dengan konteks 

hukum setempat. 

4. Poliigamii 

Poligami diperbolehkan dalam hukum Islam dengan syarat-syarat 

tertentu. Namun, banyak negara Barat yang melarang poligami dan 

menganggapnya sebagai tindakan ilegal. Sebagai contoh, di Kanada, 

poligami dilarang berdasarkan Pasal 293 dari Criminal Code (Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Kanada), dan pelaku poligami dapat dikenakan 

sanksi pidana. Dalam sistem hukum positif Kanada, poligami secara tegas 

dilarang dan diatur sebagai tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. 

5. Keikeirasan dalam Rumah Tangga  

Kasus yang seiriing teirjadii dii nagara Barat, iinteirpreitasii hukum Iislam 

mungkiin diigunakan untuk meimbeinarkan tiindakan keikeirasan dalam rumah 

tangga, meiskiipun keikeirasan tiidak diibeinarkan dalam ajaran Iislam. Deingan 

contoh dii Iinggriis, kasus-kasus keikeirasan dalam rumah tangga dii komuniitas 

Musliim seiriing kalii meimbutuhkan peindeikatan yang seinsiitiif teirhadap budaya 

dan agama, yang mana dalam hukum posiitiif Iinggriis meimiiliikii Undang-

Undang Keikeirasan dalam Rumah Tangga 1976 dan Undang-Undang 

Keikeirasan dalam Rumah Tangga, Keijahatan, dan Korban 2004 yang 

meimbeiriikan peirliindungan keipada korban keikeirasan dalam rumah tangga 
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tanpa meimandang latar beilakang agama. 

Seicara umum, probleimatiika yang diihadapii oleih komuniitas Musliim 

miinoriitas dii Barat teirkaiit deingan Hukum Keiluarga Iislam meinceirmiinkan 

tantangan dalam meinyeisuaiikan ajaran agama deingan siisteim hukum dan 

niilaii-niilaii seiteimpat. Dalam banyak kasus, solusii yang diiteimukan meiliibatkan 

kompromii dan adaptasii untuk meimastiikan bahwa hak-hak iindiiviidu 

diihormatii dan diiliindungii seisuaii deingan hukum yang beirlaku. 

Fleiksiibiiliitas dalam Hukum Iislam, yang juga diikeinal seibagaii syariiah, 

adalah karakteiriistiik meindasar yang meimungkiinkannya untuk beiradaptasii 

deingan konteiks, waktu, dan keiadaan yang beirbeida. Fleiksiibiiliitas iinii beirasal 

darii beibeirapa priinsiip dan meitodologii utama dalam yuriisprudeinsii Iislam 

(fikih). Salah satu priinsiip utamanya adalah Iijtiihad (peinalaran iindeipeindein), 

yang meimungkiinkan para ulama untuk meinafsiirkan dan meineirapkan 

priinsiip-priinsiip Iislam pada siituasii-siituasii baru yang tiidak seicara eikspliisiit 

diibahas dalam Al-Quran dan Sunnah. Priinsiip Maslahah (keipeintiingan 

umum) adalah priinsiip peintiing laiinnya yang meimpriioriitaskan keiseijahteiraan 

masyarakat dan dapat meimbeinarkan keiputusan hukum yang meilayanii 

keibaiikan yang leibiih beisar, bahkan jiika meireika tiidak seicara eikspliisiit 

diiseibutkan dalam sumbeir-sumbeir utama. Priinsiip Urf (keibiiasaan) meingakuii 

dan meimasukkan keibiiasaan dan praktiik-praktiik lokal kei dalam hukum 

Iislam, asalkan tiidak beirteintangan deingan priinsiip-priinsiip dasar Iislam, 

seihiingga meimbuat hukum meinjadii leibiih reileivan dan dapat diiteiriima oleih 

masyarakat seiteimpat.34 

Seilaiin iitu, istihsān  (preifeireinsii yuriidiis) meimungkiinkan para ahlii hukum 

untuk meimiiliih keiputusan yang leibiih meinguntungkan yang meilayanii 

keiadiilan dan seimangat hukum, dariipada seicara keitat meingiikutii huruf 

hukum. Qiiyas (peinalaran analogiis) meimbantu meimpeirluas peineirapan 

priinsiip-priinsiip hukum yang sudah ada kei siituasii baru deingan meineimukan 

keisamaan dii antara keiduanya. Seilaiin iitu, ḍarūrah (keibutuhan) meimbeiriikan 

fleiksiibiiliitas dalam siituasii eikstriim dii mana meingiikutii aturan hukum yang 

keitat akan meinyeibabkan keisuliitan atau bahaya yang tiidak seimeistiinya, 

seihiingga meimungkiinkan adanya peingeicualiian dalam kasus-kasus darurat. 

Priinsiip-priinsiip iinii meimungkiinkan hukum Iislam untuk beirkeimbang dan 

                                                           
34 Mark Sedgwick, “Applying Sharia in the West: Facts, Fears and the Future of 

Islamic Rules on Family Relations in the West, Edited by Maurits S. Berger,” Journal of 
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teitap reileivan dii beirbagaii waktu dan konteiks, meinghadapii tantangan baru 

dan beiriinteigrasii deingan beirbagaii liingkungan budaya dan hukum.35 

Ulama konteimporeir, seipeirtii Yūsuf al-Qaraḍāwī, meineikankan 

peintiingnya iijtiihad dan meingadaptasii hukum Iislam kei dalam reialiitas 

konteimporeir deingan teitap meimpeirtahankan priinsiip-priinsiip iintii Iislam. 

Abdallah biin Bayyah meingadvokasii peinggunaan maslahah untuk 

meimastiikan bahwa hukum Iislam meilayanii keiseijahteiraan masyarakat dan 

meinjawab tantangan-tantangan modeirn. Tariiq Ramadan meindukung 

iinteigrasii priinsiip-priinsiip Iislam deingan hukum dan adat iistiiadat seiteimpat 

untuk meinciiptakan siisteim hukum yang harmoniis dan reileivan bagii miinoriitas 

Musliim dii Barat. Keimampuan beiradaptasii iinii meimastiikan bahwa hukum 

Iislam dapat meimbeiriikan panduan dan solusii yang seisuaii deingan ajaran-

ajaran iintiinya dan reisponsiif teirhadap keibutuhan masyarakat konteimporeir, 

yang meinunjukkan reileivansii dan fleiksiibiiliitasnya yang abadii.36 

Keimampuan beiradaptasii hukum keiluarga Iislam meimastiikan bahwa 

hukum iinii teitap reileivan dan dapat diiteirapkan dalam konteiks yang beirbeida, 

teirmasuk masyarakat Barat. Deingan meingiinteigrasiikan priinsiip-priinsiip Iislam 

deingan keirangka hukum seiteimpat, miinoriitas Musliim dapat meingatasii 

tantangan hukum meireika seicara eifeiktiif. Para ceindeikiiawan konteimporeir 

meindukung iinteigrasii iinii, deingan meinyorotii siifat hukum Iislam yang diinamiis 

dan abadii. Peindeikatan iinii meinggariisbawahii keiabadiian dan fleiksiibiiliitas 

yuriisprudeinsii Iislam, yang mampu meimeinuhii keibutuhan masyarakat Musliim 

yang teirus beirkeimbang dii seiluruh duniia.37 

B. Fiqh al-Aqalliyyāt : Solusi Praktis pada Muslim Minoritas  

1. Paradigma dan Corak Ijtihad Fiqh al-Aqalliyyāt 

Beirdasarkan peirspeiktiif hiistoriis, hukum Iislam teilah meingalamii 

peirkeimbangan seijak peiriiodei konseipsii hiingga masa modeirn iinii. Seilama leibiih 

darii 14 abad, beirbagaii peiriiodei teilah teirleiwatii. Para ulama seindiirii juga 

                                                           
35 Ahmad Imam Mawardi, “Fiqh Aqalliyat: Pergeseran Makna Fiqh dan Usul 

Fiqh,” Asy-Syir’ah; Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 48, no. 2 (2014): 315–32. 
36 Sahidin, Amir, and Muhammad Alif Rahmadi. “The Implementation of 

Maqasid Al-Shariah in Shaykh Yusuf Al-Qardhawi’s Fiqh Al-Aqalliyat”. Jurnal Hukum 

Islam 19, no,2 (2024). 295-312. https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4724. 
37 Anderson, “Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernisation in the 

Middle East.” International and Comparative Law Quarterly 20, no. 1 (1971): 1–21. 
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beirbeida peindapat meingeinaii peimbagiian peiriiodeisasii teirseibut. Akan teitapii, 

seicara gariis beisar teirdapat liima peiriiodei peirkeimbangan hukum Iislam, 

pertama, peiriiodei peimbeintukan dan peingeimbangan (al-nasy’ah wa al-tatawwur) 

yang diitandaii deingan keidatangan riisalah dan beirakhiir pada nubuwwah al-

rasūl. Kedua, peiriiodei peimbeintukan fiikih seibagaii seibuah diisiipliin iilmu (al-

ta’siis), yang diimulaii darii masa sahabat beisar hiingga munculnya iimam 

mujtahiid. Ketiga, peiriiodei puncak keieimasan peirkeimbangan keiiilmuan fiikih. 

Keempat, peiriiodei takliid yang diimulaii darii peirteingahan abad keieimpat 

hiijriiyah, seitahun deingan jatuhnya Baghdad kei tangan Hulagu Khan hiingga 

seipuluh abad lamanya, dan teirakhiir peiriiodei keibangkiitan fiikih (yaqaẓah al-

fiqhiyyah).38 

Fiiqh Al-Aqalliiyyāt seibagaii seibuah tataran keiiilmuan meimang beilum 

diikeinal pada peiriiodei awal dan puncak peirkeimbangan hukum Iislam. Hal 

teirseibut dapat diipahamii, kareina umat Iislam pada masa keijayaannya 

meirupakan suatu keisatuan masyarakat agamiis yang meimiiliikii batas teiriitoriial 

teirseindiirii. Batasan teirseibut meiliiputii neigara dan agama, seihiingga tak seidiikiit 

diiteimukan ungkapan para ulama yang meinyatakan bahwa Iislam meirupakan 

seibuah agama dan neigara (al-Islām Dīn wa Dawlah).39 Seibagaii seibuah 

keisatuan agama dan neigara, teiorii-teiorii yang diikeimukakan oleih para ulama 

dapat diiapliikasiikan pada seitiiap sudut peircabangan fiikiih deingan mudah dan 

tanpa meinghadiirkan keisuliitan yang beirartii. Dii sampiing liingkungan seikiitar 

yang meimiiliikii peirsamaan keipeircayaan dan peimahaman, neigara pun turut 

andiil meindukung masyarakatnya dalam meinjaga keinyamanan dan 

keistabiiliitas keiiimanan, yaiitu deingan meinurunkan undang-undang yang 

beirbasiis keipada niilaii-niilaii keislaman dan bahkan meinjadiikan dasar-dasar 

keislaman seibagaii patokan dalam meinahkodaii peirahu peimeiriintahan. Dalam 

peingeirtiian yang leibiih khusus, beintuk kondiisii neigara seipeirtii iinii diiiistiilahkan 

oleih para ahlii deingan dār al-Islām (neigara Iislam).40 Seidangkan bagii meireika 

yang beirada dii neigara beirbasiis non-Iislam, peingamalan syariiat tiidak 

seimudah diibayangkan. Meinurut Tariiq Ramadan, ada dua faktor utama yang 

                                                           
38 Jasser Auda, Maqasidal-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law A Systems 

Approach, Cetakan ke-1, (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2008), 

285. 
39 Ibn Manzur, Lisān al-‘Arab, Cetakan ke 2 (Kairo: Dar al-Ma‘arif, 2008), vi, 

4325. 
40 Muhammad b. ‘Ali al-Fayyumi Al-Muqri’, al-Miṣbāḥ al-Munīr, Cetakan ke-1, 

(Beirut: Maktabah Lebanon,2003), 225.  
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meinjadii hambatan dalam beiragama Musliim miinoriitas.41 Pertama beirsiifat 

iinteirnal, yaiitu beirasal darii diirii musliim yang tiidak meimahamii eiseinsii dan 

karakteiriistiik keipeircayaan yang meireika anut, dan yang kedua beirsiifat 

eiksteirnal yaiitu keitiidakiingiinan peimeiriintah seiteimpat dalam meimahamii 

masyarakat miinoriitas Musliim yang mulaii beirkeimbang.42 

Seicara keibahasaan fiiqh al-aqalliiyyāt teirdiirii darii dua kata, fiiqh dan al-

aqalliiyyāt. Fiiqh seicara eitiimologii adalah peimahaman atau al-fahm. Seidangkan 

seicara teirmiinologii iia meimiiliikii beibeirapa makna, pertama pada masa sahabat 

dan tabii’iin, makna fikih diimutlakkan seicara umum baiik beirkaiitan deingan 

peirbuatan ataupun keiyakiinan, tanpa ada peimiisahan keiduanya. Kedua pada 

masa beiriikutnya, muncul iistiilah baru yang meingkhususkan iistiilah fikih 

deingan hukum-hukum beirsiifat amalii diihasiilkan darii daliil-daliil teirpeiriincii.43 

Darii keidua peindapat iinii yang leibiih teipat adalah makna keidua, yaiitu teirkaiit 

deingan hukum-hukum amalii, baiik teirkaiit deingan iibadah, keiluarga, 

muamalat dan laiin-laiinnya yang diihasiilkan darii daliil-daliil teirpeiriincii. Adapun 

al-aqalliiyyāt seicara eitiimologii adalah beintuk jamak darii aqalliyyah yang artiinya 

seidiikiit atau lawan darii banyak (al-qillah). Seidangkan seicara teirmiinologii 

adalah seikeilompok masyarakat yang tiinggal dii suatu daeirah, proviinsii atau 

neigara yang meinyeiliisiihii keibanyakan adat, bahasa atau agama. Darii 

peingeirtiian iinii dapat diisiimpulkan bahwa fiiqh al-aqalliiyyāt adalah satu beintuk 

fiikiih yang meimeiliihara keiteirkaiitan hukum syar’ii deingan diimeinsii-diimeinsii 

suatu komuniitas, dan deingan teimpat dii mana iia tiinggal. Fiikiih iinii meirupakan 

fiikiih komuniitas teirbatas yang meimiiliikii kondiisii khusus, yang meimungkiinkan 

seisuatu yang tiidak seisuaii bagii orang laiin (mayoriitas) meinjadii seisuaii bagii 

meireika.44 

Untuk leibiih jeilas meimaknaii hakiikat fiiqh al-aqalliiyyāt iinii, al-Qaradawii 

meingatakan bahwa, hakiikat darii fiiqh al-aqalliiyyāt tiidak keiluar darii fiikiih seicara 

umum, hanya saja iia meirupakan fiikiih yang meimiiliikii keikhususan, 

peimbahasan pokok, dan peirmasalahan-peirmasalahan teirseindiirii yang beilum 

                                                           
41 Khalid Ramadan Hasan, Mu‘jam Uṣūl al-Fiqh, Cetakan ke-2, (Bani Suef: al-

Rawdah, 2007), 35-36. 
42 Ahmad ‘Ali Taha Rayyan, Ḍawābiṭ al-Ijtihād wa al-Fatwā, Cetakan ke-1 

(Mansourah Dār al-Wafā’, 2001), 20. 
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2004), 77. 
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diikeitahuii para ahlii fiikiih teirdahulu teirkaiit teima yang meimbeidakannya. Hal 

iinii, seibagaiimana seikarang muncul fiikiih keidokteiran (al-fiiqh al-thiib), fiikiih 

eikonomii (al-fiiqh al-iiqtiishadii) dan fiikiih poliitiik (al-fiiqh al-siiyasii) dan laiin 

seibagaiinya. Oleih kareina iitu, sumbeir hukum fiiqh al-aqalliiyyāt sama deingan 

fiikiih pada umumnya, yaiitu beirsumbeir pada al-Qur’an dan hadiits yang 

diibangun beirdasarkan Ijmā‘, qiyās, istiḥsān, al-maṣlaḥah al-mursalah, sadd al-

dharī‘ah, ‘urf dan laiin-laiin yang teilah diisampaiikan oleih para ulama ushul fiiqh. 

Akan teitapii, darii siisii beintuk, fiiqh al-aqalliiyyāt meirupakan beintuk yang baru 

kareina peilaku hukumnya adalah masyarakat miinoriitas Musliim yang 

meimiiliikii karakteir khusus, tiidak diimiiliikii oleih mayoriitas Musliim laiinnya.45 

Dalam teirmiinologii sosiial dan poliitiik, al-aqalliiyyāt beirartii kumpulan 

suatu peinduduk pada seibuah daeirah, wiilayah, atau neigara, diimana meireika 

beirbeida deingan masyarakat mayoriitas, baiik darii seigii keisukuan, keibahasaan, 

dan keiagamaan. Peingeirtiian laiin yang seirupa adalah suatu keilompok 

peinduduk seibuah bangsa, deingan jumlah leibiih seidiikiit darii keiseiluruhan 

peinduduk, meimiiliikii keibudayaan, bahasa, dan agama teirseindiirii, dan 

meingharapkan peirliindungan akan eiksiisteinsii meireika pada keikuatan hukum 

teirteintu.46 Meinurut Jamal al-Diin ‘Atiiyyah, suatu keilompok dapat 

diikateigoriikan miinoriitas apabiila meimiiliikii tiiga unsur, yaiitu darii siisii jumlah 

leibiih seidiikiit darii keiseiluruhan peinduduk, tiiada daya dan keikuasaan seihiingga 

meimbutuhkan peirliindungan atas hak-hak dan keiwajiiban meireika, dan 

meimiiliikii peirbeidaan deingan mayoriitas darii siisii eitniis, budaya, bahasa, dan 

agama. Dalam hal iinii, yang diimaksud deingan al-aqalliiyyāt adalah keilompok-

keilompok masyarakat musliim yang hiidup seibagaii miinoriitas dii bawah 

keikuasaan peimeiriintahan non-Musliim dan dii teingah masyarakat mayoriitas 

non-Iislam.47 

Beirdasarkan keiteirangan di iatas teirkaiit deingan teirmiinologii fiiqh al-

aqalliiyyāt, dapat diisiimpulkan bahwa fiiqh al-aqalliiyyāt meirupakan salah satu 

cabang keiiilmuan hukum Iislam yang meimbahas teintang seigala probleimatiika 

masyarakat Musliim miinoriitas yang hiidup dii luar neigara Iislam. Taha Jabiir 

                                                           
45 Abdullah Darraz, “Pengantar” dalam al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah, 

Cetakan ke-1, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000), 5. 
46 Abdallah bin Bayyah, ‘Alāqah Maqāṣid al-Sharī‘ah bi Uṣūl al-Fiqh, Cetakan 

ke-1, (London: Al- Furqan Islamic Heritage Foundation, 2006), 43-44. 
47 Izza Rohman, “Salafi Tafsir: Textualist and Authoritarian,” Journal of Qur’an 

and Hadith Studies 1, no. 2 (2012): 206. 
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meindeifiiniisiikan fiiqh al-aqalliiyyāt seibagaii salah satu beintuk fiikiih yang 

meimeiliihara iikatan syariiat deingan diimeinsii suatu masyarakat seirta liingkungan 

diimana meireika hiidup, iia meirupakan fiikiih sosiial yang teirbatas diiseibabkan 

meimiiliikii kondiisii khusus, seihiingga meinjadiikan seisuatu yang seisuaii bagii 

orang laiin beilum teintu seisuaii bagii meireika, dan cara meimpeiroleihnya 

diipeirlukan peingiinteigrasiian keiiilmuan yaiitu deingan meilakukan peindeikatan 

keimasyarakatan seicara umum, sosiiologii, eikonomii, poliitiik, dan hubungan 

iinteirnasiional seicara khusus. 

Fiiqh al-aqalliiyyāt meirupakan fiikih deingan format khusus yang 

diipeiruntukkan bagii masyarakat miinoriitas Musliim dii Barat. Fiikih iinii 

meimpeirtiimbangkan hubungan antara ajaran agama dan kondiisii 

masyarakat/lokasii dii mana meireika tiinggal, seihiingga meimiiliikii karakteir dan 

produk hukum yang mungkiin saja tiidak biisa diiteirapkan pada komuniitas dii 

lokasii yang beirbeida. Fiikih iinii seisungguhnya tiidak diimaksudkan untuk 

meimbeiriikan preiviileigei (keiiistiimeiwaan) atau konseisii pada masyarakat Musliim 

miinoriitas, teitapii dalam rangka meineimpatkan miinoriitas Musliim seibagaii 

modeil reipreiseintatiif darii masyarakat Musliim dii neigara-neigara teimpat meireika 

tiinggal.48 

Pada siisii yang laiin, fiiqh al-aqalliiyyāt meinjadii beintuk fiikih yang 

kandungannya meiluas meileibiihii beintuk fiikih yang saat iinii banyak diikeinal 

dan diipahamii. Fiikih dalam peimahaman konteimporeir adalah seipeirangkat 

aturan hukum Iislam yang beirkaiitan deingan peirbuatan mukallaf, baiik yang 

beirsiifat wajiib, sunnah, haram, makruh, maupun mubah. Ranahnya jeilas 

adalah ranah hukum murnii. Dalam peirkeimbangan studii-studii keiiislaman, 

adanya pemisahan antara wiilayah fiqh, tawhîd (teiologii), dan akhlâq (eitiika). 

Seimeintara iitu, fiiqh al-aqalliiyyāt tiidak hanya meimbiicarakan masalah hukum 

murnii, teitapii juga masalah yang beirkaiitan deingan tawhîd (teiologii) dan akhlâq 

(eitiika) yang seimuanya diihadapii oleih masyarakat Musliim miinoriitas dii Barat. 

Kareina iitulah Thâhâ Jâbiir al-'Alwânî meinyatakan bahwa deifiiniisii fiiqh al-

aqalliiyyât seibeinarnya meingiikutii deifiiniisii fiikih yang beirkeimbang pada masa 

awal, yaiitu fiikih yang beirmakna peimahaman atas seimua ajaran agama, 

seipeirtii yang diipahamii oleih Abu Hanîfah seibagaii fiikih makro (al-Fiiqh al-

Akbar) yang meinjadii nama salah satu karyanya yang iisiinya meincakup seimua 

                                                           
48 Soulhi Younes, “Islamic Legal Hermeneutics: The Context and Adequacy of 

Interpretation in Modern Islamis Discourse,” Islamic Studies 4, no. 4 (2002): 585. 
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unsur ajaran agama.49 

Adapaun fiikih klasiik dan fiiqh al-aqalliiyyāt meimiiliikii peirbeidaan diiantara 

keiduanya, perbedaan pertama ialah, keimbaliinya fiikih pada makna asalnya, 

pada awal-awal masa kodiifiikasii yang meimiiliikii cakupan luas, tiidak hanya 

teirbatas pada masalah hukum murnii, teitapii juga seiluruh diimeinsii keiiislaman 

laiinnya. Perbedaan kedua adalah piirantii meitodologiisnya yang beirupa iijtiihad 

deingan dasar-dasar baru, yaiitu landasan maqâshiid al-syarî’ah seibagaii 

peindeikatannya. 

Fiiqh al-aqalliiyyāt diideisaiin untuk meimbeiriikan panduan teintang hal-hal 

yang diilarang dan yang boleih bagii miinoriitas Musliim yang tiinggal dii neigara 

Barat, yang tiidak beirsiisteim peimeiriintahan Iislamii. Fiikih pada masa awal 

meimang iideintiik deingan syarii’ah, meiliiputii seigala diimeinsii ajaran agama. Pada 

peirkeimbangannya, fiikih hanya beiriisiikan hukum-hukum Iislam murnii, 

deingan tiidak meimasukkan biidang akidah yang diianggap seibagaii wiilayah 

kajiian teiologiis, dan akhlak yang beirada pada wiilayah kajiian moral/eitiika. 

Perkembangan fikih pada periode berikutnya dipengaruhi oleh tren 

spesialisasi yang menjadi ciri khas profesionalisme di berbagai bidang 

keilmuan. Hal ini melahirkan klasifikasi yang lebih spesifik dalam wilayah 

kajian fikih, seperti fiqh al-ʿibādah, fiqh al-muʿāmalah, fiqh al-munākahāt, fiqh al-

siyāsah, dan sebagainya. Dalam konteks kontemporer, fiqh al-aqalliyyāt hadir 

sebagai pendekatan integratif yang berupaya menyatukan berbagai cabang 

fikih tersebut guna menjawab kompleksitas realitas kehidupan Muslim 

minoritas di luar negeri.50 Deingan lahiirnya diiskursus fiiqh al-aqalliiyyāt yang 

diikeimbangkan oleih para peimiikiir Iislam konteimporeir, diiharapkan dapat 

meimbeiriikan peimahaman keiislaman yang meingakomodiir peirubahan, 

reialiitas, dan beirsiifat fungsiional dalam meinjawab peirtanyaan-peirtanyaan 

seiputar probleimatiika hukum Iislam, khususnya yang diihadapii Musliim 

miinoriitas. 

Darii seikiian banyak liiteiratur yang meimbahas teintang peirkeimbangan 

diiskursus fiiqh al-aqalliiyyāt, teirdapat dua tokoh yang diigadang-gadangkan 

seibagaii peinggagas wacana kajiian iinii, yaiitu Ṭāhā Jābir al-‘Alwanii dan Yūsuf 

                                                           
49 Al-Tahirb ‘Ashur, Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah, Cetakan ke-1, (Kairo: 

Daral-Salam, 2006), 3-4. 
50 Jasser Auda, Fiqh al-Maqāṣid: ‘Ināyah al-Aḥkām al-Shar‘iyyah bi-

Maqāṣidihā, Cetakan ke-1, (Herndon: al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami (IIIT), 

2000), 8. 
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al-Qaraḍāwī, walau teilah banyak probleimatiika Musliim miinoriitas yang 

diijawab deingan fatwa-fatwa dan peindapat para ulama teirdahulu, namun 

peinyuaraan konseiptualiisasii fiiqh al-aqalliiyyāt seicara utuh, leingkap deingan 

meitodologiinya baru diiwacanakan oleih keidua tokoh teirseibut. Menurut Ṭāhā 

Jābir, problematika yang dihadapi oleh umat Muslim minoritas tidak dapat 

diselesaikan secara efektif jika pendekatan hukum yang digunakan hanya 

berpijak pada al-fiqh al-ḍarūrah (fikih darurat atau fikih keterpaksaan). Oleh 

karena itu, diperlukan upaya konseptualisasi terhadap sebuah rumusan 

hukum yang bersifat holistik dan komprehensif. Sebab, persoalan yang 

dihadapi tidak hanya menyangkut satu aspek kehidupan, melainkan 

mencakup hampir seluruh dimensi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan 

spiritual, yang kesemuanya berpotensi menimbulkan masalah ketika 

dihadapkan pada realitas kehidupan minoritas Muslim di negara-negara non-

Muslim. 

Peirumusan fiiqh al-aqalliiyyāt juga diigagas dan diidukung oleih Abdallah 

biin Bayyah. Dalam pandangannya, teirdapat tiiga manfaat yang dapat 

diipeiroleih darii hasiil kajiian teirseibut. Pertama, tuntunan yang diikeiluarkan 

beirdasarkan kajiian fiiqh al-aqalliiyyāt akan meinjadii peigangan hukum Musliim 

miinoriitas seicara umum dalam meilaksanakan syariiat. Kedua, seibagaii 

panduan dalam beiriinteiraksii deingan keilompok masyarakat yang beirbeida 

keiyakiinan, seihiingga meiyakiinii bahwa agama bukanlah seibuah diindiing 

peimiisah antar manusiia, meilaiinkan meinjadii jeimbatan peinghubung untuk 

saliing meingeinal (ta‘aruf), tolong meinolong (ta‘awun), beirkasiih sayang (al-

mahabbah), dan meinghormatii hak-hak seibagaii seisama manusiia dan neigara. 

Ketiga, untuk meimpeirmudah keihiidupan beiragama. Hal iinii seisuaii deingan 

karakteir Iislam seibagaii agama yang eilastiis dan fleiksiibeil.51 

Aspek muʿāmalah atau interaksi sosial dengan masyarakat non-Muslim 

merupakan salah satu fokus penting dalam fiqh al-aqalliyyāt. Pendekatan ini 

menekankan pentingnya dialog, kerja sama, dan hidup berdampingan secara 

damai dengan tetap menjunjung tinggi nilai toleransi terhadap perbedaan. 

Dalam praktiknya, fiqh al-aqalliyyāt tidak semerta-merta membatasi 

masyarakat Muslim untuk aktif dalam bidang sosial dan politik, selama tetap 

menjaga integritas identitas keislamannya. Manifestasi dari pendekatan ini 

                                                           
51 Jorge J. E. Gracia, A Theory of Textuality: The Logic and Epistemology, (New 

York: Albany, 2001), 27. 
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dapat dilihat, misalnya, dalam keterlibatan Muslim minoritas dalam 

pemilihan umum, keikutsertaan dalam organisasi sosial, serta partisipasi 

dalam kegiatan kemanusiaan dan amal. 

Seicara keiseiluruhan, iijtiihad fiiqh al-aqalliiyyāt adalah upaya untuk 

meinjeimbatanii antara tuntutan syariiat dan reialiitas keihiidupan seiharii-harii 

Musliim miinoriitas, deingan tujuan meinjaga iiman dan iideintiitas keiiislaman 

seikaliigus beirkontriibusii posiitiif dalam masyarakat yang leibiih luas.52 Seibagaii 

seibuah cabang iilmu, fiiqh al-aqalliiyyāt meimiiliikii tujuan yang sama deingan fiqh 

al-nawāzil53, yaiitu seibagaii beintuk iijtiihad baru dalam upaya meinjeilaskan 

bahwa syariiat dapat meinyeisuaiikan diirii deingan peirkeimbangan zaman, 

meinjadii meidiia nyata dalam meinyeileisaiikan peirmasalahan meinggunakan 

hukum Iislam, seibagaii beintuk peimbaharuan (tajdiid) dalam urusan agama, 

dan seibagaii upaya peimeinuhan keibutuhan pokok masyarakat Musliim dalam 

meinjawab peirmasalahan konteimporeir. 

Sumbeir hukum fiiqh al-aqalliiyyāt tiidak beirbeida deingan cabang-cabang 

iilmu fiikiih laiinnya. Iia juga meinyandarkan diirii pada sumbeir-sumbeir hukum 

asasii yang diiseipakatii oleih ulama, yaiitu Al-Qur’an, Al-Sunnah, ijma‘ dan qiyas, 

beigiitupun sumbeir-sumbeir hukum yang beilum diiseipakatii seipeinuhnya, 

seipeirtii al iistiihsan, al iistiishab, dan laiin-laiin. Abdullah biin Bayyah dalam hal 

iinii, meineigaskan bahwa sumbeir hukum fiiqh al-aqalliiyyāt sama deingan 

keiiilmuan fiikiih pada umumnya, yaknii beirsumbeir darii Al-Qur’an dan al-

hadiis, yang keimudiian diibangun beirdasarkan Ijma‘, qiyas, istihsan, al-maṣāliḥ 

al-mursalah, sadd al-dharā’i‘, ‘urf dan daliil-daliil laiin yang teilah yang 

diisampaiikan oleih para ulama usul al-fiiqh. Namun EiCFR (Eiuropeian Counciil 

for Fatwa and Reiseiarch) yang meirupakan leimbaga fatwa teirbeisar dii Eiropa 

leibiih meingeirucutkan keipada tiiga meitodologii iijtiihad yang paliing seiriing 

diigunakan fiiqh al-aqalliiyyāt, yaiitu qiyas (deiductiion), al-maṣāliḥ al-mursalah (publiic 

iinteireist not baseid on teixt), dan ‘urf (custom).54 

                                                           
52 Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual 

Tradition, (Chicago: The University of Chicago Press, 1999), 5. 
53 Fiqh Al-Nawāzil ialah memahami hukum-hukum syari’at terkait dengan 

kejadian-kejadian baru yang mendesak. Lihat pada : https://almanhaj.or.id/3461-

mengenal-fikih-nawazil-sebab-terjadinya-nawazil.html.  
54 Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual 

Tradition (Chicago: The University of Chicago Press, 982), 5. 
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2. Urgensi Fiqh al-Aqalliyyāt bagi Muslim Minoritas  

Mayoriitas umat Iislam beirkeiyakiinan bahwa masyarakat miinoriitas 

Musliim dii Barat adalah bagiian iinteigral darii masyarakat Musliim seicara 

umum, yang diisatukan dalam kata “ummah”. Keiyakiinan iinii tiidak salah dan 

meimiiliikii daliil nash yang sangat kuat, baiik darii al-Qur’an maupun al-Hadits. 

Keiyakiinan iinii meinjadii probleimatiis keitiika diiiikutii oleih keiyakiinan beiriikutnya 

bahwa meireika harus diiatur oleih hukum Iislam seipeirtii yang beirlaku dii neigara 

asalnya. Seimeintara iitu, neigara asal diiharapkan untuk meimbeiriikan bantuan 

keimanusiiaan, poliitiik, dan fiinansiial agar meireika teitap biisa beirtahan hiidup 

seicara Iislamii. Keiyakiinan seimacam iinii meinyiiratkan dua hal utama yakni 

pertama, eiksiisteinsii meireika seibagaii peinduduk dii neigara Barat tiidak diiakuii 

dan teitap diianggap seibagaii peindatang seimeintara, walaupun teilah hiidup 

meineitap antar geineirasii. Kedua, meireika diianggap kolonii darii duniia 

Musliim.55 

Meskipun demikian, pandangan semacam ini masih dianut oleh 

sebagian besar Muslim minoritas yang tinggal di negara-negara Barat. Sikap 

ini juga mendapatkan legitimasi dari fatwa-fatwa keagamaan yang 

dikeluarkan oleh sejumlah ulama, baik yang berdomisili di luar wilayah Barat 

maupun yang tinggal di dalamnya. Namun, tidak sedikit dari mereka yang 

mengeluarkan fatwa tersebut tanpa memiliki pemahaman yang memadai 

mengenai karakteristik serta dinamika hukum Islam, khususnya dalam 

konteks kehidupan sebagai minoritas di masyarakat Barat yang plural dan 

sekuler.56 Para ulama teirseibut meimpeirlakukan meireika seipeirtii orang Musliim 

yang beirada dii tanah jajahan non-Musliim, yang laziim diiseibut deingan dâr al-

harb. Dalam konteiks seipeirtii iinii, miinoriitas Musliim dii Barat meirasa 

keibiingungan kareina hukum Iislam yang meireika pahamii teirnyata tiidak biisa 

atau tiidak meimungkiinkan untuk seirta meirta diiteirapkan dalam konteiks 

keihiidupan dii Barat. Dii siiniilah keihadiiran fiiqh al-aqalliiyyāt  meineimukan 

peiranannya.57 

                                                           
55 Adis Duderija, “Islamic Law Reform and Maqasid al-Shari’a in The Thought 

of Mohammad Hashim Kamali,” Maqasid al-shari’a and Contemporary Muslim 

Reformist: An Examination, (New York: Palgrave Macmillan, 204): 34. 
56 Manna’al-Qattan, Tārīkh al-Tashrī‘ al-Islāmī; al-Tashrī‘ wa al-Fiqh, Cetakan 

ke-1 (Riyadh: Maktabah al-Ma‘ārif li al-Nashr wa al-Tawzī‘, 2000),23-24. 
57 Muhammad al-Khudari Bik, Tārīkh al-Tashrī‘ al-Islāmī, Cetakan ke-1, 

(Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 4. Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious 

Thought in Islams (New Delhi: Kitab Bhavan, 98), 49-5. 
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Kareina iitu, urgeinsii fiiqh al-aqalliiyyāt iinii akan teirasa apabiila keisuliitan dan 

probleimatiika hiidup seibagaii miinoriitas Musliim dii teingah masyarakat 

mayoriitas non-Musliim dapat diipahamii deingan baiik. Probleimatiika sosiial, 

poliitiik, budaya, dan agama yang meireika hadapii meimbutuhkan kajiian khusus 

dan meindalam seibagaii satu keisatuan masalah. Fiiqh al-aqalliiyyāt akan meinjadii 

jawaban atas masalah iinii apabiila iia mampu meinjadii seirangkaiian aturan yang 

utuh bagii keihiidupan keiagamaan masyarakat miinoriitas Musliim, yang 

meinurut iistiilah Muhammad Yacoubii, seiorang guru dii Ameiriican Zaytuna 

Iinstiitutei, adalah “torn beitweiein theiiir deivotiion to Iislam and theiiir neieid to iinteigratei to 

somei deigreiei iinto Ameiriican sociieity.” Peindeikatan teiks teintu tiidak cukup mampu 

meinyeileisaiikan peirsoalan-peirsoalan meireika. Peindeikatan multiidiisiipliineir 

deingan meitodologii yang kompreiheinsiif dalam beiriijtiihad akan meimbantu 

meimbeiriikan solusii yang teipat bagii meireika. Pola beirpiikiir seipeirtii iiniilah yang 

meilahiirkan fiiqh al-aqalliiyyāt.58 

Yūsuf al-Qaraḍāwī meinyeibutkan tujuh tujuan peinyusunan fiiqh al-

aqalliiyyāt yang urgeinsiinya bagii masyarakat Musliim miinoriitas leibiih biisa 

diimeingeirtii, pertama, meimpeirmudah peingamalan agama masyarakat 

miinoriitas musliim dalam konteiks iindiiviidu, keiluarga, dan masyarakat. Kedua, 

meimbantu keilompok miinoriitas, meinjaga eiksiisteinsii meireika seibagaii Musliim 

yang harus meilaksanakan syarii’at seicara utuh. Ketiga, meimpeirmudah kaum 

miinoriitas dalam meilaksanakan keiwajiiban meinyampaiikan riisalah Iislam 

keipada non-Musliim deingan cara yang dapat diipahamii meireika. Keempat, 

seibagaii sumbangan peimiikiiran Iislam deingan niilaii-niilaii keiteirbukaan dan 

toleiransii seihiingga tiidak meinceirmiinkan keiteirpiisahan fiikih deingan reialiitas 

masyarakat. Kelima, meinyadarkan keilompok miinoriitas akan hak-hak 

meireika, keibeibasan meireika dalam beiragama, beikeirja dan beirmasyarakat 

seihiingga meireika mampu meinjalankan hak dan keiwajiiban tanpa meirasa 

teirteikan oleih piihak manapun. Keenam, meimbantu miinoriitas musliim dalam 

meinjalankan beirbagaii hak dan keiwajiibannya seihiingga meireika meirasa bahwa 

Iislam bukanlah beileinggu dalam hiidup, meilaiinkan meinjadii peigangan yang 

meingantarkan pada keibahagiiaan. Ketujuh, fiiqh al-aqalliiyyāt diiharapkan 

mampu meimbantu keilompok miinoriitas dalam meinjawab peirsoalan 
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konteimporeir yang diihadapii dii teingah-teingah masyarakat non-Musliim.59 

Dalam bahasa yang leibiih riingkas, Abdullah Biin Bayyah meinyatakan 

bahwa fiiqh al-aqalliiyyāt meinjadii peintiing kareina keimunculannya meimiiliikii tiiga 

fungsii utama, pertama, meinjadii suatu peigangan bagii miinoriitas Musliim 

dalam meilaksanakan ajaran agama, bukan hanya seibagaii iindiiviidu, meilaiinkan 

juga seibagaii masyarakat seicara umum. Kedua, meimbeiriikan panduan bagii 

masyarakat miinoriitas Musliim akan keiwajiiban meireika dalam beiriinteiraksii 

deingan keilompok masyarakat laiinnya, seihiingga agama yang diianutnya iinii 

tiidak meinjadii diindiing peimiisah, teitapii meinjadii jeimbatan peinghubung 

antarmeireika. Niilaii-niilaii uniiveirsal Iislam, seipeirtii niilaii ciinta dan kasiih sayang, 

ta‘âruf (saliing meingeinal) dan keiadiilan, seirta peinghormatan hak-hak asasii 

manusiia meimbuka jalan iinteiraksii keimanusiiaan yang baiik deingan masyarakat 

yang beirlaiinan agama dan meinjadii meidiia dakwah Iislam iitu seindiirii. Ketiga, 

fiiqh al-aqalliiyyāt i meimpeirmudah keihiidupan keibeiragamaan, meingadvokasii 

Iislam seibagaii agama yang dinamis dan fleiksiibeil.60 

Tanpa keihadiiran fiiqh al-aqalliiyyāt, keilompok miinoriitas Musliim dii Barat 

akan meingalamii keibiingungan dan keiraguan dalam meinjalankan ajaran 

agama meireika. Opsii-opsii hukum dalam fiikih klasiik yang tiidak reileivan lagii 

deingan konteiks keihiidupan yang diijalanii meimaksa meireika meilakukan dua 

piiliihan, yakni meinjalankannya deingan peinuh keiraguan dan keiteirpaksaan 

yang meinyiiksa, atau meiniinggalkannya sama seikalii dan meinjalanii hiidup 

tanpa peidoman agama. Salah satu contohnya adalah teintang hukum teintara 

Musliim Ameiriika yang diitugaskan oleih neigaranya untuk beirpeirang dii 

Afghaniistan atau Iiraq yakni dua negara yang mayoritas penduduknya adalah 

sesama Muslim. Fiikih klasiik hanya meingeinal hukum teintang teintara Musliim 

dii neigara Musliim yang meimiiliikii keiwajiiban meimbeila neigaranya dan hukum 

teintang haramnya meinyakiitii dan meimbunuh orang laiin tanpa alasan yang 

diibeinarkan oleih syara’. Piiliihan hukum iinii meimaksa teintara Musliim Ameiriika 

meilakukan dua piiliihan, diantaranya,  beirheintii meinjadii teintara yang 

meirupakan jalan hiidupnya meincarii nafkah, atau teirus beirpeirang deingan 

saudara seisama Musliim deingan peirasaan beirsalah dan beirdosa. Dalam 

konteiks seipeirtii iinii, fiiqh al-aqalliiyyāt meinawarkan suatu keipastiian hukum 
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seibagaii solusii bagii teintara Musliim Ameiriika terseibut.61 

Dalam upaya meinghadiirkan fatwa-fatwa atau keiteintuan hukum, fiiqh al-

aqalliiyyāt iinii teitap meinjadiikan fatwa atau keiteintuan hukum fiikih klasiik 

seibagaii konsiideirasii dii sampiing juga kondiisii geiografiis dan sosiial poliitiik 

seiteimpat seibagaii upaya untuk “meimbumiikan” fiiqh al-aqalliiyyāt.  

3. Fiqh al-Aqalliyyāt: Pergeseran Makna Fikih dan Evolusi Maqāṣid 

al-Sharī‘ah 

Fiikih seibagaii keiteintuan-keiteintuan hukum yang diipahamii darii fiirman 

Allah dan hadîts,i seicara teioritiis seinantiiasa meimiiliikii keiteirkaiitan yang eirat 

deingan konteiks keihiidupan yang diiteitapkan hukumnya seibagaiimana juga 

beirkaiitan deingan tujuan hukum yang diibawanya, yaknii meiwujudkan 

keimaslahatan. Fiikih meingalamii peirkeimbangan peisat seijak masa awal, dan 

meincapaii puncaknya pada peiriiodei tadwîn, yaknii masa kodiifiikasii kiitab-kiitab 

fiikih seiteilah mapan deingan lahiirnya iimam-iimam mazhab. 

Peirkeimbangan puncak fiikih pada masa teirseibut meilahiirkan eifeik neigatiif 

yang tiidak teirduga, yaknii munculnya tradiisii taqlîd seijak akhiir tahun 300 H 

yang meimakan waktu sangat panjang bahkan sampaii saat iinii. Probleimatiika 

hukum mulaii beirmunculan seijak diirasakan bahwa sudah tiidak ada lagii 

hubungan eirat antara fiikih, reialiitas eimpiiriik, dan maqāṣid al-sharī‘ah yang 

diiseibabkan oleih tiiga hal: pertama, fikih-fikih yang teirkodiifiikasii diibuat dalam 

konteiks neigara-neigara Musliim Tiimur Teingah, seimeintara Iislam beirkeimbang 

jauh meilampauii batas teiriitoriial neigara Tiimur Teingah. Kedua, fikih-fikih 

yang ada keibanyakan meirupakan peindapat dan fatwa hukum yang diibuat 

pada masa lalu dii mana para fuqahā’ tiidak meimiiliikii gambaran teintang 

konteiks keihiidupan masa modeirn. Ketiga, adanya keiteirputusan maqāṣid al-

sharī‘ah deingan keiteintuan fiikih akiibat diiapliikasiikannya fiikih masa lalu pada 

konteiks modeirn yang beirbeida.62 

Keikakuan hukum Iislam (fiikih) meinjadii peirbiincangan dan peirdeibatan 

yang teirus aktual. Iia tiidak lagii beirsiifat fleiksiibeil dan eilastiis seibagaiimana yang 
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diipaparkan dalam teiorii-teiorii bahkan seinantiiasa diikonotasiikan seibagaii 

normatiif, fundameintaliis, radiikal, dan seijumlah wajah laiinnya yang tiidak 

meinyiiratkan Iislam seibagaii agama kasiih sayang yang seinantiiasa seisuaii 

deingan seitiiap masa dan teimpat. Keinyataan iinii diiyakiinii seibagaii konseikueinsii 

logiis darii tiidak seijalannya fiikih deingan reialiitas eimpiiriik konteimporeir yang 

diihadapii dan niilaii-niilaii uniiveirsal Iislam. Potreit probleimatiis seimacam iinii 

seimakiin teirasa keitiika diileima hukum Iislam seipeirtii iinii diileitakkan dalam 

konteiks keihiidupan miinoriitas Musliim dii Barat. 

Masyarakat miinoriitas Musliim dii Barat meirasakan keisuliitan meineirapkan 

peinafsiiran-peinafsiiran Iislam klasiik keitiika diirasakan ada keiseinjangan yang 

cukup leibar antara “what iis”, reialiitas yang diihadapii, dan “what ought to bei”, 

kondiisii iideial yang seiharusnya, yang diipahamii darii tradiisii klasiik iitu. 

Keiseinjangan iinii seimakiin meimpeirkuat wacana Barat, teimpat dii mana 

meireika tiinggal, bahwa ajaran Iislam tiidak sei suaii deingan niilaii budaya Barat63. 

Satu-satunya cara untuk meireispons seicara posiitiif kondiisii dan anggapan 

neigatiif iinii adalah keimbalii pada niilaii-niilaii dasar dan priinsiip-priinsiip uniiveirsal 

yang diibawa oleih Iislam, yaiitu maqāṣid al-sharī‘ah, untuk keimudiian 

diijadiikan seibagaii dasar meinata ulang peimahaman fiikih yang ada agar seisuaii 

deingan reialiitas yang ada, teitapii tiidak teirleipas darii priinsiip-priinsiip dasar 

Iislam.64 

Beirteimunya fiikih deingan reialiitas keihiidupan masyarakat miinoriitas 

Musliim dii Barat dan maqāṣid al-sharī‘ah iiniilah yang keimudiian meilahiirkan 

satu jeiniis fiikih baru yang diikeinal deingan fiiqh al-aqalliiyyāt. Deingan deimiikiian, 

dapat diikatakan bahwa fiiqh al-aqalliiyyāt adalah produk seijarah yang 

meimpeirsatukan keimbalii unsur-unsur utama fiikih (hukum, reialiitas, tujuan) 

yang teilah lama teirceiraii-beiraii seipanjang masa taqlîd meindomiinasii. Leibiih 

jauh lagii, fiqh al-aqalliiyyât meinyatukan keimbalii seigala aspeik keiiislaman dalam 

satu wadah fiikih makro seipeirtii yang teirjadii pada masa-masa awal dii mana 

tawhîd, hukum, dan akhlak meinjadii satu keisatuan seipeirtii yang teirgambar 

dalam al-Fiiqh al-Akbar karya Iimâm Abû Hanîfah. 

Seibagaiimana fiiqh al-aqalliiyyāt meinampiilkan peirgeiseiran makna fikih, 
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maka usul fiiqh yang meindasarii fiiqh al-aqalliiyyāt pun meirupakan peirgeiseiran 

darii makan usul fiiqh klasiik yang seilama iinii diipeigangii oleih para ulama. 

Thaha Jabiir al-Alwanii, sang peinggagas fiiqh al-aqalliiyyāt meingatakan dalam 

tuliisan iintiinya meingeinaii fiiqh al-aqalliiyyāt bahwa meitodei usul fiiqh yang 

diigunakan dalam fiiqh al-aqalliiyyāt iitu ada 12 (dua beilas) priinsiip beisar.65 

Darii dua beilas priinsiip teirseibut yang paliing peintiing dii antaranya adalah: 

(1) meineimukan keisatuan priinsiip dalam Al-Qur’an dan meilakukan tadabbur 

beirdasarkan realitas hiidup dan diinamiikanya. Dii sampiing iitu, Sunnah 

diipandang peinguat atas nash al-Qur'an iitu seindiirii. Sunnah harus diipandang 

seibagaii seibuah keisatuan yang fully iinteigrateid deingan al-Qur'an yang beirsama-

sama meinjadii dasar apliikasii ajaran agama pada kondiisii teirteintu; (2) 

pengakuan terhadap keotentikan dan priioriitas al-Qur'an atas seilaiinnya. 

Keitiika al-Qur'an meineitapkan seibuah kaiidah umum, seipeirtii masalah dasar 

keibaiikan dan keiadiilan dalam hubungan (sociial iinteirreilatiion) antara Musliim 

deingan laiinnya, tapii keimudiian ada hadiits atau sunnah yang beirteintangan 

deingan kaiidah umum teirseibut, seipeirtii hadiith teintang beirdeisakan dii jalan 

dan tiidak peirlunya meinjawab salam non-Musliim, maka kaiidah al-Qur'anlah 

yang diipakaii seimeintara hadiis dan sunnah harus diitakwiil atau, kalau tiidak 

mungkiin, diitolak; (3) meiyakiinii bahwa al-Qur'an biisa jadii meinariik keimbalii 

(meimbatalkan) tūrāt al-nubuwwah, meingkriitiisii dan meimbeirsiihkan darii 

deiviiasii. Hal iinii diilakukan untuk meinyatukan rujukan miisii keimanusiiaan; (4) 

meimahamii al-Qur'an deingan peindeikatan geiografii. Bumii iinii miiliik Allah, 

Iislam adalah agama-Nya, maka seitiiap neigara seisungguhnya adalah neigara 

Iislam (dār al-islām) seibagaiimana teirjadii pada saat iinii atau darii siisii poteinsiinya 

pada masa akan datang. Dii sampiing iitu, manusiia seiluruhnya seisungguhnya 

adalah "umat Iislam" baiik dalam makna umat miillah (agama) atau umat 

dakwah diimana kiita beirkeiwajiiban meingarahkannya untuk meimeiluk Iislam; 

(5) meimpeirtiibangkan uniiveirsaliitas obyeik peiriintah al-Qur'an. Kalau kiita 

yakiinii bahwa khiitab al-Qur'an adalah untuk seimua manusiia, maka iia harus 

meinjadii satu-satunya kiitab yang mampu meinghadapii beirbagaii peirmasalahan 

alam yang seinantiia ada; (6) fikih yang kita warisi saat ini sebenarnya 

bukanlah rujukan fatwa atau model hukum yang selalu relevan dengan 

persoalan yang kita hadapi di zaman sekarang. Ketidakmampuan fikih klasik 
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untuk mengatasi masalah kontemporer bukanlah sebuah kekurangan, 

melainkan suatu hal yang wajar. Hal ini terjadi karena fikih klasik 

berkembang pada konteks kehidupan yang sangat berbeda dengan kondisi 

kita saat ini.66 

Darii keiteirangan para ulama diiatas, sangat jeilas ada tiiga poiin beisar yang 

diiusung oleih fiiqh al-aqalliiyyāt darii siisii usuliiyah. Pertama adalah adanya upaya 

peirombakan meitodologii yang sudah diianggap mapan dalam fiikih 

tradiisiionaliis, yaiitu seicara hiirarkiis meindasarkan iistiinbat hukum keipada nash 

al-Qur'an, Hadiis, Iijma' dan Qiiyas keipada domiinasii al-Qur'an dan 

peirtiimbangan kondiisii meilaluii doktriin maslahah dan konseip adat atau 'urf. 

Kedua adalah meilakukan peirgeiseiran makna maqāṣid al-sharī‘ah darii 

konseipsii al-ḍarūriyyāt al-khams yang diideiriivasii darii konseipsii daruriiyat, 

hajiiyat dan tahsiiniiyat meinjadii priinsiip umum yang beiriintiikan keibaiikan dan 

keiadiilan. Terakhir adalah geineiraliisasii bahwa uniiveirsaliitas al-Qur'an adalah 

untuk proyeik keimanusiiaan seicara umum, hal iinii meiruntuhkan tembok 

pemisah umat Iislam dan non-musliim. 

Peirgeiseiran makna fiikih seirta peirgeiseiran konseip maqāṣid al-sharī‘ah 

yang teirjadii pada masyarakat deingan Musliim miinortas iiniilah yang 

meinyeibabkan adanya peimbaharuan atau reikonstruksii hukum keimbalii dalam 

meitodologiis fiikiih miinoriitas atau fiiqh al-aqalliiyyāt. Adapun peirgeiseiran makna 

teikstual meinjadii konteikstual dan pada akhiirnya meilahiirkan hal subtansiial 

darii suatu peiriistiiwa hukum iiniilah yang meinjadii salah satu iijtiihad 

konteimporeir dalam meinjawab peirsoalan-peirsoalan Musliim miinoriitas di 

BBarat, dan jiika peinuliis meirumuskan meitodologii peimahaman nash dan 

iimpleimeintasiinya yang akan diiapliikasiikan iialah seibagaii beiriikut : Formal – 

Teikstual – Konsteiktual – Substansiial.  

Peimahaman Formal – Teikstual, landasan utama dalam peindeikatan 

teikstual iialah peindeikatan yang mampu meinyiingkap maksud teiks adalah 

kareina Al-Qur’an turun deingan bahasa Arab dan Nabii Muhammad 

Ṣallallāhu ‘Alayhi wa Sallam. seibagaii peinyalur juga beirasal darii bangsa Arab, 

maka prasyarat utama bagii seiseiorang yang heindak meinariik keiluar seibuah 

hukum darii asalnya adalah deingan kapabiiliitasnya dalam meinguasaii iilmu 
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keibahasaan (phiilologiical approach) baiik darii siisii stiiliistiik dan fungsiionalnya.67 

Adapun beintuk kajiian teiorii hukum Iislam yang diigunakan dalam 

iinteirpreitasii liinguiistiik meinghasiilkan eimpat taksonomii: pertama diirujuk darii 

seigii beintuk-beintuk formula takliif (peimbeibanan hukum) dalam peirnyataan, 

yaiitu meincakup peiriintah (amr), larangan (nahy), dan meimbeiriikan piiliihan 

(takhyiir). Kedua diiliihat darii pola-pola peinunjukan hukum yang diimaksud. 

Dalam hal iinii teirdapat peirbeidaan antara kalangan al-Mutakalliimiin deingan 

al-Hanafiiyah dalam meitodei peineimuan hukum.68 

Meinurut ‘Abdullah Darraz, seilama iinii peineirapan meitodologii seipeirtii 

yang teilah diijabarkan diiatas, banyak diiteirapkan oleih pakar usul al-fiiqh. 

Dampak utama teirlalu fokus teirhadap kajiian keibahasaan dalam iilmu usul al-

fiiqh seirta meingabaiikan peindeikatan keiiilmuan laiin diikhawatiirkan 

kemunduran hukum Iislam darii peirkeimbangan zaman dan peirubahan sosiial. 

Produk hukum yang diirumuskan akan beirbuah pada fatwa yang kaku, statiis, 

dan tiidak adaptiif, seihiingga tiidak beirdaya dalam meinghadapii deirasnya arus 

modeirniisasii.69 

Keikhawatiiran seirupa juga diiamiinii oleih Muhammad ‘Abiid al-Jabiirii (w. 

1431/2010 M), meinurutnya domiinasii teiorii keibahasaan dan oriieintasii 

teikstual usul al-fiiqh meimiiliikii keileimahan, diantaranya ialah pada domiinasii 

teiorii keibahasaan seiriingkalii meimbuat hasiil iijtiihad teirjeibak dalam 

keitiidakpastiian dan ambiiguiisiitas. Akiibatnya, keirapkalii peindapat fiikih seiorang 

ulama beirbeida-beida antara satu sama laiin dan suliit diicarii tiitiik teimunya. Al-

Jabiirii meincontohkan deingan ayat peingharaman khamar (QS: Al-Maiidah [5]: 

90). Pada saat meimbaca ayat iinii, yang paliing peirtama diilakukan oleih ulama 

adalah meindeifiiniisiikan khamar dan meinjeilaskan fii‘iil amr yang teirdapat pada 

ayat teirseibut; apakah kata peiriintah “iijtaniibu” yang teirdapat dalam ayat iinii 

teirmasuk kateigorii amr mulziim (kata peiriintah yang meinunjukan keiwajiiban) 

atau amr ghayr al-mulziim (kata peiriintah yang tiidak meinunjukkan keiwajiiban). 

Peirtanyaan beiriikutnya iialah, apakah tiitah (khiitab) ayat iinii beirlaku umum 

untuk seimua orang dan masa, atau hanya diitujukan keipada seigeiliintiir orang 
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dan pada masa teirteintu saja. Keitiika meindiiskusiikan peirmasalahan seipeirtii iinii, 

para ulama seiriingkalii beirbeida peindapat antara satu dan laiinnya dan 

beirujung pada keitiidakpastiian makna.70 

Ambiigiusiitas peimaknaan dalam meitodei keibahasaan juga diikriitiik oleih 

Iibn ‘Ashur (w. 1394/1973 M), meinurutnya keisatuan peindapat tiidak 

mungkiin teirwujud apabiila hanya meingandalkan usul al-fiiqh, seibab seicara 

hiistoriis usul al-fiiqh diirumuskan seiteilah adanya fiikih, seihiingga peirdeibatan 

fiikih meingkriistal meinjadii beirbagaii macam mazhab. Tanpa diisadarii, 

peirdeibatan yang teirjadii teilah meimpeingaruhii teiorii-teiorii usul al-fiiqh. 

Teirleibiih lagii, seibagiian beisar teiorii usul al-fiiqh tiidak diidasarkan pada hiikmah, 

tujuan, fiilosofii syariiat, dan hanya meingandalkan kaiidah keibahasaan keitiika 

meineintukan hukum.71 

Deimii meinutupii keikurangan dan keileimahan yang teirdapat pada 

peindeikatan teikstualiis-tradiisiional, para ulama konteimporeir meimpeirbaharuii 

dan meireikonstruksii bangunan meitodologii hukum Iislam deingan 

meingiinteigrasiikan nash deingan peindeikatan keiiilmuan laiin yang seidang 

beirkeimbang, seipeirtii meimpeirhatiikan konteiks sosiial-poliitiik, seijarah, dan 

beirbagaii keiiilmuan laiinnya. Salah satu peincapaiian yang diidapatkan darii 

pendekatani iinii keimudiian meilahiirkan seibuah meitodologii hukum baru yang 

diikeinal seibagaii maqāṣid al-sharī‘ah. Meinurut Hashiim Kamalii, peindeikatan 

maqāṣid tiidak teirbeibanii deingan teikniis meitodologiis dan peimbacaan teiks 

yang liiteiraliis. Maqāṣid meimbeiriikan keileiluasan keitiika meimbaca dan 

meimahamii syariiat. Keitiika beibeirapa doktriin peintiing dalam usul al-fiiqh, 

seipeirtii Iijma‘, qiiyas, bahkan iijtiihad, tampak teirbeibanii deingan peirsyaratan 

yang keitat dan beirat, maka maqasiid meimbeirii akseis yang leibiih nyaman 

dalam beirsyariiat.72 

Seilanjutnya darii formal – teikstual meinuju konteikstual – substansiial, 

dalam peirgeiseiran makna fiikiih yang leibiih condong pada peimahaman 

konteikstual – substansiial pada iimpleimeintasiinya dii neigara Barat deingan 

Musliim miinoriitas. Atas dasar iitu, kalangan konteikstualiis meimiiliikii dasar 

seirta peindapat bahwa peineirapan paham iinii seijalan deingan apa yang teilah 
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diialamii oleih masyarakat Musliim miinoriitas dii Barat, kalangan konteikstualiis 

beirpeindapat bahwa dalam peimahaman konteiks, makna bukan seikeidar 

muatan otonom yang teirdapat dalam teiks. Makna meirupakan hasiil 

diialeiktiika antara teiks dan konteiks. Maka, makna seibuah teiks tiidak seibatas 

apa yang diitampiilkan tampiilan teikstualnya, namun beirsiifat multiiplei dan 

plural diiakiibatkan peimbacaan yang beirbeida darii satu kondiisii, peimiikiiran, 

dan reialiitas yang laiin. Dalam peineitapan hukum, peincariian makna dan 

tujuan dalam nash akan diipahamii seicara beirbeida pada keiadaan yang 

beirbeida dan bukan seibagaii kumpulan tuntutan dan hukum yang kaku dan 

riigiid.73 

Seicara teikniis, iistiinbat hukum konteikstual dapat diideifiiniisiikan seibagaii 

proseis peinggaliian hukum pada nash tanpa hanya meinyandarkan proseis 

pada analiisiis keibahasaan dan wariisan tradiisii, namun leibiih meineikankan pada 

urgeinsii konteiks deingan iinteigrasii peimahaman teirhadap kondiisii sosiial, 

budaya, hiistoriis, eikonomii, dan poliitiik dalam meingiiriingii peineintuan 

siigniifiikansii hukum. Untuk iitu, keilompok konteikstualiis meimbuka ruang 

seileibar-leibarnya bagii akal untuk beiriijtiihad dan meinjadiikan keimaslahatan 

publiik (maṣāliḥ al-‘āmmah) seibagaii panduan utama dalam beiriijtiihad. 

Keimaslahatan yang diimaksud tiidak hanya seibatas keimaslahatan yang 

diidapatkan darii teiks, meilaiinkan juga keimaslahatan yang diipeiroleih darii hasiil 

peinalaran manusiia seicara koleiktiif. Meinurut Hasan Hanafii, peinggunaan akal 

dii eira modeirn jauh leibiih masiif diibandiingkan eira klasiik. Apabiila pada abad 

peirteingahan peinggunaan daliil naql (nalar bayanii) leibiih meindomiinasii, maka 

pada eira modeirn daliil aql (burhanii) leibiih banyak diigunakan keitiimbang naql. 

Zaman modeirn dapat diikatakan seibagaii masa keijayaan rasiionaliitas, 

eimpiiriismei, dan keimaslahatan publiik (maṣāliḥ al-‘āmmah). Bahkan bagiinya, 

daliil naql tiidak dapat diihukumii qat‘ii keitiika iia beirdiirii seindiirii, maka meistii 

diikonfiirmasii keibeinarannya deingan peinalaran rasiional (burhanii).74 

Corak meitodologii kalangan konteikstualiis yang meineimpatkan moral, 

maṣāliḥ al-‘āmmah, dan akal seibagaii liingkup iintrumein dalam meingiistiinbat 

hukum, meinjadiikan maqasiid al-sharii‘ah seibagaii meitodologii hukum Iislam 

                                                           
73 Muhammad Yusri Ibrahim, Fiqh al-Nawāzil li al-Aqalliyyāt al-Muslimah: 

Ta’sīlan wa Taṭbīqan, Cetakan ke-1, (Manšūrāt Wizārah al-Thaqāfah wa al-Iršād al-

Qawmī: 2000), 82. 
74 Tauseef Ahmad Parray, “The Legal Methodology of “Fiqh al-Aqalliyyat” and 

its Critics: An Analytical Study,” Journal of Muslim Minority Affairs, 32, No.  (2022): 

90. 
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yang banyak diigunakan oleih kaum konteikstualiis. Meiskiipun maqasiid al-

sharii‘ah diianggap seibagaii solusii alteirnatiif oleih seibagiian kalangan, Hashiim 

Kamalii tiidak seipeinuhnya meiyakiinii bahwa maqasiid al-sharii‘ah dapat 

meinyeileisaiikan probleimatiika hukum Iislam yang beigiitu jamak dan kompleiks 

apabiila tiidak diipeirbaharuii teirleibiih dahulu. Reikomeindasii iinii diiamiinii oleih 

Amiin Abdullah, yang beirpeindapat bahwa para peingkajii maqasiid peirlu 

meimadukan kajiiannya pada peindeikatan-peindeikatan keiiilmuan yang laiin, 

seimiisal peindeikatan fiilsafat, seijarah, dan keiiilmuan yang beirsiifat moideirniitas, 

agar dapat diiaktualiisasiikan seicara eifeiktiif dan solutiif. Peinggunaan teiorii 

maqasiid saja tanpa diipadukan deingan peindeikatan laiin, hanya akan beirfungsii 

seibagaii alat apologii dan peingukuh seimata, seirta suliit diigunakan untuk 

meincarii tiitiik teimu antara hukum Iislam dan modeirniitas.75 

Darii peinjeilasan dii atas dapat diikeitahuii bahwa keidua corak keicondongan 

peingambiilan hukum yang diipeirliihatkan oleih peingkajii hukum Iislam, baiik 

teikstualiis maupun konteikstualiis, dengan pada hakikatnya sama-sama 

beirusaha untuk meimpeirtahankan keiseisuaiian dan keidiinamiisan syariiat Iislam 

dalam siituasii apapun. Keiduanya sama-sama meingakuii bahwa dii seitiiap sudut 

hukum yang diiturunkan, meimiiliikii makna dan tujuan. Akan teitapii, yang 

meinjadii poleimiik adalah bagaiimana cara meingambiil dan meingeiluarkan 

hukum iitu seindiirii.76 

Dalam konteiks modeirn, peingeirtiian akal diipeirluas deingan meimasukkan 

iilmu humaniiora dan sosiial modeirn seibagaii peirangkat analiisiis hukum Iislam 

ataupun teiks keiagamaan seicara umum, seimeintara keilompok teikstualiis 

meingeimbangkan meitodei meimbaca teiks meilaluii kajiian-kajiian teiks yang 

sudah teirseidiia dalam tradiisii Iislam. Hal iiniilah yang meinjadiikan fiiqh al-

aqalliiyyāt beirbeida dan meimpunyaii khasnya teirseindiirii dalam meitodologiis 

iijtiihadnya.77 

                                                           
75 Musfir b. ‘Ali b. Muhammad al-Qatani, Manhaj Istinbāṭ Aḥkām al-Nawāzil al-

Fiqhiyyah al-Mu‘āṣirah: Dirāsah Ta’sīliyyah Taṭbīqiyyah, Cetakan ke-1, (Jeddah: Dār 

al-Andalus al-Khaḍrā’, 2003), 84. 
76 Al-Sayd Yasin, al-Kawniyyah wa al-Uṣūliyyah wa Mā Ba‘da al-Ḥadāthah: 

As’ilat al-Qarn al-Ḥādī wa al-‘Isyrīn, Cetakan ke-2, (Giza: Maktabah al-Akadimiyah, 

2005), 34. 
77 Horowitz, “The Qur’an and the Common Law: Islamic Law Reform and the 

Theory of Legal Change.” The American Journal of Comparative Law 42, no. 2 (1994): 

233–93. https://doi.org/10.2307/840748. 
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4. Prinsip-Prinsip Metodologis Fiqh al-Aqalliyyāt 

Pendekatan dan prinsip fiiqh al-aqalliiyyāt (fikih minoritas) didasarkan 

pada fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi realitas sosial yang 

kompleks dan berbeda, terutama bagi komunitas Muslim minoritas. Prinsip 

ini menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya tempat 

Muslim minoritas hidup untuk merumuskan hukum yang relevan dan 

aplikatif tanpa mengabaikan nilai-nilai inti syariat. Pendekatan ini sejalan 

dengan teori konstruksi sosial yang melihat realitas sebagai hasil interaksi 

individu dan masyarakat yang dinamis. 

Dalam teori konstruksi sosial yang dipopulerkan oleh Peter Berger, 

realitas sosial dipahami sebagai hasil konstruksi individu yang bebas. Teori 

ini berakar pada paradigma konstruktivis yang melihat individu sebagai 

pencipta realitas sosial melalui kehendak dan tindakannya. Manusia dalam 

banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol 

struktur dan pranata sosial melalui respons terhadap stimulus yang diterima 

dalam dunia kognitifnya. Dalam proses sosial, individu dipandang sebagai 

pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya.78 Manusia 

dalam banyak hal meimiliki keibeibasan untuk beirtindak di luar batas kontrol 

struktur dan pranata sosialnya dimana individu meilalui reispon-reispons 

teirhadap stimulus dalam dunia kognitifnya. Dalam hal ini proseis konstruksi 

dari teiori beirgeir beirlangsung meilalui inteiraksi sosial yang dialeiktis dari tiga 

beintuk reialitas yang meinjadi eintry conceipt, yakni subjeictivei reiality, symbolic reiality 

dan objeictivei reiality.79 

Peindeikatan konstruksionis meilihat proseis framing seibagai proseis 

konstruksi sosial untuk meimaknai reialitas. Proseis ini bukan hanya teirjadi 

dalam leiveil wacana, teitapi juga dalam struktur kognisi individu deingan 

adanya konseip framei dalam leiveil individual atau skeimata inteirpreitasi. 

Framei dalam leiveil wacana dan leiveil individual ini meirupakan dua sisteim 

yang saling beirkaitan dalam proseis konstruksi sosial untuk meimaknai 

reialitas.80 Dalam konteiks inilah Gamson meilihat adanya hubungan antara 

                                                           
78 Ferry Adhi Dharma, “Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger 

Tentang Kenyataan Sosial,” Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi 7, no. 1 (2018): 1–9, 

https://doi.org/10.21070/kanal.v6i2.101. 
79 Aimie Sulaiman, “Teori Konstruksi Sosial,” Jurnal Society, 4, no. 1, Juni 2016: 

233–93. 
80 Rabi’ah Adawiyah Phonna Effendy Jaraputri et al., “Legal Consequences for a 

Notary Public With Double Professions as a Rector of A Private University Based on 
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wacana meidia dan opini publik yang teirbeintuk di masyarakat. Teiori ini 

teintunya sangat beirkaitan deingan peimbahasan peineilitian dan objeik 

peineilitian, kareina konstruksi sosial yang teirbangun atas reialitas sosial yang 

meilahirkan eikosisteim sosial. Munculnya fiqh al-aqalliyyāt ini seilaras deingan 

keibutuhan-keibutuhan Muslim minoritas di Barat yang dalam hal ini 

teirbangun dalam fiqh of reiality, kareina reialita yang meireika hadapi teintunya 

beirbeida deingan reialita yang dihadapi oleih Muslim mayoritas khususnya 

dalam ranah tatanan hukum keiluarga.81 

Taha Jabir Al-Alwani juga seorang tokoh pencetus fiqh al-aqalliyyāt 

leibih meimilih prinsip-prinsip yang beirsifat beirkeiadilan dan prisnip 

fleiksibilats hukum sangat dijunjung dalam hal ini, diantara prinsip-prinsip 

Taha Jabir Al-Alwani yang meinjadi landasan dalam peirumusan fiqh al-

aqalliyyāt pada Muslim minoritas meinurut Taha Jabir Al-Alwani, ialah82 : 

a. Meingungkap keisatuan struktural Al-Qur'an deingan meimbacanya 

seicara kontras deingan meineilaah alam seimeista dan peirgeirakannya. 

Sunnah Nabi yang ma’sum dipandang se ibagai contoh praktis dan 

peinafsiran nilai-nilai Al-Qur'an di dunia nyata. Sunnah juga harus 

dipandang seibagai suatu struktur yang teirinteigrasi, teirkait eirat deingan 

Al-Qur’an se ibagai peinjabaran nilai-nilainya untuk situasi yang reilatif 

speisifik. 

b. Meingakui supreimasi dan keiutamaan Al-Qur’an se ibagai pedoman 

serta penuntun utama dalam segala lini kehidupan, teirmasuk ucapan 

dan tindakan Nabi. Keitika Al-Qur’an meineitapkan prinsip teirteintu, 

seipeirti toleiransi dan keiadilan dalam beirurusan deingan non-Muslim, 

maka keiteintuan Al-Qur’an akan lebih dahulu diutamakan. Peirkataan 

dan tindakan Nabi, dalam hal ini perlu penafsiran agar seisuai deingan 

prinsip yang diteitapkan oleih Al-Qur'an dan tunduk padanya. Salah 

satu contoh dalam hal ini adalah peinafsiran seibuah hadis teintang 

tidak boleih meimbalas salam orang non-Muslim deingan ucapan yang 

leibih baik yang tampaknya tidak seisuai deingan ajaran Al-Qur’an. 

                                                                                                                                               
Law on Office of Notary Public,” Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran 23, no. 1  

(2023): 25–35, https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i1.8611. 
81 Ferry Adhi Dharma, “Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger 

Tentang Kenyataan Sosial,” Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi 7, no. 1 (2018): 1–9, 

https://doi.org/10.21070/kanal.v6i2.101.  
82 Taha Jabir al-‘Alwani, Towards A Fiqh For Minorities: Some Basic 

Reflections, (London: International Institute of Islamic Thought, 2003) 58. 
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c. Meireinungkan tujuan Al-Qur’an dalam meinghubungkan reialitas 

keihidupan manusia deingan apa yang belum bisa dijangkau oleh 

manusia, atau ghaib, dan meindiskreiditkan gagasan keiacakan atau 

keibeitulan. Hal ini pada akhirnya memberikan peimahaman teintang 

hubungan antara dunia yang teirlihat (dzahir) dan yang tidak teirlihat 

(ghaib), yang dapat dikeitahui dan yang tidak dapat dikeitahui; antara 

teiks mutlak Al-Qur’an dan kondisi nyata manusia. Hal ini 

meinyingkapkan seibagian dari peirbeidaan halus antara keimanusiaan 

dan individualitas manusia. Seibagai individu, manusia adalah makhluk 

yang reilatif, namun keimanusiaannya meinjadikannya makhluk 

univeirsal dan absolut. 

d. Meingingat pentingnya faktor waktu dan ruang, Al-Qur’an 

menekankan kesucian keduanya. Al-Qur’an menetapkan jumlah bulan 

dalam setahun sebanyak dua belas dan menjadikan tanah tertentu, 

yaitu tanah Haramain (Mekah dan Madinah), sebagai tanah suci. 

Dalam kerangka waktu dan ruang ini, seseorang dapat memahami 

keberadaan manusia sejak penciptaan Adam dan Hawa hingga 

mencapai takdir akhirnya. Keberadaan manusia dalam ruang dan 

waktu inilah yang menjadi penghubung antara universalitas Al-Qur’an 

dan universalitas umat manusia. 

e. Aktualisasi konseip fikih geiografi dalam Al-Quran. Seiluruh bumi 

adalah milik Tuhan dan Islam adalah agama Tuhan. Pada hakikatnya, 

setiap negara adalah bagian dari wilayah Islam (dār al-Islām), baik 

secara nyata saat ini maupun yang akan menjadi demikian di masa 

depan. Seluruh umat manusia adalah bagian dari komunitas Islam 

(ummat al-Islām), baik mereka yang telah memeluk Islam maupun yang 

berpotensi menjadi pengikutnya di kemudian hari. 

f. Pengakuan atas universalitas misi Al-Qur’an merupakan hal mendasar 

dalam memahami perbedaan antara Al-Qur’an dan kitab-kitab suci 

sebelumnya. Jika kitab-kitab terdahulu memiliki cakupan dakwah yang 

terbatas pada komunitas-komunitas lokal dan spesifik, maka Al-

Qur’an hadir dengan misi yang universal. Proses penyampaian wahyu 

dimulai kepada Nabi Muhammad dan kerabat terdekatnya, kemudian 

diperluas kepada masyarakat Makkah dan wilayah sekitarnya, lalu 

menjangkau komunitas yang lebih luas, dan pada akhirnya ditujukan 

bagi seluruh umat manusia sebagai petunjuk hidup yang bersifat 
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global. 

g. Studi mendalam terhadap kompleksitas kehidupan sosial merupakan 

keniscayaan, karena konteks sosial menjadi ruang di mana pertanyaan-

pertanyaan dan persoalan-persoalan syariat muncul. Tanpa 

pemahaman menyeluruh terhadap berbagai dimensi kehidupan, 

rumusan teori fikih yang sesuai dan relevan dengan nilai-nilai Al-

Qur’an akan sulit tercapai. Di masa Rasulullah, persoalan muncul dari 

kondisi nyata umat, dan wahyu turun sebagai respon terhadap 

kebutuhan tersebut. Saat ini, dengan wahyu yang telah sempurna, 

tugas umat Islam adalah mengartikulasikan persoalan dan kebutuhan 

aktual, kemudian merujuk kepada Al-Qur’an serta menelaah Sunnah 

Nabi untuk memahami konteks turunnya ayat dan mengaitkannya 

dengan realitas kontemporer. 

h. Kajian terhadap prinsip-prinsip dasar syariat, khususnya yang 

berkaitan dengan maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan-tujuan utama syariat), 

menjadi landasan penting dalam pengembangan fikih modern, 

terutama bagi komunitas minoritas Muslim. Pendekatan ini harus 

bertumpu pada nilai-nilai universal yang luhur dan memperhatikan 

secara cermat distingsi antara maksud syariat dan niat seorang Muslim 

yang bertanggung jawab secara etis dan spiritual. 

i. Kesadaran bahwa warisan fikih klasik tidak selalu mencukupi sebagai 

rujukan fatwa dan regulasi modern perlu ditanamkan. Meski demikian, 

khazanah fikih klasik tetap menyimpan preseden berharga berupa 

fatwa dan produk hukum yang dapat dijadikan acuan dalam 

merumuskan pendekatan dan metodologi kontemporer. Segala hal 

yang relevan, bermanfaat, dan mewakili esensi ajaran Islam dapat 

diadopsi, dengan tetap menjaga kesinambungan historis dan normatif 

dengan pendapat hukum ulama masa lalu. Proses ijtihad saat ini tidak 

dimaksudkan sebagai kritik terhadap ketidaklengkapan fikih terdahulu, 

melainkan sebagai respons terhadap dinamika sosial dan tantangan 

zaman yang belum pernah dihadapi oleh generasi sebelumnya. 

Darii monografii siingkat iinii jeilas teirliihat bahwa fiikih Iislam yang 

beirkaiitan deingan miinoriitas Musliim pada dasarnya beirasal darii fiikih umum 

Iislam seicara keiseiluruhan. Iinii beirada dalam kateigorii yang miiriip deingan fiikih 

fundameintal, priioriitas (al-awlawiiyyāt), kontras (al-muwāzanah), atau reialiitas, 

atau fiikih komparatiif, atau fiikih eitiika dll. Oleih kareina iitu, meiskiipun cabang 
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fiikih iinii meincakup beibeirapa aspeik darii fiikih umum, fokusnya seicara khusus 

pada iisu-iisu yang meimpeingaruhii miinoriitas Musliim yang hiidup dii antara 

mayoriitas non-Musliim dan beirupaya untuk meileistariikan iideintiitas meireika.83 

Dibawah adat iistiiadat, peirundang-undangan, dan undang-undang yang agak 

beirbeida, sudah meinjadii rahasiia umum pula bahwa seitiiap putusan fiikih 

meimpunyaii dampak budaya teirseindiirii, dengan keibudayaan beirmula darii 

fiikih dan hukum-hukum yang meingatur masyarakat. Dalam hal iinii adanya 

keisiinambungan antara fiikih, undang-undang agama, dan budaya meimaiinkan 

peiran pada Musliim yang beirada pada neigara teirteintu.84 Teirdapat seijumlah 

meitodei, sarana dan alat yang dapat diigunakan untuk meimbangun fiikiih iinii 

beirdasarkan landasan yang kuat, dan hal iinii meincakup dalam fiikiih untuk 

kaum miinoriitas, yaknii seibuah diisiipliin koleiktiif dan tiidak boleih diipraktiikkan 

seicara iindiiviidual. Fiikiih meimiiliikii banyak aspeik, deingan peirbeidaan aspeik 

yang meinjadiikan peindeikatan iindiiviidualiistiis beirpoteinsii beirbahaya. Iinii teirdiirii 

darii unsur poliitiik, eikonomii, budaya, sosiial dan hukum.85 

Disamping itu, Abdullah biin Bayyah seiorang mujtahiid fiikih yang 

beirfokus pada fiiqh al-aqalliiyyāt (fiikiih miinoriitas) memiliki prinsip dalam 

implementasi fiiqh al-aqalliiyyāt, diiantaranya iialah; taḥqīq al-manāt dan al-qawl 

al-ḍa‘īf seibagaii wasiilah keimaslahatan dan tiindaklanjut dalam meinyiikapii 

reialiitas dan optiimaliisasii Iislamiic leigal maxiim dalam iijtiihad.86 

Urgeinsiitas taḥqīq al-manāt dapat diiliihat darii peirnyataan Biin Bayyah 

yang meinyeibutkan bahwa beiriijtiihad dalam proseis meileitakkan hukum 

meirupakan jeimbatan peinghubung antara hukum Allah deingan reialiitas, dan 

peinghubung antara teiks deingan konteiks. Tanpa taḥqīq al-manāt, boleih jadii 

hukum diiputuskan tiidak reileivan deingan reialiitas, atau malah keiluar darii 

keiheindak yang diiiingiinkan oleih syariiat, seihiingga hukum leibiih meindeikatii 

keimudaratan keitiimbang keimaslahatan bagii manusiia. Hukum yang 

beiriindiikasiikan peiriintah teirlaksanakan dii luar jalurnya, beigiitupun peilarangan 
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yang seimeistiinya tiidak harus diilakukan. Biin Bayyah meingiistiilahkan taḥqīq al-

manāt seibagaii taškhi iṣ al-qāḍiiyyah miin ḥaytsu al-wāqii‘ (iideintiifiikasii suatu 

peirkara beirdasarkan reialiitas).87 

Biin Bayyah dalam peimiikiiran fiikiihnya  adalah  meingunggulkan  (tarjīḥ)  

al-qawl al-ḍa‘īf  deingan  peirtiimbangan maslahat dan meiniinggalkan peindapat 

yang awalnya rajiih diiseibabkan kareina daliil al-qawl al-ḍa‘īf iinii baru diiteimukan 

atau derajatnya naik dikareinakan banyak ulama yang meinggunakannya, atau 

juga kareina dorongan maqasiid al-sharii‘ah yang kuat dalam  konte iks  masa  

yang  beirbeida. Biin Bayyah keimudiian meinyampaiikan tiiga syarat yang harus 

diipeirhatiikan dalam meingamalkan peindapat da’iif, yaiitu: pertama, peindapat 

teirseibut tiidak parah keileimahannya; kedua, peindapat teirseibut meimiiliikii 

sumbeir yang jeilas, yaiitu seiorang faqīh yang pantas untuk diiiikutii darii siisii 

iilmu dan kualiitas keiiimanannya; dan ketiga, kondiisii darurat yang meinjadii 

peinyeibabnya beinar-beinar teirjadii, dan teintunya hal iinii seilaras deingan apa 

yang Musliim miinoritas alamii dii neigara meireika.88 

Optiimaliisasii Iislamiic leigal maxiim atau qawā‘iid fiiqhiiyyah teintunya sangat 

diibutuhkan dan diigunakan dalam beirbagaii hal yang beirkeinaan deingan 

iijtiihad, qawā‘iid fiiqhiiyyah meimbuka jalan dan beirsiifat solutiif dan fleiksiibeil 

dalam iimpleimeintasiiannya, diikareinakan kaiidah-kaiidah pokok yang diiusung 

meirupakan kaiidah-kaiidah umum yang diiseisuaii deingan konteiks sosiial dan 

reialiitas untuk mukallaf yang beirteimpat tiinggal atau beirada dalam keiadaan 

teirteintu. 89 

Menurut al-Qarāfī (w. 684 H/1285 M), seorang faqīh tidak akan 

memiliki otoritas yang kuat dalam berijtihad jika tidak berpegang pada 

disiplin ilmu al-qawā‘id, baik dalam ranah fikih (al-qawā‘id al-fiqhiyyah) 

maupun usul fikih (al-qawā‘id al-uṣūliyyah). Ketiadaan penguasaan terhadap 

prinsip-prinsip dasar ini berpotensi menimbulkan kontradiksi antara hasil 

ijtihad dengan dalil-dalil kullī (universal). Oleh karena itu, penguasaan 

terhadap struktur dan klasifikasi kaidah-kaidah pokok menjadi penting agar 

                                                           
87 Bayyah, Ijtihād bi-Taḥqīq al-Manāṭ: Fiqh al-Wāqi‘ wa Tawaqqu’, Cetakan ke-

1, (Beirut: Maktabah Syamilah Adzahabiyyah, 2010), 43. 
88 Abdullah Bayyah, Ṣinā‘at al-Fatwā wa Fiqh al-Aqallīyāt ed. Cetakan ke-1 

(Beirut: Dār al-Minhāj Libanon, 2007), 15. 
89 U Jabir A L I Hudawi, “Abdullah Bin Bayyah : His Life and Contributions in 

Jurisprudence , Focus on Reality Fiqh,” (Thesis at Darul Huda Islamic University, 

Chemmad , Kerala, India,  2015) 
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cabang-cabang hukum (furū‘) dapat dipahami dan diterapkan secara tepat. 

Dalam al-Furūq, al-Qarāfī menjelaskan bahwa kaidah-kaidah dasar tersebut 

berfungsi sebagai pengikat konseptual atas keragaman dan penyebaran 

kasus-kasus cabang yang muncul dalam praktik hukum Islam. Selaras 

dengan itu, ‘Alī al-Nadawī menegaskan bahwa kaidah-kaidah pokok ini 

dapat dijadikan sebagai pijakan normatif dalam menyeimbangkan dan 

mengkoherensikan berbagai permasalahan furū‘ yang bersifat parsial dan 

situasional.90 

Mengacu pada urgensinya, kaidah-kaidah pokok dalam kerangka usul 

fikih memiliki peran strategis dalam membangun metodologi ijtihad yang 

relevan dengan kebutuhan kontemporer. Bin Bayyah secara metodologis 

menegaskan pentingnya penyandaran ijtihad pada al-qawā‘id al-fiqhiyyah dan 

al-uṣūliyyah, khususnya dalam konteks fiqh al-aqalliyyāt (fikih minoritas). 

Meskipun banyak ulama juga merujuk pada kaidah-kaidah umum dalam 

merumuskan fatwa, keunikan pendekatan Bin Bayyah terletak pada 

pembatasannya yang eksplisit terhadap pilihan dan penerapan kaidah, yakni 

hanya enam kaidah yang dianggap paling relevan dalam menangani 

problematika minoritas Muslim.91 Bahkan, di antara kaidah tersebut, 

terdapat satu yang jarang digunakan oleh ulama lain namun dijadikan 

landasan penting dalam kerangka pemikiran Bin Bayyah. Keenam kaidah 

dimaksud meliputi: al-Taysīr wa raf‘ al-ḥaraj (prinsip kemudahan dan 

penghapusan kesulitan), taghyīr al-fatwā bi-taghyīr al-zamān (perubahan fatwa 

berdasarkan dinamika zaman), tanzīl al-ḥājah manzilat al-ḍarūrah (asimilasi 

kebutuhan mendesak dengan kondisi darurat), al-‘urf (kebiasaan lokal sebagai 

sumber pertimbangan hukum), al-naẓar fī al-malāt (pertimbangan terhadap 

konsekuensi hukum jangka panjang), dan tanzīl al-jamā‘ah manzilat al-qāḍī 

(pengakuan terhadap otoritas komunitas sebagai representasi otoritas 

hukum kolektif). Strategi sistematis ini menunjukkan komitmen Bin Bayyah 

                                                           
90 Rais Alhaadi Iskandar, “Pemikiran Fiqh al-Aqalliyyāt Abdullah Bin Bayyah 

Bagi Muslim Minoritas,” Journal of Economic Perspectives 15, no. 02 (2022), 

http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon - 2022 - 

Coachingd'{\'{e}}quipe.pdf%0Ahttp://journal.um 

surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-

palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017. 
91 Hudawi, “Abdullah Bin Bayyah : His Life and Contributions in Jurisprudence , 

Focus on Reality Fiqh.” (Thesis at Darul Huda Islamic University, Chemmad , Kerala, 

India,  2015.) 
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dalam merumuskan pendekatan fikih yang kontekstual, terukur, dan tetap 

terhubung dengan tradisi hukum Islam klasik.92 

Penulis menyimpulkan, bahwa fiqh al-aqalliyyāt merupakan solusi 

penting dan relevan dalam menghadapi berbagai problematika hukum 

keluarga Islam yang dialami oleh komunitas Muslim minoritas, khususnya di 

negara-negara Barat. Dalam konteks sosial dan hukum yang sangat berbeda 

dengan negara mayoritas Muslim, umat Islam di Barat menghadapi 

tantangan dalam menjalankan ajaran agamanya secara utuh. Oleh karena itu, 

fiqh al-aqalliyyāt hadir sebagai bentuk ijtihād kontemporer dengan maqāṣid al-

syarī‘ah, realitas sosial, dan prinsip kemaslahatan. Melalui fleksibilitas metode 

seperti istihsān, ‘urf, dan ḍarūrah, serta semangat tajdīd (pembaharuan fiiqh al-

aqalliiyyāt menjadi kerangka hukum yang mampu menjaga identitas 

keislaman sekaligus memungkinkan integrasi harmonis umat Islam dalam 

masyarakat non-Muslim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
92 Miftakhul Arif, “Konsep Maqasid Al-Shari‘ah Abdullah Bin Bayyah,” El-

Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam 6, no. 1 (2020): 18–35, 

https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.100. 
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BAB III  

INTELEKTUALITAS MUHAMMAD ṢĀLIH IBN  

AL-‘UTHAYMĪN DAN YŪSUF AL-QARADĀWĪ 

Intelektualitas para tokoh dalam studi pemikiran Islam kontemporer 

menjadi hal yang tak terelakkan, karena melalui pemahaman atas latar 

belakang, corak berpikir, serta kontribusi keilmuannya, kita dapat 

menangkap kerangka epistemologis yang melandasi fatwa dan pandangan 

hukum yang mereka hasilkan. Dalam konteks ini, dua figur penting yakni 

Muḥammad Ṣāliḥ ibn al-‘Uthaymīn dan Yūsuf al-Qaraḍāwī menjadi 

representasi utama dari dua pendekatan yang berbeda dalam khazanah fikih 

modern. Pembahasan ini diawali dengan telaah historis-biografis yang 

menelusuri perjalanan hidup, pendidikan, serta kiprah intelektual keduanya 

guna memahami akar dari kerangka berpikir yang mereka bangun. 

Selanjutnya, kajian ini mendalami kecenderungan konservatif dan progresif 

yang terefleksi dalam respons fatwa mereka terhadap problematika umat, 

khususnya dalam konteks masyarakat Muslim minoritas. Dengan pendekatan 

ini, diharapkan muncul pemahaman yang proporsional terhadap cara 

masing-masing tokoh merespons tantangan zaman, sekaligus 

memperlihatkan dinamika fikih yang senantiasa bersentuhan dengan realitas 

sosial yang melingkupinya. 

A. Sketsa Biografi : Ibn Al-‘Uthaymīn dan Al-Qaradāwī 

1. Biografi Ibn Al-‘Uthaymīn 

Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad ibn Sulaimān ibn ʿAbd al-

Raḥmān al-ʿUthaymīn al-Wuhaibī al-Tamīmī lahir pada 27 Ramaḍān 1347 

H/1929 M di kota ʿUnayzah, wilayah al-Qāṣim, Arab Saudi. Beliau dikenal 

dengan kunyah Abū ʿAbdillāh dan merupakan salah satu ulama besar dari 

mazhab Hanbali di era kontemporer. Selain dikenal karena keluasan ilmunya 

dalam bidang fikih dan akidah, ia juga aktif mengajar dan menulis sejumlah 

karya ilmiah yang masih dirujuk hingga kini. Ketokohan beliau semakin 

menonjol karena gaya penyampaian yang sistematis, argumentatif, dan 

mudah dipahami, baik oleh kalangan awam maupun terpelajar. Warisannya 
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dalam bidang keilmuan Islam menjadi inspirasi penting bagi generasi penerus 

di berbagai belahan dunia Muslim.1  

Pendidikan awalnya dimulai dengan menghafal al-Qur’an di bawah 

bimbingan kakek dari garis keturunan ibu yakni ʿAbd al-Raḥmān al-Dāmiġ. 

Beliau merupakan salah satu ulama terkemuka di Qāṣim pada masanya, 

hingga beliau berhasil mengkhatamkan hafalan al-Qur’an pada usia dini. 

Selain mempelajari pelajaran dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung 

di sekolah formal, beliau juga memperdalam ilmu-ilmu agama seperti fikih, 

hadis, dan akidah di bawah asuhan langsung ulama besar ʿAbd al-Raḥmān 

al-Saʿdī, serta sempat menimba ilmu dari ʿAbd al-Razzāq ʿAfīfī al-Azharī 

ketika berada di ʿUnayzah.2 

Pada tahun 1372 H/1953 M, atas rekomendasi gurunya al-Saʿdī, Ibn al-

ʿUthaymīn melanjutkan studinya di Maʿhad al-ʿIlmī Riyāḍ, tempat di mana 

beliau menimba ilmu dari sejumlah ulama ternama seperti Muḥammad al-

Amīn al-Shinqīṭī, penulis Aḍwāʾ al-Bayān, serta ʿAbd al-Raḥmān al-Ifriqī. 

Setelah menyelesaikan pendidikan di Maʿhad tersebut, beliau melanjutkan 

studi ke Universitas Imām Muḥammad ibn Saʿūd al-Islāmiyyah di Riyāḍ 

hingga lulus, dan selama masa ini beliau secara aktif bertalaqqī dengan Ibn 

Bāz dalam bidang hadis dan fikih perbandingan. Pengaruh kuat dari al-Saʿdī 

terlihat jelas dalam karakter dan metode pengajaran Ibn al-ʿUthaymīn, 

seperti penggunaan pendekatan yang ringkas, komunikatif, dan penuh 

hikmah dalam menyampaikan ilmu.3 

Sepeninggal al-Saʿdī pada 1376 H, beliau menggantikan posisi gurunya 

sebagai imam dan khatib Masjid Besar ʿUnayzah sekaligus menjadi pengajar 

di Maʿhad ʿIlmī yang didirikan di masjid tersebut. Beliau juga diangkat 

sebagai dosen di Fakultas Syariah Universitas Imām Muḥammad ibn Saʿūd 

al-Islāmiyyah cabang al-Qāṣim sejak tahun 1398 H hingga wafatnya. Selain 

                                                           
1 Wālid Aḥmad al-Ḥusaynī, Al-Jāmi‘ li-Ḥayāti al-‘Allāmah Muḥammad bin Ṣāliḥ 

al-‘Uthaymīn al-‘Ilmiyyah wa al-‘Amaliyyah wa Mā Qīla Fīhi mina al-Marāthī, Cetakan 

ke-1, (Baritonia: Dar al-Ma’rifah, 2004), 245.  
2 Aḥmad al-Ḥusaynī, 12.  
3 Aḥmad al-Ḥusaynī, 17. 
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itu, beliau juga sering mengisi pengajian di Masjid al-Ḥarām dan Masjid 

Nabawī, serta menjadi anggota tetap Hayʾah Kibār al-ʿUlamāʾ Arab Saudi.4 

Pengaruh intelektualnya tidak hanya terbatas pada institusi pendidikan 

formal, melainkan juga melalui berbagai majelis yang beliau hadiri secara 

rutin, dengan para hakim, petugas ḥisbah, khatib, dan pelajar di wilayah al-

Qāṣim. Pandangan dan nasihat beliau pun sering diminta oleh para 

pemimpin lokal dan tokoh masyarakat. Meski berafiliasi dengan mazhab 

Ḥanbalī, Ibn al-ʿUthaymīn tidak terpaku oleh fanatisme mazhab, melainkan 

lebih mengedepankan pendekatan ijtihad yang berlandaskan dalil dan tarjīḥ 

pendapat paling kuat menurutnya, walaupun terkadang berbeda dengan 

pendapat resmi mazhab.5 

Beliau wafat pada tahun 1421 H/2000 M di Jeddah dan dimakamkan di 

Makkah al-Mukarramah. Sepeninggalnya, banyak dari murid-murid beliau 

yang terus melanjutkan dakwah dan pengajarannya, khususnya di wilayah 

Teluk seperti Arab Saudi dan Yordania. Warisan ilmiahnya yang begitu 

melimpah, sebagian besar diterbitkan dari hasil transkripsi (tafrīgh) kajian 

yang beliau adakan, dan menjadikannya sebagai salah satu ulama 

kontemporer paling berpengaruh dalam dunia Islam modern. 

2. Biografi Al-Qaradāwī 

Salah satu tokoh pemikir Islam saat ini adalah al-Qaraḍāwī yang 

dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. 

Keunikan dan keistimewaannya itu tidak lain karena al-Qaraḍāwī memiliki 

metodologi yang khas dalam menyampaikan risalah Islam. Karena 

metodologinya tersebut al-Qaraḍāwī diterima oleh kalangan Barat sebagai 

seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun dan 

moderat. Kapasitasnya itu pulalah yang membuat al-Qaraḍāwī sering 

menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama-agama di Eropa 

maupun di Amerika, sebagai wakil kelompok Islam.6 

 

                                                           
4 Marzūq ‘Abd Rabbih ‘Abd al-‘Āl, Biography of Shaykh Muhammad Bin Salih 

Al Uthaymeen Rh. Cetakan ke-2, (Kairo: Maktabah Ruysd, 2011), 103.  
5 Khayr al-Dīn bin Manṣūr, Ārā’ al-Shaykh Muḥammad Bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn 

Fī Ashhar al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah (University of Eloued, 2025), 205. 

https://dspace.univ-eloued.dz/items/aa255d47-4ad7-44f8-8385-51a886d5fcf5. 
6 Ḥātim Muḥammad Būsamah, Taḥqīq Al-Manāṭ Wa Atharuhu Fī Fiqh al-

Aqalliyyāt, Cetakan ke-1 (Cairo: Dar Ibnu Hazm, 2003), 203. 
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Yūsuf ʿAbdullāh al-Qaraḍāwī lahir pada 9 September 1926 di desa 

Shafath Ṭurāb, kawasan Maḥallat al-Kubrā, Provinsi al-Gharbiyyah, 

Republik Arab Mesir. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan yang religius 

dan disiplin, yang membentuk fondasi keilmuan serta komitmen moralnya 

terhadap ajaran Islam. Kecerdasannya yang menonjol dan semangat 

belajarnya yang tinggi mengantarkannya menempuh pendidikan formal di 

al-Azhar, lembaga pendidikan Islam paling berpengaruh di dunia. 

Pandangannya yang moderat, argumentatif, dan kontekstual menjadikannya 

sebagai rujukan penting dalam pemikiran Islam modern. Kombinasi antara 

penguasaan tradisi ilmiah klasik dan keberanian merespons tantangan 

zaman telah menjadikan al-Qaraḍāwī salah satu ulama paling berpengaruh 

di dunia Islam kontemporer.7 

Ayahnya bernama Abdullah yang merupakan seorang anak dari 

pedagangan sukses Haji’ Ali al-Qaraḍāwī. Mengutip cerita pamannya, al-

Qardhâwȋ menuturkan bahwa nenek moyang dari pihak ayahnya ini dahulu 

berasal dari sebuah daerah yang bernama Al Qaradhah dan namanya 

dihubungkan dengan nama daerah tersebut, sehingga ia populer dengan 

panggilan al-Qaraḍāwī (huruf ra dibaca dengan baris di atas) dan bukan al 

Qardhawi (dengan mematikan huruf ra), seperti yang biasa diucap oleh 

kalangan masyarakat Syam. 

Asal usul keluarganya di Shafth al-Turab bermula dari kakeknya, Haji 

‘Ali al-Qaraḍāwī. Ia mempunyai enam orang anak dan semuanya laki-laki, 

yaitu Muhammad, ‘Abdul Aziz, Yusuf, Ahmad, Abdullah (ayah al-

Qaraḍāwī), dan Sa’ad. Hanya tiga orang dari nama-nama ini yang 

mempunyai anak, yaitu ‘Abdul ‘Aziz (Muhammad dan Kamil), Ahmad 

(‘Ali, Ibrahim dan Khadrah), dan Abdullah ayah dari al-Qaraḍāwī, hanya 

memiliki satu orang anak yaitu al-Qaraḍāwī.8 

Yūsuf al-Qaraḍāwī tumbuh dan berkembang dalam lingkungan 

keluarga yang religius dan beradab, dengan latar belakang ekonomi berbasis 

pertanian. Sejak usia dini, tepatnya ketika baru menginjak dua tahun, beliau 

                                                           
7 Rodolfo Ragionieri, Constructing an Islamic Theory of IR: The Case of Yūsuf 

al-Qaraḍāwī, Ummah, Jihād and the World, Cetakan ke-2, (London: Palgrave 

Macmillan, 2007), 98. 
8 Amrin Amrin and Amirullah Amirullah, “Contemporary Legal Istimbat: Study 

on the Theory of Changes in Fatwa According to Yusuf Qardhawi,” Mizan: Journal of 

Islamic Law 6, no. 1 (2022): 89, https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1244. 



65 

 

telah kehilangan ayah kandungnya. Setelah itu, pengasuhan dan pendidikan 

beliau dilanjutkan oleh pamannya, yang membesarkannya dengan penuh 

kasih sayang dan perhatian. Dalam berbagai kesempatan, al-Qaraḍāwī 

sendiri mengakui bahwa figur pamannya tersebut telah berperan sebagai 

sosok ayah dalam hidup dan pembentukan karakternya. 

Dengan perhatian yang cukup baik dan lingkungan keluarga yang 

tekun dalam beragama, pada umur lima tahun al-Qaraḍāwī telah memulai 

hafal Al-Qur’an. Dalam perkembangannya, belum sampai usia 10 tahun ia 

sudah mampu menghafal Al-Qur’an secara keeluruhan serta fasih 

bacaannya, karena pengetahuannya tentang tajwid yang sempurna dan 

merdu suaranya.  

Pendidikan selanjutnya diteruskan ke Ma’had Tanta, yang diselesaikan 

selama empat tahun, kemudian dilanjutkan pada tingkat menengah yang 

diselesaikan dalam waktu lima tahun. Dari sinilah al-Qaraḍāwī melanjutkan 

pendidikan tingkat tingginya dengan memasuki universitas al-Azhar, Kairo 

untuk mengambil bidang studi agama pada fakultas Ushuluddin sampai 

mendapat syahadah aliyah (tahun 1952-1953), dengan predikat lulus 

terbaik. Kemudian pada tahun 1957 al-Qaraḍāwī masuk pada Maʿhad al-

Buḥūth wa al-Dirāsāt al-ʿArabiyyah sehingga mendapatkan diploma tinggi di 

bidang bahasa dan sastra. Tahun 1960 ia menamatkan studi pada 

Pascasarjana di Universitas al Azhar dengan konsentrasi Tafsir Hadis. 

Selanjutnya al-Qardhâwȋ berhasil menyelesaikan pendidikannya pada 

program Doktor dengan disertasi fiqh al zakah pada tahun 1972 dengan 

predikat cumlaude.9 

Yūsuf al-Qaraḍāwī merupakan figur intelektual Muslim yang aktif 

dalam berbagai forum ilmiah internasional. Beberapa muktamar penting 

yang pernah diikutinya antara lain: Muktamar Internasional Pertama 

tentang Ekonomi Islam yang diselenggarakan oleh Universitas Mālīk ʿAbd 

al-ʿAzīz di Makkah; Muktamar Internasional Pertama tentang Orientasi 

dan Pembekalan para Da‘i yang difasilitasi oleh Universitas Islam Madinah; 

serta Muktamar Internasional Pertama tentang fikih Islam yang diadakan 

oleh Universitas Islam Muḥammad bin Sa‘ūd di Riyadh. Selain itu, ia juga 

                                                           
9 Mohamad Haji and Mohamad Azmi Bin. ”European Islam and reform: a 

comparative study of the theologies of Yusuf al-Qaradawi and Tariq Ramadan.” 

(Disertasi Ph.D., University of Birmingham, 2015) 
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turut hadir dalam Muktamar Sirah Nabawiyyah dan Sunnah Nabi yang 

diselenggarakan di berbagai negara. Dalam salah satu muktamar yang 

berlangsung di Qatar, al-Qaraḍāwī bahkan dipercaya untuk menjabat 

sebagai wakil ketua, yang menunjukkan pengakuan atas kapasitas keilmuan 

dan kepemimpinannya di tingkat internasional.10  

Sepanjang karier intelektual dan akademiknya, Yūsuf al-Qaraḍāwī 

telah memegang sejumlah posisi strategis yang mencerminkan 

kontribusinya dalam pengembangan ilmu keislaman di tingkat 

internasional. Beberapa jabatan penting yang pernah diembannya antara 

lain: Dekan Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar; Direktur 

Pusat Kajian Sunnah dan Sīrah di universitas yang sama; anggota Lembaga 

Tertinggi Dewan Fatwa dan Pengawasan Syariah dalam Persatuan Bank 

Islam Internasional; pakar fikih Islam dalam Organisasi Konferensi Islam 

(OKI); anggota sekaligus pendiri Yayasan Kebajikan Islam Internasional; 

serta anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyyah di benua Afrika. 

Berbagai posisi tersebut tidak hanya menunjukkan keluasan wawasan dan 

keahlian beliau dalam berbagai cabang ilmu keislaman, tetapi juga 

menegaskan kiprah globalnya dalam menyuarakan nilai-nilai Islam moderat 

dan aplikatif.  

Mengingat besarnya jasa dan kontribusi yang diberikan oleh al-

Qaraḍāwī dalam bidang Ekonomi Islam, maka pada tahun 1411 H dia 

mendapatkan penghargaan dari IDB/Islamic Development Bank (Bank 

Pembangunan Islam). Pada tahun 1413 H, al-Qaraḍāwī bersama Sayyid 

Sabiq mendapatkan penghargaan dari King Faishal Awardh karena jasa-

jasanya dalam bidang keislaman. Pada tahun 1996, al-Qaraḍāwī 

memperoleh penghargaan dari Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia 

atas jasa dan sumbangannya yang besar dalam ilmu pengetahuan. Dari 

Sultan Hasan al-Nolkiah dia juga mendapat penghargaan atas 

pengabdiannya terhadap fikih Islam, yaitu pada tahun 1997.11 

Al-Qaraḍāwī adalah salah satu ulama yang sangat produktif menulis 

                                                           
10 Kecia Ali, “How Muftis Think: Islamic Legal Thought and Muslim Women in 

Western Europe; Rethinking Islamic Legal Modernism: The Teaching of Yusuf al-

Qaradawi,” Islam and Christian–Muslim Relations 32, no. 2 (2021): 225–28, 

https://doi.org/10.1080/09596410.2021.1904619. 
11 David H. Warren, Rivals in the Gulf: Yusuf al-Qaradawi, Abdullah Bin Bayyah, 

and the Qatar-UAE Contest Over the Arab Spring and the Gulf Crisis, 1st ed. (London: 

Routledge, 2021), 56. https://doi.org/10.4324/9780429299490. 
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baik makalah seminar, artikel di berbagai majalah dan surat kabar serta 

buku yang jumlahnya sangat banyak. Buku-buku yang ditulis oleh al-

Qaraḍāwī terdiri atas berbagai disiplin ilmu agama, yang dari dulu hingga 

sekarang bahkan untuk masa yang akan datang dapat dijadikan sebagai 

referensi dan akan selalu dikenang sebagai karya intelektualnya yang sangat 

berharga. Menurut informasi yang diberikan oleh Tarmizi M. Jakfar, jumlah 

buku yang ditulis oleh al-Qaraḍāwī sudah mencapai ratusan buku. Adapun 

karya al-Qaraḍāwī yang fokus membahas mengenai ekonomi Islam adalah: 

(1) Fiqh al-Zakâh terdiri atas 2 jilid; (2) Musykilat al-Faqr wa Kaifa ‘Âlajaha al-

Islâm; (3) Bai’ al Murâbahah li al-‘Âmir wa al-Syirâ’; (4) Fawâid al-Bunȗk Hiya 

al-Ribâ al-Harâm; (5) Daur al-Qiyâm wa al-Ahklâq fȋ al-Iqtishâd al-Islâmȋ; dan 

(6) Daur al-Zakâh fȋ Ilâj al Musykilât al-Iqtishâdiyah. Adapun buku fikih yang 

ditulis oleh al-Qardhâwȋ yang memuat adanya unsur dan pembahasan 

ekonomi Islam antara lain (1) al-Halâl wa alHarâm fȋ al-Islâm dan (2) Fatâwâ 

Mu’âshiah terdiri atas 3 jilid.12 

B. Implisitas Pendekatan Konservatif dan Progesif pada Fatwa Ibn 

Al-‘Uthaymīn dan Al-Qaradāwī 

1. Ibn Al-‘Uthaymīn: Prinsip Ihtiyat dalam Purifikasi Ajaran Islam 

Prinsip ihtiyat (kehati-hatian) merupakan salah satu fondasi penting 

dalam pemikiran hukum Islam, terutama dalam menjaga kemurnian dan 

keutuhan ajaran Islam di tengah perubahan zaman. Salah satu ulama yang 

konsisten menerapkan prinsip ini adalah Ibn al-‘Uthaymīn, seorang tokoh 

besar dalam tradisi keilmuan Islam kontemporer. Pendekatannya yang 

konservatif tercermin dalam berbagai fatwa dan pandangannya terhadap 

isu-isu kontemporer, di mana beliau senantiasa merujuk pada teks-teks 

syar'i, pendapat para ulama salaf, dan tradisi keilmuan mazhab.13 

Ibn al-‘Uthaymīn merupakan salah satu ulama kontemporer yang 

produktif dalam menghasilkan karya-karya ijtihad, yang mayoritas 

dituangkan dalam bentuk tulisan dan fatwa. Karakter ijtihad yang beliau 

                                                           
12 Khoiru Turmudzi et al., “The Exploring The Epistemological Basis of Ushul 

Fiqh (Priority Fiqh By Yusuf Al-Qardawi): English,” Jurnal Pendidikan Islam 2, no. 2 

(2024): 20, https://doi.org/10.47134/pjpi.v2i2.1167. 
13 Aḥmad al-Ḥusaynī, Al-Jāmi‘ li-Ḥayāti al-‘Allāmah Muḥammad bin Ṣāliḥ al-

‘Uthaymīn al-‘Ilmiyyah wa al-‘Amaliyyah wa Mā Qīla Fīhi mina al-Marāthī. Cetakan 

ke-1 (Mesir: Darul Beirut, 2002), 98.  
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usung menunjukkan kecenderungan konservatif dalam ranah fikih, yakni 

berpegang teguh pada mazhab Ḥanbalī dan prinsip-prinsip usuliyah klasik. 

Corak tersebut tercermin secara implisit dalam berbagai karyanya, yang 

memperlihatkan komitmen beliau terhadap otoritas teks, kehati-hatian 

dalam menerima pendapat yang berbeda, serta orientasi hukum yang 

berbasis pada pelestarian nilai-nilai tradisional, dengan bukti yang 

termaktub dalam buku beliau yang berjudul Fatāwā ʿUlamāʾ al-Balad al-

Ḥarām: Fatāwā Sharʿiyyah fī Masāʾil ʿAṣriyyah, dalam bab kebolehan zakat 

untuk lembaga Islam atau kepentingan agama dan sosial, ketika Ibn Al-

‘Uthaymīn ditanya oleh pelajar Muslim yang belajar di negara non-Muslim, 

apakah boleh mentasharufkan zakat untuk kepentingan (kebaikan) lembaga 

Islam, ketika di negara non-Muslim itu tidak ditemukan orang yang berhak 

menerima zakat mal maupun zakat fitrah? 

Menjawab pertanyaan tersebut, Ibn al-‘Uthaymīn berpendapat bahwa 

tidak sah menggantikan mustahik zakat itu dengan lembaga Islam. Karena 

lembaga Islam itu tidak termasuk kepada salah satu tempat menyalurkan 

zakat. Sedangkan makna dari firman Allah yang berbunyi " ِّفِي سَبيِلِ اَلل" 

adalah khusus untuk jihad di jalan Allah, sebagaimana pendapat jumhur 

ulama. Oleh karena itu, makna ayat tersebut tidak bermakna kemaslahatan 

umum, sebagaimana pendapat sebagian ʿUlamāʾ Mutaʾakhkhirīn.14 

Kemudian Ibn Al-‘Uthaymīn menjelaskan bahwa jika ayat " ِّفِي سَبيِلِ اَلل" 

itu bermakna kemaslahatan umum, sebagaimana pendapat Ulama 

Muta’akhkhirin tersebut, maka berarti ia telah merusak faedah ‘ādat ḥashr 

dari Firman Allah dalam surah al-Taubah ayat 60, berikut: 

إنِمََا الصَدقََاتُ لِلْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَليَْهَا وَالْمُؤَلفََةِ 

قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اَللِّ   وَابْنِ السَبيِلِ فَرِيضَةً قلُوُبهُُمْ وَفيِ الر ِ

اَللِّ ۗ وَاَللُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ مِنَ   

 “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang 

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang 

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam 

                                                           
14 bin Manṣūr, Ārā’ al-Shaykh Muḥammad Bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn Fī Ashhar al-

Mu‘āmalāt al-Māliyyah, Cetakan ke-1, (Kairo: Darul Nasr, 2005), 105.   
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perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.“15 

Apabila diperhatikan, metode ijtihad yang digunakan oleh Ibn Al-

‘Uthaymīn adalah mengembalikan permasalahan kepada sumber utamanya. 

Dalam hal ini, beliau langsung merujuk kepada Al-Qur’an dan menjadikan 

Al-Qur’an sebagai sandaran hukum utama. Ketika menjelaskan 

pandangannya, beliau sangat terikat dengan teks Al-Qur’an atau cenderung 

berpegang teguh kepada zahir nash.  

Selain itu, jika dilihat dari dalil yang digunakannya, ijtihadnya bercorak 

Ijtihād Bayānī16, yaitu ijtihad yang bertujuan untuk menjelaskan hukum 

yang terdapat dalam suatu nash, terutama ketika nash tersebut belum 

memberikan penjelasan secara rinci. Kemudian, jika ditinjau dari cara 

beliau berijtihad dalam fatwa tersebut, corak ijtihad yang dilakukannya 

adalah Ijtihād Taṭbīqī17, yaitu ijtihad yang bertujuan untuk menggali dan 

menetapkan hukum dengan menerapkan metode yang telah ditetapkan 

oleh para imam dan generasi ulama sebelumnya. 

Dari segi penerapan, metode ijtihad yang digunakan juga mencakup 

bentuk tahqīq al-manāth, yakni ijtihad yang berusaha menetapkan hukum 

terhadap suatu kejadian dengan cara menghubungkannya kepada hukum 

yang telah ditetapkan oleh mujtahid sebelumnya. Dalam hal ini, metode 

yang digunakan Ibn Al-‘Uthaymīn menggabungkan pandangan-pandangan 

para ulama sebelumnya secara garis besar, namun tetap dilakukan secara 

rinci. 18 

 

                                                           
15 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen 

Agama RI, 2005), hlm. 215. 
16 Ijtihād Bayānī merupakan proses untuk menetapkan suatu hukum dengan 

memberikan ketetapan hukum yang lebih jelas dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an 

atau hadis. Lihat pada: ( .أثر المنطق التشريعي في توجيه الاجتهاد في فهم 2017قويدر, عبدالله .)

هِ وتقييداً لمُطلَ  ً لِعامِ  . 32قِه. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية. النص تخصيصا

10.34120/jsis.v32i109.2419. 
17 Ijtihād Taṭbīqī ialah yaitu upaya untuk meneliti suatu masalah dimana hukum 

hendak diidentifikasikan dan diterapkan sesuai dengan ide yang dikandung oleh nas, 

lihat pada: .(. المنحى التطبيقي للقياس الأصولي مفهومه ، مناهجه ، نماذجه ، 2007) منصور, محمد

. 22وصلته بالاجتهاد بالمعاصرة.. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية. 

10.34120/jsis.v22i71.1691. 
18 Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, Fatāwā Al-‘Aqīda - Ibn ‘Uthaymīn, 

Cetakan ke-1, (Lebanon: Darul Jiil, 1993), 56.   
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Dari uraian di atas, menandakan bahwa Ibn Al-‘Uthaymīn merupakan 

seorang ulama yang memiliki corak ijtihad konservatif. Hal ini terlihat dari 

metode ijtihadnya yang selalu mengembalikan setiap permasalahan kepada 

sumber utama, yaitu Al-Qur’an dan Hadis, tanpa membuka ruang 

interpretasi yang terlalu luas di luar zahir nash. Dalam fatwanya, seperti 

yang terlihat dalam buku Fatāwā ʿUlamāʾ al-Balad al-Ḥarām, beliau menolak 

pandangan yang memaknai frasa " ِّفِي سَبيِلِ اَلل" dalam QS. At-Taubah: 60 

sebagai kemaslahatan umum, sebagaimana diusulkan oleh sebagian ulama 

muta’akhkhirin. Sebaliknya, beliau tetap berpegang pada pendapat jumhur 

ulama bahwa frasa tersebut secara spesifik merujuk pada jihad di jalan 

Allah. 

Pendekatan ini juga tercermin dalam penerapan ijtihad bayani dan 

ijtihad tathbiqi, di mana Ibn Al-‘Uthaymīn lebih menekankan penjelasan 

dan penerapan hukum berdasarkan metode yang telah diwariskan oleh 

generasi ulama terdahulu. Selain itu, dalam metode tahqīq al-manāth, 

beliau berusaha menetapkan hukum dengan menghubungkan kejadian 

tertentu kepada hukum yang telah ditetapkan sebelumnya oleh para 

mujtahid, sehingga tetap mempertahankan kesinambungan dengan tradisi 

fikih yang mapan.19 

Konsistensi beliau dalam berpegang pada zahir nash dan pendekatan 

tradisional menunjukkan karakteristik konservatif dalam pendekatan 

fikihnya, yang menolak inovasi hukum yang tidak memiliki dasar yang kuat 

dalam sumber-sumber primer Islam. Hal ini menegaskan bahwa Ibn Al-

‘Uthaymīn adalah salah satu ulama kontemporer yang setia menjaga 

kemurnian syariat Islam dengan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian 

(ihtiyat) dan komitmen pada warisan keilmuan klasik. 

Selain ijtihad Ibn Al-‘Uthaymīn diatas, terdapat beberapa ijtihad 

lainnya oleh Ibn Al-‘Uthaymīn yang menunjukkan metode istimba ̄thnya 

secara literalis dan tergolong konservatif, misalnya dalam hal umrah tanpa 

mahram, dengan adanya seorang perempuan bertanya kepada Ibn Al-

‘Uthaymīn, apakah ia boleh menunaikan umrah di bulan Ramadhan, tetapi 

pergi bersama ibunya, saudara perempuannya, dan suami saudara 

perempuannya. Ibn Al-‘Uthaymīn menjawab bahwa perempuan itu tidak 

                                                           
19 ‘Abdullāh Sulaymān, Juhūd Al-Shaykh Ibn ‘Uthaymīn Fī al-Fiqh, Cetakan ke-

1, (Mesir: Darul Beirut, 2004). 56.  
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boleh pergi umrah bersama mereka, dengan alasan bahwa saudara 

perempuan itu bukanlah mahram bagi perempuan tersebut. Nabi Ṣallallāhu 

‘Alayhi wa Sallam telah menetapkan dalam haditsnya, dari Ibnu Abbas r.a., 

ia berkata: “Aku telah mendengar Nabi Ṣallallāhu ‘Alayhi wa Sallam berkhutbah 

dan mengatakan: ‘Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali 

dengan mahramnya, dan tidaklah seorang perempuan bepergian kecuali bersama 

mahramnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam hadits tersebut, Nabi 

Ṣallallāhu ‘Alayhi wa Sallam tidak menjelaskan apakah bersama perempuan 

itu ada perempuan lain atau tidak, apakah perempuan itu seorang gadis 

(pemudi) atau seorang yang lemah, atau apakah ia aman dari fitnah atau 

tidak. Orang yang bertanya ini, apabila ia tertinggal (tidak jadi) 

melaksanakan umrah disebabkan tidak mempunyai mahram, maka 

sesungguhnya ia tidak berdosa, meskipun sebelumnya ia belum pernah 

umrah, karena di antara syarat umrah dan haji bagi seorang perempuan 

adalah pergi bersama mahramnya. 20 

Pendapat Ibn Al-‘Uthaymīn mengenai larangan bagi perempuan untuk 

menunaikan umrah tanpa mahram mencerminkan pendekatan tekstualis 

dalam metode ijtihad beliau. Beliau secara tegas merujuk pada teks hadits 

Nabi, yang menyebutkan bahwa perempuan tidak boleh bepergian kecuali 

bersama mahramnya, tanpa membuka ruang interpretasi berdasarkan 

situasi modern seperti keamanan perjalanan atau keberadaan rombongan 

perempuan. Dalam hal ini, Ibn Al-‘Uthaymīn tidak terlalu berfokus pada 

faktor-faktor kontekstual yang bisa memengaruhi penerapan hukum, 

seperti perubahan zaman atau kondisi sosial yang lebih aman bagi 

perempuan untuk bepergian. Sebaliknya, beliau memahami nash hadits 

secara literal dan memprioritaskan penerapannya sebagaimana adanya, 

tanpa memberi pengecualian. Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan 

kepekaan beliau terhadap teks-teks syariat, tetapi juga mengimplikasikan 

komitmennya untuk menjaga pemahaman yang dianggap sejalan dengan 

praktik generasi salaf. Hal ini sejalan dengan metodologi salafiyyah yang 

berfokus pada pelestarian makna asli syariat sebagaimana dipahami oleh 

generasi awal Islam, menjadikan pendekatan beliau sangat konservatif dan 

                                                           
20 Ibn ‘Uthaymīn, Majmū‘ Fatāwā Wa Rasā’Il al-‘Uthaymīn, Cetakan ke-1, 

(Jeddah: Maktabah al-Ma‘ārif li al-Nashr wa al-Tawzī‘, 2000), 88., 

https://shamela.org/pdf/d49da86573816faec0094e23d3e32790. 
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tekstual dalam banyak persoalan hukum Islam.21 

Berikutnya juga dalam hal perempuan mengendarai mobil sendirian, 

ketika seseorang meminta penjelasan kepada Ibn Al-‘Uthaymīn tentang 

hukum perempuan menyetir mobil sendiri, serta bagaimana pendapat 

beliau tentang pernyataan bahwa perempuan menyetir mobil itu 

merupakan kondisi darurat yang paling ringan dibandingkan dengan 

perempuan naik mobil bersama supir laki-laki ajnābī. Dalam menjawab 

permasalahan ini, Ibnu ‘Utsaimin menyandarkan kepada dua kaidah yang 

terkenal di kalangan ulama ulama Islam, yaitu: pertama: “Mā Afḍā ilā al-

Muḥarram fa huwa Muḥarram” (segala sesuatu yang mencapai kepada yang 

diharamkan, maka ia diharamkan juga). Kedua: “Darʾ al-Mafāsid 

Muqaddamun ʿalā Jalb al-Maṣāliḥ” (menolak kemudaratan didahulukan dari 

mendapatkan kemaslahatan).22 

Adapun dalil dari kaidah yang pertama adalah QS. Al-An’am ayat 108: 

ا بِغيَْرِ  وَلَا تسَُبُّوا۟ ٱلذَِينَ يَدْعُونَ مِن دوُنِ ٱلَلَِّ فيََسُبُّوا۟ ٱلَلََّ عَدْوًًۢ

لِكَ زَينَاَ  لِكُل ِ أمَُةٍ عَمَلهَُمْ ثمَُ إِلىََٰ رَب هِِم مَرْجِعهُُمْ فَينَُب ِئهُُم عِلْمٍ ۗ كَذََٰ

 بمَِا كَانوُا۟ يَعْمَلوُنَ 

“Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka 

sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan 

melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap 

umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan 

merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa 

yang dahulu mereka kerjakan.”23 

Dalam ayat ini, Allah melarang orang Islam untuk memaki Tuhan 

orang musyrik, karena perbuatan itu dapat membawa kepada perlakuan 

yang sama oleh kaum musyrik terhadap Allah. Sedangkan dalil dari kaidah 

                                                           
21 Fahd bin Naṣr Ibrāhīm, Majmū‘ Fatāwā Wa Rasā’Il Faḍīlat al-Shaykh 

Muḥammad Ṣāliḥ Ibn ‘Uthaymīn, Cetakan ke-1, (Kairo: Daruttiba’ah wa Nasyr, 2015), 

205.  
22 Abū ‘Ubayd al-Azdhahr, Manhaj Al-Shaykh Ibn ‘Uthaymīn Fī Dīrāsāt ‘Aqīdat 

al-Salafiyyah al-Ṣaḥīḥah, Cetakan ke-1 (Wizārah al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmiyyah, 

2005), 56. n.d.,  
23 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 150. 
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yang kedua adalah QS. Al-Baqarah: 219: 

فِعُ لِلناَسِ  يَسْـَٔلوُنَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قلُْ فِيهِمَآ إِثمٌْ كَبِيرٌ وَمَنََٰ

كَ مَاذاَ ينُفِقوُنَ قلُِ ٱلْعَفْوَ ۗ وَإثِمُْهُمَآ أكَْبَرُ مِن نَفْعِهِمَاۗ  وَيَسْـَٔلوُنَ

لِ  تِ لعََلكَُمْ تتَفََكَرُونَ كَذََٰ كَ يبُيَ ِنُ ٱلَلَُّ لكَُمُ ٱلْءَايََٰ  

 “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 

‘Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi 

manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.”24 

Berdasarkan dua kaidah tersebut, maka jelaslah bahwa perempuan 

menyetir kendaraan sendiri itu menimbulkan banyak mafsadat. Di antara 

mafsadat yang menjadi sebab dilarangnya seorang perempuan mengendarai 

mobil sendirian yakni: pertama, karena terbukanya hijab. Dalam hal 

menyetir mobil dapat membuat seseorang menghendaki untuk membuka 

wajah, yakni tempat munculnya fitnah, menembus pandangan laki-laki. 

Karena, cantik atau jeleknya seorang perempuan itu secara mutlak 

tergambar dari wajahnya. Kedua, Tercabutnya rasa malu pada perempuan. 

Padahal Nabi menjelaskan bahwa “malu itu sebagian dari iman”. Ketiga, 

menyebabkan perempuan banyak meninggalkan rumah, kemana dan 

kapanpun ia kehendaki, baik siang atau malam, bahkan larut malam. 

Keempat, menyebabkan perempuan sombong dan durhaka terhadap suami 

dan keluarganya. Kelima, menyebabkan timbulnya fitnah. Keenam, 

terjadinya antrian mobil yang berdesak-desakan di jalanan, sedangkan 

mayoritas supirnya adalah laki-laki. Ketujuh, banyak terjadi permasalahan, 

karena fisik wanita lemah dibandingkan laki-laki. Kedelapan, Mendorong 

munculnya fitnah.25 

Mengenai pertanyaan yang kedua, Ibn Al-‘Uthaymīn menjelaskan 

bahwa pendapat perempuan menyetir mobil itu merupakan kondisi darurat 

yang paling ringan, dibandingkan dengan perempuan naik mobil bersama 

supir (laki-laki ajnābī), menurutnya, kedua-duanya adalah sama-sama 

mudharat. 

                                                           
24 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya 

(Jakarta: Depag RI, 2009), 42. 
25 Ṣabrī Mas‘ūd, Manhajiyyah Fatwā ‘Inda al-Shaykh Ibn ‘Uthaymīn (Kairo: 

Darul Kutub Al Ilmiyyah, n.d.), 158. 
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Semua produk ijtihad Ibn Al-‘Uthaymīn diatas merujuk kepada Al-

Qur’an dan Hadits dan menjadikan keduanya sebagai sandaran hukum 

yang utama. Dalam menjelaskan pendapatnya, ia sangat terikat dengan teks 

Al-Qur’an atau lebih cenderung berpegang teguh kepada zahir nash. Begitu 

juga ketika menggunakan hadits sebagai dalil hukum. Dalam hal ini, ia 

tergolong kepada kelompok zahiriah. Selain itu, jika dihubungkan kepada 

dalil yang  digunakan ijtihadnya adalah bercorak “Ijtihād Bayānī”, yaitu 

ijtihad yang usahanya menjelaskan hukum yang terdapat dalam suatu nash, 

karena nash tersebut belum menjelaskan secara pasti.26 Kemudian, jika 

dilihat dari cara beliau berijithad dalam fatwa di atas, maka corak ijithad 

yang dilakukannya juga bercorak Ijtihād Taṭbīqī. Di samping itu, beliau juga 

menggunakan kaidah-kaidah fiqhiyyah seperti darʾ al-Mafāsid Muqaddamun 

ʿalā Jalb al-Maṣāliḥ, khususnya dalam fatwa perempuan menyetir mobil. 

Meskipun ada manfaat, namun karena mafsadatnya lebih banyak, maka 

lebih baik perempuan dilarang menyetir mobil sendiri.27  

Terkait dengan metode istinbat hukum Ibnu ‘Uthaymin, dijelaskan 

bahwa Al-‘Uthaymīn adalah penganut mazhab Hambali yaitu berpegang 

teguh kepada sumber utama hukum Islam yaitu al-Qur’an dan Sunnah. 

Selain Al-Qur’an dan al-sunnah, Al-‘Uthaymīn juga menggunakan ijmā‘ al-

ummah dan Qiyas yang benar (qiyās al-ṣaḥīḥ ) sebagai dalil hukum. Jadi 

Menurut Ibn Al-‘Uthaymīn, dalil atau sumber pokok dan utama istimba ̄th 

hukumnya adalah al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma‘ al-Ummah dan qiyas al-

shahîh. Sebagaimana perkataan beliau dalam syairnya (manzhûmah fî ushûl al-

fiqh wa qawâ‘idihi).  

 و حجة التكليف خذها اربعة قراننا و سنة مثبتة 

فافهمنه  لقياسمن بعدها اجماع هذه الامة والرابع ا  

                                                           
26 Aḥmad al-Ḥusaynī, Al-Jāmi‘ li-Ḥayāti al-‘Allāmah Muḥammad bin Ṣāliḥ al-

‘Uthaymīn al-‘Ilmiyyah wa al-‘Amaliyyah wa Mā Qīla Fīhi mina al-Marāthī, Cetakan 

ke-1 (Mesir: Darul Beirut, 2002), 157. 
27 bin Manṣūr, Ārā’ al-Shaykh Muḥammad Bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn Fī Ashhar al-

Mu‘āmalāt al-Māliyyah, (Mesir: Darul Beirut, 2002), 465.  
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“Dan dasar pegangan taklif ada empat, yaitu al-Qur’an dan sunnah 

setelah itu ijma‘ ummah, dan keempat qiyas maka pahamilah”28 

Selain berpegang kuat pada sumber-sumber hukum yang telah 

disebutkan di atas, Al-‘Uthaymīn juga mengikuti dan merujuk pendapatnya 

kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Al-‘Uthaymīn juga telah menjelaskan 

manhajnya dan berkali-kali menyatakan secara terang-terangan bahwa dia 

mengikuti cara yang diambil oleh beliau, Al-ʿAllāmah ʿAbd al-Raḥmān ibn 

Nāṣir al-Saʿdī. Al- Sa‘di banyak mengadopsi pendapat-pendapat Syaikh al-

Islām Ibn Taymiyyah dan muridnya, Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dengan 

menguatkan pendapat keduanya atas pendapat mazhab Hanbali. Beliau 

juga bukanlah orang yang berpikiran jumûd (kaku) terhadap suatu mazhab 

tertentu akan tetapi semata-mata mencari yang benar (haq). Sifat inilah 

yang kemudian melekat dan pindah pada diri muridnya, Muhammad ibn 

Shalih Al-‘Uthaymīn. 

Al ‘Uthaymin adalah orang yang selalu mengikuti dalil. Hal ini tampak 

begitu jelas tatkala beliau memberikan penjelasan (Sharḥ) terhadap kitab 

Zād al-Mustaqni‘. Walaupun memang beliau banyak menguatkan 

pendapat-pendapat Syaikh al-Islām Ibn Taymiyyah dan muridnya (Ibn al-

Qayyim) rahimahumallah, namun terkadang beliau juga menyelisihi 

pendapat mereka karena alasan mengikuti dalil. Sikap beliau ini sama 

dengan perkataan yang telah masyhur: Istadil qabla an taʿtaqid, wa lā taʿtaqid 

thumma tasta dillu fataḍillu (Carilah dalil terlebih dahulu sebelum engkau 

meyakini sesuatu. Janganlah engkau meyakini sesuatu terlebih dahulu 

sebelum mencari dalilnya. Jika seperti ini tentu engkau akan menemui 

kesesatan).29 

Menurut Ibn al-‘Uthaymīn, dasar utama dalam hukum Islam 

bersumber dari al-Qur’an dan Hadis. Selanjutnya, hukum-hukum tersebut 

dikembangkan melalui ijtihad para salaf al-ṣāliḥ, yang kemudian melahirkan 

berbagai metodologi ijtihad seperti ijmā‘, qiyās, maṣlaḥah, istiḥsān, dan 

metode lainnya. Keseluruhan pendekatan ini tetap merujuk dan bermuara 

pada dua sumber utama, yakni al-Qur’an dan Hadis. 

                                                           
28 Muhammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, Manzhūmah fī Uṣūl al-Fiqh wa 

Qawā‘idihi (KSA: Mu’assasah Shaykh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn al-

Khayriyyah, 2011), 23. 
29 al-‘Uthaymīn, Fatāwā Al-‘Aqīda - Ibn ‘Uthaymīn, 98.  
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2. Yūsuf al-Qaraḍāwī : Adaptasi Hukum Islam melalui prinsip 

Taysir dan Tabshir  

Yūsuf al-Qaraḍāwī adalah ulama kharismatik yang lahir di desa Shift 

Turab, provinsi Al-Gharbiyah, negara mesir pada tahun 1926 M, Dalam 

pandangannya, hukum Islam memiliki karakter fleksibel dan adaptif yang 

berakar pada prinsip taysir (kemudahan) dan tabshir (membawa kabar 

gembira). Kedua prinsip ini menjadi landasan penting dalam memahami 

bahwa syariat tidak hanya hadir untuk membebani, tetapi juga untuk 

memberikan solusi yang praktis dan membahagiakan bagi umat manusia di 

setiap masa. Melalui gagasan dan pendekatannya, al-Qaraḍāwī 

menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat tetap kokoh dalam prinsip 

namun lentur dalam aplikasi, sehingga tetap relevan dengan perubahan 

zaman tanpa kehilangan esensi ilahiyahnya. Al-Qaraḍāwī telah banyak 

menulis karya yang mengkaji dan mendalami konsep dasar pemikiran Islam 

washatiyyah, sehingga beliau dikenal sebagai bapak moderasi Islam 

modern. Diantara karya beliau adalah Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām, Fiqh 

al-Zakāh, Fatāwā Muʿāṣirah, Kayfa Nataʿāmal maʿa al-Qurʾān al-ʿAẓīm, 

Kayfa Nataʿāmal maʿa al-Sunnah al-Nabawiyyah h, Kayfa Nataʿāmal maʿa al-

Turāth.30 

Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī kata wasaṭiyyah yang berarti moderat 

merupakan implementasi sikap tawazun (seimbang) dengan prinsip taysir 

(kemudahan) dan tabshir (membawa kabar gembira) menjadikan hukum 

Islam tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan dinamika setiap zaman, 

dengan sebagaimana seharusnya seorang Muslim bersikap ditengah-tengah 

dan seimbang antara dua kutub yang bertolak belakang, dimana salah satu 

kutub tidak mempengaruhi seluruh atau menghilangkan pengaruh kutub 

lain secara berlebihan sehingga mempersempit hak yang diperoleh kutub 

lainnya. Contoh kutub-kutub yang bertolak belakang adalah kutub ruhiyah 

(spiritualitas) dan madiyah (materialitas), kutub individualisme dan kutub 

universal, kutub realitas dan idealis, kutub konstan dan inkonsisten. 

Adapun makna seimbang di antara kedua aspek yang berlawanan, adalah 

memberikan kesempatan pada setiap kutub sesuai dengan porsinya dengan 

                                                           
30 Hafijur Rahman, “Toward a Wise e Political Fiqh : The Perception of State in 

the Polotical Thought of Yusuf Qaradhawi,” Akademi Sosyal Bilimler Dergisi 7, no. 21 

(September 22, 2020): 6–22, https://doi.org/10.34189/asbd.7.21.001. 
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berkeadilan dan seimbang, tidak menyimpang secara berlebih-lebihan, tidak 

menambah ataupun mengurangi, tidak melampaui batasan, dan merugikan 

salah satu pihak. 31 

Al-Qaraḍāwī berpendapat bahwa sifat wasaṭiyyah bukanlah pemikiran 

Islam yang berorientasi tradisi tertentu, kelompok tertentu, mazhab-

mazhab tertentu, jamaah-jamaah tertentu maupun abad tententu, namun 

moderasi Islam merupakan hakikat ajaran agama Islam yang awal mulanya 

diajarkan oleh Nabi Muhammad Ṣallallāhu ‘Alayhi wa Sallam, sebelum 

dicemari oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang, sebelum dicampuri 

dengan hal-hal baru, sebelum dipengaruhi oleh perbedaan sudut pandang 

dalam umat Islam, sebelum diterpa oleh pendapat-pendapat dan aliran-

aliran Islam yang telah terkontaminasi ideologi-ideologi Barat. 

Al-Qaraḍāwī menumbuhkan dan mempromosikan kembali konsep 

dasar pemikiran Islam wasaṭiyyah atau moderasi Islam dengan menawarkan 

prinsip taysir (kemudahan) dan tabshir (membawa kabar gembira) dan ini 

bukan berarti mengikuti hawa nafsunya, akan tetapi itu semua itu 

dikarenakan Al-Qaraḍāwī sendiri yang telah mendapatkan dalil-dalil yang 

kuat dengan alasan-alasan yang relevan bahwa Islam wasaṭiyyah merupakan 

hakikat dan inti ajaran Islam itu sendiri pada mulanya. 

Dalam karyanya Yūsuf al-Qaraḍāwī “Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid 

alSharī‘ah (Bayn al-Maqāṣid al-Kulliyat wa al-Nuṣūṣ)”, ia mengajak kepada 

umat Islam untuk tidak terpengaruh terhadap bentuk pemahaman-

pemahaman sempit (aliran tekstual), maupun terjerat kepada pemahaman 

liberal yang melampaui batas. Dalam proyeksi maupun konsepsinya, 

merupakan bentuk perhatiannya terhadap makna fikih maksud-maksud 

syariat. Bahasan tersebut terkait pemahaman-pemahaman dalam berislam 

berdasarkan dengan kategorisasi, batasan-batasan dan landasan-

landasannya terhadap koridor dalam moderasi Islam Al-waṣaṭiyyah, 

sehubungan dengan konsepsinya, “fikih baru” berorientasikan memandu 

jalan kebangkitan Islam dan mengarahkannya agar berjalan relevan 

terhadap manhaj Islam yang lurus, ia menyeru untuk memperkuat pondasi 

                                                           
31 Abdullah Ghulam Nazih, Evalinda Evalinda, and Ali An Sun Geun, “The 

Urgency of Understanding Islamic History According to Yusuf Al-Qardhawi’s 

Paradigm,” Al-Risalah 15, no. 1 (2024): 293–306, 

https://doi.org/10.34005/alrisalah.v15i1.3436. 
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syariat di atas fikih. 32 Dalam hal ini, dengan contoh perihal wanita bekerja. 

Dalam perspektif Yūsuf al-Qaraḍāwī, dari lingkungan madrasah mereka 

“Aliran tekstual” (Zahiriyah Baru) ada yang melarang wanita untuk bekerja. 

Meski secara kompetensinya maupun keluarganya, sangat membutuhkan 

peranannya. Mereka ingin agar wanita diam di rumah. Mereka menyamakan 

istri Nabi dengan istri-istri Muslim lainnya. Padahal Allah Subḥānahu wa 

Ta‘ālā telah berfirman, “Hai Istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti 

wanita yang lain.”(Al-Ahzab: 32). 

Adapula yang memandang masalah ini dari sudut pandang yang lain, 

yaitu suatu tindakan preventive (sadd al-zarā’i’). Kerana keterlibatan wanita 

dalam politik akan menuntut dia bercampur dengan lelaki, dan ini adalah 

haram hukumnya. Al-Qaraḍāwī menyanggah, bahawa sikap preventive 

memang sangat diperlukan. Akan tetapi tidak disikapi secara berlebihan 

dan juga terlalu longgar. Akibatnya adalah akan menghilangkan sekian 

banyak kemaslahatan, lalu membuka kerusakan yang justru berdampak 

lebih besar dan banyak.33 

Yūsuf al-Qaraḍāwī menegaskan dalam kitabnya “Fatāwā Mu‘āṣirah” 

bahwa tidak ada alasan melarang wanita berkarir di luar rumah, karena 

tugas mengajak kepada kebaikan dan menolak keburukan (al-amr bi al-

ma‘rūf wa nahy ‘an al-munkar) dan berjihad adalah medan yang terbuka bagi 

pria dan wanita. Sebagaimana demikian, sumber dalil, baik al-Qur’an 

maupun hadis, atau kaidah ulama yang melarang perempuan berkarir di 

luar rumah tidak pasti (ẓannī), sedangkan sejarah membuktikan bahwa 

Aisyah, istri Nabi adalah sosok aktivis yang betul-betul memperjuangkan 

kebenaran, mujtahid yang disegani, dan berpartisipasi aktif dalam medan 

politik, seperti berperang dalam momentum perang jamal.34 Seperti halnya 

                                                           
32 Nurkhalis Muchtar, “The Moderation of Al-Qaradhawi’s Fatwas and Their 

Actualization in the Contemporary Context,” MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, 

10. no. 1, (2024, 306–21, https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3653. 
33 Ahmad Qiram As-Suvi and Erfaniah Zuhriah, “The Ratio Legis of Interfaith 

Inheritance Reformulation from the Perspective of Fiqh Al-Aqalliyyat: A Study on the 

Thoughts of Yusuf al-Qardhawi and Taha Jabir al-Alwani,” Jurnal Pembaharuan 

Hukum 10, no. 3 (2023): 361, https://doi.org/10.26532/jph.v10i3.33335. 
34 Muhammad Alfreda Daib Insan Labib and Fajriyaturrohmah, “The Thought 

Construction of Yusuf Al-Qaradhawi in Understanding The Hadith: An Analysis of 

Non-Fixed Variable and Fixed Means of Achieving Fixed Goals,” Journal Of Hadith 

Studies, (2024), 100–109, https://doi.org/10.33102/johs.v9i1.291. 
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penjelasan di atas, dalam berfatwa Al-Qaraḍāwī menggunakan dua model 

ijtihad yaitu: Intiqa’i35 dan Insha’i36. al-Qaraḍāwī sangat tidak setuju 

terhadap pendapat bahwa cukuplah berpegang pada pendapat para 

mujtahid dahulu, apalagi dalam tingkatan satu mazhab yang dianut tanpa 

harus meneliti dalil-dalilnya. Sikap seperti ini menurutnya adalah taqlid 

buta.37 

Penyeleksian pendapat dalam ijtihad intiqa’i menurut Al-Qaraḍāwī 

harus berdasarkan kaidah tarjih yang antara lain: pertama, hendaknya 

pendapat itu mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman 

sekarang. Kedua, hendaknya pendapat itu menerangkan kelemah lembutan 

dan kasih sayang kepada manusia. Ketiga, hendaknya pendapat itu lebih 

mendekati kemudahan yang ditetapkan hukum Islam. Keempat, hendaknya 

pendapat itu lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud 

syara’, kemaslahatan manusia dan menolak mara bahaya dari mereka. 

Dengan kaidah tarjih tersebut ekslorasi yang diusahakan tidak hanya 

terbatas pada pendapat mazhab tetapi semua mujtahid dari masa sahabat 

sampai masa modern. Al-Qaraḍāwī tidak menganggap penting pendapat 

mayoritas ulama, baginya yang penting dari sebuah pendapat bukanlah 

apabila dianut mayoritas atau minoritas ulama, tetapi sejauh mana 

kebulatan pendapat tersebut applicable atau tidak, bisa jadi pendapat seorang 

mujtahid pada zaman klasik yang tidak popular, setelah diteliti memiliki 

landasan yang kuat dan relevan dengan zaman sekarang itu yang diikuti. 

Adapun ijtihad insha’i adalah pengambilan kongklusi hukum baru dari 

suatu persoalan yang belum pernah diperkenalkan oleh ulama-ulama 

terdahulu, baik persoalan tersebut lama atau baru. Akan tetapi sebagian 

besar ijtihad insha’i ini terjadi pada persoalan-persolan baru yang belum 

diketahui oleh ulama terdahulu dan belum pernah terjadi pada masa 

                                                           
35 Ijtihad Intiqa’i adalah usaha dalam memilih satu pendapat yang terkuat dari 

beberapa pendapat yang terdapat dalam warisan fiqh Islam. Lihat pada : 

http://alzatari.net/researches/view/59.  
36 Ijtihad insha’i yaitu memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang 

dipandang lebih relevan dan kuat, kadang dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur 

ijtihad baru. Lihat pada: ( .آليات الاجتهاد التنزيلي في القضايا المعاصرة 2022النصري, هشام .)– 

  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نموذجا
37 Turmudzi et al., “The Exploring The Epistemological Basis of Ushul Fiqh 

(Priority Fiqh By Yusuf Al-Qardawi).”, ” Jurnal Pendidikan Islam 2, no. 2 (December 4, 

2024): 87, https://doi.org/10.47134/pjpi.v2i2.1167.  

http://alzatari.net/researches/view/59


80 

 

mereka. Andaikata mareka sampai mengetahuinya mungkin dalam 

kapasitas yang sangat kecil. Pada waktu itu masalah tersebut belum 

merupakan problem dan belum mendesak bagi para pakar fikih untuk 

mengadakan penelitian dan mencari pemecahan dengan cara ijtihad baru, 

selain itu Al-Qaraḍāwī juga berpendapat bahwa diantara bentuk ijtihad 

kontemporer adalah ijtihad integrative atau ijtihad Intiqa’i dan ijtihad 

insha’i.38 

Dalam hal ini, Al-Qaraḍāwī mengedepankan beberapa pendekatan 

penting yang menjadikan hukum Islam tetap dinamis, namun tetap berpijak 

pada landasan syariat yang kokoh. 

Pertama, Al-Qaraḍāwī berpegang pada prinsip bahwa nash berlaku 

secara umum selama tidak ada petunjuk yang membatasinya menjadi 

khusus. Hal ini memungkinkan hukum Islam untuk mencakup berbagai 

kondisi dan konteks baru tanpa perlu keluar dari kerangka teks syariat. 

Dengan memahami nash dalam keumumannya, beliau memberikan ruang 

bagi hukum Islam untuk menjadi fleksibel dalam menjawab persoalan 

modern. 

Kedua, beliau sangat menghormati konsensus ulama (ijma’) yang 

kebenarannya sudah pasti. Konsensus ini menjadi pijakan yang kuat dalam 

membangun hukum yang tetap terhubung dengan tradisi keilmuan Islam. 

Dalam konteks ini, al-Qaraḍāwī tidak meninggalkan tradisi, tetapi tetap 

membuka ruang ijtihad pada isu-isu yang belum mencapai ijma’. 

Ketiga, Al-Qaraḍāwī mengedepankan penggunaan analogi (qiyas) yang 

benar dan relevan. Beliau menekankan pentingnya analogi yang sesuai 

dengan maqāṣid al-sharī‘ah (tujuan syariat) dan konteks sosial, sehingga 

hukum yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan nash, tetapi juga relevan 

dengan kebutuhan masyarakat. 

Keempat, beliau selalu mempertimbangkan tujuan dan manfaat 

(maqasid syariah) dalam setiap proses ijtihad. Prinsip ini menekankan 

bahwa hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan 

menghindarkan kerusakan. Dengan mempertimbangkan tujuan dan 

manfaat, Al-Qaraḍāwī mampu menghadirkan solusi hukum yang tidak 

hanya syar’i, tetapi juga manusiawi. 

                                                           
38 David H. Warren, Rivals in the Gulf: Yusuf al-Qaradawi, Abdullah Bin Bayyah, 

and the Qatar-UAE Contest Over the Arab Spring and the Gulf Crisis, 1st ed. (London: 

Routledge, 2021), 70. https://doi.org/10.4324/9780429299490. 
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Melalui pendekatan ini, Yūsuf al-Qaraḍāwī membuktikan bahwa 

hukum Islam memiliki kapasitas untuk tetap relevan di tengah perubahan 

zaman, tanpa kehilangan substansi ilahiyahnya. Prinsip taysir dan tabshir 

menjadi pilar utama dalam mengaplikasikan hukum Islam yang 

memadukan keteguhan prinsip dan fleksibilitas dalam aplikasi fatwa.39 

Pembaharuan (tajdid) dalam urusan agama dimaknai sebagai 

pendalaman makna secara totalitas dan menyeluruh, al-Qaraḍāwī 

mengungkapkan dalam bahasanya yakni Al-Intiqāl min ḥālah ilā ḥālah 

ukhrā afḍal wa arqā min ḥālah al-sābiqah.  

Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, antara salafiyyah dan pembaruan (tajdīd), 

antara orisinalitas dan aktualitas, tidak terdapat pertentangan; justru 

keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Esensi dari salafiyyah sejatinya 

adalah semangat pembaruan. Hal ini tercermin dalam cara para sahabat 

memahami ajaran Islam dengan keluasan pandangan, keluwesan sikap, 

serta toleransi yang tinggi. Mereka mampu menyesuaikan antara juz’iyyāt 

(permasalahan cabang) dan maqāṣid kulliyyāt (tujuan pokok dan universal) 

syariat. Al-Qaraḍāwī menegaskan bahwa wasatiyyah tidak bertentangan 

dengan konstruksi atau metodologi salafiyyah, sebab memiliki muara tujuan 

yang sama, yakni kembali kepada ajaran Islam yang autentik yakni murni 

dan terbebas dari unsur bid‘ah, penyimpangan, penambahan yang tidak 

berdasar, maupun pencampuradukan ajaran. Oleh karena itu, seorang salafī 

sejati niscaya adalah pembaru, dan seorang pembaru yang benar pasti akan 

mengembalikan agama kepada kemurnian asalnya. Titik krusial dari ajaran 

wasatiyyah adalah sikap seimbang: tidak bersikap taklid buta, menutup diri, 

atau jumud, namun juga tidak bersikap bebas tanpa batas atau ceroboh 

dalam memahami dan mengamalkan agama.40 

Demikianlah pokok-pokok ajaran wasatiyyah dengan prinsip-prinsip 

taysir (kemudahan) dan tabshir (memberikan kabar gembira) yang 

diperjuangkan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī, secara garis besar beliau sendiri 

menyimpulkan sebagai berikut: 

                                                           
39 Umar Faruq and Lukisno Choiril Warsito, Moderation in Understanding 

Hadith on Religious Extremism from the Perspective of Yusuf Al-Qardhawi, Cetakan ke-

1, (Wizārah al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmiyyah, 2006), 65. 
40 Asrizal Saiin, “Methodological And Applicative Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi In 

Solving Contemporary Issues,” TASAMUH: Jurnal Studi Islam 13, no. 2 (2021): 249–

74, https://doi.org/10.47945/tasamuh.v13i2.416. 
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ع الوسطية هو الاتجاه المتوازن الذي يجمع بين اتبا

النصوص ورعاية مقاصد الشريعة، فلا يعُارَض الكلي 

، ويراعي مصالح البشر، بالجزئي، ولا القطعي بالظني

بشرط ألا تعارض نصا صحيح الثبوت صريح الدلالة، ولا 

قاعدة شرعية مجمعا عليها، فهو يجمع بين محكمات الشرع 

 .ومقتضيات العصر

نا، أمت وهذا الاتجاه هو الاتجاه السليم الذي تحتاج إليه

ته والذي يمثل بحق وسطية الإسلام بين الأديان، ووسطية أم

طًا(  وَسَ ةً قال تعالى: )وَكَذلَِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُ  بين الأمم،

لفرق [، ووسطية أهل السنة الفرقة الناجية بين ا143]البقرة:

المختلفة التي مال بها الغلو أو التفريط عن "الصراط 

 ."المستقيم

وهذا هو اتجاه أهل العلم والورع والاعتدال، وهي 

 ث باسم الشرع،الصفات اللازمة لمن يتعرض للفتوى والتحد

وخصوصا في هذا العصر، وهذا الاتجاه هو الذي يجب أن 

يسود، وهو الاجتهاد الشرعي الصحيح، وهو الذي دعا 

 ويدعو إليه المصلحون الغيورون
“Di antara karakteristik prinsip yang aku berjalan di atasnya adalah: 

Selalu berpegang teguh dengan ruh tawassut} (moderasi), dan lurus 

diantara berlebihan dan mengabaikan, antara yang ingin berlepas diri 

ikatan hukum yang sudah tetap dengan dalih menyesuaikan didri 

dengan perkembangan, yang mengagungkan segala sesuau yang baru 

dengan yang tidak bergeser dari apa yang didapatkan dari nenek 

moyangnya  berupa pendapat, fawa ataupun ungkapan, seolah-olah 

mensucikan apa-apa yang lama. Islam adalah prinsip pertengahan 

dalam segala sesuatu, dalam perspektif  dan akidah, ibadah dan 

penghambaan, akhlak dan perilaku, mu'amalah (pergaulan) dan tashri' 

(penerapan hukum). Dan prinsip ini dinamakan oleh Allah dengan 

"Shirat mustaqim". Inilah prinsip keutamaan Islam dari para pemeluk 

agama lainnya, aliran filsafat dan pemikiran lainnya yang termasuk 

kategori al-maghdub 'alaihim (yang dimurkai) karena meremehkan, 
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mengabaikan ataupun dallin (yang sesat) karena berlebih-lebihan. al-

wasatiyyah adalah salah satu dari karakter utama Islam, salah satu 

rambu prinsip yang Allah melebihkan dan mengutamakan umat Islam 

dari umat lainnya (al-Baqarah: 143), maka Umat Islam adalah umat 

keadilan, lurus, pertengahan, menjadi saksi di dunia maupn di akhirat 

dari setiap penyimpangan, baik ke kanan maupun ke kiri dari garis 

lurus. Dan wasatiyyah Islam dalam akidah, seperti gambaran 

wasatiyyah Islam diantara agama-agama lainnya, dan wasthiyah umat 

Islam diantara umat lainnya dan wasatiyyah ahli sunnah dalam 

perspektif sebagai firqah najiyah (golongan yang selamat) diantara 

golongan-gologan lain yang bercerai berai dalam berbagai macam 

jalan karena berlebih-lebihan ataupun karena meremahkan.”41 

Untuk memperlihatkan tentang sifat keluwesan dan keluasan syariat 

Islam, Al-Qaraḍāwī mendalami salah satu prinsip yang disebut minhaj taysir 

(kemudahan). Namun dalam prinsip wasatiyyah, minhaj tersebut tidak 

dikenali sebagai asumsi manusia, namun minhaj ini berasal dari Allah dan 

Rasul-Nya. Apabila kekakuan dan kerumitan merupakan ciri ekstremisme 

dalam Islam, maka mencari kemudahan akan terlaksananya ajaran agama 

merupakan ciri dari wasatiyyah. 

أن مسلكي هو عين الوسطية، فليس معنى الوسطية أن تأخذ 

ن بل الوسطية الحقة : أ -دائما موقف السماحة و التيسير 

تشدد حيث ينبغي التشديد و تيسر حيث ينبغي التيسير، و 

 وتأخذ باللين و الرفق مع من يستحق ذلك و تأخذ بالغلظة 

 العنف مع من يستحقها
“Sesungguhnya jalan yang ku ambil saat ini adalah hakikat dari 

Wasatiyyah dan bukan bermakna Wasatiyyah yakni untuk selalu 

mengambil kesempatan dan kemudahan dari segala problematika yang 

dihadapi akan tetapi Wasatiyyah yang hakiki adalah menegaskan apa 

yang perlu penegasan Dan memudahkan apa yang baginya kemudahan 

dan untuk mengambil daripada itu dengan kelembutan bagi siapa saja 

yang berhak baginya untuk menjalankan Kemudahan tersebut Dan 

                                                           
41 ‘Amr Abd al-Karīm, Al-Wasṭiyyah ‘Inda al-‘Allāmah al-Qaraḍāwī, Cetakan 

ke-1, (Darul Beirut, 2000), 56., https://www.al-qaradawi.net/node/3370. 
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berlaku keras juga atau syadid kepada bagi mereka yang berhak 

mendapatkan ketegasan tersebut.”42 

Yūsuf al-Qaraḍāwī dengan prinsip taysir dan tabshir telah 

menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat menjadi pedoman yang 

relevan dan adaptif di setiap zaman tanpa kehilangan esensinya. Jalan 

ijtihad yang beliau tempuh mencerminkan konsep wasatiyyah (moderat) 

yang hakiki, yakni keseimbangan antara ketegasan dalam prinsip dan 

fleksibilitas dalam aplikasi. Sebagaimana beliau ungkapkan, wasatiyyah 

bukanlah sekadar memilih jalan termudah dalam setiap persoalan, tetapi 

menempatkan kemudahan, ketegasan, dan kelembutan pada tempat yang 

tepat sesuai dengan hak dan kondisi. Dengan pendekatan ini, al-Qaraḍāwī 

tidak hanya menghadirkan hukum Islam sebagai solusi yang aplikatif, tetapi 

juga membuktikan bahwa syariat mampu menjadi rahmat bagi seluruh 

umat manusia di tengah dinamika kehidupan yang terus berubah.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Wasaṭiyyah al-Islāmiyyah wa al-Tajdīd: Ma‘ālim 

wa Mashārāt (Cairo: Markaz al-Qaraḍāwī li al-Wasaṭiyyah al-Islāmiyyah wa al-Tajdīd, 

2009), 25. 
43 Ali, How Muftis Think: Islamic Legal Thought and Muslim Women in Western 

Europe; Rethinking Islamic Legal Modernism: The Teaching of Yusuf al-Qaradawi, 

(Oxford: Oxford University Press, 2013, 63.  
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BAB IV 

CORAK IJTIHAD DAN PRODUK FATWA HUKUM 

KELUARGA MUHAMMAD ṢĀLIH IBN  

AL-‘UTHAYMĪN DAN YŪSUF AL-QARADĀWĪ 

Dalam kajian pemikiran hukum Islam kontemporer, komparasi corak 

ijtihad Muḥammad Ṣāliḥ Ibn al-‘Uthaymīn dan Yūsuf al-Qaraḍāwī 

memberikan gambaran luas tentang bagaimana keragaman pendekatan dalam 

memahami syariat dapat melahirkan respons keagamaan yang berbeda, 

khususnya dalam isu-isu hukum keluarga yang dihadapi Muslim minoritas. 

Perbedaan orientasi ijtihad keduanya tidak lahir dalam ruang hampa, 

melainkan terhubung erat dengan latar keilmuan, pengalaman sosial, dan cara 

pandang terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, memahami konstruksi 

pemikiran mereka menuntut keterhubungan antara cara membaca teks, 

sensitivitas terhadap realitas, serta bagaimana keduanya mengekspresikan 

kerangka metodologis itu dalam bentuk fatwa. Kajian ini hadir sebagai satu 

kesatuan analitis yang menjelaskan korelasi dari dinamika latar belakang 

hingga perbandingan pendekatan, semua mengerucut pada pemahaman utuh 

terhadap bagaimana ijtihad masing-masing tokoh bermuara pada produk 

hukum yang khas. Dengan demikian, bagian ini menjadi jembatan penting 

untuk menangkap keterkaitan antara paradigma berpikir dan realisasi praktis 

ijtihad dalam konteks hukum keluarga modern. 

A. Latar Belakang Perbedaan Corak Ijtihad Muhammad Ṣālih Ibn 

Al-‘Uthaymīn dan Yūsuf Al-Qaradāwī  

1. Latar Belakang Pemikiran Progesif Al-Qaradāwī 

Sebagai ulama Mesir yang berdomisili di Qatar, peran dan pengalaman 

Al-Qaradāwī yang begitu kompleks, menunjukkan kepribadiannya yang 

mampu menyerap setiap nilai positif dan kelebihan orang-orang dari segi 

keilmuan yang ditemui dalam lingkungannya. Lembaga-lembaga Islam 

dunia menganggap Al-Qaradāwī sebagai tokoh independen yang dapat 

menjadi rujukan utama dalam memberikan fatwa yang solutif untuk 

kepentingan umat. Karyanya banyak mengambil perhatian dalam 

perkembangan keilmuan Islam sejak awal abad ke-20. Namun corak 
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pemikiran Al-Qaradāwī berbeda dengan kebanyakan reformis modern 

yang mendasarkan pemikirannya pada adaptasi Islam terhadap kebutuhan 

modern. Al-Qaradāwī memiliki fokus tertentu dalam upaya Islamisasi 

dalam kehidupan modern, sehingga berupaya menunjukkan wajah Islami 

pada zaman modern.1 

Al-Qaradāwī cukup menarik perhatian dunia dengan upayanya 

menggabungkan dua dunia yang terlihat terpecah akibat modernitas Eropa, 

yakni dunia sakral dan dunia sekuler. Ilmuwan Barat seperti Bettina Graff 

dan Jakob Skovgaard-Petersen menggambarkan Al-Qaradāwī sebagai 

mufti global. Beberapa tokoh juga menjuluki sebagai pioner dalam 

kebangkitan Islam (ṣaḥwah islāmiyyah). 

Al-Qaradāwī dikenal sebagai ulama moderat, meskipun sebagian 

kalangan dari Barat yang ultra-konservatif cenderung menganggap 

pemikirannya ekstrim radikal. Beberapa kelompok dari media Amerika dan 

Eropa menyebut Al-Qaradāwī dengan sebutan Muslim garis keras. 

Dimana, setiap pemikirannya cenderung berputar pada Al-Qur‘an dan As-

Sunnah, namun, beberapa fatwa yang dipandang berani dan progresif serta 

menentang dari pandangan konservatif, membuat para fundamentalis 

memandangnya sebagai ulama yang terlalu liberal. Kritik utama yang 

dilontarkan atas pemikiran Al-Qaradāwī seputar talfiq (mencampurkan 

mazhab), taysir (memberi kemudahan), pengunaan hadith da’if, 

keberpihakan pada non-Muslim, dan permasalahan lainnnya.2 

Al-Qaradāwī adalah salah seorang tokoh umat Islam yang sangat 

menonjol di zaman ini, dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikiran, 

dakwah, pendidikan, dan jihad. Kontribusinya sangat dirasakan di seluruh 

belahan bumi. Beliau merupakan profil ulama yang tidak saja menggeluti 

pengetahuan Islam, dia juga sangat intens mempelajari ilmu pengetahuan 

umum. Hal ini dilakukan untuk mengkorelasikan antara ilmu keislaman 

dengan umum agar tetap terjadi pengetahuan yang utuh. Berbicara tentang 

pemikiran seseorang tidak terlepas dari pengalaman pribadi yang ia geluti 

dalam lingkungan sosialnya di Mesir. Ia banyak bertemu dengan tokoh 

                                                           
1 Silvia Ragionieri, “Constructing an Islamic Theory of IR: The Case of Yūsuf al-

Qaraḍāwī, Ummah, Jihād and the World,” Third World Quarterly 38, no. 3 (2017): 556. 
2 Fathonah Nur Imamah, Analysis of Islamic Economic Thought of Yusuf Al-

Qardhawi: Biography and Islamic Economic Thought, Cetakan ke-4 (Jakarta: Kencana, 

2024), 65. 
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Ikhwanul Muslimin. Para tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang semasa 

dengan dia antara lain, Bakhīt al-Khāwliy, Muḥammad al-Ghazālī, dan 

Muḥammad al-Ḥamīd.3 

Pemikiran Al-Qaradāwī dalam bidang keagamaan dan politik banyak 

diwarnai oleh pemikiran Ḥasan al-Bannā. Perkenalannya dengan Ikhwanul 

Muslimin4 dengan tokoh pendirinya yaitu Ḥasan al-Bannā, dimulai sejak ia 

mulai menuntut ilmu di kota Thontho. Mengenai hal itu, Al-Qaradāwī 

mengungkapkan bahwa ia baru mengenal Islam yang sempurna setelah ia 

mengenal al-Bannā dengan perhatiannya dengan permasalahan umat.5 

Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, Ḥasan al-Bannā merupakan seorang 

ulama yang konsisten dalam mempertahankan kemurnian ajaran Islam. Ia 

menolak pengaruh nasionalisme dan sekularisme yang berasal dari Barat, 

serta ideologi yang disebarluaskan oleh kaum penjajah ke Mesir dan dunia 

Islam. Keteguhan al-Bannā dalam menjaga nilai-nilai Islam mencerminkan 

komitmennya terhadap prinsip-prinsip syariat dan perjuangan untuk 

membangkitkan umat dalam bingkai keislaman yang murni. 

Al-Qaradāwī kerap mengikuti al-Bannā berkeliling ke beberapa 

tempat dan senantiasa menyimak ceramah dan menelaah buku-bukunya. 

Tokoh lainnya adalah al-Bahī al-Khailī dan Muhammad al Ghazālī sebagai 

dua sosok utama al-Ikhwān al-Muslimīn. Pengaruh gerakan ini memang 

sangat kuat terhadap al- Qaradāwi bahkan lebih kuat dari pengaruh 

pendidikan resminya di al-Azhar.6 Walaupun sangat mengagumi tokoh-

tokoh dari Ikhwanul Muslimin dan al-Azhar, ia tidak pernah bertaklid 

                                                           
3 Yulita Putri and Abid Nurhuda, “Hasan Al-Banna’s Thought Contribution to the 

Concept of Islamic Education,” International Journal of Contemporary Studies in 

Education (IJ-CSE) 2, no. 1 (2023), https://doi.org/10.56855/ijcse.v2i1.185. 
4 Al-Ikhwan al-Muslimun adalah sebuah gerakan Islam yang aktif menerapkan 

dan mempromosikan ajaran agama berdasarkan Qur’an dan Sunnah secara ketat dalam 

kehidupan umat. Al-Ikhwan al-Muslimun (IM) yang berarti “saudara-saudara Muslim“ 

di dirikan di kota Ismailiyah, Mesir pada tahun 1928 dengan nama Jam’iyat Al-Ikhwan 

al-Muslimin. Lihat pada : https://carnegieendowment.org/research/2014/10/the-muslim-

brotherhood-and-the-future-of-political-islam-in-egypt?lang=ar . 
5 Amrin Amrin and Amirullah Amirullah, “Contemporary Legal Istimbat: Study 

on the Theory of Changes in Fatwa According to Yusuf Qardhawi,” Mizan: Journal of 

Islamic Law 6, no. 1 (2022): 89, https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1244. 
6 Mohamad Haji and Mohamad Azmi Bin, ”European Islam and reform: a 

comparative study of the theologies of Yusuf al-Qaradawi and Tariq Ramadan” 

(Disertasi Ph.D., University of Birmingham, 2015), 101. 

https://carnegieendowment.org/research/2014/10/the-muslim-brotherhood-and-the-future-of-political-islam-in-egypt?lang=ar
https://carnegieendowment.org/research/2014/10/the-muslim-brotherhood-and-the-future-of-political-islam-in-egypt?lang=ar
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kepada mereka begitu saja. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tulisannya 

mengenai hukum Islam, misalnya mengenai kewajiban membayar zakat 

penghasilan profesi yang tidak dijumpai dalam kitab-kitab fikih klasik dan 

pemikiran ulama lainnya. 

Selain dipengaruhi oleh Ḥasan al-Bannā, pemikiran Yūsuf al-

Qaraḍāwī juga banyak mendapat pengaruh dari para ulama Al-Azhar yang 

dikenal luas akan keluasan ilmu dan kedalaman pemikirannya. Salah satu 

tokoh yang sangat dikagumi oleh al-Qaraḍāwī adalah Muḥammad ‘Abd 

Allāh Darāz, yang menurutnya memiliki keluasan dan orisinalitas 

pemikiran, terutama sebagaimana tercermin dalam karya pentingnya 

Falsafah al-Akhlāq fī al-Islām. Selain Darāz, tokoh lain yang turut 

memberikan pengaruh adalah Muḥammad Syalṭūt dan ‘Abd al-Ḥalīm 

Maḥmūd, kepadanyalah al-Qaraḍāwī mendalami pemikiran filsafat Islam 

ketika al-Qaraḍāwī masih dalam masa perkuliahan di Fakultas Ushūluddīn 

yang saat itu diajar langsung oleh Syaikh al-Azhar tersebut. 

Dalam bidang fikih, figur ulama mazhab yang mewarnai pola fikir al-

Qaraḍāwī adalah Imam Hanafi karena daya rasionalitas yang digunakannya 

sehingga hukum yang berlaku itu logis dan penuh dengan daya lindung 

serta daya pengikat yang tinggi. Kitab fikih yang ia pelajari dalam 

kesehariannya sebelum ia memasuki perguruan tinggi adalah kitab fikih 

Hanafi. Yūsuf al-Qaraḍāwī juga banyak mengeluarkan fatwa dan pendapat 

yang memiliki kaitan dengan permasalahan umat yang sifatnya 

kontemporer. Misalnya karyanya yang berjudul “Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām”, 

“Al-‘Ibādāt fī al-Islām”, “Mushkilat al-Fikr”, “An-Nās wa al-Ḥaqq”, “Fatāwā 

Mu‘āṣirah”, dan karya- karya lainnya.7 Selain mendalami ilmu-ilmu 

keislaman, al-Qaraḍāwī juga mempelajari berbagai ilmu pengetahuan 

umum, seperti filsafat, kedokteran, fisika, biologi, sosiologi, dan 

antropologi. Dengan latar belakang keilmuan yang luas ini, al-Qaraḍāwī 

mampu melihat permasalahan, terutama yang berkaitan dengan kajian 

keislaman, dari berbagai latar belakang. Pemikirannya yang komprehensif 

ini memungkinkan beliau menghasilkan fatwa yang tidak hanya 

berdasarkan perspektif keislaman, tetapi juga memperhatikan maslahat 

                                                           
7 Ali, How Muftis Think: Islamic Legal Thought and Muslim Women in Western 

Europe; Rethinking Islamic Legal Modernism: The Teaching of Yusuf al-Qaradawi 

(Oxford: Oxford University Press, 2013), 32. 
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masyarakat secara luas. 

Al-Qaradāwī dalam metode pemikirannya sangat erat berpegang 

terhadap al-Quran dan Sunnah terlebih dahulu, lalu melihat orientasi 

maslahat dalam setiap pemikirannya pada penetapan hukum Islam bagi 

manusia dan pendekatan sosial dalam perkembanagan zaman tetap menjadi 

pertimbangan dalam setiap fatwa yang dikeluarkan sehingga tetap 

beradaptasi dengan kondisi umat hari ini. Penilaian al-Qaraḍāwī terhadap 

al-Quran dan Sunnah penuh dengan penilaian yang rasional yang 

bersesuaian dengan konsep sumber hukum itu sendiri yaitu Ṣaḥīḥun li kulli 

makānin wa zamānin (relevan untuk segala waktu dan tempat).8 

Metodologi wasat, yakni menyatukan antara nash yang parsial dan 

maqasid shari’ah, dengan menelaah turāth yang memiliki kekayaan 

intelektual dari kitab klasik dan pada sisi lain dengan mempertimbangkan 

problematika kontemporer pada era modernisasi saat ini. Demikian pula 

dengan mempertahankan hal-hal yang original dan mengambil sisi-sisi 

kebaruan yang mendatangkan manfaat. Bersikap tegas dan memiliki 

keteguhan dalam memegang tujuan dan aspek kulliyyāt namun dapat 

bersikap lunak dalam melihat fenomena yang terjadi pada Muslim 

minoritas. Begitupula dapat bersifat konservatif dalam memegang usul dari 

syariat namun bersifat lunak dalam bidang furu’. Serta tidak fanatik dalam 

satu aliran mazhab sehingga terperangkap dalam suatu pemikiran tertentu.9  

Pengabdian al-Qaraḍāwī untuk umat Islam tidak hanya terbatas pada 

satu sisi tertentu. Peran serta kontribusinya sangat beragam dan sangat luas 

serta melebar ke banyak bidang, diantaranya: dalam bidang ilmu 

pengetahuan, bidang fikih dan fatwa, bidang dakwah, bidang seminar dan 

muktamar, bidang ekonomi Islam, dalam amal sosial, usaha kebangkitan 

umat, dan keterlibatannya dalam lembaga-lembaga dunia. 

Pemikiran progresif Yūsuf al-Qaraḍāwī mencerminkan komitmennya 

untuk menjawab tantangan zaman dengan memadukan prinsip-prinsip 

tradisional Islam dengan kebutuhan kontemporer. Meskipun ia dipengaruhi 

                                                           
8 Bettina Gräf, “Media Fatwas and Fatwa Editors: Challenging and Preserving 

Yusuf al-Qaradawi’s Religious Authority,” in Media Evolution on the Eve of the Arab 

Spring, ed. Leila Hudson, Adel Iskandar, and Mimi Kirk (New York: Palgrave 

Macmillan US, 2014), 139–57, https://doi.org/10.1057/9781137403155_8. 
9 Saiin, “Methodological And Applicative Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi In Solving 

Contemporary Issues.” TASAMUH: Jurnal Studi Islam 13, no. 2 (2021): 249–74, 

https://doi.org/10.47945/tasamuh.v13i2.416. 
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oleh berbagai tokoh besar, baik dari kalangan Ikhwanul Muslimin maupun 

Al-Azhar, ia tetap mempertahankan independensi dalam ijtihad dan tidak 

terikat pada satu mazhab atau aliran tertentu. Keberanian beliau dalam 

memberikan fatwa dan solusi terhadap masalah-masalah kontemporer 

menunjukkan kedalaman pemikirannya yang tidak hanya berlandaskan 

pada teks-teks klasik, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan zaman 

dan kebutuhan umat. Dengan metodologi wasatiyah, ia mampu menjaga 

keseimbangan antara ketegasan dalam prinsip dan fleksibilitas dalam 

aplikasi fatwa, sehingga pemikirannya tetap relevan dan dapat diterima oleh 

berbagai lapisan masyarakat. Pengabdian Yūsuf al-Qaraḍāwī yang luas, 

tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan dan fikih, tetapi juga dalam 

dakwah, ekonomi Islam, dan bidang sosial, menjadikannya sebagai salah 

satu tokoh utama dalam kebangkitan Islam kontemporer, yang 

memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan umat Islam di seluruh dunia.10 

2. Latar Belakang Pemikiran Konservatif Ibn Al-‘Uthaymīn 

Pemikiran Ibn Al-‘Uthaymīn tentu tidak terlepas dari pengaruh 

lingkungan dan orang-orang di sekitar kehidupan Al-‘Uthaymīn. Pengaruh 

eksternal pemikiran Al-‘Uthaymīn berasal dari tokoh-tokoh dimana Al-

‘Uthaymīn tinggal dan kondisi sosial masyarakat baik kondisi keagamaan, 

politik, ekonomi dan intelektual masyarakat sekitar Al-‘Uthaymīn. 

Muḥammad Ṣāliḥ Ibn al-‘Uthaymīn tumbuh dan mengembangkan 

keilmuannya di Kota ‘Unayzah, sebuah wilayah yang dikenal sebagai pusat 

kegiatan dakwah dan keilmuan di kawasan Najd. Kota ini telah melahirkan 

banyak ulama besar yang berperan penting dalam membentuk tradisi 

keislaman yang kuat di lingkungan masyarakat setempat. Di antara ulama 

terkenal dari ‘Unayzah yang menjadi bagian dari warisan intelektual kota 

tersebut adalah ‘Abd Allāh ibn Aḥmad ibn ‘Udaib at-Tamīmī (w. 1161 H), 

‘Abd Allāh ibn ‘Abd al-Raḥmān ibn Abā Bitīn (w. 1282 H), Syaikh 

Muḥammad ibn ‘Abd al-Karīm ibn Syabil (w. 1343 H), Ṣāliḥ ibn ‘Uṡmān 

al-Qāḍī (w. 1351 H), dan Muḥammad ibn ‘Abd al-‘Azīz ibn Manī‘ (w. 

1385 H). Lingkungan keilmuan yang kaya ini menjadi fondasi awal dalam 

                                                           
10 Faruq and Warsito, Moderation in Understanding Hadith on Religious 

Extremism from the Perspective of Yūsuf al-Qarḍāwī.  Cetakan ke-1 (Jakarta: Ibnu 

Hazm, 2023), 50. 
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membentuk karakter intelektual Ibn al-‘Uthaymīn sejak usia muda.11 

Selain para ulama yang berasal dari lingkungan tempat tinggalnya, Ibn 

al-‘Uthaymīn juga dipengaruhi oleh sejumlah tokoh besar yang pemikiran 

dan karya-karyanya mewarnai arah ijtihad dan pandangan keagamaannya. 

Di antara tokoh yang memberikan pengaruh besar terhadapnya adalah 

‘Abd al-‘Azīz ibn Bāz (w. 1420 H/1999 M), asy-Syinqīṭī (w. 1393 H), Ibn 

Taymiyyah (w. 728 H), Ibn al-Qayyim (w. 751 H/1350 M), Ibn Mufliḥ, 

serta Muḥammad Rashīd Riḍā (w. 1935 M). Tokoh-tokoh ini dikenal luas 

sebagai representasi pemikiran salaf yang menekankan pada otoritas nash, 

pemurnian akidah, dan komitmen terhadap metode istinbāṭ yang ketat, 

yang kemudian membentuk corak khas dalam ijtihad Ibn al-‘Uthaymīn. 

Disamping itu, latar belakang corak ijtihad Ibn Al-‘Uthaymīn juga 

disebabkan dari kondisi sosial politik dan ekonomi Arab Saudi, yang mana 

Ibn Al-‘Uthaymīn tumbuh pada awal kondusifnya keadaan Jazirah Arab. 

Latar belakang Al-‘Uthaymīn diawali dengan pada saat itu Arab Saudi 

berada di bawah kepemimpinan Raja Abdul Aziz tepatnya pada tahun 1351 

H, dengan umur Ibn Al-‘Uthaymīn sekitar 5 tahun. Sejak saat itu kondisi 

perekonomian di Arab Saudi tumbuh dan berkembang terutama sejak 

ditemukannya ladang minyak pada tahun 1357 Hijriyah. Ibn Al-‘Uthaymīn 

kala itu berusia sekitar 10 tahun dan beliau sudah mulai aktif menuntut 

ilmu.12 

 Kondusifnya situasi sosial politik dan ekonomi Arab Saudi sangat 

membantu Ibn Al-‘Uthaymīn muda dalam meningkatkan intelektualitasnya 

dengan telah menyelesaikan studinya dengan baik. Kondisi Sosial 

Keagamaan Arab Saudi, juga menjadi faktor yang melatar belakangi corak 

pemikiran Ibn Al-‘Uthaymīn. Pada tanggal 23 September 1932, ‘Abd al-

‘Azīz ibn ‘Abd al-Raḥmān Āl Su‘ūd yang dikenal dengan sebutan Ibnu 

Sa‘ūd memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi (al-Mamlakah al-

‘Arabīyah al-Su‘ūdīyah) dengan menyatukan wilayah Riyāḍ, Najd (Nejed), 

Ḥā’il, ‘Asīr, dan Ḥijāz. Setelah itu, beliau menjadi raja pertama kerajaan 

                                                           
11 ‘Abd al-‘Āl, Biography of Shaykh Muhammad Bin Salih Al Uthaymeen Rh. 

Cetakan ke-2, (Kairo: Maktabah Ruysd, 2011), 56. 
12 Aḥmad al-Ḥusaynī, Al-Jāmi‘ li-Ḥayāti al-‘Allāmah Muḥammad bin Ṣāliḥ al-

‘Uthaymīn al-‘Ilmiyyah wa al-‘Amaliyyah wa Mā Qīla Fīhi mina al-Marāthī. Cetakan 

ke-1 (Mesir: Darul Beirut, 2002), 12.  
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tersebut dan dikenal luas sebagai "Bapak Para Raja Arab Saudi", karena 

banyak dari putranya yang kemudian meneruskan tampuk kepemimpinan 

sebagai raja. Raja ‘Abd al-‘Azīz terkenal sebagai sosok yang memiliki 

komitmen kuat terhadap ajaran agama, khususnya terhadap dakwah yang 

dibawa oleh Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhāb. Ia tidak hanya mengikuti 

ajaran tersebut, tetapi juga, sebagaimana ayah dan kakeknya, menjadi 

pendukung utama dan berkolaborasi dalam penyebaran dakwah tersebut. 

Semangat ini kemudian diwariskan kepada anak-anaknya yang turut 

mempertahankan peran dakwah tersebut dalam menjalankan 

pemerintahan. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa pengaruh 

pemikiran Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhāb begitu kuat membentuk corak 

keberagamaan masyarakat Arab Saudi, termasuk memengaruhi pemikiran 

Muḥammad Ṣāliḥ al-‘Uṡaymīn. Karena alasan tersebut pula, Arab Saudi 

sering kali diasosiasikan sebagai kerajaan yang berhaluan Wahhābī.13.  

Disisi lain, faktor kondisi intelektual Arab Saudi juga tidak terlepas dari 

salah satu faktor yang mempengaruhi corak ijtihad Ibn Al-‘Uthaymīn, 

dengan Raja kerajaan Arab Saudi yaitu Raja Abdul Aziz sebagai pendiri 

kerajaan Arab Saudi, yang pada saat ini dikenal dengan tokoh yang 

memiliki perhatian yang besar terhadap bidang pendidikan. Karena itu, 

beliau banyak mendirikan sekolah mulai dari jenjang pendidikan dasar 

sampai pendidikan tinggi. Sekolah-sekolah yang didirikan bertujuan untuk 

membangun pribadi-pribadi Muslim atas dasar-dasar ajaran Islam yang 

lurus. Materi pelajaran yang diajarkan di Arab Saudi mayoritas adalah 

pelajaran agama, dengan memperkuat ilmu ushul yakni ilmu Al-Quran, 

tauhid, fikih, bahasa Arab. 14 

Program pendidikan yang dikembangkan oleh Kerajaan Arab Saudi, 

seperti pemberian pendidikan gratis, penyediaan buku dan alat tulis, hingga 

pemberian uang saku kepada siswa dan insentif bagi guru serta ulama, 

mencerminkan dukungan penuh negara terhadap penyebaran dan 

penguatan nilai-nilai Islam. Kebijakan ini sejalan dengan corak pemikiran 

                                                           
13 Wahabi adalah gerakan reformasi Islam yang muncul di Jazirah Arab pada 

abad ke-18, yang diasosiasikan dengan tokoh ulama bernama Muhammad bin Abdul 

Wahhab (1703–1792). Gerakan ini bertujuan untuk mengembalikan umat Islam kepada 

pemahaman tauhid (keesaan Allah) yang murni, berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, 

serta menjauhi praktik-praktik yang dianggap bid’ah (inovasi dalam agama), syirik 

(menyekutukan Allah), dan khurafat. Lihat pada : http://saaid.org/monawein/sh/19.htm. 
14 al-‘Uthaymīn, Majmū‘ Fatāwā Wa Rasā’Il al-‘Uthaymīn. 106. 

http://saaid.org/monawein/sh/19.htm
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Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn yang sangat menekankan pentingnya 

menuntut ilmu sebagai sarana perbaikan individu dan masyarakat. Ibn 

‘Uthaymīn berpandangan bahwa ilmu syar‘i adalah warisan kenabian yang 

wajib dipelajari dan diajarkan secara luas, dan karena itu negara memiliki 

tanggung jawab untuk memfasilitasi proses tersebut. Pemikiran beliau yang 

berpijak pada manhaj salaf turut memperkuat arah kebijakan pendidikan 

yang tidak hanya bertujuan mencetak generasi intelektual, tetapi juga 

menjamin kemurnian akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah. Insentif 

terhadap guru dan ulama juga mencerminkan pandangan Ibn ‘Uthaymīn 

bahwa ulama adalah pewaris nabi yang harus dimuliakan, karena mereka 

memiliki peran strategis dalam menjaga ajaran Islam yang murni.. 15    

Ibn Al-‘Uthaymīn termasuk  murid  yang  memiliki  kedudukan  

penting di  sisi   al-Sa‘di.  Ketika  ayah  Ibn Al-‘Uthaymīn pindah  ke  Riyad  

pada saat usia remaja, dia pun ingin ikut bersama ayahnya. Oleh karena itu 

al-Sa‘di mengirim surat kepada ayahnya, dengan isi surat:  

“Hal ini tidak mungkin, kami menginginkan Muhammad (Shaykh ‘Uthaymin) 

tetap tinggal di sini agar ia bisa mempelajari ilmu al-faidah.” Ibn Al-

‘Uthaymīn berkata tentang gurunya ini: “Aku banyak dipengaruhi oleh 

Shaykh al-Sa‘di dalam metode mengajar, pemaparan ilmu pengetahuan, dan 

pendekatannya pada anak didik melalui berbagai macam contoh dan pengertian. 

Begitu juga aku banyak dipengaruhi olehnya dari sisi akhlak; karena Shaykh 

‘Abd al-Rahman al-Sa‘di memiliki kharisma yang besar sekali dalam hal 

akhlak dan budi pekerti. Dia memiliki kemampuan di bidang ilmu pengetahuan 

dan ibadah. Dia suka bercanda dengan anak-anak dan tersenyum pada orang 

dewasa. Dalam pandanganku, dia seorang yang berbudi pekerti yang luhur.”16 

‘Ali ibn Muhammad ‘Abd al-‘Aziz al-Shibli juga mengemukakan 

pengakuan rasa kekaguman beliau terhadap Ibn Al-‘Uthaymīn dan 

pengaruh al-Sa‘di yang begitu kuat terhadap Ibn Al-‘Uthaymīn, dengan 

perkataan beliau tentang gurunya (al-Sa‘di):  

“Pada saat saya belajar di halaqah (pengajian) ‘Abd al-Rahman ibn Nashir 

al-Sa‘di, saya banyak mendapat ilmu dari dia, karena dia memiliki metode 

khusus dalam mengajar, yaitu dia mengumpulkan siswa dan menjelaskan isi 

                                                           
15 al-‘Uthaymīn, Fatāwā Al-‘Aqīda - Ibn ‘Uthaymīn. 212. 
16 Marzūq ‘Abd Rabbih ‘Abd al-‘Āl, Biography of Shaykh Muhammad Bin Salih 

Al Uthaymeen Rh. (Kairo: Maktabah Ruysd, 2011), 11. 
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kitab, terkadang pada saat tertentu kami belajar tafsir, kemudian dia 

menjelaskan isi al-Qur’ân al-Karîm tanpa berpegang pada kitab yang lain. Dia 

menafsirkan dan menjelaskan kosa katanya, kemudian menyimpulkan hal 

penting yang terkandung di dalamnya (faidah-faidah). Dia adalah tempat kami 

menimba ilmu fikih, kaidah fikih, dan ushulnya. Dan alhamdulillah kami 

mendapat ilmu yang banyak dari dia”.17 

Corak pemikiran Ibn Al-‘Uthaymīn yang konservatif dan tekstualis 

sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. 

Latar belakang sosial, politik, ekonomi, dan intelektual yang berkembang di 

Arab Saudi saat itu, terutama dengan kuatnya pengaruh dakwah 

Wahhabiyah, turut membentuk cara pandang beliau dalam memahami dan 

mengaplikasikan syariat Islam. Pendidikan yang berbasis pada ajaran agama 

yang lurus, serta kedekatannya dengan ulama-ulama besar seperti al-Sa'di, 

memperkuat pemahaman beliau terhadap pentingnya berpegang teguh 

pada teks-teks agama dan menghindari interpretasi yang dianggap 

menyimpang. Dalam konteks ini, pemikiran beliau mencerminkan 

keberlanjutan tradisi keilmuan yang konservatif, dengan menjadikan nash 

sebagai sumber utama hukum, dan membatasi ruang ijtihad dalam 

kerangka yang sudah ditentukan oleh para ulama salaf. Hal ini membuat 

Ibn Al-‘Uthaymīn menjadi salah satu figur ulama yang menegaskan 

pentingnya kesesuaian dengan teks asli (nash), serta menjaga kemurnian 

ajaran Islam sesuai dengan pemahaman generasi awal.18 

B. Metodologi Ijtihad Ibn Al-‘Uthaymīn dan Al-Qaraḍāwī 

1. Corak Ijtihad Yūsuf al-Qaraḍāwī 

Corak peimiikiiran al-Qaraḍāwī diiawalii deingan seibuah argumein beiliiau 

yang meimbeiriikan peimahaman bahwa agama Iislam adalah sangat mudah 

dan riingan. Teirutama meingeinaii hal-hal yang biiasanya diianggap oleih 

masyarakat seibagaii seisuatu yang susah. Meimbeibaskan masyarakat darii siifat 

fanatiik dan takliid teirhadap iimam atau mazhab teirteintu. Allah Subḥānahu 

wa Ta‘ālā tiidak meimeiriintahkan kiita untuk meingiikutii (iittiiba’) keipada 

mazhab atau iimam teirteintu, teitapii Allah Subḥānahu wa Ta‘ālā 

meimeiriintahkan kiita seimua dapat meingambiil manfaat yang banyak darii 

                                                           
17 ‘Abd al-‘Āl, Biography of Shaykh Muhammad Bin Salih Al Uthaymeen Rh. 

Cetakan ke-2, (Kairo: Maktabah Ruysd, 2011) 56.  
18 Mas‘ūd, Manhajiyyah Fatwā ‘Inda al-Shaykh Ibn ‘Uthaymīn. 74.  



95 

 

mazhab-mazhab yang ada. Dalam hal ini, seorang Muslim harus seilalu 

beirusaha meimiiliih peindapat dan daliil yang kuat siiapapun yang 

mangatakannya. Kareina seiorang Musliim yang beinar adalah yang meingiikutii 

daliil yang beinar dan bukan meingiikutii iindiiviidu atau iimam teirteintu, 

meingiingat diiantara para iimam tiidak ada yang maʿṣūm. Hal iinii beiliiau 

keimukakan diikareinakan pada daerah tempat tinggal al-Qaraḍāwī, dalam 

pengajaran fiikiih, para ulama hanya meingambiil darii mazhab Syafii’ii.19  

Peindapat al-Qaraḍāwī seisuaii deingan peirkataan Ḥasan al-Bannā pada 

priinsiip kei-6 dalam kaidah ijtihad yang meirupakan bagiian darii “20 Priinsiip 

Qawāʿid Al-Ijtihād”, yakni seimua orang boleih diiambiil ataupun diitiinggalkan 

peirkataannya, keicualii al-maʿṣūm (teirjaga darii keisalahan dan dosa) yaiitu nabii 

Muhammad Ṣallallāhu ‘Alayhi wa Sallam. Seimua yang datang darii geineirasii 

salaf, yang seisuaii deingan al-Quran dan as-Sunnah maka kiita teiriima. 

Seidangkan jiika tiidak, maka al-Quran dan as-Sunnah leibiih utama untuk 

diiiikuti. Diiantara karateiriistiik dan keiiistiimeiwaan umat Iislam adalah 

keiabadiian sumbeir ajarannya yang teirpeiliihara darii keisalahan dan 

peimalsuan. Kareina Allah teilah meinjaganya dan tiidak akan meinyeirahkan 

tugas peinjagaan iitu keipada siiapapun.  

Diisiinii peirlu diigariisbawahii apa yang diikatakan oleih Imam Asy-Syatiibii 

dalam kiitab Muwāfaqāt-nya, bahwa peinjagaan teirhadap al-Quran dengan 

peimeiliiharaannya teilah diijamiin oleih Allah, meingandung peingeirtiian dan 

konseikueinsii seibagaii keiharusan untuk meinjaga Sunnah seikaliigus. Kareina 

Sunnah adalah peinjeilasan bagii Al-Quran yang meinjadii keiharusan dalam 

mamahamii Al-Quran. Dan peinjagaan teirhadap seisuatu yang diijeilaskan 

mangharuskan diijaganya pula unsur peinjeilasnya. Iinii adalah logiika kuat 

yang tiidak diiragukan lagii. Dalam meingiistiimbatkan hukum, Yūsuf al-

Qaraḍāwī dalam buku-bukunya seilalu meirujuk agar keimbalii keipada 

sumbeir-sumbeir hukum yang teirjaga keiasliiannya. Keimbalii keipada sumbeir-

sumbeir aslii yang murni yaiitu al-Quran dan as-Sunnah yang shahiih, hal iinii 

akan meimbeiriikan tiiga faiidah atau manfaat peintiing.20  

1) Keijeilasan Al-Quran dan jauhnya darii sifat keisamaran seirta siikap 

diibuat-buat (Kamuflasei), 

                                                           
19 M. Ali Kettani, Muslim Minoritas in the World Today, terj. Zarkowi Soejoeti, 

Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 3. 
20 al-Qaraḍawī Yūsuf, fī Fiqh al-Aqalliyāt al-Muslimah, (Beirut: Dār al-Syurūq, 

2001), 28. 
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Faiidah peirtama teirang dan jeilas, dan mudah dii pahamii, seirta jauh darii 

keisamaran, meingada-ada dan keiruweitan. Diikareinakan Al-Quran adalah 

kiitab yang teirang beindeirang yang diimudahkan oleih Allah untuk diiiingat. Iia 

diijadiikan seibagaii peitunjuk bagii manusiia, seirta peinjeilasan-peinjeilasan 

meingeinaii peitunjuk dan peimbeida antara yang haq dan yang bathiil. 

Sunnah, seipeirtii halnya al-Quran meimbeiriikan peinjeilasan teintang 

hakiikat-hakiikat yang paliing agung, peingeitahuan yang paliing muliia, dan 

peitunjuk yang paliing tiinggii, dalam beintuk yang jeilas dan meingagumkan, 

seideirhana dan mudah. Tiidak meingada-ada dan juga tiidak meimpeirsuliit. 

2) Meingambiil hakiikat yang beirsiih darii karat-karat zaman, 

Faidah keidua yaiitu deingan keimbalii keipada Al-Quran dan Sunnah yang 

shahiih, beirartii kiita meingambiil hakiikat yang beirsiih darii karat, tambahan, 

siisiipan dan keibatiilan. 

3) Beibas darii siikap Eikstriim dan Peirmiisiif, 

Faidah yang keitiiga yang kiita dapatkan deingan keimbalii keipada sumbeir-

sumbeir yang teirjaga darii keisalahan adalah kiita teirbeibas darii siikap eikstreim 

(iifraath) dan peirmiisiif (tafriiiith) yang teirjadii pada manusiia seiluruhnya.  

Diidalam beiriijtiihad, beiliiau meileipaskan diirii darii iikatan mazhab teirteintu 

dan meimbeibaskan diirii siikap takliid agar tiidak meimiihak keipada satu 

mazhab Sunnah, seipeirtii halnya al-Quran meimbeiriikan peinjeilasan teintang 

hakiikat-hakiikat yang paliing agung, peingeitahuan yang paliing muliia, dan 

peitunjuk yang paliing tiinggii, dalam beintuk yang jeilas dan meingagumkan, 

seideirhana dan mudah. Tiidak meingada-ada dan juga tiidak meimpeirsuliit. 

Meingambiil hakiikat yang beirsiih darii karat-karat zaman. 

Faiidah keidua yaiitu deingan keimbalii keipada Al-Quran dan Sunnah yang 

shahiih, beirartii kiita meingambiil hakiikat yang beirsiih darii karat, tambahan, 

siisiipan dan keibatiilan. Beibas darii siikap eikstriim dan peirmiisiif. Faeidah yang 

keitiiga yang kiita dapatkan deingan keimbalii keipada sumbeir-sumbeir yang 

teirjaga darii keisalahan adalah kiita teirbeibas darii siikap eikstreim (iifraath) dan 

peirmiisiif (tafriiiith) yang teirjadii pada manusiia. Diidalam beiriijtiihad, beiliiau 

meileipaskan diirii darii iikatan mazhab teirteintu dan meimbeibaskan diirii siikap 

takliid agar tiidak menitikberatkan hanya keipada satu mazhab.21 

Dalam masalah iijma’ yang merupakan salah satu dari sumber-sumber 

hukum dasar yang wajib diikuti dan pedomani, al-Qaraḍāwī sangat 

                                                           
21 al-Qaraḍawī Yūsuf, fī Fiqh al-Aqalliyāt al-Muslimah, (Beirut: Dār al-Syurūq, 

2001), 28. 
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meinghormatii agar posiisii iijma’ dalam hukum teitap dapat meinjadii alat 

peinjaga keiseiiimbangan dan menghilangkan diistorsii iinteileiktual. Beiliiau juga 

meinggunakan analogii atau qiiyas yang beinar. Qiyasi adalah meimbeiriikan 

hukum yang sama keipada seisuatu oleih seibab (iillat) yang sama, dan hal iitu 

meirupakan suatu hal yang diikaruniiakan Allah keipada akal dan fiitnah 

manusiia.22  

Beiliiau juga meinjunjung tiinggii niilaii-niilaii keimaslahatan umum 

diisampiing norma preiveintiif. Diikareinakan syariiat adalah keiadiilan, rahmat, 

peirliindungan, dan keimanfaatan yang diibeiriikan Allah subḥānahu wa ta‘ālā 

untuk meinunjukkan keibeinaran-Nya dan keibeinaran rasul-Nya. Dan syariiat 

adalah cahaya dan peitunjuk yang diibeiriikan Allah subḥānahu wa ta‘ālā 

keipada orang-orang yang mau meiliihat dan mau meimpeiroleih peitunjuk.23 

2. Corak Ijtihad Muḥammad Ṣāliḥ ibn al-‘Uthaymīn 

Muḥammad Ṣāliḥ ibn al-‘Uthaymīn merupakan salah satu ulama 

kontemporer yang pemikirannya berlandaskan pada teori dan manhaj salaf 

al-ṣāliḥ. Oleh karena itu, beliau sangat menekankan penggunaan metode 

analisis dengan sifat ihtiyat (kehati-hatian) dalam menyimpulkan hukum, 

khususnya dalam penerapan qiyās dan identifikasi ‘illat hukum, guna 

mencapai kejelasan dalam setiap persoalan agama. Pendekatan ini juga 

beliau ajarkan secara konsisten kepada para muridnya, disertai dengan 

nasihat agar mereka senantiasa mencari kejelasan ilmiah dan tidak tergesa-

gesa dalam mengambil kesimpulan dalam perkara-perkara keagamaan. 

Muḥammad Ṣāliḥ ibn al-‘Uthaymīn juga meinanamkan keipada muriid-

muridnya untuk objektif dalam istinbat hukum dan tidak beirsiikap fanatiik 

pada suatu mazhab atau suatu peindapat, dan beirsiikap meineiriima 

keibeinaran, diimana daliil diijadiikan hakiim/peimutus peirmasalahan yang ada, 

walaupun dalam hal ini meinyeiliisiihii mazhab beiliiau, yaiitu mazhab al-Imām 

Aḥmad ibn Ḥanbal, dengan contoh ijtihad ibn al-‘Uthaymīn, yakni ketika 

Shaykh al-Islām beirpeindapat diipeirboleihkannya peireimpuan beipeirgiian 

tanpa mahrom jiika dalam keiadaan aman, seidangkan ibn al-‘Uthaymīn 

beirpeindapat seibaliiknya, yaiitu haram. Seibagaiimana juga ibn al-‘Uthaymīn 

                                                           
22 al-Qaraḍawī Yūsuf, fī Fiqh al-Aqalliyāt al-Muslimah, (Beirut: Dār al-Syurūq, 

2001), 35. 
23 Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas; Fiqh al-Aqalliyāt dan Evolusi 

Maqāṣid al- Syarī’ah dari Konsep ke Pendekatan, (Yogyakarta: LkiS, 2010), 277. 
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banyak meinyeiliisiihii mazhab Hanbalii dalam ratusan masalah yang iia meiliihat 

bahwa daliil meinyeiliisiihii mazhab dalam peirmasalahan iitu.24  

Adapun meitodei istinbāṭ ibn al-‘Uthaymīn, maka tak leipas darii 

kajiiannya teintang iilmu ushul fiikiih. Meinurutnya iilmu ushul fiikiih sangat 

peintiing untuk diipeilajarii oleih seiorang Musliim kareina syariiat agama 

diibangun atas dasar yang kuat, apabiila seiseiorang iingiin meimahamii 

agamanya maka iia harus paham bagaiimana pondasii syariiat diibangun. Oleih 

kareina iitu, seiseiorang yang iingiin meilakukan keisiimpulan hukum diiharuskan 

teirleibiih dahulu meimpeilajarii, meimahamii dan meinguasaii iilmu ushul fiikiih dii 

sampiing iilmu laiinnya seipeirtii iilmu tafsiir, iilmu hadiis, seijarah, bahasa dan 

laiinnya. Seiseiorang yang meilakukan istinbāṭ hukum beirartii iia adalah 

seiorang mujtahiid, yang beirupaya meinyeileisaiikan peirmasalahan hukum 

seisuaii keimampuan yang meireika miiliikii.25 

.Meingeinaii meitodei istinbāṭ, ibn al-‘Uthaymīn adalah peinganut Mazhab 

Hambalii yaiitu beirpeigang teiguh pada sumbeir utama hukum Iislam yaiitu Al-

Qur’an, sunah, iijma ulama dan qiiyas.26 

1. Al-Qur’an. Seibagaii sumbeir hukum yang peirtama, Al-Qur’an harus 

diijadiikan seibagaii daliil dalam seimua arah yang diituju oleih peineitapan 

hukum, yang teirpeintiing adalah Al-Qur’an harus teitap diijadiikan daliil 

meiskii meingandung banyak makna dalam reidaksiinya. Kareina teirkadang 

reidaksii seibuah ayat yang beiriisii peiriintah seiriingkalii meingandung makna 

wajiib, mandub, haram, makruh dan mubah. 

2. Sunah. Seiluruh sunah Rasullulah Ṣallallāhu ‘Alayhi wa Sallam, baiik iitu 

sunah ucapan maupun sunah peirbuatan atupun peineitapan. 

3. Iijma ulama. Meinurut ibn al-‘Uthaymīn, iijma seicara bahasa adalah niiat 

yang kuat dan keiseipakatan. Yang diimaksud deingan keiseipakatan 

mujtahiid umat iinii adalah keiseipakatan yang diiakuii oleih para mujtahiid 

umat Iislam yang seiteilah wafatnya Nabii Muhammad Ṣallallāhu ‘Alayhi 

wa Sallam. teirhadap hukum syara’. Deingan deimiikiian, jiika salah satu darii 

                                                           
24 Ḥamīd Ṣāliḥ bin ʿAbdillāh bin Ḥamīd, Ināyah Al-Shaykh Ibn ʿUthaymīn Wa 

Mushārakatuh Fī Majāl al-Ijtihād al-Fiqhī al-Jamāʿī, (Riyadh: Dar Kunuz Ishbiliya, 

2010), 205.  
25 Ṣāliḥ bin ʿAbdillāh bin Ḥamīd, Ināyah Al-Shaykh Ibn ʿUthaymīn Wa 

Mushārakatuh Fī Majāl al-Ijtihād al-Fiqhī al-Jamāʿī, 52. 
26 Ṣāliḥ bin ʿAbdillāh bin Ḥamīd, Ināyah Al-Shaykh Ibn ʿUthaymīn Wa 

Mushārakatuh Fī Majāl al-Ijtihād al-Fiqhī al-Jamāʿī,61. 
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mujtahiid tiidak seipakat atau teirjadii keiseipakatan namun yang seipakat iitu 

adalah orang awam atau muqalliidan atau teirjadii di masa nabii maka iitu 

tiidak diinamakan iijma. 

Ibn al-‘Uthaymīn juga meingatakan bahwa iijma umat atas seisuatu biisa 

jadii beinar dan biisa jadii salah, jiika beinar maka iia adalah hujjah dan jiika 

salah maka tidak bisa didirikan hujjah atasnya. Umat Iislam meirupakan 

umat yang muliia diisiisii Allah Subḥānahu wa Ta‘ālā. Seijak jaman Nabii dan 

tiidak mungkiin beirseipakat atas suatu peirkara yang batiil dan tiidak diiriidhoii 

oleih Allah Subḥānahu wa Ta‘ālā. Ibn al-‘Uthaymīn meimbagaii iijma 

meinjadii dua yaknii iijma qath’ii dan iijma zhannii. Yang diimaksud deingan iijma 

qath’ii adalah iijma yang diikeitahuii keibeiradaannya. 

4. Qiiyas. Qiiyas meinurut iistiilah ahlii iilmu ushul fiikiih adalah 

meimpeirsamakan suatu kasus yang tiidak ada nash hukumnya deingan 

suatu kasus yang ada nash hukumnya, kareina peirsamaan keidua iitu 

dalam iillat hukumnya. Meinurut Ibn al-‘Uthaymīn, qiiyas meirupakan 

satu daliil deingan hukum-hukum syar’ii diiteitapkan deingannya. 

Darii peinjeilasan diiatas dapat diikeitahuii bahwa dalam meilakukan 

istinbāṭ hukum, Ibn al-‘Uthaymīn meinggunakan eimpat dasar hukum, yaiitu 

al-Quran, sunah, iijma dan qiiyas. Seilaiin iitu, beiliiau juga meinjadiikan 

peirtiimbangan maṣlaḥat, qawl al-ṣaḥābī , sadd al-ḍarī‘ah dan ‘urf  seibagaii 

dasar hukum laiin dalam meilakukan iistiinbat hukum. Dalam pandangan 

mazhab, Muḥammad Ṣāliḥ Ibn al-‘Uthaymīn dikenal sebagai seorang yang 

mengikuti mazhab Ḥanbalī. Hal ini tidak hanya diakui oleh beliau sendiri, 

tetapi juga dapat ditelusuri dari latar belakang keilmuannya, mengingat 

mayoritas guru-gurunya merupakan ulama bermadzhab Ḥanbalī. Setelah 

penulis melakukan penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber, 

dapat disimpulkan bahwa Ibn al-‘Uthaymīn secara konsisten berada dalam 

koridor pemikiran mazhab Ḥanbalī. Kesimpulan ini diperkuat dengan 

jawaban beliau ketika ditanya dalam suatu fatwa: apakah Ibn al-‘Uthaymīn 

termasuk dalam mazhab Ḥanbalī, dan apakah beliau mengakui dirinya 

sebagai pengikut mazhab tersebut? Maka beliau pun menjawab: “Tiidak 

diiragukan lagii bahwa Syeikh Iibn Utsaiimiin beirmadzhab Hambalii dalam 

ushul. Seijak keiciil beiliiau meimpeilajarii kiitab-kiitab mazhab iitu dan beirguru 

keipada para Syeikhnya. Iinii tiidak aneih. Kareina beirmazhab deingan salah satu 
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darii empat mazhab adalah jalan para ulama, seilama tiidak fanatiik.”27 

Penegasan bahwa Muḥammad Ṣāliḥ Ibn al-‘Uthaymīn merupakan 

bagian dari mazhab Ḥanbalī juga diperkuat oleh Wā’il Aḥmad ‘Abd al-

Raḥmān dalam tahqīq-nya atas kitab Riyāḍ al-Ṣāliḥīn karya Imām Abū 

Zakariyyā Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī yang disyarah oleh Ibn al-‘Uthaymīn. 

Dalam pengantar tahqīq tersebut, ia menyebut bahwa Ibn al-‘Uthaymīn 

merupakan salah satu ulama besar dalam lingkungan mazhab Ḥanbalī dan 

termasuk kalangan ahli fikih yang menonjol dalam mazhab tersebut. Dari 

sini semakin jelas bahwa Ibn al-‘Uthaymīn tidak hanya berafiliasi dengan 

mazhab Ḥanbalī, tetapi juga menjadi salah satu tokoh penting yang 

berkontribusi dalam pengembangan pemikiran fikih dalam mazhab 

tersebut.28  

Ibn al-‘Uthaymīn beirkata, “apabiila ada orang beirkata: mazhab saya iinii, 

mazhab saya iinii dan mazhab saya iinii.” Maka kiita katakana padanya “iinii 

peirkataan Rasulullah Ṣallallāhu ‘Alayhi wa Sallam, maka jangan eingkau 

peirteintangkan deingan peirkataan seiseiorang, bahkan ulama-ulama mazhab 

meireika meilarang agar tiidak takliid (meingiikutii) meireika seicara beirleibiihan.” 

Meireika beirkata: “kapan keibeineiran sudah jeilas maka wajiib keimbalii 

keipadanya”. Maka kiita katakan apabiila ada seiseiorang meimpeirteintangkan 

mazhab seiseiorang keipada kiita, maka katakan “saya dan anda beirsaksii 

bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan peirsaksiian iinii meingheindakii agar 

kiita tiidak meingiikutii keicualii Rasulullah Ṣallallāhu ‘Alayhi wa Sallam, dan 

sunnah iinii jeilas diideipan kiita, akan teitapii eingkau tiidak meingiikutii sunnah iinii 

maka heindaklah kiita meingurangii keimbalii kei buku-buku ahlii fiikih dan 

iilmunya. Namun heindaklah kiita keimbalii keipada buku meireika untuk 

meindapatkan faiidah dan untuk meingeitahuii bagaiimana meireika beiristinbāṭ 

(meingambiil hukum) darii daliil-daliil, yang mana tiidak mungkiin seiorang 

peinuntut iilmu meimahamiinya keicualii keimbalii keipadanya.”29 

                                                           
27 Aḥmad al-Ḥusaynī, Al-Jāmi‘ li-Ḥayāti al-‘Allāmah Muḥammad bin Ṣāliḥ al-

‘Uthaymīn al-‘Ilmiyyah wa al-‘Amaliyyah wa Mā Qīla Fīhi mina al-Marāthī. Cetakan 

ke-1 (Mesir: Darul Beirut, 2002), 115. 
28 Muḥammad Būsamah, Taḥqīq Al-Manāṭ Wa Atharuhu Fī Fiqh al-Aqalliyyāt. 

Cetakan ke-1 (Cairo: Dar Ibnu Hazm, 2003), 85. 
29 Muḥammad Būsamah, Taḥqīq Al-Manāṭ Wa Atharuhu Fī Fiqh al-Aqalliyyāt, 

90. 
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Dalam konteks ini, Ibn al-‘Uthaymīn mengkritik keras mereka yang 

tidak mengikuti metodologi ulama dalam memahami nash-nash agama. 

Akibatnya, kesalahan-kesalahan fatal pun tak terhindarkan. Hal ini terjadi 

karena mereka hanya melihat sebagian kecil dari teks-teks keagamaan tanpa 

memahami prinsip-prinsip penting seperti ‘āmm (umum), khāṣṣ (khusus), 

muṭlaq (mutlak), muqayyad (terikat), serta naskh (penghapusan hukum). 

Sebagai contoh, mereka membaca kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan langsung 

mengambil hadis darinya tanpa memahami konteks dan kaidah-kaidah 

tersebut. Akibatnya, mereka terjebak dalam pemahaman yang keliru dan 

menyesatkan.  

Berikut penulis telah melakukan pengelompokan dan kategorisasi 

terkait dengan perbedaan latar belakang dan corak metodologi ijtihad Ibn 

al-‘Uthaymīn & Yūsuf al-Qaraḍāwī, sebagai berikut: 

Latar Belakang Pemikiran dan Corak Metodologi Ijtihad  

Ibn al-‘Uthaymīn & Yūsuf al-Qaraḍāwī  

No Aspek  Ibn al-‘Uthaymīn Yūsuf al-Qaraḍāwī  

1 
Latar 

Belakang 

Konservatif, tumbuh 

di Arab Saudi dengan 

pengaruh Wahabi 

Progresif, dipengaruhi 

oleh Ikhwanul Muslimin 

dan Al-Azhar 

2 
Metodologi 

Ijtihad 

Berpegang teguh pada 

teks Al-Qur'an, Hadis, 

Ijma’, dan Qiyas 

Mengutamakan prinsip 

Taysīr (kemudahan) dan 

Maṣlaḥah 

3 
Fokus 

Pendekatan 
Purifikasi ajaran Islam 

Adaptasi hukum Islam 

terhadap kebutuhan 

kontemporer 

C. Komparasi Metodologi Ijtihad Ibn Al-‘Uthaymīn dan Al-

Qaraḍāwī 

1. Titik Temu dan Pembeda antara Corak Ijtihad Ibn Al-‘Uthaymīn 

dan Al-Qaraḍāwī 

Dalam beberapa dekade terakhir, khususnya sejak tahun 1990-an, 

kalangan wasaṭiyyah dan kelompok salafi yang berbasis di dunia Arab 

maupun Barat telah berupaya menyeimbangkan pendekatan-pendekatan 

mereka, baik secara individual maupun sebagai bagian dari formulasi hukum 
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dalam fiqh al-aqalliyyāt al-Muslimah (fikih minoritas Muslim). Pendekatan ini 

dilandasi oleh ideologi dan metodologi masing-masing yang saling bersaing. 

Kalangan wasaṭiyyah cenderung menggunakan pendekatan yurisprudensi 

yang moderat dan seimbang, serta dikenal menghasilkan sejumlah keputusan 

hukum yang inovatif dan berani. Pendekatan mereka ditandai dengan prinsip 

fleksibilitas (murūnah) dan kemudahan (taysīr), sebagaimana digaungkan oleh 

para ulama kontekstualis atau modernis. Sebaliknya, metodologi ijtihād yang 

mengedepankan kekakuan baku serta mempertahankan corak ijtihād klasik 

merupakan ciri khas para ulama tekstualis atau tradisionalis. Salah satu tokoh 

representatif dari pendekatan ini adalah Muḥammad Ṣāliḥ ibn al-‘Uthaymīn, 

yang dalam proses ijtihād-nya sangat konsisten dengan metode salaf. 

Perbedaan pendekatan antara kedua kubu ini pada akhirnya melahirkan dua 

corak formulasi hukum Islam yang berbeda secara visi umum, yang 

tergambar dalam sejumlah isu praktis yang bersifat spesifik dan penting bagi 

kehidupan umat Muslim, terutama dalam konteks minoritas Muslim di dunia 

modern.30 

Evolusi masing-masing pendekatan dalam mengimplementasikan 

hukum Islam bagi komunitas Muslim minoritas di Barat, khususnya dalam 

bidang hukum keluarga, menunjukkan dinamika yang bersifat dialektis. 

Pendekatan yang cenderung bersifat wasaṭī (moderat) berupaya untuk 

mengkodifikasikan aspirasi umat Islam dalam konteks kehidupan di Barat 

serta menyesuaikan dengan karakter hubungan mereka terhadap masyarakat 

mayoritas non-Muslim. Sampai batas tertentu, pendekatan ini merupakan 

respons kritis terhadap pandangan salafī-tekstual, khususnya dalam 

penerapan doktrin al-walā’ wa al-barā’, yang secara ketat menekankan 

loyalitas eksklusif kepada umat Islam dan pemutusan hubungan dengan 

komunitas di luar Islam.31 Sebaliknya, sebagian fatwa dari kalangan salafī 

menolak pemberian fasilitasi atau konsesi hukum kepada Muslim minoritas, 

karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip fatwa yang berakar 

pada pemahaman salaf. Meski demikian, perbedaan tajam antara kedua 

                                                           
30 Al-Qaraḍāwī Yūsuf, Fiqh Al-Wasaṭiyya al-Islāmiyya Wal-Tajdīd Ma‘ālim 

waManārāt (Cairo: Dār al-Shurūq, 2010). 65. 
31 Al Wala’ wal Bara’ ialah penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang 

dicintai dan diridhai Allah serta apa yang dibenci dan dimurkai Allah, dalam hal 

perkataan, perbuatan, kepercayaan, dan orang. Lihat pada : https://almanhaj.or.id/2171-

al-wala-wal-bara.html.  

https://almanhaj.or.id/2171-al-wala-wal-bara.html
https://almanhaj.or.id/2171-al-wala-wal-bara.html


103 

 

pendekatan tersebut jarang diwujudkan dalam bentuk kritik langsung atau 

serangan personal terhadap tokoh-tokoh dari masing-masing kubu, baik dari 

kalangan wasaṭī maupun salafī. Hal ini, antara lain, disebabkan oleh kesadaran 

bersama akan pentingnya menjaga citra dan kesatuan umat Islam di mata 

publik, khususnya dalam konteks masyarakat Barat yang mayoritas non-

Muslim.32 

Di samping evolusi pendekatan wasaṭī dan salafī, pemahaman terhadap 

fikih al-aqalliyyāt al-Muslimah tidak dapat dilepaskan dari metodologi ijtihad 

yang berbeda antara keduanya. Pendekatan wasaṭī menekankan teori 

integrasi, yaitu penyesuaian hukum Islam terhadap konteks zaman dan 

tempat yang dihadapi oleh Muslim minoritas. Sebaliknya, kalangan salafī 

mengedepankan konsep universalitas hukum Islam yang menuntut 

penerapan hukum secara ketat, bahkan dalam konteks masyarakat minoritas 

Muslim. Bagi ulama tradisionalis atau tekstualis, terdapat batasan dalam 

interaksi antara Muslim dan non-Muslim, meskipun mereka hidup dalam 

satu negara. Konsep ini dikenal dengan al-walā’ wa al-barā’, yang menekankan 

loyalitas penuh kepada kaum Muslim dan penolakan terhadap nilai-nilai luar. 

Berbeda dengan hal itu, Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam fatwanya membolehkan 

Muslim yang tinggal di negara Barat untuk berinteraksi dan bersosialisasi 

dengan non-Muslim. Kebolehan ini didasarkan pada tuntutan hidup 

berkonstitusi dan kewajiban menjalankan hukum positif yang berlaku di 

negara non-Muslim tempat mereka tinggal.33 

Hukum agama bagi Muslim minoritas merupakan wacana kompleks 

yang melibatkan kontribusi para ahli fikih dan pakar hukum Islam dalam 

merumuskan pendekatan spesifik terkait bagaimana hukum Allah seharusnya 

ditafsirkan dan diterapkan dalam konteks negara-negara non-Muslim. 

Tantangan utama dari dua pendekatan metodologis, yaitu wasaṭī dan salafī, 

terletak pada usaha mendefinisikan batas-batas legitimasi dan ilegitimasi 

penerapan hukum Islam yang sesuai dengan kerangka ideologis dan 

metodologis masing-masing. Pertama, kedua pendekatan ini dihadapkan 

pada kenyataan bahwa umat Islam sebagai minoritas harus mengakui otoritas 

hukum konstitusional negara tempat mereka tinggal, serta keterbatasan 

                                                           
32 Ḥusayn Ḥalāwa, “About the European Council for Fatwa and Research,” in 

Fatwās of European Council for Fatwa and Research (Cairo: Islamic INC, 2002), 1–7. 
33 Sālim b. ‘Abd al-Ghānī Al-Rāfi‘ī, Aḥkām Al-Aḥwāl al-Shakhsiyya Lil-Muslimīn 

Fī al-Gharb (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2002), 56. 
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dalam menolak hukum-hukum sekuler yang dianggap bertentangan dengan 

prinsip-prinsip syariat. Kedua, masing-masing pendekatan berupaya 

menjadikan kerangka metodologinya sebagai rujukan utama bagi umat 

Muslim minoritas, khususnya dalam bidang hukum keluarga, dengan harapan 

membentuk pola pikir dan praktik keagamaan yang sesuai dengan prinsip-

prinsip yang diyakini.34 

Para ulama fikih yang fokus pada isu fiqh al-aqalliyyāt, seperti 

Muḥammad Ṣāliḥ ibn al-‘Uthaymīn dari kubu salafī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī 

dari kubu wasaṭī, memandang bahwa fikih minoritas merupakan konstruksi 

intelektual yang memadukan aspek uṣūl (prinsip-prinsip dasar) dan furūʿ 

(cabang-cabang hukum). Pada akhirnya, mereka mengarah pada formulasi 

hukum Islam yang dapat diterapkan secara menyeluruh dan universal, 

dengan mengupayakan kompromi antara pendekatan tekstual (salafī) dan 

kontekstual (wasaṭī). Sementara itu, Ṭāriq Ramaḍān memandang bahwa 

wasaṭī fiqh al-aqalliyyāt al-muslimīn hanyalah proyek eksternal yang bersifat 

sementara dan harus dianggap sebagai tahap transisi. Menurutnya, dalam 

jangka panjang, komunitas Muslim minoritas harus membangun 

kemandirian intelektual, berpikir secara otonom, serta mengembangkan 

analisis dan produk hukum yang sesuai dengan konteks kehidupan mereka 

sendiri, sambil terus mengemukakan ide-ide baru yang bersifat praktis dan 

kontributif.35  

Kompleiksiitas problematiika yang muncul darii seigala aspeik pada Musliim 

miinoriitas yang beirteimpat tiinggal dii neigara Barat, pada akhiirnya meimbuat 

peirhatiian para ulama’ sangat iinteins dan meinuntut keiteirbaharuan hukum 

pada liingkungan meireika deingan leigiitiimasii yang diitawarkan oleih para ahlii 

hukum atas keilangsungan tiinggal meireika, yang meinjadii dasar bagii keiduanya 

yaknii bagii wasatii dan yuriisprudeinsii salafii oleih al-Aqalliiyāt al-Musliim, deingan 

deimiikiian meirupakan rasiionaliisasii reitroaktiif atas suatu reialiitas yang diisadarii 

oleih para ahlii hukum bahwa meireika tiidak dapat meimbeirii jalan teingah bagii 

peirmasalahan Musliim diineigara Barat.36  

                                                           
34 Ṣāliḥ b. Fawzān Al-Fawzān, Aḥkām Al-Ta‘āmul Ma‘a Ghayr al-Muslimīn 

(Riyadh: Dār Kunūz Ishbīlya lil-Nashr wal-Tawzī, 2009), 16.  
35 Al-Ḥarīthī Abū Farīḥān Jamāl b. Farīḥān, Al-Fatāwā al-Muhimma Fī Tabṣīr al-

Umma (Cairo: Maktabat al-Hady al-Muḥammadī, 2009), 85. 
36 Yūsuf Al-Qaraḍāwi, Al-Ḥalāl Wal-Ḥarām Fī al-Islām (Cairo: Maktabat 

Wahaba, 2004), 63. 
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Implementasi dan aplikasi pendekatan wasaṭī maupun salafī dalam 

berbagai kasus sebenarnya telah berlangsung di berbagai komunitas Muslim 

minoritas di Barat. Namun, penerapannya masih memerlukan dukungan 

yang kuat serta sosialisasi lebih luas dari para aktivis lokal, termasuk para 

imam dan tokoh masyarakat. Sebagian aktivis yang berafiliasi dengan 

pendekatan tertentu sering kali menunjukkan kurangnya komitmen terhadap 

otoritas keilmuan dari para mufti atau ulama yang mereka ikuti, baik dari 

kalangan tekstualis (salafī) maupun kontekstualis (wasaṭī). Selain itu, sejumlah 

fatwa dan keputusan hukum kerap disesuaikan dengan tekanan dan tuntutan 

realitas lokal, sehingga menimbulkan variasi dalam implementasinya. Dalam 

konteks ini, para ulama yang berbasis di negara-negara Barat memainkan 

peran strategis dalam menyusun pendekatan hukum yang dapat diterima oleh 

otoritas setempat. Baik melalui kerangka wasaṭī maupun salafī, mereka 

berupaya agar hukum Islam dapat diimplementasikan secara maksimal dalam 

konteks negara-negara dengan populasi Muslim minoritas. Oleh karena itu, 

fiqh al-aqalliyyāt al-muslimah dapat dilihat sebagai “laboratorium hukum” atau 

ruang uji coba bagi para mufti dari kedua pendekatan tersebut dalam 

menetapkan hukum, khususnya melalui klasifikasi dan analisis al-‘illah 

(seperti dalam proses tanqīḥ al-manāṭ)37 sehingga memungkinkan terjadinya 

pembaruan hukum Islam yang responsif terhadap konteks.38  

Pendekatan wasaṭī dan salafī dalam fiqh al-aqalliyyāt al-muslimah 

merupakan representasi dari tujuan dan metodologi yang berakar pada 

karakter dasar masing-masing mazhab fikih. Kedua pendekatan ini telah 

melahirkan kerangka ijtihad yang khas dalam memberikan solusi hukum bagi 

umat Islam yang hidup sebagai minoritas di negara-negara non-Muslim. 

Rumusan-rumusan hukum tersebut disusun oleh para ulama melalui 

lembaga-lembaga fatwa atau organisasi fikih yang berbasis internasional 

maupun regional, yang berfungsi sebagai otoritas rujukan dalam menetapkan 

hukum-hukum kontemporer. Seiring waktu, akumulasi hasil ijtihad ini telah 

membentuk khazanah fatwa yang kaya, khususnya dalam isu-isu sosial, 

                                                           
37 Tahqîq al-manâth ialah upaya seorang mujtahid untuk mengidentifikasi dan 

memverifikasi substansi obyek hukum, serta untuk mengaitkan kasus-kasus yang 

muncul dengan kandungan makna yang ada dalam nash sehingga terhindar dari 

terjadinya kesalahan teknis penyesuaian antara suatu hukum dengan obyeknya.  lihat 

pada : https://shamela.ws/book/37630/200  
38 Yūsuf Al-Qaraḍāwī, Al-Ijtihād Fī al-Sharī‘a al-Islāmiyya (Kuwait: Dār al-

Qalam, 1996), 32. 

https://shamela.ws/book/37630/200
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ekonomi, dan keluarga yang dihadapi oleh Muslim minoritas di Barat. Dalam 

penyebarannya, para aktivis dakwah, institusi keagamaan, lembaga 

pendidikan, serta media Muslim memainkan peran penting dalam 

menyosialisasikan pendekatan-pendekatan ini kepada masyarakat luas.39  

Sejumlah perkembangan historis menandai munculnya pendekatan 

wasaṭī dan salafī dalam konteks fiqh al-aqalliyyāt. Pendekatan wasaṭī ditandai 

oleh sikap yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap realitas sosial-politik 

Muslim di Barat. Salah satu tokoh penting dalam pendekatan ini adalah Taha 

Jabir al-‘Alwānī, yang melalui lembaga seperti The Fiqh Council of North 

America, mengeluarkan fatwa yang menganjurkan bahkan mewajibkan 

partisipasi umat Islam dalam proses politik di negara-negara Barat sebagai 

bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan dan kontribusi terhadap 

masyarakat. Menurut Masud, istilah fiqh al-aqalliyyāt sendiri pertama kali 

diperkenalkan dalam konteks yurisprudensi yang ditujukan secara khusus 

untuk menjawab kebutuhan hukum umat Islam minoritas.40 Di sisi lain, 

pendekatan salafī mulai mengambil bentuk yang lebih sistematis sejak dekade 

1970-an, ketika sejumlah ulama salafī mulai menyusun panduan hukum yang 

merespons kehidupan Muslim di negara-negara non-Muslim. Perkembangan 

ini didukung oleh keterlibatan aktif institusi-institusi keagamaan di Arab 

Saudi dalam mendanai dan mendukung penyebaran dakwah salafī ke wilayah 

Barat. Melalui pendekatan yang bersifat tekstual dan literal, para ulama salafī 

menekankan pentingnya konsistensi terhadap nash dan prinsip-prinsip klasik 

Islam, meskipun diterapkan dalam konteks yang berbeda secara geografis 

dan sosiologis. 

Pada tahap awal, kalangan salafī khususnya pada periode kepemimpinan 

ulama seperti Muḥammad Ṣāliḥ ibn al-‘Uthaymīn dan ‘Abd al-‘Azīz ibn Bāz 

belum menunjukkan adanya pembaruan hukum (tajdīd) yang signifikan dalam 

konteks Muslim minoritas. Pendekatan hukum yang mereka anut tetap 

menekankan prinsip bahwa hukum Islam bersifat universal dan tidak terikat 

oleh ruang dan waktu. Hukum yang ditetapkan bersifat baku dan qaṭ‘ī, 

dengan penekanan kuat pada kesesuaian mutlak terhadap nash-nash syar‘i 

                                                           
39 ‘Alī b. al-Muntaṣir Al-Kittānī, Al-Muslimūn Fī ’ūrūbbā Wa-Amricā (Beirut: 

Dār al-Kutub al-‘Ilmiyya, 2005), 93. 
40 Maḥmūd Faraj, Al-Qaraḍāwī Fī Riwāq al-Ghazālī: Al-Islām Dīn al-Taqaddum 

al-‘Ilmī Wal-Ḥaḍārī, Niẓāmunā al-Ta‘līmī Lā Yu‘ṭī al-Furṣa Li-Takhrīj al-Nawābigh 

Wal-Mubtakirīn (Cairo: Al-Wafd Press, 2005), 105. 
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tanpa membuka ruang ijtihād kontekstual yang fleksibel. Namun demikian, 

pasca wafatnya kedua tokoh tersebut, muncul gagasan-gagasan baru dalam 

kalangan salafī yang mulai mempertimbangkan pendekatan fiqh al-wāqi‘yakni 

metode berijtihād yang memperhatikan realitas sosial dan lokalitas tempat 

tinggal.41 Pendekatan fiqh al-wāqi‘ ini meliputi kajian tentang kehidupan 

Muslim di negara-negara non-Muslim, interaksi dengan masyarakat 

mayoritas non-Muslim, serta bagaimana umat Islam minoritas dapat 

beradaptasi dengan sistem hukum dan norma-norma sosial yang berlaku di 

negara tersebut. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan metodologis 

dalam tubuh salafī, meskipun tidak secara eksplisit mengklaim sebagai bentuk 

tajdīd hukum.  

Dari sisi implementasi dakwah, pendekatan yang diambil oleh ulama 

salafī cenderung fokus pada pemanfaatan sarana-sarana dakwah lokal seperti 

masjid, asosiasi, pusat-pusat keislaman, serta lembaga-lembaga penerbitan 

independen. Aktivitas dakwah tersebut dijalankan secara mandiri di berbagai 

wilayah minoritas Muslim, namun tetap mengacu pada sistem hukum dan 

ideologi keagamaan yang berlaku di Arab Saudi sebagai sumber rujukan 

utama (marja‘iyyah).42 Sebagai contoh, di Inggris terdapat sejumlah komunitas 

yang secara terbuka mengidentifikasi diri sebagai bagian dari gerakan salafī 

dan menunjukkan hubungan ideologis yang kuat dengan pemikiran dan 

ajaran yang berasal dari Saudi. Sementara itu, di Jerman, terdapat komunitas 

salafī yang cenderung bersikap lebih pragmatis dan sosial, serta berusaha 

menjauhkan diri dari ekspresi terbuka ideologi salafī. Hal ini dilakukan 

sebagai bentuk penyesuaian terhadap sistem hukum dan prinsip-prinsip 

konstitusional Jerman, guna menghindari stigma ekstremisme dan menjaga 

keberlangsungan komunitas. Dalam konteks ini, lembaga negara seperti Office 

for the Protection of the Constitution (Verfassungsschutz) memiliki peran penting 

dalam mengawasi sekaligus menjaga keberagaman ideologi di tengah 

masyarakat, termasuk terhadap kelompok-kelompok keagamaan yang 

dianggap berpotensi menyimpang dari prinsip demokrasi. 

Di kalangan ulama wasatī, terdapat pandangan bahwa fatwa adalah suatu 

proses yang dipandu oleh ekstraksi hukum dari Al-Qur'an terkait dengan 

                                                           
41 Ḥasan Al-Bannā, Al-Salām Fī al-Islām, 91. 
42 al-Balad al-Ḥarām Fatāwā, Al-Ṣuwar Lil-Ḍarūra (Cairo: al-Maktaba al-

Tawfīqiyya, n.d.), 36. 
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maksud utama Allah dalam menyampaikan hukum-hukum-Nya. Prinsip 

ijtihad yang diterapkan dalam metodologi wasatī ini sejalan dengan pedoman 

dan tuntunan para salaf, yaitu: (a) dalam menafsirkan perintah-perintah Al-

Qur'an, perhatian harus diberikan pada konteks wahyu serta tingkat 

otoritasnya; (b) Al-Qur'an memuat hal-hal yang bersifat umum atau universal 

(kulliyyah) dan juga hal-hal yang lebih spesifik (juz’iyyāt); (c) semua sumber 

hukum, termasuk hadis Nabi, harus dipahami dengan merujuk pada Al-

Qur'an sebagai pedoman utama. Hadis-hadis bertujuan untuk menjelaskan 

Al-Qur'an dan menunjukkan relevansinya. Jika suatu hadis bertentangan 

dengan prinsip-prinsip universal yang termuat dalam Al-Qur'an, maka hadis 

tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan hukum; 

(d) karena tujuan syari'ah adalah untuk menjaga maqāṣid tertentu, fatwa 

seharusnya dapat berkembang sesuai dengan waktu, tempat, kebiasaan, dan 

kondisi sosial yang berbeda, sehingga memungkinkan penerapannya dalam 

konteks yang lebih relevan.43 

Maslaḥah (maṣāliiḥ mursala)44 yang meinjadii iindiikator utama dalam 

peirumusan fatwa atau hasiil iijtiihad darii peindeikatan wasatii, yang diibagii 

meinjadii tiiga tiingkatan: keibutuhan (ḍarūrāt), keibutuhan (ḥājāt), dan, keitiiga, 

peirbaiikan (taḥsīnāt) dan hiiasan (tazyīnāt). Tiingkatan “keibutuhan” adalah 

yang teirkuat darii keitiiganya. Al-Ghazālī beirpeindapat bahwa suatu keiharusan 

yang beirsiifat pastii dan komunal meileigiitiimasii akomodasii hukum agama 

meiskii tanpa buktii teikstual langsung. Para ulama wasatii meiwariiskan meitodei 

iijtiihad teirseibut dan fondasii dasar al-Qaraḍāwī (seirta yang laiinnya), wasatii 

meineikankan keigunaan maslaḥah dalam meindorong peinyeisuaiian hukum 

agama teirhadap tantangan zaman modeirn. Pada akhiir tahun 1990-an dan 

2000-an al-Qaraḍāwī berijtihad mengenai beibeirapa peinafsiiran yang leibiih 

luas meingeinaii maslaḥah yang muncul antara abad keidua beilas dan keieimpat 

beilas dan meingeimbangkannya leibiih lanjut. Untuk iitu peiran dan kontriibusii 

al-Qaraḍāwī saat iinii yang meinjadii buktii bahwa, wasatii meirupakan ulama 

                                                           
43 Jamāl Badawī, “Alāqat Al-Muslim Bi-Ghayr al-Muslim: Naẓarāt Fī Kitāb 

Allāh Ta‘ālā,” in Al-Majalla al-‘Ilmiyya Lil-Majlis al-’Ūrūbbī Lil-Iftā’ Wal-Buḥūth, 

2005, 71. 
44 Mashlahah al-Mursalah juga berarti suatu  kemashlahatan yang keberadaannya 

tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan / ditolak syara' melalui dalil yang rinci. 

Mashlahat ini dikatakan mursalah karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan 

ataupun membatalkannya. Lihat pada  :https://shamela.ws/book/37693/123  

https://shamela.ws/book/37693/123
https://shamela.ws/book/37693/123
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yang memiliki intelektualitas yang mumpuni serta keimampuan leibiih beisar 

dalam meingakomodasii keiputusan.45  

Fleiksiibeiliitas yang diiusung ulama darii kalangan wasatii dalam peindeikatan 

kei maslaḥah meimbeirii para ulama keileiluasaan dalam meingakomodasii hukum-

hukum agama. Hal iinii meimpeirluas tujuan hukum kei hampiir seimua aspeik 

aktiiviitas manusiia, dan tiidak hanya beirdampak pada keiadaan darurat saja 

akan teitapi juga meinuntut agar para ulama laiinnya teirus-meineirus meilakukan 

eivaluasii teirhadap dampak peineirapan hukum agama teirteintu. wasaṭī 

meineikankan bahwa tugas untuk meiliindungii tujuan darii syariiah diidasarkan 

pada Al-Quran iitu seindiirii dan iitulah yang diiteirapkan oleih para sahabat Nabii 

dalam meindahulukan maslaḥah agar fleiksiibiiliitas hukum Iislam akan seilalu 

dapat diiteirapkan dan tiidak teirkiikiis ruang dan waktu, ulama dari kalangan 

wasatii juga meineikankan bahwa peineirapan maslaḥah seibagaii sarana untuk 

meimpeingaruhii fatwa teirbatas pada seijauh mana diipeirlukan untuk 

peirliindungan maslaḥa (tuqaddiiru bii-qadriihā). Iimpleimeintasii kaiidah taqdiimul 

maslaḥa dalam hal iinii meirupakan ciirii khas darii posiisii umum dari peindeikatan 

wasatii, yang mana meitodologii wasatii iinii meiwakiilii jalan teingah antara 

peindeikatan yang teirlalu liiteiraliis dan kaku deingan peindeikatan yang teirlalu 

liibeiral.46  

Salah satu aspek penting dari modernitas yang ditekankan oleh kalangan 

wasaṭī adalah proses demokratisasi dalam masyarakat Muslim. Para ulama 

wasaṭī berargumen bahwa konsep syūrā (musyawarah), sebagaimana 

dikemukakan dalam Al-Qur’an dan sejumlah hadis, tidak sekadar 

mengarahkan umat Islam untuk hidup di bawah rezim yang terpilih dan 

transparan, tetapi juga menuntut penghormatan terhadap hak-hak asasi 

manusia. Oleh karena itu, segala bentuk tirani politik dianggap bertentangan 

dengan perintah Allah. Dalam konteks ini, mereka mengartikulasikan bahwa 

syūrā merupakan padanan konseptual Islam terhadap demokrasi Barat. 

Meski demikian, pendekatan wasaṭī secara hati-hati membedakan antara nilai-

nilai demokrasi Barat dengan prinsip-prinsip syūrā dalam Islam. Mereka 

mengakui bahwa dalam praktiknya, masyarakat Barat justru lebih berhasil 

                                                           
45 Al-Qaraḍāwī, Fiqh Al-Wasaṭiyya al-Islāmiyya Wal-Tajdīd Ma‘ālim 

waManārāt, (Cairo: Dār al-Shurūq, 2010), 92.  
46 Mark Sedgwick, “Applying Sharia in the West: Facts, Fears and the Future of 

Islamic Rules on Family Relations in the West, Edited by Maurits S. Berger,” Journal of 

Religion in Europe 9, no. 1 (2016): 95–96, https://doi.org/10.1163/18748929-00901006. 
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dalam mempertahankan nilai-nilai politik Islam seperti keadilan, partisipasi, 

dan akuntabilitas dibandingkan dengan sebagian besar negara mayoritas 

Muslim. Namun, pencapaian tersebut dianggap tidak sepenuhnya valid 

secara teologis karena dilakukan dalam kerangka sistem yang sekuler dan 

tidak berlandaskan ketuhanan. Akibatnya, nilai-nilai tersebut berpotensi 

mengalami distorsi dan korupsi moral. 47 

Dalam pandangan wasaṭī, sistem syūrā memiliki perbedaan fundamental 

dengan demokrasi liberal. Pertama, syūrā mencakup seluruh aspek 

kehidupan umat manusia, tidak terbatas hanya pada aspek politik. Kedua, 

sistem ini bersumber dari wahyu dan perintah ilahiah, sehingga tidak tunduk 

pada perubahan kehendak manusia atau fluktuasi kondisi sosial. Ketiga, dan 

yang paling penting, kewenangan lembaga legislatif dalam sistem syūrā 

dibatasi hanya pada persoalan-persoalan yang belum diatur oleh syariat 

melalui ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, pendekatan wasaṭī 

berusaha membangun model pemerintahan yang demokratis namun tetap 

berlandaskan nilai-nilai normatif Islam yang otoritatif. 

Pendekatan wasāṭī dalam konteks hubungan sosial dan politik 

menunjukkan fleksibilitas yang tinggi, termasuk dalam membangun aliansi 

dengan rezim-rezim yang tidak selalu merepresentasikan nilai-nilai 

keagamaan secara eksplisit. Para akademisi wasāṭī mampu menangani 

persoalan sosial-politik yang kompleks, termasuk dalam hal relasi antar-

komunitas, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan. Mereka 

juga menekankan pentingnya membina hubungan yang baik dengan 

komunitas non-Muslim, serta mengafirmasi kewajiban untuk 

memperlakukan kelompok minoritas secara setara dalam masyarakat 

mayoritas Muslim. Pemahaman ekstrem terhadap konsep al-walā’ wa al-barā’, 

yang sering dipahami sebagai loyalitas mutlak kepada Islam dan penolakan 

terhadap agama lain, ditolak oleh para cendekiawan wasāṭī karena dianggap 

tidak relevan dengan konteks pluralitas dewasa ini. Dalam melihat dunia 

Barat, pendekatan ini menghindari dikotomi antara Islam dan peradaban 

Barat, yang oleh sebagian kalangan dipandang sebagai entitas materialistik, 

hedonistik, dan tanpa nilai spiritual. Sebaliknya, para akademisi wasāṭī 

                                                           
47 Muḥammad b. Ṣāliḥ Al-‘Uthaymīn, “Benefiting from What the Kaafirs Have,” 

, Islam: Questions and Answers—Alliance and Amity, Disavowal and Enmity (blog), 

diakses 10 Desember 2024. 
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mendorong interaksi yang toleran, adil, dan penuh empati antara umat Islam 

dan masyarakat Barat, serta memandang dialog antaragama sebagai sarana 

penting untuk membangun saling pengertian, selama tidak mereduksi esensi 

ajaran Islam. Dengan demikian, benturan peradaban dapat dihindari melalui 

keterlibatan yang inklusif dan berbasis penghormatan antarkelompok.48 

Tokoh sentral dari kalangan ulama salafī yang banyak memberikan 

pengaruh adalah Muhammad bin 'Abd al-Wahhāb, yang dikenal sebagai 

penggagas utama kebangkitan kembali dakwah salafiyyah. Ia bukanlah 

pembawa ajaran baru, melainkan seorang yang berupaya menghidupkan 

kembali seruan untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad Ṣallallāhu ‘alayhi wa 

sallam dan para ulama salaf. Gagasan-gagasannya menjadi sumber inspirasi 

utama dalam mempertahankan kemurnian ajaran Islam. Salah satu tokoh 

penting lain dari kalangan salafī adalah Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn 

(1928–2001), seorang cendekiawan terkemuka yang berkomitmen menjaga 

orisinalitas metode ijtihad berdasarkan pemahaman para salaf al-ṣāliḥ. Beliau 

juga merupakan salah satu mufti berpengaruh di Arab Saudi yang banyak 

melahirkan fatwa melalui otoritas keagamaan tertinggi, yakni Dewan Ulama 

Senior (Hay’at Kibār al-‘Ulamā’), yang didirikan pada tahun 1971 dan 

memiliki tanggung jawab memberikan nasihat kepada raja dan pemerintah 

dalam urusan keagamaan. Lembaga ini memiliki badan pelaksana khusus, 

yaitu al-Lajnah al-Dā’imah li al-Buḥūth al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’, yang bertugas 

menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat seputar persoalan akidah, 

ibadah, dan mu‘āmalah.49  

Secara historis, salafiyyah merupakan kelanjutan dari warisan pemikiran 

para ulama klasik seperti Aḥmad bin Ḥanbal (w. 855), Taqī al-Dīn Ibn 

Taymiyyah (w. 1328), muridnya Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah (w. 1350), dan 

Muhammad bin ‘Abd al-Wahhāb. Para penganut salafiyyah meyakini bahwa 

mereka berkomitmen secara eksklusif terhadap ajaran Al-Qur’an dan hadis 

Nabi, sehingga mereka memposisikan diri sebagai perwakilan otentik dari 

keyakinan dan praktik Nabi Muhammad Ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam. Inti 

                                                           
48 Badawī, “Alāqat Al-Muslim Bi-Ghayr al-Muslim: Naẓarāt Fī Kitāb Allāh 

Ta‘ālā”, In Al-Majalla al-‘Ilmiyya Lil-Majlis al-’Ūrūbbī Lil-Iftā’ Wal-Buḥūth, 71, 2005, 

96. 
49 Muḥammad b. Ṣāliḥ Al-‘Uthaymīn “Celebrating Innovated Festivals,” Fataawa 

Al-Lajnah al-Daa’imah, 3/59 (blog), diakses 10 Desember 2024, 

https://islamqa.info/en/answers/10070/celebrating-innovated-festivals. 
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utama dari doktrin salafiyyah adalah tauḥīd (keesaan Allah) sebagai prinsip 

dasar Islam, disertai dengan penolakan terhadap segala bentuk syirik dan 

bid‘ah, serta kewajiban menjalin hubungan dengan sesama Muslim maupun 

non-Muslim berdasarkan prinsip al-walā’ wa al-barā’ (loyalitas dan 

disasosiasi).50 Dalam pendekatan hukum, salafiyyah mengedepankan metode 

literalistik yang sangat mengandalkan otoritas hadis Nabi dan membatasi 

dengan meskipun tidak sepenuhnya menolak, penyesuaian hukum Islam 

terhadap perubahan kondisi sosial. Sikap kehati-hatian terhadap modernitas 

tercermin dalam praktik ijtihad mereka. Meskipun para ulama salafī 

mendukung integrasi teknologi yang tidak bertentangan dengan prinsip 

Islam, kebutuhan akan kemajuan ilmu pengetahuan jarang ditemukan dalam 

tulisan-tulisan mereka, yang lebih menekankan pada pentingnya keimanan 

yang murni, tanpa syarat, serta ketaatan religius yang total. 

Adapun dalam hubungan antara kelompok salafī dan jihādī-salafī51, 

meskipun keduanya sepakat dalam sejumlah isu doktrinal, perbedaan 

mendasar muncul dari pendekatan terhadap perbedaan pendapat serta sikap 

mereka terhadap rezim Muslim yang tidak menerapkan hukum Allah. 

Kelompok jihādī-salafī cenderung mengedepankan pendekatan konfrontatif 

dan kekerasan, sedangkan arus utama salafiyyah yang diwakili oleh tokoh-

tokoh seperti Ibn Bāz, al-‘Uthaymīn, dan para pengikutnya menitikberatkan 

pada penegasan tauḥīd dan penolakan terhadap syirik. Dalam hal metodologi 

ijtihad, ulama salafī melanjutkan warisan intelektual dari Ibn Taymiyyah, Ibn 

al-Qayyim, dan secara khusus Muḥammad bin ‘Abd al-Wahhāb, yang 

berfokus pada penegakan tauḥīd dan pemberantasan syirik dalam segala 

bentuknya. Pendekatan ini dianggap sejalan dengan prinsip ajaran Islam yang 

                                                           
50 Muḥammad b. Ṣāliḥ Al-‘Uthaymīn, Doesn’t the Hadeeth ‘Do Not Initiate the 

Greeting with a Jew or a Christianʼ Put People off Islam? (London: MSA Publication 

Ltd, 2003), 45. 
51  Salafi jihadisme atau jihadis-Salafisme merupakan sebuah ideologi agama-

politik transnasional yang didasarkan pada kepercayaan pada jihadisme "fisik" dan 

Gerakan Salafi untuk kembali ke apa yang diyakini penganutnya sebagai Islam Sunni 

sejati. Lihat pada : https://www.defence.gov.au/sites/default/files/research-

publication/2016/Wimhurst_Nov16_%28updated%29.pdf  

https://www.defence.gov.au/sites/default/files/research-publication/2016/Wimhurst_Nov16_%28updated%29.pdf
https://www.defence.gov.au/sites/default/files/research-publication/2016/Wimhurst_Nov16_%28updated%29.pdf
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sejati serta mengadopsi metode penafsiran dan pendekatan dari para ulama 

salaf al-ṣāliḥ terdahulu.52 

Kalangan salafii meiyakiinii dan meineikankan bahwa tauḥīd adalah hakiikat 

Iislam. Iibnu Bāz meinjeilaskan seintraliitas tauḥīd seibagaii beiriikut: “Tauhiid 

adalah meingakuii keieisaan Allah dalam keipeimiiliikan-Nya, keindalii-Nya atas 

urusan, dan tiindakan-tiindakan-Nya. Hal iinii juga meimbeirii iisyarat keipada-Nya 

untuk beiriibadah dan meingeinalii-Nya dalam nama dan siifat-siifat-Nya. Hal iinii 

beirartii meinaatii peiriintah-peiriintah-Nya dan meineiriima hukum-hukum-Nya.” 

Hal iinii juga yang meinjadii dasar iideiologiis yang harus diimiiliikii dan diifahamii 

bagii seitiiap Musliim, dan tauhiid juga meirupakan iilmu ushulii, yang artiinya 

bahwa meirupakan iilmu yang harus diipeilajarii peirtama seibeilum meimpeirlajarii 

iilmu-iilmu yang laiinnya, kareina tauhiid meinjaga keisuciian hatii dan meiluruskan 

niiat saat meinjadii seigala beintuk riitual peiriibadatan. Dan adapun ‘Abdallah b. 

Ṣāliiḥ al-Fawzān (lahiir 1935), anggota Deiwan Ulama Seiniior Saudii dan 

Komiitei Teitap serta salah satu tokoh konteimporeir yang paliing produktiif 

pada aspeik teiologii dan ahlii hukum, meineiruskan darii apa yang teilah 

diipaparkan oleih Iibn al-Qayyiim, bahwa keiseiluruhan Al-Qur'an adalah 

teintang tauḥīd dan peinolakan keisyiiriikan, dan bahwa keiwajiiban dalam 

peimeinuhan peiriibadatan tiidak dapat diiteigakkan jiika masyarakat teirseibut 

beilum meingiimanii tauhiid. 53 

Salafiiyyah meineikankan pada keieisaan Allah seibagaii iintii Iislam bukanlah 

hal yang baru, kareina keisaksiian bahwa tiidak ada Tuhan seilaiin Allah adalah 

rukun iiman yang peirtama bagii seiluruh umat Iislam. Dalam cakupan fiikih 

miinoriitas yang teirjadii dii neigara Barat deingan peinduduk Musliim miinoriitas, 

dan dalam muamalah seiorang Musliim deingan kaum kafiir, adanya dalam bab 

tauhiid yaknii konseip wala' dan bara', yang mana dalam hal iinii kalangan 

salafiiyyah leibiih ceindeirung dan condong untuk meingambiil peindapat bahwa 

tiidak diiharuskan atau diiwajiibkan untuk dapat beirsosiialiisasii atau 

beirmuamalah deingan kaum kafiir, yang mana kaum kafiir meirupakan salah 

satu yang diibeincii Allah, diisampiing iitu beirmuamalah dengan meireika juga 
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dapat pada akhiirnya memaklumii atau meimbiiasakan deingan adat-adat atau 

keibiiasaan meireika yang diidalamnya teirdapat unsur-unsur keikufuran, yang 

mana hal iinii juga dapat meinceideiraii atau meingiikiis keiiimanan dan tauhiid 

seiorang Musliim keipada Allah, akan teitapii jiika diiposiisiikan dalam wiilayah 

deingan mayoriitas non-Musliim, maka bagii seiorang Musliim harus dapat 

meinyeisuaiikan deingan keiadaan atau siituasii yang beirlaku pada neigara 

teirseibut, kareina hal iinii beirsiifat dhoruriiy (darurat) kareina jiika tiidak diilakukan, 

akan meindapat keicaman darii sosiial bahkan meindapat reisiiko teirburuk darii 

otoriitas keineigaraan seiteimpat, hal iinii juga seijalan deingan wasathiiyyah yaknii 

fiiqh al waqii’ (fiikiih reialiitas), fiikiih yang meindapat peinyeisuaiain keimbalii darii 

kondiisii dan siituasii teimpat hiidup seiorang Musliim teirseibut, deingan teintunya 

fiikih iinii juga meinjadii fiikih turunan atau fiikih nawaziil darii fiikih mu’tamad 4 

mazhab.54   

Salafiyyah merupakan suatu mazhab pemikiran keislaman yang memiliki 

standar ideologis yang rigid, khususnya dalam aspek tauḥīd. Kelompok ini 

menekankan pentingnya evaluasi diri individu berdasarkan sejauh mana 

mereka mampu memenuhi standar teologis tersebut. Al-Qur’an dan hadis 

Nabi Ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam dipandang sebagai sumber utama dan 

komprehensif yang mampu menjawab seluruh permasalahan manusia. 

Tradisi-tradisi keagamaan dalam perspektif salafī berfungsi menyeimbangkan 

bimbingan Al-Qur’an dan diperlakukan sebagai sumber hukum yang 

independen dengan tingkat validitas yang setara. Oleh karena itu, metode 

istinbāṭ hukum dalam salafiyyah sangat bertumpu pada pemahaman literal 

terhadap Al-Qur’an dan hadis, sebagaimana dijelaskan dan diamalkan oleh 

generasi salaf al-ṣāliḥ. Dalam pandangan mereka, akal tidak boleh menjadi 

penentu dalam memahami wahyu, melainkan sekadar alat bantu dalam 

menafsirkan teks-teks suci.55  

Meski menerima kerangka dasar maṣlaḥah sebagai bagian dari maqāṣid 

al-syarī‘ah, yurisprudensi salafī menerapkannya dengan kehati-hatian yang 

tinggi dan dalam ruang lingkup yang sangat terbatas. Para ulama salafī 

mengakui bahwa hukum Islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat, 
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dan oleh karenanya, keputusan-keputusan hukum dapat mengalami 

penyesuaian sesuai konteks, asalkan tidak menyimpang dari nash syar‘i. 

Namun, berbeda dengan pendekatan wasaṭī yang lebih lentur, penerapan 

maṣlaḥah dalam tradisi salafī sangat dikendalikan. Ibn Taymiyyah, sebagai 

tokoh sentral dalam mazhab ini, tidaklah menghasilkan produk ijtihad 

mengenai teori maṣlaḥah secara sistematis, bahkan ia mengkritik pendekatan 

al-Ghazālī terhadap maṣlaḥah mursalah. Ia menekankan pentingnya 

keberadaan dalil tekstual dalam menetapkan hukum, serta berargumen 

bahwa ketidakjelasan suatu petunjuk syar‘i seharusnya tidak dijadikan dasar 

untuk menetapkan hukum baru, melainkan mencerminkan keterbatasan 

epistemologis mujtahid dalam menangkap maksud syar‘i. Kekhawatiran Ibn 

Taymiyyah adalah bahwa penggunaan maṣlaḥah mursalah yang tidak 

terkontrol akan membuka ruang legitimasi bagi inovasi-inovasi hukum yang 

tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ketuhanan dalam syarī‘ah Islam.56  

Yurisprudensi salafī kontemporer menunjukkan penerimaan yang lebih 

luas terhadap konsep maṣlaḥah, meskipun dalam praktiknya masih bersifat 

terbatas dan lebih restriktif dibandingkan dengan pendekatan yurisprudensi 

wasaṭī. Sebagaimana Ibn Taymiyyah yang tidak merumuskan teori maṣlaḥah 

secara sistematis, para akademisi salafī kontemporer cenderung mengadopsi 

prinsip tersebut secara pragmatis untuk merespons kebutuhan tertentu, 

seperti penangguhan larangan syar‘i dalam kondisi darurat. Namun, 

penggunaan maṣlaḥah ini dilakukan secara selektif dan hanya ketika terdapat 

urgensi yang tidak dapat dihindari, seperti kepentingan strategis negara atau 

keharusan individu mematuhi otoritas politik, khususnya dalam konteks 

negara dengan populasi Muslim minoritas. Dalam mengakomodasi dinamika 

hukum akibat perubahan ruang dan waktu, yurisprudensi salafī menegaskan 

pentingnya konsistensi terhadap prinsip syarī‘ah, serta menekankan tanggung 

jawab personal untuk tetap menjalankan kewajiban keagamaan. Bahkan, 

dalam situasi yang menghalangi pelaksanaan ibadah tertentu, tetap 

diberlakukan ketentuan seperti sanksi atau pengganti (kaffārah) sebagai 

bentuk komitmen terhadap hukum ilahiah. Pendekatan ini menjadi ciri khas 

fiqh al-aqalliyyāt versi salafī yang, meskipun terbuka terhadap konteks, tetap 
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menjaga otoritas teks dan warisan keilmuan salaf al-ṣāliḥ sebagai landasan 

normatif.57  

Salafiyyah secara konseptual menekankan kemurnian tauhid sebagai 

fondasi utama dalam keberagamaan. Prinsip ini dipandang sebagai elemen 

paling fundamental yang memengaruhi cara umat Islam berinteraksi dan 

memodifikasi praktik keagamaan mereka. Dalam wacana keislaman 

kontemporer, istilah fundamentalisme sering diterjemahkan ke dalam bahasa 

Arab sebagai uṣūlī, yang secara etimologis berarti "inti" atau "dasar-dasar" 

keimanan (ʿaqīdah). Istilah ini juga berfungsi sebagai adjektiva yang merujuk 

pada konsep uṣūl al-fiqh, yaitu metodologi atau sistem keilmuan yang 

mengarahkan proses penetapan hukum berdasarkan prinsip kehati-hatian 

dalam syari‘ah. Selain itu, istilah uṣūlī dapat pula merujuk pada uṣūl al-dīn 

(dasar-dasar iman), yang dalam konteks teologi Islam klasik mencerminkan 

pemikiran mandiri, argumentasi rasional, serta penggunaan nalar intelektual 

dalam menyusun prinsip-prinsip normatif Islam.58   

Baik dalam tradisi Salafisme reformis modern maupun Salafisme 

Wahhābī, terdapat seruan kembali kepada ajaran Islam yang autentik dan 

tidak tercampur dengan unsur luar. Salafisme reformis modern berupaya 

merevitalisasi semangat awal Islam melalui penafsiran ulang terhadap teks-

teks keagamaan dan biografi tokoh-tokoh terdahulu dengan menekankan 

pentingnya maqāṣid al-syarīʿah (tujuan-tujuan syariat). Pendekatan ini tidak 

hanya berfungsi sebagai pembacaan ulang terhadap ajaran Islam agar relevan 

dalam konteks modern, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun sistem 

sosial baru yang mampu melampaui warisan keterbelakangan dan nalar yang 

irasional dua hal yang menurut para akademisi reformis menjadi penghambat 

utama kemajuan peradaban Islam dalam menghadapi superioritas intelektual 

dan teknologi Barat. Meskipun model yurisprudensi Islam tradisional 

berbasis pada analogi (qiyās) dan preseden hukum, serta tidak secara eksplisit 

memasukkan maqāṣid sebagai sumber otoritatif yang berdiri sendiri, para 

cendekiawan klasik seperti al-Ghazālī, Imām al-Ḥaramayn al-Juwaynī, dan 
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terutama Abū Isḥāq al-Shāṭibī telah meletakkan dasar-dasar epistemologis 

bagi integrasi maqāṣid dalam kerangka ijtihād kontemporer. Pemikiran 

mereka telah direaktualisasi dalam konteks rekonstruksi pemikiran Salafi 

oleh para intelektual modern.59 Berikut penulis juga telah merangkum titik 

temu dan pembeda antara corak ijtihad Ibn al-‘Uthaymīn dan Yūsuf al-

Qarḍāwī, sebagai berikut: 

 

Tabel Titik Temu dan Pembeda antara Corak Ijtihad  

Ibn al-‘Uthaymīn dan Yūsuf al-Qaraḍāwī  

No Aspek  Titik Temu Pembeda 

1 
Prinsip 

Dasar 

Sama-sama 

berlandaskan Al-Qur'an 

dan Sunnah 

Ibn al-‘Uthaymīn: Tekstual, 

tegas; Al-Qaraḍāwī: 

Kontekstual dan fleksibel 

2 
Pendekatan 

Fatwa 

Mengutamakan maslahat 

umat 

Ibn al-‘Uthaymīn: Kehati-

hatian (Iḥtiyāṭ); Al-

Qaraḍāwī: Kemudahan 

(Taysīr) 

3 

Keputusan 

dalam 

Fatwa 

Berdasarkan 

pemahaman mendalam 

atas hukum 

Ibn al-‘Uthaymīn: 

Konservatif; Al-Qaraḍāwī: 

Inklusif dan adaptif 

Untuk memahami konstruksi hukum keluarga Islam bagi Muslim 

minoritas, buku ini menerapkan kerangka analisis strukturalisme-konstruktif 

Bourdieu dengan fokus pada konsep field (medan sosial) dan habitus 

(disposisi) yang membentuk metodologi ijtihad kedua ulama. Berikut tabel 

mengoperasionalisasikan konsep-konsep Bourdieu dalam konteks konkret 

pembahasan, menunjukkan bagaimana field akademik dan sosial yang 

berbeda telah membentuk habitus distinktif Ibn al-'Uthaymīn dan al-

Qaraḍāwī. Ibn al-'Uthaymīn beroperasi dalam field konservatif Arab Saudi 

dengan hierarki ulama resmi dan institusi salafi, sementara al-Qaraḍāwī 

berada dalam field progresif global dengan jaringan intelektual Al-Azhar dan 

komunitas Muslim diaspora. Perbedaan field ini menghasilkan habitus yang 
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kontras: disposisi tekstualis dengan kontekstualis, orientasi purifikasi dengan 

adaptasi, serta strategi dominasi yang berbeda dalam memperjuangkan 

otoritas interpretasi syariat. Analisis ini mengungkap bahwa metodologi 

ijtihad bukan sekadar pilihan intelektual individual, melainkan produk dari 

struktur sosial yang kompleks dan internalisasi pengalaman dalam field 

tertentu. 

2. Harmonisasi dalam Pengembangan Hukum Islam Melalui 

Integrasi Metodologi Kalangan Ulama’ Tekstualis dan 

Kontekstualis.  

Wasatiyyah dan Salafiyyah merupakan dua pendekatan ideologis dalam 

diskursus keislaman kontemporer yang sama-sama berangkat dari asumsi 

mendasar mengenai krisis umat Islam dalam menghadapi tantangan zaman 

modern, baik secara internal seperti dekadensi spiritual dan melemahnya 

otoritas keagamaan, maupun secara eksternal berupa penetrasi nilai-nilai 

sekuler dan dominasi peradaban Barat. Keduanya bersepakat bahwa umat 

Islam telah menjauh dari risalah profetik yang dibawa oleh Rasulullah 

Muḥammad Ṣallallāhu ‘Alayhi wa Sallam, sehingga diperlukan rekonstruksi 

Islam sebagai sebuah sistem yang komprehensif dan integral, yang mencakup 

seluruh aspek kehidupan. Dalam rangka melakukan reformasi tersebut, 

Salafiyyah menekankan perlunya kembali secara ketat kepada al-Qur’an, 

hadis Nabi, serta teladan generasi awal umat Islam (al-salaf al-ṣāliḥ) sebagai 

satu-satunya rujukan otoritatif. Di sisi lain, meskipun memiliki titik tolak 

serupa, wasatiyyah menawarkan pendekatan yang lebih moderat dan 

kontekstual, dengan mengakomodasi perkembangan sosial dan intelektual 

umat Islam, serta mendorong reinterpretasi nilai-nilai Islam dalam kerangka 

maqāṣid al-sharī‘ah guna menjawab tantangan kehidupan modern.60  

Kaum Salafiyyah menekankan pentingnya pelestarian ajaran yang telah 

diwariskan oleh al-salaf al-ṣāliḥ secara murni dan otentik, tanpa banyak 

membuka ruang bagi inovasi hukum yang kontekstual. Sebaliknya, 

pendekatan wasatiyya justru menekankan pentingnya integrasi antara warisan 

keilmuan salaf dengan kebutuhan tajdīd hukum, yaitu pembaruan ijtihad yang 

disesuaikan dengan perubahan zaman, tempat, dan kondisi sosiokultural 

seorang mukallaf. Dalam hal ini, pendekatan wasatiyya mendorong para 

ulama untuk secara aktif memperbarui pemikiran hukum, khususnya dalam 
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aspek politik yang relevan dengan realitas kaum Muslim minoritas di Barat. 

Di sisi lain, pendekatan salafiyyah menekankan kepatuhan terhadap otoritas 

politik sebagai kewajiban keagamaan, serta menyerukan dengan tegas agar 

para ulama tidak terlibat dalam aktivitas politik. Perbedaan teoritis ini tidak 

hanya berakar pada warisan intelektual yang membentuk pendidikan para 

fuqahā, tetapi juga merefleksikan kecenderungan personal terhadap 

fleksibilitas atau kekakuan dalam beragama, serta antara aktivisme dan 

pasifisme dalam merespons realitas sosial-politik.61  

Wasatiyyah dan Salafiyyah memiliki perbedaan mendasar dalam aspek 

ideologi dan metodologi, namun perbedaan ini tidak menafikan kontribusi 

signifikan keduanya dalam perkembangan Islam, khususnya di dunia Barat. 

Perbedaan ini seyogianya dipahami sebagai bagian dari sunnatullah, yang 

memberikan ruang bagi seorang mukallaf untuk memilih pendekatan hukum 

yang dianggap paling sesuai, apakah melalui paradigma wasatiyya yang bersifat 

kontekstual atau salafiyyah yang lebih normatif. Dalam praktiknya, 

pendekatan salafiyyah cenderung lebih terasosiasi dengan tradisi keilmuan 

dan otoritas ulama di Arab Saudi, serta menekankan standar hukum yang 

ketat dan baku. Sementara itu, pendekatan wasatiyyah bersifat lebih empiris 

dan adaptif, membuka ruang ijtihad yang mempertimbangkan realitas sosial-

kultural kontemporer. Oleh karena itu, perbedaan antara keduanya tidak 

semestinya dijadikan dasar untuk saling menegasikan, melainkan justru dapat 

menjadi fondasi untuk membangun harmonisasi pemikiran. Hal ini sekaligus 

menunjukkan keluasan agama Islam dan kedalaman ijtihad para ulama, baik 

dari kalangan salaf maupun khalaf.62 

Wasatiyyah bukanlah entitas politik ataupun gerakan sosial dalam 

pengertian institusional, melainkan sebuah pendekatan terhadap hukum 

Islam yang lebih luas serta mencerminkan seruan untuk melakukan reformasi 

terhadap struktur sosial umat Islam secara komprehensif. Pendekatan ini 

dipelopori, disistematisasi, dilembagakan, dan dipopulerkan oleh Yūsuf al-

Qaraḍāwī (lahir 1926), seorang cendekiawan asal Mesir, alumni Universitas 
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al-Azhar. Gagasan wasatiyyah yang ia kembangkan merupakan hasil 

konstruksi epistemologis para ulama dan intelektual Muslim kontemporer 

lainnya, termasuk tokoh yang menjadi sumber inspirasinya, Muḥammad al-

Ghazālī (1917–1996). Ditinjau dari perspektif historis, wasatiyyah dapat 

dipandang sebagai kelanjutan dari aliran modernisme-apologetik yang 

dipelopori oleh Jamāl al-Dīn al-Afghānī (1839–1897), Muḥammad 'Abduh 

(1849–1905), dan Muḥammad Rashīd Riḍā (1865–1935), khususnya dalam 

upaya memberikan kontekstualisasi ajaran Islam terhadap konsep dan 

institusi modern serta mengupayakan integrasi keduanya secara selektif dan 

terukur dalam masyarakat Muslim. Pendekatan ini juga dilandasi oleh 

keyakinan kuat bahwa kebangkitan Islam merupakan solusi ideal atas 

problematika kemanusiaan dalam era modern. Dengan demikian, gagasan 

wasatiyyah secara inheren merupakan kelanjutan dari proyek pembaruan 

Islam yang juga diusung oleh Ḥasan al-Bannā sebagai salah satu perumus ide 

strategis dalam pembentukan identitas keislaman kontemporer.63  

Peindeikatan wasatiiyyah juga meinyeirukan teintang peinyeisuaiian hukum 

agama teirhadap peirubahan zaman dan keiadaan seideimiikiian rupa seihiingga 

meimbuat keihiidupan umat Iislam leibiih mudah dan Iislam leibiih meinariik. 

Beibeirapa keiunggulan yang meinjadii kaiidah dalam peindeikatan wasatiiyyah iinii 

iialah al-taysīr fī al-fatwā wal-tabshiir fī al-da’wa yaknii meinawarkan konseip 

keimudahan dalam meineintukan hukum dan tiidak meimbeiratkan mukallaf dan 

beirdakwah deingan leimbut dan meimbeirii kabar geimbiira bagii seitiiap Musliim 

yang meindeingarnya, yang diiharapkan bahwa fatwa teirseibut dapat 

meimudahkan seiorang untuk beiriibadah keipada Allah. Peineirapan tujuan iinii 

meineikankan supreimasii Al-Qur'an diibandiingkan seimua sumbeir laiin dan 

peirlunya peimbacaan konteikstual atas ayat Al Qur’an dan koreilasiinya 

teirhadap reialiita yang teirjadii pada konteks masyarakat Muslim minoritas. 

Dalam kerangka ini, pendekatan wasatiyyah mendukung empat posisi 

strategis sebagai prasyarat fundamental bagi kebangkitan peradaban Islam, 

yaitu: pertama, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai 

sarana transformasi sosial; kedua, perluasan peran perempuan di ruang 

publik sebagai bentuk keadilan sosial dan pengakuan atas hak-hak sipil; 

ketiga, demokratisasi struktur masyarakat Muslim guna mendorong 
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partisipasi yang inklusif dan bertanggung jawab; dan keempat, keterbukaan 

terhadap kontribusi konstruktif dari peradaban lain dalam batas-batas yang 

tetap berlandaskan pada hukum Islam, norma-norma keislaman, serta 

prioritas umat Muslim. Dengan demikian, wasatiyyah berperan sebagai jalan 

tengah (wasaṭī) yang mempertemukan nilai-nilai autentik Islam dengan 

tuntutan zaman kontemporer.64  

Penggambaran wasatiyyah sebagai bentuk lain dari salafiyyah pada 

dasarnya memiliki signifikansi penting dalam upaya memperoleh legitimasi 

epistemologis. Kemajuan dan superioritas intelektual dari para pemikir 

modernis berakar pada kontribusi akademikus Barat seperti Henri Lauzière, 

yang merupakan salah satu tokoh pertama yang mengaitkan pendekatan 

Jamāl al-Dīn al-Afghānī dan Muḥammad ‘Abduh dengan istilah salafiyyah. 

Warisan ini kemudian dilanjutkan oleh Ḥasan al-Bannā yang secara eksplisit 

mengasosiasikan gerakan modernisnya dengan jejak salaf al-ṣāliḥ, serta 

secara tegas mengidentifikasikan pendekatannya sebagai salafi. Dalam 

konteks ini, Yūsuf al-Qaraḍāwī juga menempuh jalur legitimasi yang serupa 

dengan menekankan pada aspek otentikasi (authentification) keilmuan dan 

keagamaan. Di sisi lain, pendekatan wasatiyyah menawarkan dua orientasi 

ideologis utama, yakni taysīr (kemudahan) dalam fatwa dan tabshīr 

(penyebaran Islam dengan cara-cara yang menyenangkan dan 

menggembirakan). Kedua prinsip ini kemudian menjadi slogan khas yang, 

sejak akhir 1990-an, mencerminkan esensi yurisprudensi wasatiyyah 

sebagaimana disistematisasi oleh al-Qaraḍāwī dalam rumusannya: al-taysīr fī 

al-fatwā wa al-tabshīr fī al-da‘wah.65 

Konsep taysīr (kemudahan) dalam tulisan-tulisan Yūsuf al-Qaraḍāwī 

merupakan elemen sentral dalam pendekatan yurisprudensinya, yang secara 

khusus dikaitkan dengan prinsip al-amr bi al-ma‘rūf wa al-nahy ‘an al-munkar 

(menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Gagasan ini 

kemudian dikembangkan dan diklasifikasikan secara sistematis dalam 

sejumlah karya beliau, dan menjadi bagian integral dari metode pendekatan 

hukum Islam kontemporer. Pendekatan tersebut tidak semata-mata muncul 

sebagai respons terhadap tekanan atau tantangan zaman modern, ataupun 
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sebagai bentuk adaptasi terhadap semangat zaman (rūḥ al-‘aṣr), melainkan 

didasarkan pada keyakinan teologis bahwa kemudahan merupakan salah satu 

karakter dasar agama Islam itu sendiri.66 Dalam pandangan al-Qaraḍāwī, 

Islam adalah agama yang secara prinsipil lebih mengedepankan kemudahan 

daripada kesulitan, serta penyampaian ajaran yang bersifat menyenangkan 

dan bertahap (tabshīr), bukan yang memunculkan permusuhan dan 

penolakan (tanfīr). Oleh karena itu, taysīr bukanlah sekadar strategi sosial, 

melainkan suatu kewajiban agama yang bersumber dari maqāṣid al-syarī‘ah, 

yaitu menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Pendekatan ini 

merefleksikan dimensi etik dan pedagogis dalam dakwah Islam, yang 

mengutamakan pendekatan persuasif dan solutif dalam menghadapi realitas 

sosial yang kompleks. 

Al-Qaraḍāwī merujuk pada pendapat Ibn Taymiyyah yang diikuti oleh 

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, dengan menekankan bahwa Syaikh al-Islām 

memberikan kelonggaran kepada sekelompok orang Mongol yang 

mengonsumsi minuman beralkohol, meskipun Allah mengharamkan 

minuman keras karena dampaknya yang merugikan, seperti mengganggu 

dzikir atau melupakan nama Allah dan doa. Namun, dalam konteks orang 

Mongol tersebut, minuman keras tidak menyebabkan mereka menumpahkan 

darah atau melakukan hal yang batil. Meskipun tidak dijelaskan secara 

eksplisit, tindakan Ibn Taymiyyah ini mencerminkan penerapan prinsip fiqh 

al-muwāzanāt, yaitu dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang dialami 

oleh orang Mongol yang memeluk agama Islam. Hal ini juga menunjukkan 

bahwa kedua pendekatan, baik salafiyyah maupun wasatiyyah, saling 

terhubung dan saling melengkapi, serta memberi kebebasan bagi setiap 

mukallaf untuk memilih pendekatan yang relevan dengan kondisi mereka, 

dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan ibadah. Dengan demikian, 

kedua pendekatan ini menciptakan harmoni yang mendalam, yang 

memungkinkan integrasi antara prinsip-prinsip Islam dengan kenyataan 

sosial yang dihadapi umat Islam.67 

Penerapan konsep taysīr (kemudahan) sangat penting, terutama di 

zaman modern yang penuh dengan tantangan ini. Al-Qaraḍāwī berpendapat 
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bahwa di era yang penuh kerusakan ini, penerapan taysīr menjadi suatu 

kebutuhan, mengingat iman masyarakat yang semakin menurun. Selain itu, 

konsep tabshīr fī al-da‘wah (penyebaran dakwah) menekankan pentingnya 

menyampaikan wahyu Allah melalui cara-cara yang mempermudah dan 

bertahap, dengan memperhatikan kondisi umat Islam yang kurang konsisten 

dalam menjalankan syariat Allah atau yang masih dalam tahap belajar agama. 

Tabshīr harus disampaikan dengan penuh kasih sayang, bukan dengan 

ancaman, untuk mengajarkan umat mengenai rahmat Allah, bukan 

hukuman-Nya. Hal ini memungkinkan mereka untuk memahami hukum-

hukum-Nya secara bertahap dan, pada akhirnya, membawa mereka lebih 

dekat kepada Pencipta. Menurut al-Qaraḍāwī, umat Islam yang terlibat 

dalam penerapan taysīr dan tabshīr akan menempuh ṣirāṭ al-mustaqīm, jalan 

lurus Allah yang memberi kenikmatan kepada orang-orang yang mengikuti 

petunjuk-Nya.68 

Al-Qaraḍāwī merupakan seorang ulama yang dikenal dengan 

pendekatan kontekstual dan progresif dalam mendefinisikan wasatiyyah 

sebagai keseimbangan antara dua kutub yang bertentangan, dengan 

mengambil posisi tengah di antara kedua ekstrem tersebut. Berdasarkan 

definisi ini, Uriya Shavit menggambarkan wasatiyyah sebagai "jalan tengah 

yang harmonis." Namun, implementasi metodologi wasatiyyah ini 

menunjukkan bahwa dalam kenyataannya, posisi-posisi tersebut tidak selalu 

menghasilkan keselarasan antara dua pandangan yang bertentangan. Untuk 

lebih menggambarkan dirinya sebagai jalan tengah yang ideal, wasatiyyah 

menekankan pada cara yang radikal untuk menyatukan kedua kutub tersebut. 

Dalam hal ini, harmoni tercipta dengan menggabungkan metodologi dan 

kebijakan yang telah dibentuk oleh para ulama tradisionalis tekstualis, seperti 

salafi, dengan kebijakan zaman modern melalui pembaharuan metodologi 

ijtihad, yaitu wasatiyyah.69  

Pendekatan salafi terhadap yurisprudensi minoritas Muslim memiliki 

kesamaan dengan pendekatan yurisprudensi yang diterapkan oleh kelompok 

minoritas Muslim wasatiyyah dalam beberapa aspek penting. Kaum salafi, 
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seperti halnya wasatiyyah, berpendapat bahwa tinggal di negara-negara non-

Muslim diperbolehkan bagi individu Muslim yang mampu mempraktikkan 

ajaran Islam secara baik dan menekankan dakwah sebagai sarana untuk 

migrasi. Berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nisa’ ayat 97 dan hadis yang 

menyatakan penolakan Nabi terhadap umat Islam yang tinggal di tengah 

masyarakat musyrik, kaum salafi berpendapat bahwa umat Islam seharusnya 

tinggal di dalam dār al-Islām. Mereka menganggap tinggal di negara-negara 

kafir sebagai hal yang berisiko tinggi dan tidak diinginkan, meskipun dalam 

kondisi tertentu hal ini dapat ditoleransi. Pada akhirnya, mereka meyakini 

bahwa seorang Muslim hanya diperbolehkan tinggal di negara non-Muslim 

jika memiliki iman yang kuat. Berbeda dengan pandangan wasatiyyah, kaum 

salafi juga tidak percaya bahwa kelompok minoritas Muslim berhak atas 

konsesi tertentu berdasarkan kesulitan unik yang mereka hadapi, atau 

kewajiban mereka untuk melakukan dakwah. Oleh karena itu, prinsip taysīr 

(kemudahan) menjadi dasar dari Wasatiyyah Fiqh al-Aqalliyyāt al-Muslimah, 

dengan implikasi praktis yang relevan bagi kehidupan umat Islam di 

masyarakat non-Muslim.70  

Toleransi yang tidak diberikan atau kelonggaran yang tidak 

diperbolehkan dalam pendekatan salafi terkait dengan umat Islam yang 

tinggal di negara-negara non-Muslim berkaitan dengan pandangan mazhab 

Ḥanbali, yang kemudian diperluas untuk menyoroti dakwah sebagai potensi 

legitimasi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mazhab Ḥanbali 

mengambil posisi jalan tengah di antara dua pandangan, sementara mazhab 

Maliki melarang tinggal di wilayah non-Muslim. Di sisi lain, mazhab Syafi'i 

cenderung memberikan legitimasi dan bahkan mendorong tempat tinggal 

yang dapat meningkatkan dakwah. Ḥanbali berargumen bahwa jika umat 

Islam mampu menjalankan ajaran Islam di wilayah non-Muslim, maka 

mereka diperbolehkan untuk tetap tinggal, meskipun disarankan untuk 

akhirnya pindah ke wilayah Muslim. Oleh karena itu, dalam pandangan salafi, 

tinggal di bawah kekuasaan orang kafir diperbolehkan dengan syarat bahwa 
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Muslim dapat menjalankan agamanya dengan baik dan menunjukkan 

permusuhan terhadap non-Muslim, atau mengingkari mereka.71 

Pandangan salafi mengenai yurisprudensi minoritas Muslim membahas 

dua situasi utama: kunjungan sementara ke wilayah non-Muslim dan tempat 

tinggal permanen. Di kalangan salafi, kunjungan semacam itu pada 

umumnya dilarang, meskipun terdapat pengecualian tertentu. Sebagai 

contoh, pendapat Bin Bāz menyatakan bahwa bepergian ke Eropa untuk 

tujuan liburan tidak diperbolehkan, karena dikhawatirkan akan terjadi 

kemaksiatan dan pengaruh kekufuran yang lebih nyata. Pandangan ini 

didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Ṣallallāhu ‘Alayhi wa Sallam yang 

menentang umat Islam yang hidup di tengah kaum musyrik. Ibnu ‘Utsaimīn 

juga menegaskan bahwa bepergian ke negara-negara non-Muslim untuk 

tujuan wisata tidak diperbolehkan, mengingat banyaknya pilihan wisata di 

negara-negara Muslim. Namun, untuk tinggal di negara-negara non-Muslim, 

terdapat perbedaan pendapat, khususnya untuk tujuan studi akademik, yang 

dianggap lebih bervariasi dan terkadang dapat diterima.72  

Di kalangan salafi, terdapat kecenderungan untuk tidak menganjurkan 

belajar di lembaga-lembaga Barat, meskipun hal ini diperbolehkan jika tidak 

ada lembaga Muslim yang menawarkan program setara dan jika keimanan 

seseorang cukup kuat untuk menghindari pengaruh pemikiran Barat. Ibnu 

Bāz juga berpendapat bahwa perjalanan ke negara non-Muslim untuk tujuan 

perdagangan atau kunjungan pribadi tidak diperbolehkan. Di sisi lain, 'Abd 

al-Rāziq 'Afīfī berpendapat bahwa seorang Muslim yang dapat bekerja di 

negara Muslim tidak diperbolehkan tinggal di negara non-Muslim untuk 

tujuan pekerjaan. Namun, jika seorang Muslim tidak dapat menemukan 

pekerjaan di negara Muslim, maka diperbolehkan tinggal di negara non-

Muslim, asalkan ia mampu menjaga agamanya dan menghindari pengaruh 

negatif dari orang-orang kafir. Dalam hal ini, kebutuhan untuk mencukupi 

nafkah keluarga dianggap sebagai maslaḥah yang membenarkan tindakan 

yang pada dasarnya dilarang. Kasus di mana tinggal di negara non-Muslim 
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tidak hanya sah secara kondisional tetapi juga dianjurkan adalah jika terdapat 

aktivitas di kalangan minoritas Muslim, terutama dalam konteks hukum 

keluarga yang relevan, di mana setiap Muslim akan merasakan dampaknya 

seiring waktu.73  

Pandangan salafi terhadap umat Islam yang tinggal di negara-negara 

non-Muslim cenderung tidak memberikan kompromi, meskipun membuka 

kemungkinan interpretasi yang sah mengenai tempat tinggal permanen. Di 

kalangan salafi, terdapat pandangan bahwa secara umum, seorang Muslim 

tidak diperbolehkan tinggal di masyarakat kafir. Namun, terdapat dua 

pengecualian: pertama, jika seseorang tidak dapat tinggal lagi di negara 

Muslim karena berbagai alasan, atau kedua, jika seseorang aktif dalam 

dakwah. Meskipun tujuan ini terlihat jelas dan penuh kehati-hatian, kaum 

salafi tetap berhati-hati dalam menentukan batasan yang sah untuk tinggal di 

antara masyarakat mayoritas kafir. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan 

bahwa upaya dakwah dan pilihan untuk tinggal di negara non-Muslim tetap 

sah secara agama. Pandangan ini bertujuan untuk mendorong kelompok 

minoritas Muslim agar menyadari status agama mereka dan pada akhirnya 

memperkuat ketaatan mereka serta antusiasme dalam berpartisipasi dalam 

dakwah.74  

Sebagai contoh, dalam salah satu fatwa, Bin Bāz menanggapi pertanyaan 

seorang Muslim Lebanon berusia 75 tahun yang menikah dengan non-

Muslim dan tinggal di Brasil. Kedua putranya telah meninggalkan Islam, dan 

ia khawatir bahwa setelah kematiannya, ia tidak akan diterima dalam 

pemakaman Islam. Berdasarkan fatwa Lajnah Daimah yang dipimpin oleh al-

Bāz, ia disarankan untuk pindah ke negara Muslim, tetapi jika ia tidak 

mampu melakukannya, ia masih berhak untuk dimakamkan secara Islam, 

asalkan ia tetap menjalankan agamanya dengan baik.75 

Meskipun terdapat perbedaan pendapat dan pendekatan antara salafi 

dan wasatiyyah, keduanya sepakat bahwa minoritas Muslim berhak 

mendapatkan fasilitasi terkait dengan kesulitan unik yang mereka hadapi. 

Posisi ini berakar dari konsep dasar dalam pemikiran salafi yang menekankan 
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bahwa hukum-hukum Allah bersifat universal dan harus ditafsirkan serta 

diterapkan secara harfiah. Bagi kaum salafi, kepatuhan yang ketat terhadap 

hukum-hukum tersebut merupakan esensi dari ajaran Islam. Dalam 

pandangan mereka, tantangan yang dihadapi oleh kelompok minoritas 

Muslim justru merupakan peluang untuk menunjukkan keimanan dan 

penghambaan yang kuat. Sudut pandang ini mengabaikan kebutuhan akan 

metodologi khusus bagi minoritas Muslim. Di sisi lain, pendekatan 

wasatiyyah yang lebih menekankan pada maslahat (kebaikan bersama) 

berfokus pada upaya mempermudah dan meringankan beban taklif ( 

kewajiban agama) yang diemban oleh mukallaf. Meskipun demikian, kaum 

salafi tetap memberikan jalan keluar bagi Muslim yang tinggal di negara Barat 

dengan mengeluarkan fatwa-fatwa terkait fiqh al-aqalliyyāt al-Muslimah.76  

Contoh lainnya, pada tahun 1978, Dewan Ulama Senior Saudi 

mengeluarkan fatwa yang menyikapi puasa Ramadan di negara-negara 

dengan malam yang sangat panjang, seperti di wilayah Eropa. Dewan 

tersebut menegaskan bahwa, meskipun ada pengecualian untuk alasan medis, 

aturan puasa harus diterapkan di negara-negara yang memiliki waktu 

matahari terbenam yang sangat larut, dengan alasan bahwa "syariat Islam 

bersifat universal untuk semua orang di semua negara." Keputusan ini 

sejalan dengan fatwa dari Dār al-Iftā’ Mesir yang mengizinkan umat Islam di 

Norwegia dan negara-negara lain dengan hari panjang untuk berpuasa 

dengan durasi jam yang sama seperti penduduk Mekkah dan Madinah.77 

Peindeikatan salafii leibiih meineikankan keipatuhan dan keitaatan seicara utuh 

teirhadap syarii’at Allah, dan dalam hal iinii peindeikatan salafii teirhadap hukum 

Iislam yang iimpleimeintasiinya teirhadap Musliim miinoriitas leibiih ceindeirung 

keipada peindeikatan umum yang beirsiifat liiteiraliis seirta tiidak keinal kompromii 

keitiika meimpeirtiimbangkan keisuliitan iindiiviidu teirutama dalam biidang sosiial 

dan kultur yang ada pada neigara Barat, seilaiin iitu salafi juga meineirapkan 

maslaḥa dan meingakomodasii keiputusan-keiputusan dalam beibeirapa hal 

keitiika hubungan antara iindiiviidu dan neigara, seicara deitaiil dan teirpeiriincii.78  
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Iijtiihad iinii yang meinjadii dasar darii keidua peindeikatan teirseibut yaknii 

wasatii dan salafii yang beirtujuan untuk meimbeiriikan solusii keipada keilompok 

miinoriitas yang meingakomodasii keisuliitan uniik yang meireika hadapii dan 

meimeinuhii tujuan syarii’at tanpa meileiwatii batasan yang diiteitapkan oleih 

peimeiriintah. Iinii meirupakan urgeinsii maqasiid syarii’ah, seipeirtii yang teilah 

diijeilaskan oleih al-‘Alwānī, al-Qaraḍāwī, dan al-Najjār seibagaii beiriikut: 

pertama, iijtiihad baru atau peimbaharuan hukum sangat peirlu diiakomodiir 

oleih keilompok miinoriitas Musliim, hal iinii diipeirlukan kareina teirdapat banyak 

keibiingungan meingeinaii apa yang diipeirboleihkan dan apa yang tiidak 

diipeirboleihkan bagii meireika, seirta meingeinaii konseip dasar yang 

meindeifiiniisiikan keibeiradaan miinoriitas dan hubungan meireika deingan 

masyarakat mayoriitas. Kedua, tantangan-tantangan yang diihadapii oleih 

keilompok miinoriitas Musliim sangat beirat dan, oleih kareina iitu, meirupakan 

keibutuhan umum yang beirsiifat konteimporeir fiikiih untuk iijtiihad adalah hal 

yang leibiih meindeisak. Ketiga, walaupun siituasii umat Iislam yang hiidup 

seibagaii miinoriitas bukanlah hal yang baru, hukum agama miinoriitas Musliim 

seilalu teitap diiupayakan peimbaharuan hukum agar hukum Iislam seilalu 

reileivan  dalam seitiiap teimpat dan waktu.79  

Dalam meimbangun keirangka keirja untuk iijtiihad meingeinaii fiiqh al-

aqalliiyāt al-Musliimah, wasaṭī meineigaskan keimbalii bahwa peindeikatan yang 

luas teirhadap maslaḥa adalah sarana yang sangat diipeirlukan untuk 

meimbeiriikan fleiksiibiiliitas yang diiiingiinkan oleih peindeikatan agama pada 

hukum agama. Teiks formatiif Al-Qaraḍāwī dan al-'Alwānī teintang miinoriitas 

Musliim meinyarankan peirluasan maslaḥa dalam konteiks yuriisprudeinsii 

keilompok miinoriitas Musliim. Al-Qaraḍāwī juga meineigaskan bahwa syariiah 

beirsiifat pragmatiis diibandiingkan iideialiis dan meineigaskan bahwa baiik 

keibutuhan masyarakat maupun keibutuhan iindiiviidu yang pada akhiirnya  Al-

'Alwānī meinyarankan untuk meinambahkan tujuan baru kei dalam maqāṣiid al-

syarī‘a.80 
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Maslaḥah seibagaii cara untuk meimpeingaruhii hukum agama miinoriitas 

Musliim deingan cara untuk meingujii eifeiktiiviitas darii fatwa yang teilah teirlahiir 

darii 2 peindeikatan yang beirbeida yaknii salafiiyyah dan wasathiiyyah, dan seiiiriing 

deingan peindeikatan yang luas darii salafii dan wasati,i maslaḥah lah yang 

meinjadii poiin piilarnya dalam meineintukan rukshoh (keiriinganan) atau deingan 

meingkompromiikan darii yang teirtuliis dalam nash (teikstualiis) yang teirtuang 

dalam peineirapan hukum syara’ deingan meiniinjau ulang iillah hukum yang 

teirjadii dalam diirii mukallaf dan teintunya deingan meiniimbang kondiisii dan 

siituasii yang diialamii oleih mukallaf, tujuan utamanya iialah untuk 

meimbeibaskan umat Iislam darii ḥaraj (keisuliitan) dan meiniingkatkan poteinsii 

peirpiindahan agama non-Musliim meinjadii musliim deingan peindeikatan 

dakwah seicara leimbut yaknii tabshiir.  

Meingeinaii teintang yuriisprudeinsii miinoriitas Musliim, al-Qaraḍāwī 

meinguraiikan syariiah seibagaii seibuah ladang luas yang biila diijeilajahii seicara 

meindalam akan meingungkap harta teirpeindam darii turunan produk hukum 

yang teirciipta darii ulama’ salaf yang diiwariiskan keipada ulama salaf yang 

deingan tujuan akhiir iialah dapat meinyeileisaiikan keisuliitan-keisuliitan masa kiinii 

yang seimakiin beirsiifat kompleiks.81 Para mujtahiid mazhab dan muftii 

meimbeiriikan beirbagaii produk hukum darii seigala peindeikatan aspeik untuk 

meimudahkan keihiidupan sorang musliim pada neigara Barat. Salah satu 

contohnya iialah Maliikii beirpeindapat bahwa anjiing tiidaklah najiis; diia peircaya 

bahwa beirdasarkan reialiita yang teirjadii neigara Barat bahwa dalam kasus umat 

Iislam yang tiinggal dii Barat kareina heiwan peiliiharaan meirupakan hal yang 

lumrah diisana. Al-Najjār meimahamii masalah iinii deingan cara yang sama, 

meineikankan bahwa beibeirapa keiputusan hukum seibeilumnya yang diianggap 

tiidak seisuaii mungkiin teirbuktii dapat diiteirapkan dalam siituasii konteimporeir 

keitiika diiseisuaiikan deingan siituasii atau kondiisii saat iinii. Deiwan Fatwa dan 

Peineiliitiian Eiropa bahwa peirlu adanya eivolusii darii peindeikatan teikstualiis 

meinuju konteikstuliis, dan deimiikiianlah fatwa yang teirlahiir darii peindeikatan 

wasatii dan salafii bahwa harmoniisasii hukum dapat diiteigakkan biila meimiiliikii 

tujuan yang sama yaknii meinciiptakan maslahah bagii Musliim yang beirteimpat 

                                                           
81 Sami A Aldeeb Abu-Sahlieh, The Islamic Conception of Migration, 82. 
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tiinggal dii neigara deingan mayoriitas Musliim atau dii neigara deingan miinoriitas 

Musliim.82 

Perbedaan mendasar dalam metodologi ijtihad antara Ibn al-'Uthaymīn 

dan al-Qaraḍāwī dapat dipahami melalui analisis strukturalisme-konstruktif 

Bourdieu yang menekankan hubungan dialektis antara individu dan 

lingkungan sosialnya. Ibn al-'Uthaymīn tumbuh dan berkembang dalam 

lingkungan akademik Arab Saudi yang didominasi tradisi salafī, di mana 

kemurnian nash dan kehati-hatian dalam istinbāṭ hukum menjadi nilai utama. 

Lingkungan ini membentuk pola pikir (habitus) yang mengutamakan 

pendekatan literal terhadap Al-Qur'an dan Sunnah serta menerapkan prinsip 

iḥtiyāṭ secara konsisten. Sebaliknya, al-Qaraḍāwī berinteraksi dalam 

lingkungan intelektual yang lebih beragam, mulai dari Al-Azhar hingga 

komunitas Muslim global yang menghadapi tantangan modernitas dan 

pluralisme. Pengalaman ini membentuk pola pikir yang lebih fleksibel dan 

berorientasi pada maqāṣid al-sharī'ah dalam merespons perubahan zaman. 

Kedua ulama tidak hanya menerapkan metodologi yang mereka warisi, tetapi 

secara aktif membentuk dan dibentuk oleh lingkungan akademik tempat 

mereka berkarya. Dengan demikian, fatwa-fatwa yang mereka keluarkan 

mencerminkan internalisasi nilai-nilai dan struktur sosial dari komunitas 

ilmiah masing-masing, yang pada gilirannya memengaruhi cara mereka 

memahami dan menerapkan sumber-sumber hukum Islam. 

D. Produk Fatwa Hukum Keluarga Fiqh al-Aqalliyyāt Ibn Al-

‘Uthaymīn dan Al-Qaraḍāwī 

1. Aspek Pernikahan  

Konstruksi Normatif Fiqh al-Akthariyyāt Ulama Mutaqaddimīn 

a. Hukum Pernikahan Seorang Muslimah dengan Orang Komunis 

Ulama klasik seperti Imam al-Qurṭubī (w. 671 H) dalam tafsirnya 

menegaskan bahwa pernikahan seorang muslimah dengan laki-laki non-

muslim, termasuk komunis yang tidak mengakui eksistensi Tuhan, adalah 

haram secara mutlak. Al-Qurṭubī mendasarkan pendapatnya pada firman 

Allah dalam QS al-Baqarah [2]: 221: "Dan janganlah kamu menikahkan 

orang-orang musyrik (laki-laki) dengan wanita-wanita mukmin sebelum 

                                                           
82 Tauseef Ahmad Parray, “The Legal Methodology of ‘Fiqh al-Aqalliyyat’ and 

Its Critics: An Analytical Study,” Journal of Muslim Minority Affairs 32, no. 1 (2012): 

88–107, https://doi.org/10.1080/13602004.2012.665624. 
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mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang 

musyrik, walaupun dia menarik hatimu."83 Ibn Kathīr (w. 774 H) dalam 

tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini mengandung larangan tegas bagi wanita 

muslimah untuk menikah dengan laki-laki non-muslim tanpa pengecualian. 

Dalam konteks komunis yang menganut paham materialisme dan atheisme,84 

Imam al-Nawawī (w. 676 H) dalam al-Majmū' menyatakan bahwa orang yang 

mengingkari eksistensi Allah termasuk dalam kategori kuffār yang paling 

jauh dari kemungkinan diterima pernikahannya dengan muslimah. Dalil yang 

digunakan adalah QS al-Mumtaḥanah [60]: 10 yang secara eksplisit melarang 

pernikahan antara muslimah dengan kafir: "Mereka tiada halal bagi orang-

orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka."85 

b. Pernikahan Seorang Muslim dengan Wanita Non-muslim 

Imam al-Ṭabarī (w. 310 H) dalam Jāmi' al-Bayān menjelaskan bahwa 

pernikahan seorang muslim dengan wanita non-muslim dibedakan 

berdasarkan status keagamaan wanita tersebut. Bagi wanita musyrik 

(musyrikāt) yang menyembah berhala atau tidak mengakui keesaan Allah, al-

Ṭabarī menegaskan keharaman pernikahan berdasarkan QS al-Baqarah [2]: 

221: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 

beriman."86 Imam Mālik ibn Anas (w. 179 H) dalam al-Muwaṭṭa' 

memperkuat posisi ini dengan menyatakan bahwa pernikahan dengan wanita 

musyrik akan membawa dampak negatif terhadap akidah dan pendidikan 

anak-anak.87 Al-Shāfi'ī (w. 204 H) dalam al-Umm menambahkan bahwa 

larangan ini bersifat qaṭ'ī (pasti) karena didukung oleh nas yang eksplisit. 

Namun, para ulama sepakat memberikan pengecualian khusus untuk Ahl al-

Kitāb (Ahlu Kitab) sebagaimana akan dijelaskan dalam poin berikutnya.88 Ibn 

                                                           
83 Al-Qurṭubī, Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān, Cetakan ke-1 (Beirut: Dār al-Kutub 

al-'Ilmiyyah, 1993), 201. 
84 Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm, Cetakan ke-2 (Riyadh: Dār al-Salām, 

1997), 312. 
85 Al-Nawawī, Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab (Jeddah: Maktabah al-Irshād, 

2000), 79. 
86 Al-Ṭabarī, Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān, Cetakan ke-3 (Kairo: Dār al-

Ma'ārif, 1969), 101. 
87 Mālik ibn Anas, Al-Muwaṭṭa', Cetakan ke-2 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 

1997), 225. 
88 Al-Shāfi'ī, Al-Umm, Cetakan ke-1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 

256. 
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Qudāmah al-Maqdisī (w. 620 H) dalam al-Mughnī menegaskan bahwa 

hikmah di balik larangan ini adalah untuk menjaga kemurnian akidah dan 

mencegah kemungkinan murtad akibat pengaruh pasangan.89 

c. Pernikahan Seorang Muslim dengan Wanita Ahlu Kitab 

Imam al-Qurṭubī dalam al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān menjelaskan bahwa 

pernikahan muslim dengan wanita Ahlu Kitab dibolehkan berdasarkan QS 

al-Mā'idah [5]: 5: "Dan (dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga 

kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang 

menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu." 

Al-Ṭabarī dalam tafsirnya menegaskan bahwa yang dimaksud Ahlu Kitab 

dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memiliki kitab 

suci. Imam Abū Ḥanīfah (w. 150 H) sebagaimana dinukil dalam al-Hidāyah 

karya al-Marghīnānī, memberikan syarat ketat bahwa wanita Ahlu Kitab 

yang boleh dinikahi harus yang benar-benar berpegang teguh pada agamanya 

(mutadayyana) dan bukan yang hanya mengaku secara nominal. Al-Shāfi'ī 

dalam al-Umm menambahkan syarat tambahan bahwa pernikahan tersebut 

tidak boleh membawa muḍarat terhadap agama Islam dan pendidikan anak.90 

Ibn Taymiyyah (w. 728 H) dalam Majmū' al-Fatāwā memberikan catatan 

penting bahwa meskipun dibolehkan secara syar'ī, pernikahan dengan Ahlu 

Kitab sebaiknya dihindari jika ada kekhawatiran terhadap akidah dan 

moralitas keturunan.91 Imam Aḥmad ibn Ḥanbal (w. 241 H) sebagaimana 

diriwayatkan dalam al-Musnad lebih cenderung kepada pendapat bahwa 

meskipah halal, menikahi muslimah lebih utama (awlā). 

d. Pernikahan Seorang Muslim dengan Wali Non-muslim 

Imam al-Shāfi'ī dalam al-Umm menegaskan bahwa perwalian dalam 

pernikahan merupakan hak dan kewajiban yang hanya dapat dilaksanakan 

oleh muslim. Beliau mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi SAW: 

"Tidak ada nikah kecuali dengan wali" (HR. Abū Dāwūd dan al-Tirmidhī). 

                                                           
89 Ibn Qudāmah, Al-Mughnī, Cetakan ke-3 (Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997), 

98. 
90 Al-Marghīnānī, Al-Hidāyah Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī, Cetakan ke-1 (Beirut: 

Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 57. 
91 Ibn Taymiyyah, Majmū' al-Fatāwā, Cetakan ke-1 (Madinah: Majma' al-Malik 

Fahd, 1995), 207. 
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Al-Nawawī dalam al-Majmū' menjelaskan bahwa wali non-muslim tidak 

memiliki kewenangan (wilāyah) untuk menikahkan anak perempuannya yang 

muslim karena prinsip "tidak ada kekuasaan bagi orang kafir atas orang 

mukmin" berdasarkan QS al-Nisā' [4]: 141. Dalam kasus ini, Imam Mālik 

dalam al-Mudawwanah menyatakan bahwa perwalian akan berpindah kepada 

wali 'aṣabah muslim terdekat, atau jika tidak ada, maka kepada hakim (qāḍī) 

sebagai walī 'āmm. Ibn Qudāmah dalam al-Mughnī menambahkan bahwa jika 

ayah kandung non-muslim, maka perwalian akan berpindah kepada kakek 

muslim, kemudian saudara laki-laki muslim, dan seterusnya sesuai urutan 

'aṣabah. Al-Kāsānī (w. 587 H) dalam Badā'i' al-Ṣanā'i' menegaskan bahwa 

ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses pernikahan 

dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak terpengaruh oleh nilai-

nilai atau tradisi non-Islam yang dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip 

Islam.92 

Fatwa Fiqh Al-Aqalliyyāt Yūsuf al-Qaraḍāwī  

a. Batalnya Pernikahan Seorang Muslimah dengan Orang Komunis  

Yūsuf al-Qaraḍāwī meinjeilaskan bahwa seibeilum beirfatwa teirkaiit 

seisuatu, hal yang teirpeintiing iialah faham teirhadap konseip atau objeik yang 

diitanyakan, Komuniismei meirupakan suatu aliiran iideilogii deingan untuk 

meingeitahuiinya peirlu peindeikatan fiilosofii untuk dapat meingklasiifiikasiikan 

peinganut komuniis maupun tiidak, dan peinganut komuniis iitu tiidak adanya 

iiman keipada Allah, tiidak beiriiman keipada ruh, tiidakpula beiriiman keipada 

wahyu, tiidak keipada akhiirat dan tiidak beiriiman keipada peirkara-peirkara 

ghoiib, dan meireika meingiingkarii ajaran Iislam seicara global dan teirpeiriincii, dan 

meinganggap agama hanya seibuah siisa-siisa darii keibodohan dan 

keiteirpurukan, seipeirtii halnya yang teilah diikatakan oleih Karl Max dan para 

tokoh komuniis laiinnya “Agama hanyalah meirupakan suatu yang hanya 

meinghambat peirkeimbangan zaman bagii umat manusiia dan manusiia pun 

meinjadii jumud dalam hal iinovasii” iiniilah yang meinjadii tiitiik batiil keipeircayaan 

iideiologii komuniis. 93 

                                                           
92 Al-Kāsānī, Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i', Cetakan ke-2 (Beirut: Dār al-

Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), 205. 
93 Al Qaradhawi Yusuf, Fī Fiqh Al-Aqalliyyāt al-Muslimah, 2001, 
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Meireika meingklaiim beinar dalam geirakan meireika dalam hal sosiial dan 

eikonomii tanpa meingkaiitkan deingan dasar iideiologii dan keipeircayaan meireika 

deingan seipeirtii apa yang meireika katakan, maka klaiim meireika iinii tiidak masuk 

akal dan tiidak akan peirnah teirjadii, kareina adanya pondasii peimiikiiran yang 

rusak iinii meinyeibabkan konseip eikonomii dan sosiial yang meireika ciiptakan 

seimakiin rusak dan batiil, kalaulah deimiikiian maka sudah jeilas meireika sudah 

keiluar darii Iislam, kareina agama Islam meirupakan agama deingan peinuh 

hiikmah dan teiratur untuk dapat meingatur keihiidupan Musliim darii siisii sosiial 

dan eikonomii, seipeirtii halnya syarii’at teintang meinjaga barang keipeimiiliikan 

priibadii, hukum wariis, zakat, hubungan antara lakii-lakii dan peireimpuan dan 

seiteirusnya, dan iinii meirupakan hukum syarii’at dasar seirta wajiib untuk tau 

dan meinaatiinya, akan teitapii golongan komuniis meingiingkarii iitu seimua.  

Persoalan sering ditanyakan yakni apakah seiorang Musliimah diiboleihkan 

untuk meiniikahii seiorang yang komuniis, maka jiika meiniikahnya seiorang 

Musliimah deingan ahlii kiitab saja tiidak diipeirboleihkan meiskii ahlii kiitab 

meingiimanii Allah, Rasul dan harii akhiir, apalagii seiorang Musliimah yang akan 

diiniikahkan deingan peinganut komuniismei. Maka tiidak diipeirboleihkan seiorang 

Musliimah untuk meiniikah deingan priia peinganut komuniis, dan jiika hal yang 

deimiikiian akan teirjadii, maka walii darii Musliimah teirseibut wajiib untuk 

meinolak darii lamaran priia teirseibut, dan meiskii dalam kasus laiin sudah 

meiniikah, maka wajiib waniita teirsebut untuk meinceiraiikannya, dan meimbeirii 

peimahaman keipada anak-anaknya akan iideiologii seisat teirseibut dan 

meiluruskannya, dan jiika meiniinggal pada tiidak boleih untuk diisholatii, 

diimandiikan dan diikuburkan dii kuburan kaum musliimiin.94 

Seiorang Musliim wajiiblah bagiinya untuk memahami hukum bagii orang-

orang yang murtad, kaum ziindiiq diidalam syarii’at Iislam, dan meiliihat 

hukuman Allah keipada meireika, seipeirtii apa yang teilah Allah fiirmankan 

dalam surat Al-Baqarah : 217,  

نِ اسْتطََاعُواۚ  ينكُِمْ إِ نْ دِ عَ مْ وَلَا يزََالوُنَ يقَُاتِلوُنَكُمْ حَتىََٰ يَرُدُّوكُ 

ئِكَ حَبِطَتْ  فَأوُلََٰ افرٌِ كَ هُوَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ وَمَنْ يَرْتدَِدْ 

 ارِ ۖ هُمْ فيِهَاحَابُ النَ  أصَْ ئِكَ أعَْمَالهُُمْ فيِ الدُّنْيَا وَالْْخِرَةِ ۖ وَأوُلََٰ 

 خَالِدوُنَ 
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“Meireika tiidak heintii-heintiinya meimeirangii kamu sampaii meireika (dapat) 

meingeimbaliikan kamu darii agamamu (keipada keikafiiran), seiandaiinya 

meireika sanggup. Barangsiiapa yang murtad dii antara kamu darii 

agamanya, lalu diia matii dalam keikafiiran, maka meireika iitulah yang siia-

siia amalannya dii duniia dan dii akhiirat, dan meireika iitulah peinghunii 

neiraka, meireika keikal dii dalamnya.”95 

b. Pernikahan Seorang Muslim dengan Wanita Non-muslim 

Yūsuf al-Qaraḍāwī meimandang bahwa peirniikahan seiorang Musliim 

deingan waniita Musliimah, iinii kiiranya peirlu klasiifiikasii Non-musliim mana 

yang diimaksud, jiika waniita teirseibut musyriikah, maka iinii diilarang dan tiidak 

boleih dan ulama’ seipakat akan hal iinii, dan jiika yang diimaksud waniita non-

Musliim iialah meireika yang ahlul kiitab yaknii darii kalangan nasranii maupun 

yahudii, maka iinii meimbeiriikan iiziin keipada priia Musliim untuk meiniikahii 

waniita darii kalangan Ahl al Kiitab, yaiitu Yahudii dan Nasranii. Namun, iia 

meineigaskan bahwa iiziin iinii harus diipahamii dalam konteiks yang luas dan 

tiidak seimata-mata diiambiil seicara liiteiral.96  

Dalam hal iinii peirlunya adanya peimahaman dan peineirapan ayat iinii 

meimeirlukan peirtiimbangan yang matang teirhadap beirbagaii faktor sosiial dan 

agama yang meinyeirtaiinya.97 Iiziin iinii, bukanlah suatu keibeibasan tanpa batas, 

meilaiinkan harus diipeirtiimbangkan deingan hatii-hatii meingiingat dampak sosiial 

dan agama yang mungkiin tiimbul darii peirniikahan teirseibut. Beirdasarkan 

fiirman Allah ta’ala :  

تُۖ  وَطَعَامُ ٱ بَ حِلٌّ لكَُ وتوُا۟ ٱلْ أُ ينَ لذَِ ٱلْيوَْمَ أحُِلَ لكَُمُ ٱلطَي ِبََٰ مْ كِتََٰ

تُ مِنَ  تُ مِنَ تِ وَٱلْ ؤْمِنََٰ لْمُ ٱوَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لهَُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنََٰ مُحْصَنََٰ

بَ مِن قَبْلِكُمْ إِذآَ 
نَ جُورَهُنَ مُحْصِنِيوهُنَ أُ يْتمُُ اتَ ءَ ٱلذَِينَ أوُتوُا۟ ٱلْكِتََٰ

فِحِينَ وَلَا مُتخَِذِىٓ أخَْداَنٍ ۗ وَ  نِ فَقَدْ حَبِطَ رْ بِٱلْإِ كْفُ يَ مَن غَيْرَ مُسََٰ  يمََٰ

خِرَةِ عَمَلهُُۥ وَهُوَ فِى  سِرِينَ  الْاَٰ  مِنَ ٱلْخََٰ

“Pada harii iinii diihalalkan bagiimu yang baiik-baiik. Makanan 

(seimbeiliihan) orang-orang yang diibeirii Al Kiitab iitu halal bagiimu, dan 

makanan kamu halal (pula) bagii meireika. (Dan diihalalkan mangawiinii) 

                                                           
95 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 

(Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), al-Ma‘iidah [5]: 5. 
96 Qaradhawi. 45.  
97 Qaradhawi. 73. 
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waniita yang meinjaga keihormatan diiantara waniita-waniita yang 

beiriiman dan waniita-waniita yang meinjaga keihormatan dii antara 

orang-orang yang diibeirii Al Kiitab seibeilum kamu, biila kamu teilah 

meimbayar mas kawiin meireika deingan maksud meiniikahiinya, tiidak 

deingan maksud beirziina dan tiidak (pula) meinjadiikannya gundiik-

gundiik. Barangsiiapa yang kafiir seisudah beiriiman (tiidak meineiriima 

hukum-hukum Iislam) maka hapuslah amalannya dan iia dii harii kiiamat 

teirmasuk orang-orang meirugii.”98 

Keiputusan iinii juga meinjadii peirtiimbangan deingan priinsiip maqasiid al-

syariiah atau tujuan-tujuan syariiah, yang meineikankan liima tujuan utama, yaiitu 

meinjaga agama (hiifz aldiin), meinjaga jiiwa (hiifz al-nafs), meinjaga akal (hiifz al-

'aql), meinjaga keiturunan (hiifz al-nasl), dan meinjaga harta (hiifz al-mal). Dan 

peineirapan hukum syariiah harus seilalu diiarahkan untuk meincapaii tujuan-

tujuan iinii agar dapat meimbeiriikan manfaat yang maksiimal dan meinghiindarii 

mudharat, Dalam konteiks peirniikahan beida agama, Yūsuf al-Qaraḍāwī 

beirpeindapat bahwa jiika peirniikahan teirseibut beirpoteinsii meirusak iiman atau 

meiniimbulkan fiitnah dalam keiluarga Musliim, maka hukum boleih diiseisuaiikan 

untuk meinceigah keirusakan teirseibut. Miisalnya, jiika peirniikahan antara 

seiorang Musliim dan waniita Ahl al-Kiitab dapat meingakiibatkan keibiingungan 

agama pada anak-anak meireika atau meiniimbulkan konfliik agama dalam 

rumah tangga, maka syariiah meimbeiriikan keileiluasaan untuk meinolak atau 

meingatur ulang hukum teirseibut deimii meinjaga keimaslahatan yang leibiih 

beisar. 

Seilanjutnya, peintiingnya meimahamii konteiks sosiial dan hiistoriis dalam 

meinafsiirkan teiks-teiks agama. Pada masa Nabii Muhammad, masyarakat 

Musliim hiidup beirdampiingan deingan komuniitas Yahudii dan Nasranii yang 

meimiiliikii hubungan eirat deingan tradiisii monoteiiistiik Iislam. Hubungan iinii 

meinciiptakan siituasii dii mana hukum-hukum yang diiturunkan pada saat iitu 

sangat reileivan deingan kondiisii sosiial yang ada. Komuniitas Yahudii dan 

Nasranii saat iitu tiidak hanya meimiiliikii kiitab sucii yang diihormatii dalam Iislam, 

teitapii juga hiidup dalam iinteiraksii sosiial yang cukup iinteins deingan umat 

Iislam. Namun, al-Qaraḍāwī dalam hal iinii meineigaskan bahwa kondiisii sosiial 

saat iinii mungkiin sangat beirbeida darii masa iitu. Peirubahan-peirubahan yang 

teirjadii dalam struktur sosiial, poliitiik, dan budaya modeirn meimeirlukan 
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(Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), Surah al-Mā'idah [5]: 5. 
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peinyeisuaiian dalam peineirapan hukum-hukum teirseibut. Peindapat iinii 

meinunjukan bahwa apliikasii hukum Iislam harus meimpeirtiimbangkan 

peirubahan-peirubahan iinii untuk meimastiikan bahwa hukum teirseibut teitap 

reileivan dan eifeiktiif dalam konteiks zaman seikarang. Deingan deimiikiian, 

meimahamii konteiks sosiial dan hiistoriis tiidak hanya meimbantu dalam 

meinafsiirkan teiks-teiks agama deingan leibiih akurat, teitapii juga meimungkiinkan 

peinyeisuaiian hukum yang leibiih reisponsiif teirhadap peirubahan zaman. Iinii 

beirartii bahwa peindeikatan yang diigunakan harus leibiih diinamiis dan tiidak 

kaku, seihiingga mampu meinjawab tantangan dan keibutuhan umat Iislam yang 

hiidup dii beirbagaii beilahan duniia deingan kondiisii sosiial yang beiragam.99 

Deingan deimiikiian, iiziin yang diibeiriikan dalam ayat Al-Quran teintang 

peirniikahan beida agama tiidak boleih diipandang seicara mutlak tanpa syarat. 

Seibaliiknya, iiziin iinii harus diipahamii deingan meimpeirtiimbangkan konteiks 

sosiial yang ada dan priinsiip-priinsiip maqasiid al-syariiah. Dalam seitiiap kasus, 

keibiijakan hukum harus diiarahkan untuk meincapaii keiseiiimbangan yang 

harmoniis antara keipeintiingan iindiiviidu dan keimaslahatan umum, seihiingga 

hukum Iislam dapat teirus beirfungsii seibagaii siisteim yang adiil dan eifeiktiif 

dalam seigala kondiisii. 

Al-Qaraḍāwī meingiingatkan bahwa peindeikatan iinii tiidak beirartii 

meingubah eiseinsii darii ajaran Iislam, teitapii leibiih pada meinyeisuaiikan apliikasii 

hukum syariiah deingan reialiitas sosiial konteimporeir. Deingan deimiikiian, 

hukum Iislam dapat teirus beirfungsii seibagaii siisteim yang meimbeiriikan keiadiilan 

dan keiseijahteiraan bagii umat Musliim dalam siituasii apapun teirutama bagii 

Musliim miinoriitas yang beiteimpat tiinggal dii Barat, deingan adanya peindapat 

iinii bahwa peirniikahan antara seiorang priia Musliim dan seiorang waniita non-

Musliim, seipeirtii iindiiviidu Kriistein atau Yahudii, diianggap tiidak diiiiziinkan 

dalam konteiks ajaran Iislam. Diikatakan bahwa peirniikahan antaragama tiidak 

hanya beirteintangan deingan priinsiip-priinsiip Iislam teitapii juga beirpoteinsii 

meingganggu keiteinangan dalam keiluarga. 

Fatwa Fiqh Al-Aqalliyyāt Muḥammad Ṣāliḥ ibn al-‘Uthaymīn 

a. Fatwa no. 250100, terdapat pertanyaan dari seorang individu yang 

mempertanyakan kebolehan menikahi perempuan dari kalangan Ahl al-

                                                           
99 Qaradhawi. 203. 
100 Muḥammad b. Ṣāliḥ Al-‘Uthaymīn, Liqā’āt wa Fatāwā al-Aqalliyyāt al-
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Kitāb. Penanya menyampaikan bahwa ia mendengar adanya kebolehan 

tersebut, namun mempertanyakan apakah definisi Ahl al-Kitāb yang 

dimaksud dalam Al-Qur’an masih relevan dengan Ahl al-Kitāb masa 

kini. Kekhawatiran yang disampaikan ialah bahwa komunitas Ahl al-

Kitāb saat ini diketahui telah melakukan perubahan serta pembaruan 

terhadap kitab-kitab suci mereka, bahkan pembaruan tersebut dilakukan 

secara berkala, seperti setiap sepuluh tahun sekali. Selain itu, kitab-kitab 

tersebut juga dinisbahkan kepada Nabi ‘Īsā ‘Alayhi as-Salām, sehingga 

timbul pertanyaan: apakah mereka yang demikian masih termasuk dalam 

kategori Ahl al-Kitāb sebagaimana dimaksud dalam hukum Islam? 

Menanggapi hal tersebut, dijelaskan bahwa ayat terakhir yang 

membahas tentang kebolehan menikahi perempuan dari kalangan Ahl 

al-Kitāb terdapat dalam Surah al-Mā'idah. Para ulama menyatakan 

bahwa tidak ada satu pun ayat dalam Surah al-Mā'idah yang mengalami 

nasakh (penghapusan hukum). Oleh karena itu, kebolehan menikahi 

perempuan Ahl al-Kitāb sebagaimana tercantum dalam Surah al-

Mā'idah ayat 5 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan hukum, 

meskipun terjadi perkembangan sosial dan agama dalam komunitas Ahl 

al-Kitāb dewasa ini. 

تُ  بَ حِلٌّ لكَُ وتوُا۟ ٱلْ أُ ينَ لذَِ ٱ وَطَعَامُ  ۖ ٱلْيوَْمَ أحُِلَ لَكُمُ ٱلطَي ِبََٰ مْ كِتََٰ

تُ مِنَ  تِ وَٱمُؤْمِ ٱلْ  وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لهَُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنََٰ تُ مِنَ نََٰ لْمُحْصَنََٰ

بَ مِن قبَْلِكُمْ إِذآَ 
ينَ جُورَهُنَ مُحْصِنِ أُ مُوهُنَ تيَْتُ ءَا ٱلذَِينَ أوُتوُا۟ ٱلْكِتََٰ

فِحِ  نِ فَقَدْ حَبِ فرُْ بِٱلْإِ يَكْ  مَنينَ وَلَا مُتخَِذِىٓ أخَْداَنٍۗ  وَ غَيْرَ مُسََٰ طَ يمََٰ

سِرِينَ   عَمَلهُُۥ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخََٰ
“Pada harii iinii diihalalkan bagiimu yang baiik-baiik. Makanan 

(seimbeiliihan) orang-orang yang diibeirii Al Kiitab iitu halal bagiimu, dan 

makanan kamu halal (pula) bagii meireika. (Dan diihalalkan mangawiinii) 

waniita yang meinjaga keihormatan diiantara waniita-waniita yang 

beiriiman dan waniita-waniita yang meinjaga keihormatan dii antara 

orang-orang yang diibeirii Al Kiitab seibeilum kamu, biila kamu teilah 

meimbayar mas kawiin meireika deingan maksud meiniikahiinya, tiidak 

deingan maksud beirziina dan tiidak (pula) meinjadiikannya gundiik-

                                                                                                                                               
n.d.), file:///G:/S2/Semester%203/bahan/fatwa%20syaikh%20sholih%20utsaimin.pdf, 
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gundiik. Barangsiiapa yang kafiir seisudah beiriiman (tiidak meineiriima 

hukum-hukum Iislam) maka hapuslah amalannya dan iia dii harii kiiamat 

teirmasuk orang-orang meirugii.”101 

b. Fatwa no. 251102, seorang Muslimah mengajukan pertanyaan mengenai 

keabsahan akad nikah apabila wali perempuan tersebut bukan seorang 

Muslim dan tidak dapat hadir secara langsung, melainkan hanya melalui 

sambungan telepon. Ia bertanya apakah wali tersebut dapat diwakilkan 

oleh orang lain, misalnya oleh teman dekat yang dipercaya. 

Dalam jawaban yang diberikan, dijelaskan bahwa apabila seorang 

wanita beragama Islam dan ayahnya adalah non-Muslim, maka ayah 

tersebut tidak memiliki hak untuk menjadi walinya. Dalam kondisi 

demikian, wali dapat diambil dari kalangan kerabat terdekat yang 

beragama Islam. Jika seluruh kerabatnya adalah non-Muslim, maka wali 

nikah dialihkan kepada qāḍī atau hakim syar‘i yang dapat mewakili 

perwalian secara sah. 

c. Fatwa no. 252103, seorang laki-laki Muslim menikahi seorang perempuan 

Nasrani dengan niat mengajaknya masuk Islam. Setelah beberapa waktu, 

perempuan tersebut memeluk Islam. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa 

menikahi perempuan ahli kitab, seperti Yahudi atau Nasrani, 

diperbolehkan, baik dengan niat dakwah maupun tidak, sebagaimana 

termaktub dalam firman Allah Subḥānahu wa Ta‘ālā dalam Q.S. al-

Māʹidah [5]: 5. Namun, apabila pernikahan tersebut diniatkan sebagai 

sarana dakwah, maka hal itu lebih utama dan lebih sempurna. 

d. Fatwa no. 253104, Seseorang mengajukan pertanyaan tentang keabsahan 

pernikahan antara seorang laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab 

dari Indonesia, apabila pernikahan tersebut dilangsungkan di gereja. 

Dijelaskan bahwa akad nikah wajib dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan syariat Islam, termasuk keberadaan wali dan terpenuhinya 

seluruh syarat sah pernikahan. Terkait tempat pelaksanaan, apabila 

tersedia tempat selain gereja, maka hal itu lebih utama. Namun, apabila 

                                                           
101 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 

(Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), Surah al-Mā'idah [5]: 5. 
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tidak ada alternatif tempat, maka hal tersebut tidak membatalkan 

keabsahan akad nikah selama syarat dan rukunnya terpenuhi.  

e. Fatwa no. 255105, seorang laki-laki non-Muslim memiliki teman 

perempuan Nasrani dan telah melakukan perbuatan zina dengannya. 

Setelah mendapat hidayah dan memeluk Islam, ia bertanya apakah 

diperbolehkan baginya untuk menikahi perempuan tersebut. 

Jawabannya adalah, jika laki-laki tersebut telah bertaubat dari perbuatan 

zinanya, maka diperbolehkan baginya untuk menikahi perempuan 

Nasrani tersebut. Akan tetapi, apabila keduanya telah berzina dan belum 

bertaubat, maka pernikahan di antara keduanya tidak diperbolehkan, 

sebab perempuan pezina diharamkan bagi laki-laki muslim hingga ia 

benar-benar bertaubat  

f. Fatwa no. 257106, seorang laki-laki muslim yang sedang melakukan 

perjalanan ke luar negeri berkeinginan untuk menikahi seorang 

perempuan setempat dengan niat menceraikannya setelah kembali ke 

negara asalnya. Ia tidak menyampaikan niat tersebut dalam akad, 

melainkan hanya menyimpannya dalam hati.  

Terkait hal ini, adanya peirbeidaan peindapat ulama’ dalam 

pandangani, seibagiian meireika meingatakan bahwa peirniikahan teirseibut 

tiidak beinar diikareinakan yang diia niiatkan teirseibut juga meirupakan yang 

diia syaratkan seipeirtii halnya keitiika diia meingatakan, bahwa saya akan 

meiniikahii kamu keitiika saya hanya ada dii dalam neigara iinii, maka hal iinii 

teirmasuk keiharaman dan sama juga deingan niikah mut’ah.  

Beibeirapa ulama lainnya, meingatakan tiidak apa dan diipeirboleihkan 

deimiikiian kareina manusiia yang meiniikahii waniita deingan niiat untuk 

diiceiraiikannya keitiika keimbalii kei neigara asalnya dan apabiila diia iingiin 

teitap meilanjutkan peirniikahannya maka dii harus teitap dii neigara teirseibut 

dan tiidak boleih meinceiraiikannya. 

Pandangan  Ibn Al-‘Uthaymīn dalam peirbuatan tersebut tiidak 

diipeirboleihkan, diikareinakan hal iinii meinjurus keipada ranah atau curang 

keipada iistrii dan keiluarganya diikareinakan darii piihak peireimpuan 

meiniikahkan anaknya deingan niiat bahwa leilakii teirseibut akan meineitap 

dan tiinggal dii neigara iitu seilamanya dan akan adanya keirusakan atau 

mafsadah yang teirjadii dii keimudiian harii yang diiseibabkan jiika 
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peirmasalahan iinii diipeirboleihkan akan banyaknya leilakii yang datang yang 

datang kei neigara asiing deingan hanya niiat untuk meiniikah saja seilama 

seimiinggu atau seibulan seiteilah iitu diia hanya beirhubungan badan dan 

keimbalii kei neigara asalnya deingan meinceiraiikan iistriinya maka iinii tiidak 

boleih. 

g. Fatwa no. 258107, diajukan pertanyaan mengenai fenomena para pelajar 

yang bepergian ke luar negeri dan menikah dengan alasan bahwa nikah 

mut‘ah lebih mudah dilakukan daripada berzina. Dalam tanggapannya, 

ditegaskan bahwa nikah mut‘ah hukumnya haram hingga hari kiamat, 

sebagaimana disebutkan dalam hadis: 

انَ مَعَ كَ هُ أنََ  ع بن سَبْرَة عَنْ أبَيِْه رِضى الله عنهعَن الرَبيِ 

َ أيََ رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وس ي قَدْ اسُ إِن ِ النَ  هَالم فَقَالَ : يا

 قَدْ حَرَمَ  إِنَ اللهَ وَ ءِ , سَاكُنْتُ أذَِنْتُ لكَُمْ فِي الاسْتِمْتاعَِ مِنَ الن ِ 

لَهُ ءٌ فَلْيخُْلِ سَبيِْ هُنَ شَيْ مِنْ  دهَُ ذلِكَ إِلىَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ , فَمَنْ كانََ عِنْ 

ً , وَ لَا تأَخُْذوُْا مِمَ   ا آتيَْتمُوْهُنَ شَيْئا

“Darii Rabiì  biin Sabrah, darii ayahnya Radhiiyallahu ‘anhu, 

bahwasanya iia beirsama Rasulullah Shallallahu ‘alaiihii wa sallam, lalu 

beiliiau beirsabda: “Wahaii, seikaliian manusiia. Seibeilumnya aku teilah 

meingiiziinkan kaliian meilakukan mut’ah deingan waniita. 

Seisungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala teilah meingharamkannya 

hiingga harii Kiiamat. Barangsiiapa yang meimpunyaii seisuatu pada 

meireika, maka biiarkanlah! Jangan ambiil seidiikiitpun darii apa yang 

teilah diibeiriikan”108 

h. Fatwa no. 261109, seorang laki-laki menyatakan bahwa dirinya dahulu 

adalah seorang non-Muslim dan telah hidup bersama seorang 

perempuan tanpa adanya akad pernikahan. Kini, setelah masuk Islam, ia 

telah memiliki anak dan berusia 45 tahun. Ia bertanya tentang status 

hubungan pernikahan tersebut.  

Dalam jawabannya, dijelaskan bahwa seisungguhnya meiniikahii 

seiorang peireimpuan tanpa adanya akad niikah, dan akan teitapii meireika 
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sudah beirniiat untuk meilakukan akad peirniikahan, maka wajiib bagii iistrii 

untuk teitap beirsama suamii dan status meireika sah seibagaii suamii iistri 

dan pernikahan tersebut dianggap sah sebagai suami istri. Pernikahan 

yang terjadi sebelum keduanya masuk Islam tidak otomatis menjadi 

batal, sehingga tidak diperlukan akad ulang. 

2. Aspek Perceraian, Adopsi dan Hak Asuh Anak 

Konstruksi Normatif Fiqh al-Akthariyyāt Ulama Mutaqaddimīn 

a. Hukum Perceraian jika Istri Muallaf tanpa Suami 

Imam al-Shāfi'ī dalam al-Umm menegaskan bahwa ketika seorang istri 

masuk Islam (muallaf) sementara suaminya tetap dalam kekafirannya, maka 

terjadi mani' syar'ī (halangan hukum) yang secara otomatis memutuskan 

ikatan pernikahan.110 Beliau mendasarkan pendapatnya pada firman Allah 

dalam QS al-Baqarah [2]: 221: "Dan janganlah kamu menikahkan orang-

orang musyrik (laki-laki) dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka 

beriman." Al-Nawawī dalam al-Majmū' menjelaskan bahwa ayat ini 

mengandung larangan mutlak (nahy muṭlaq) yang berlaku baik pada saat akad 

maupun setelah terjadinya akad nikah. Imam Mālik ibn Anas dalam al-

Muwaṭṭa' menyatakan bahwa dalam kasus ini terjadi inqiṭā' al-nikāḥ bi al-

Islām (putusnya pernikahan karena Islam), di mana istri tidak memerlukan 

persetujuan suami atau proses ṭalāq formal untuk berpisah.111 Ibn Qudāmah 

al-Maqdisī dalam al-Mughnī menambahkan bahwa prinsip ini didasarkan pada 

kaidah "lā wilāyah li kāfir 'alā muslim" (tidak ada kekuasaan bagi orang kafir 

atas orang muslim) sebagaimana disebutkan dalam QS al-Nisā' [4]: 141. Al-

Kāsānī dalam Badā'i' al-Ṣanā'i' menegaskan bahwa perceraian ini bersifat 

furqah bā'inah (pemisahan putus) yang tidak dapat dirujuk kembali (ghayr 

raj'iyyah) kecuali dengan akad nikah baru setelah suami masuk Islam dan 

memenuhi seluruh syarat pernikahan ulang.112 
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b. Hak Asuh Anak dalam Pernikahan Muslim dengan Wanita 

Nasrani Ahlu Kitab 

Imam al-Qurṭubī dalam al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān menjelaskan bahwa 

meskipun pernikahan muslim dengan wanita Ahlu Kitab dibolehkan 

berdasarkan QS al-Mā'idah [5]: 5, namun masalah ḥaḍānah (hak asuh anak) 

memerlukan pertimbangan khusus.113 Al-Shāfi'ī dalam al-Umm menegaskan 

bahwa hak asuh anak (ḥaḍānah) dalam masa awal (hingga usia tamyīz) tetap 

berada pada ibu meskipun non-muslim, berdasarkan hadis Nabi SAW 

kepada wanita yang berkata: "Anakku ini, perutkulah yang mengandungnya, 

susukualah yang menyusuinya, dan pangkuankulah yang menggendongnya" 

(HR. Abū Dāwūd).114 Namun, Imam Mālik dalam al-Mudawwanah 

memberikan pembatasan ketat bahwa ibu Ahlu Kitab hanya berhak atas 

ḥaḍānah selama tidak ada indikasi pengaruh negatif terhadap akidah anak. 

Ibn Qudāmah dalam al-Mughnī menjelaskan bahwa setelah anak mencapai 

usia tamyīz (sekitar 7 tahun), hak asuh secara otomatis berpindah kepada 

ayah muslim untuk menjamin pendidikan Islam yang proper.115 Al-Nawawī 

dalam al-Majmū' menambahkan syarat ketat bahwa selama masa ḥaḍānah 

ibu, anak harus tetap mendapat pendidikan Islam dari ayah dan tidak boleh 

dibawa ke tempat ibadah non-Islam.116 

c. Hukum Mengangkat Anak Hasil Zina 

Imam al-Ṭabarī dalam Jāmi' al-Bayān menjelaskan bahwa Islam secara 

tegas melarang adopsi dalam bentuk pengangkatan anak yang mengubah 

nasab (tabannī) berdasarkan QS al-Aḥzāb [33]: 4-5: "Dan Dia tidak 

menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri... 

Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak 

mereka."117 Al-Shāfi'ī dalam al-Umm menegaskan bahwa larangan ini berlaku 

universal terhadap semua bentuk pengangkatan anak, termasuk anak hasil 

                                                           
113 Al-Qurṭubī, Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān, Cetakan ke-1 (Beirut: Dār al-Kutub 

al-'Ilmiyyah, 1993), 122-125. 
114 Al-Shāfi'ī, Al-Umm, 167-169. 
115 Ibn Qudāmah, Al-Mughnī, 234-237. 
116 Al-Nawawī, Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab, 345-348. 
117 Al-Ṭabarī, Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān, Cetakan ke-3 (Kairo: Dār al-

Ma'ārif, 1969), 89-92. 
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zina (walad al-zinā), karena akan mengubah struktur nasab yang telah 

ditetapkan Allah. Namun, Imam Mālik dalam al-Muwaṭṭa' membedakan 

antara tabannī (adopsi yang mengubah nasab) dengan kafālah (pengasuhan 

tanpa mengubah nasab), di mana yang terakhir tidak hanya dibolehkan tetapi 

bahkan dianjurkan sebagai bentuk kebajikan sosial. Ibn Qudāmah dalam al-

Mughnī menjelaskan bahwa anak hasil zina tetap memiliki hak untuk diasuh 

dan diberi nafkah (nafaqah), namun nasabnya tidak dapat dinisbatkan kepada 

ayah biologis atau ayah angkatnya. 

Al-Nawawī dalam al-Majmū' menjelaskan bahwa kafālah terhadap anak 

hasil zina memiliki ketentuan khusus di mana anak tersebut dinasabkan 

kepada ibunya (walad li firāsh) dan pengasuh (kāfil) bertanggung jawab atas 

pendidikan, nafkah, dan perlindungannya tanpa hak waris timbal balik.118 Al-

Kāsānī dalam Badā'i' al-Ṣanā'i' menekankan bahwa kafālah terhadap anak 

hasil zina bahkan memiliki pahala yang lebih besar karena memberikan 

perlindungan kepada anak yang tidak berdosa atas perbuatan orang tuanya.119 

Ibn Taymiyyah dalam Majmū' al-Fatāwā menambahkan bahwa dalam praktik 

kafālah, anak tersebut harus diberi tahu tentang status asalnya ketika 

mencapai usia dewasa untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari, 

terutama terkait pernikahan dan waris.120 Al-Marghīnānī dalam al-Hidāyah 

menegaskan bahwa meskipun dilarang mengangkat anak hasil zina sebagai 

anak kandung, namun memberikan nama keluarga pengasuh untuk 

kepentingan administrasi dan perlindungan sosial anak dapat 

dipertimbangkan dengan syarat tidak mengubah hakikat nasab yang 

sebenarnya. 

Fatwa Fiqh Al-Aqalliyyāt Yūsuf al-Qaraḍāwī 

a. Muallafnya seorang istri tanpa suaminya, apakah bagi mereka 

untuk cerai ?121 

Peirmasalahan yang meinariik dan kontroveirsiial adalah teintang konveirsii 

agama seiorang iistrii meinjadii Musliimah, seimeintara suamiinya teitap meimeiluk 

agama asalnya. Peirtanyaannya, apakah iistrii teirseibut harus beirceiraii deingan 

suamiinya? Konteiks peirtanyaan iinii adalah adanya konfliik psiikologiis, kareina 

                                                           
118 Al-Nawawī, Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab, 267-270. 
119 Al-Kāsānī, Badā'i' al-Ṣanā'i', 78-80. 
120 Ibn Taymiyyah, Majmū' al-Fatāwā, 234-237. 
121 Qaradhawi, Fī Fiqh Al-Aqalliyyāt al-Muslimah, 61. 
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dii satu siisii mayoriitas ulama beirpeindapat bahwa iistrii teirseibut harus 

meingajukan ceiraii, seimeintara pada siisii yang laiin iistrii keibeiratan meiniinggalkan 

suamii yang diiciintaiinya dan meingorbankan anak dan keiluarga yang teilah 

teirbangun seicara harmoniis. 

Yūsuf al-Qaraḍāwī beirpeindapat akan keiharusan ceiraii diiantara 

keiduanya, deingan haruslah meingeitahuii beitul reialiitas peirsoalan keitiika 

Musliimah teirseibut beirada dalam konteiks seibagaii miinoriitas Musliim dii Barat. 

Akan teitapii dalam hal iinii adanya keiriinganan untuk iitu yaknii keiboleihan 

tiinggal beirsama deingan suamiinya atas dasar keimaslahatan yang iingiin 

diipeiliiharanya. Pandangan iinii diihasiilkan darii meitodei tarjîh maqâshiidî 

(peingunggulan suatu peindapat atas beibeirapa peindapat yang diidasarkan pada 

domiinasii niilaii keimaslahatannya) atas peindapat-peindapat yang ada dii 

kalangan ulama.  

Yūsuf al-Qaraḍāwī meinyeibutkan seimbiilan (9) peindapat Iibn Qayyiim 

atas peirmasalahan teirseibut dii atas: (1) batalnya peirniikahan seiteilah masuk 

agama Iislam; (2) peirniikahan batal apabiila suamii tiidak mau diiajak masuk 

Iislam; (3) batalnya peirniikahan seiteilah masa ‘iiddah jiika iistrii teilah diigaulii, dan 

langsung batal tanpa meinunggu ‘iiddah jiika beilum diigaulii; (4) jiika iistrii masuk 

Iislam seibeilum suamii masuk Iislam, maka peirceiraiian teirjadii seikeitiika iitu juga. 

Tapii, jiika suamii masuk Iislam seibeilum iistrii, keimudiian iistrii masuk Iislam 

dalam masa ‘iiddah, maka iia teitap sah meinjadii iistriinya, seimeintara jiika tiidak, 

maka teirjadiilah peirceiraiian deingan beirakhiirnya ‘iiddah; (5) 

meimpeirtiimbangkan ‘iiddah bagii pasangan suamii-iistrii, yaknii bahwa jiika salah 

satu masuk Iislam seibeilum beirhubungan badan maka batallah niikahnya. Jiika 

masuk Iislam seiteilah beirhubungan badan dan pasangannya masuk Iislam 

keitiika masiih dalam ‘iiddah, maka teitap sah peirkawiinannya. Seimeintara jiika 

‘iiddah beirakhiir seibeilum pasangannya masuk Iislam maka batallah 

peirniikahannya; (6) iistrii teitap beirsama deingan suamiinya dan meinunggunya 

untuk meimeiluk Iislam walaupun meimbutuhkan waktu peinantiian beirtahun-

tahun; (7) suamii leibiih beirhak teirhadap iistriinya seilama iistrii tiidak keiluar darii 

rumahnya; (8) suamii-iistrii teirseibut teitap dalam peirniikahannya seilama tiidak 

diipiisahkan oleih sultan; dan (9) iistrii teitap beirsama deingan suamiinya, teitapii 

tiidak boleih teirjadii hubungan suamii-iistrii.  

Dan dalam hal iinii, Yūsuf al-Qaraḍāwī meimiiliih peindapat keitujuh dan 

keideilapan yang meimbeiriikan keileiluasaan bagii suamii-iistrii teirseibut untuk teitap 

seibagaii suamii-iistrii seilama tiidak diipiisahkan oleih peinguasa (sultan), seijalan 
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deingan kutiipan atau peindapat Ṭāhā Jâbiir al-‘Alwānī yaknii bahwa 

peireimpuan teirseibut peirlu meilanjutkan peirkawiinannya deingan suamiinya 

yang non-Musliim deingan dasar bahwa piiliihan hukum iinii akan leibiih baiik 

dariipada iistrii teirseibut keimbalii kei agamanya seimula (yaknii keiluar darii Iislam) 

kareina peirtiimbangan psiikologii keiluarga. Thâhâ Jâbiir al-'Alwânî meinyatakan: 

“Thei answeir iis that leiaviing thei reiliigiion iis much worsei, so theireiforei iit iis acceiptablei for heir 

to contiinuei wiith heir marriiagei and shei iis reisponsiiblei beiforei Allah on Judgmeint Day”. 

Fatwa Fiqh Al-Aqalliyyāt Muḥammad Ṣāliḥ ibn al-‘Uthaymīn 

a. Fatwa no. 290122, seorang laki-laki Muslim memiliki istri yang beragama 

Nasrani atau Yahudi, atau memiliki budak perempuan, apakah pada 

keduanya tetap berlaku hukum li‘ān? 

Ibn al-‘Uthaymīn menjawab, Apabila yang dimaksud adalah budak 

perempuan, maka tidak berlaku hukum li‘ān antara keduanya. Namun, 

jika yang dimaksud adalah istri dari kalangan Ahl al-Kitāb, yakni 

Nasrani atau Yahudi, maka hukum li‘ān tetap berlaku sebagaimana 

halnya berlaku pada seorang istri Muslimah.  

b. Fatwa no. 291123, ditanya jika seiorang Musliim yang meiniikah deingan iistrii 

yang beiragama Nasranii darii ahlii kiitab yang mana dalam hal iinii, apakah 

hak asuh anak jatuh keipada iistrii? dan apakah boleih saya untuk 

meingambiil seicara paksa anak-anak tersebut darii iistrii yang sudah saya 

ceiraiikan dii neigara Barat, yang dii mana undang-undang yang diiteirapkan 

diisana iistrii saya meindapatkan hak asuh darii anak anak saya?  

Ibn al-‘Uthaymīn menjawab, diperbolehkan seiorang Musliim untuk 

meiniikahii darii waniita Yahudii maupun Nasranii. Hukum undang-undang 

iinii meirupakan suatu hal yang batiil dan hak asuh jatuh keipada seiorang 

Musliim teirseibut atau ayah darii anak anak teirseibut maka bagiinya untuk 

meingambiil anak-anaknya dan tiidak ada hak untuk iistriinya 

meimpeirtahankan anak-anak tersebut. 

c. Fatwa no. 292124, penanya teilah meindoakan salah satu seiorang Nasranii 

untuk masuk Iislam, dan iia masuk Iislam. Namun, sebelumnya ia telah 

mengangkat seorang anak perempuan sebagai anak angkat ketika bayi 

tersebut baru berusia empat hari. Ia memberikan nama anak tersebut 

                                                           
122 Al-‘Uthaymīn, Liqā’āt wa Fatāwā al-Aqalliyyāt al-Muslimah. 598. 
123 Al-‘Uthaymīn. 598. 
124 Al-‘Uthaymīn. 598. 
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sesuai dengan namanya sendiri tanpa diketahui oleh orang tua 

kandungnya. Saat ini ia telah menjadi Muslim. Apakah ia wajib 

mengembalikan anak tersebut kepada orang tua kandungnya?  

Ibn al-‘Uthaymīn menjawab, Pertama-tama kami mengucapkan 

selamat atas hidayah dari Allah Swt. yang telah diberikan kepadanya 

untuk memeluk Islam. Adapun mengenai anak angkat tersebut, maka ia 

wajib dikembalikan kepada keluarga kandungnya, karena dalam Islam 

tidak diperkenankan menisbatkan anak angkat kepada orang tua 

angkatnya. Anak tersebut harus dinisbatkan kepada nasab aslinya. 

Apabila orang tua kandungnya non-Muslim dan terdapat kekhawatiran 

dalam pengembalian anak tersebut, maka hendaknya permasalahan ini 

diserahkan kepada lembaga peradilan syar‘iyyah setempat untuk 

memperoleh penyelesaian yang tepat dan maslahat.  

d. Fatwa no. 293125, penanya bertanya meingeinaii mengenai fenomena zina 

yang cukup banyak terjadi di kalangan Muslim di Barat. Dari perzinaan 

ini lahir banyak anak, lalu siapa yang bertanggung jawab memberikan 

nafkah kepada anak-anak tersebut apabila orang tuanya yang 

sebelumnya non-Muslim telah masuk Islam? Dan bagaimana jika orang 

tuanya masih dalam keadaan kafir?  

Ibn al-‘Uthaymīn menjawab, Apabila pelaku zina telah mengakui 

bahwa anak tersebut adalah hasil dari perbuatan mereka, maka wajib 

bagi mereka untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Namun, 

apabila mereka tidak mengakui anak tersebut sebagai anak mereka, maka 

kewajiban nafkah menjadi fardhu kifāyah secara kolektif bagi kaum 

Muslimin untuk menanggung kebutuhan anak-anak tersebut. Jika pelaku 

zina telah bertaubat, maka ia dianjurkan untuk memberikan nafkah 

kepada anak yang diyakini sebagai hasil dari perbuatannya. Bila tidak, 

maka diperbolehkan bagi seorang Muslim untuk mengadopsi anak 

tersebut dengan tujuan memenuhi kebutuhannya atau menjaga 

kemaslahatan anak tersebut. 

 

 

 

 

                                                           
125 Al-‘Uthaymīn. 599. 
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3. Aspek Kewarisan  

Konstruksi Normatif Fiqh al-Akthariyyāt Ulama Mutaqaddimīn 

a. Hukum Seorang Muslim Mewariskan kepada Non-Muslim dan 

Sebaliknya 

Imam al-Bukhārī dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī meriwayatkan hadis 

fundamental yang menjadi landasan hukum waris lintas agama, yaitu sabda 

Rasulullah SAW: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir 

tidak mewarisi orang muslim" (lā yarithu al-muslim al-kāfir wa lā al-kāfir al-

muslim).126 Al-Shāfi'ī dalam al-Umm menegaskan bahwa hadis ini 

mengandung larangan timbal balik (taḥrīm mutabādal) yang bersifat qaṭ'ī 

(pasti) dalam hukum waris Islam, di mana perbedaan agama (ikhtilāf al-dīn) 

menjadi penghalang waris (māni' min mawāni' al-irth) yang mutlak.127 Ibn 

Qudāmah al-Maqdisī dalam al-Mughnī menjelaskan bahwa konsensus ulama 

(ijmā') telah terbentuk sejak masa sahabat bahwa perbedaan agama 

merupakan salah satu dari tiga penghalang waris utama, selain perbudakan 

(riqq) dan pembunuhan (qatl). Al-Kāsānī dalam Badā'i' al-Ṣanā'i' 

memberikan analisis mendalam bahwa larangan ini didasarkan pada prinsip 

fundamental bahwa waris dalam Islam bukan hanya transfer harta, tetapi 

juga kontinuitas spiritual dan solidaritas komunal (tawāruth al-rūḥī wa al-

ijtimā'ī) yang hanya dapat terjadi dalam satu kesatuan akidah.128 

Al-Ṭabarī dalam Jāmi' al-Bayān menjelaskan bahwa larangan waris lintas 

agama memiliki dimensi teologis yang mendalam, berkaitan dengan firman 

Allah dalam QS al-Nisā' [4]: 141: "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi 

jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang 

beriman."129 Al-Qurṭubī dalam al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān menafsirkan ayat 

ini dalam konteks waris bahwa pemberian harta warisan kepada non-muslim 

dapat memberikan kekuatan ekonomi yang berpotensi digunakan untuk 

                                                           
126 Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Cetakan ke-1 (Riyadh: Dār al-Salām, 1999), juz 8, 

145, hadis no. 6764. 
127 Al-Shāfi'ī, Al-Umm, Cetakan ke-1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 

78-80. 
128 Al-Kāsānī, Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i', Cetakan ke-2 (Beirut: Dār 

al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), 123-125. 
129 Al-Ṭabarī, Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān, Cetakan ke-3 (Kairo: Dār al-

Ma'ārif, 1969), 234-236. 
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merugikan kepentingan Muslim.130 Imam Mālik dalam al-Muwaṭṭa' 

menambahkan dimensi filosofis bahwa waris merupakan kelanjutan (istimrār) 

dari ikatan kekeluargaan yang dibangun atas dasar kesamaan nilai dan 

orientasi hidup, yang tidak dapat terwujud dalam perbedaan agama yang 

fundamental. Al-Nawawī dalam al-Majmū' menegaskan bahwa hikmah di 

balik larangan ini adalah untuk menjaga keutuhan komunitas Muslim (ḥifẓ 

waḥdat al-ummah) dan mencegah perpindahan kekayaan Muslim ke tangan 

non-Muslim yang dapat melemahkan posisi ekonomi umat Islam.131 

Mazhab Ḥanafī melalui al-Marghīnānī dalam al-Hidāyah menegaskan 

bahwa larangan waris lintas agama berlaku secara absolut tanpa 

pengecualian, mencakup seluruh kategori non-Muslim, baik musyrik, kāfir 

kitābī, maupun murtadd.132 Mazhab Mālikī sebagaimana dijelaskan Ibn Rushd 

dalam Bidāyat al-Mujtahid mempertahankan posisi yang sama dengan 

penekanan khusus pada kasus riddah (kemurtadan), di mana orang yang 

murtad kehilangan seluruh hak warisnya dari keluarga Muslim.133 Mazhab 

Shāfi'ī melalui al-Nawawī memberikan elaborasi detail bahwa larangan ini 

mencakup baik waris farā'iḍ (bagian yang ditentukan) maupun 'aṣabah (sisa 

warisan), serta berlaku untuk semua tingkat hubungan kekerabatan. Mazhab 

Ḥanbalī dalam pandangan Ibn Qudāmah menekankan bahwa meskipun 

hubungan darah (raḥim) tetap ada, namun perbedaan agama memutus ikatan 

hukum (rabiṭah ḥukmiyyah) yang menjadi dasar pewarisan dalam syariat Islam. 

Al-Kāsānī dalam Badā'i' al-Ṣanā'i' membahas kasus kompleks ketika 

terjadi konversi agama di antara ahli waris dalam periode yang berbeda.134 

Jika pewaris Muslim meninggal dan salah satu ahli warisnya kemudian 

murtad sebelum pembagian harta, maka yang bersangkutan kehilangan 

haknya dan bagiannya didistribusikan kepada ahli waris Muslim lainnya. 

Sebaliknya, jika seorang non-Muslim masuk Islam setelah kematian pewaris 

non-Muslim tetapi sebelum pembagian warisan, ia tidak memperoleh hak 

                                                           
130 Al-Qurṭubī, Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān, Cetakan ke-1 (Beirut: Dār al-Kutub 

al-'Ilmiyyah, 1993), 345-347. 
131 Al-Nawawī, Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab (Jeddah: Maktabah al-Irshād, 

t.t.), 234-237. 
132 Al-Marghīnānī, Al-Hidāyah Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī, Cetakan ke-1 (Beirut: 

Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 567-569. 
133 Ibn Rushd, Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid, Cetakan ke-2 

(Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2004), 345-347. 
134 Al-Kāsānī, Badā'i' al-Ṣanā'i', 145-147. 
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waris karena status agamanya pada saat kematian pewaris yang menjadi 

acuan. Ibn Taymiyyah dalam Majmū' al-Fatāwā memberikan analisis 

mendalam tentang kasus anak yang lahir dari pernikahan campuran, di mana 

anak yang beragama Islam dari ayah Muslim dan ibu Ahlu Kitab tetap 

berhak mewarisi dari ayahnya, namun tidak dari ibunya jika ibu tersebut 

tetap non-Muslim. Al-Nawawī dalam Rawḍat al-Ṭālibīn menambahkan 

bahwa dalam kasus bayi yang belum mukallaf, status agamanya mengikuti 

ayah Muslim, sehingga berhak mewarisi dari keluarga ayah tetapi tidak dari 

keluarga ibu yang non-Muslim.135 

Fatwa Fiqh Al-Aqalliyyāt Yūsuf al-Qarḍāwī 

a. Seorang Muslim mewarisi hartanya kepada Non-Muslim 

Fatwa  iinii  diikeiluarkan  untuk  meinjawab  peirtanyaan  darii  seibagiian  

warga  dii  neigara  Briitaniia  yang  baru  meimeiluk  Iislam,  seidangkan  dii  siisii  

laiin  orang  tua  meireika  teitap  dalam  agama  asalnya. Hal  iinii  meiniimbulkan  

peirsoalan  hukum  keitiika  orang  tuanya  meiniinggal  duniia  dan  

meiniinggalkan  harta wariisan yang tiidak seidiikiit. Apakah diia biisa meineiriima 

wariisan darii orang tuanya yang non-musliim seidangkan diia teilah meimeiluk 

agama Iislam? Jiika meinggunakan peindapat mayoriitas ulama fiikiih, maka 

hukumnya haram kareina peirbeidaan agama yang diianut meinjadii peinghalang 

seiseiorang dapat meineiriima wariisan darii keiluarganya. Peindapat mayoriitas 

ulama fiikiih iinii beirdasarkan keipada makna ẓāhiir darii hadiis Nabii “Orang 

Musliim tiidak boleih meineiriima wariis darii orang kafiir, tiidak pula orang kafiir 

darii orang Musliim”. Meinurut  mayoriitas  ulama,  hadiis  iinii  meimiiliikii  hukum  

yang  jeilas  dan  qath’ii beirupa  larangan  bagii  seiorang  Musliim  untuk  

meineiriima  wariisan  darii  anggota  keiluarganya  yang  non-Musliim, beigiitu 

juga seibaliiknya. Deingan deimiikiian, mayoriitas ulama seipakat bahwa 

peirbeidaan agama meinjadii peinghalang wariis beirsiifat mutlak dan tiidak biisa 

diikeicualiikan. 136 

Fatwa  Yūsuf  al-Qaraḍa ̄wī  meinjeilaskan  peindapat  laiin  yang  

diiriiwayatkan  oleih  sahabat  Umar, Mu’ādh dan Mu’āwiiyah yang 

meimpeirboleihkan seiorang Musliim meineiriima wariisan darii keiluarganya yang  

non-Musliim.  Yūsuf  al-Qaraḍāwi ̄  meimiiliih  peindapat  iinii  meiskii  bukan  

                                                           
135 Al-Nawawī, Rawḍat al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn, Cetakan ke-3 (Beirut: al-

Maktab al-Islāmī, 1991), 123-125. 
136 Qaradhawi, Fī Fiqh Al-Aqalliyyāt al-Muslimah. 65. 
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peindapat  mayoriitas ulama  deingan  peirtiimbangan  bahwa  peirbeidaan  

agama  bukan  peinghalang  teirhadap  keibaiikan  atau  manfaat yang datang 

keipada seiorang Musliim. Deingan keibaiikan dan manfaat yang diiteiriima 

teirseibut, seiseiorang Musliim dapat meintauhiidkan Allah, meintaatii-Nya dan 

meimbantu agama-Nya.  Teirkaiit  hadiis yang meinjeilaskan larangan bagii 

Musliim meineiriima wariisan darii keiluarganya yang non-Musliim dan meinjadii 

dasar peindapat mayoriitas ulama dii atas, al-Qaraḍa ̄wī meingkhususkannya 

hanya keipada non-Musliim ḥarbī, yaknii meireika yang meimusuhii dan 

meimeirangii Iislam.  

Peirtiimbangan al-Qaraḍa ̄wī dalam fatwa iinii beirdasarkan kaiidah fiikiih 

al-umūr bii maqāsiidiihā (status hukum seitiiap peirkara teirgantung pada niiat dan 

tujuannya). Niiat dan tujuan meineimpatii peiranan peintiing  dalam  seigala  

aspeik  iilmu  fiikiih  kareina  iia  meirupakan  dasar  dalam  amal  dan  peirkeirjaan 

seiseiorang.  Oleih  kareina  iitu,  tiidak  meingheirankan  jiika  ada  kaiidah  laiin  

yang  meirupakan  cabang  darii  kaiidah  dii  atas  beirupa  lā thawāb wa lā ‘iiqāb 

iilla bii al-niiyāt (tiidak  ada  pahala  yang  diibeiriikan  dan  siiksaan yang 

diijatuhkan keipada seiseiorang keicualii atas dasar niiat dan tujuan seiseiorang 

teirseibut). Atas dasar kaiidah iinii, al-Qaraḍāwī beirpeindapat bahwa tiidak 

teipat jiika meingharamkan seiseiorang Musliim meineiriima wariisan keiluarganya 

yang non-Musliim seicara mutlak. Deingan  deimiikiian,  bagii  al-Qaraḍāwī, 

priinsiip dasar hukum meingeinaii harta adalah tujuan peinggunaannya. Jiika 

peimeiriintah meimboleihkan meireika untuk meimiiliikii harta atau wariisan yang 

biisa diigunakan untuk beiriibadah dan meinyiiarkan agama Allah, maka hukum 

peineiriimaan wariisan teirseibut meinjadii tiidak haram. Peirtiimbangan laiin yang 

meimbuat al-Qaraḍāwī meingunggulkan peindapat iinii dariipada peindapat 

mayoriitas ulama yang meingharamkan wariisan darii non-Musliim seicara 

mutlak diidasarii pada kaiidah fiikiih al-aṣlu  fii  al-‘ādiiyāt  wa  al-mu’āmalat  al-

naẓar  iila  al-‘iilalii  wa  al-maṣāliiḥ.  

Kaiidah  iinii  meinjeilaskan  bahwa hukum asal darii hal-hal umum dalam 

muamalah (teirmasuk wariis) diidasarkan keipada ‘iillat dan  keimaslahatan  yang  

diidapatkan.  Al-Qaraḍāwi ̄  beirpeindapat  bahwaii ‘iillat darii  masalah  wariis 

adalah seimangat untuk saliing tolong-meinolong, bukan peirsamaan agama. 

Peindapat iinii beirangkat darii  keinyataan  bahwa  Iislam  meingajarkan  dan  

meinganjurkan  keipada  umat  Iislam  untuk  meinolong  dan  meinjaga  warga  

non-Musliim  (ahl ḏimmah),  oleih  kareina  iitu  umat  Iislam  meineiriima  wariisan 
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darii  meireika. Dalam ushul fiikiih, teirdapat kaiidah yang tiidak jauh beirbeida 

deingan kaiidah dii atas, yaknii  kaiidah  al-ḥukmu yadūru ma’a iillatiihii wujudah wa 

‘adaman yang  artiinya  hukum  seibuah  peirkara  teirgantung ada atau tiidaknya 

‘iillat yang meilandasiinya. Deingan deimiikiian, ‘iillat meimiiliikii peiran yang peintiing 

dalam peineintuan hukum seibuah masalah. Peinjeilasan teintang fatwa iinii 

meinunjukkan hal yang sama deingan fatwa teintang shalat Jum’at seibeilum 

teirgeiliinciirnya mataharii dan seiteilah shalat Ashar. Dalam fatwa teirkaiit wariis 

iinii, Al-Qaraḍāwī meinjadiikan dua kaiidah fiikiih yang teilah diijeilaskan dii atas 

seibagaii landasan awal dalam meimiiliih dan/atau meingunggulkan peindapat 

seibagiian ulama yang diianggapnya leibiih beirmaslahat bagii warga Musliim 

miinoriitas, meiskiipun peindapat teirseibut bukan peindapat mayoriitas para 

ulama, baiik klasiik maupun konteimporeir. 

Fatwa Fiqh Al-Aqalliyyāt Muḥammad Ṣāliḥ ibn al-‘Uthaymīn 

a. Fatwa no. 247137, Saya telah menikah dengan seorang Muslimah 

berkewarganegaraan Amerika. Namun, ketika saya menceraikannya, 

separuh dari harta saya diberikan kepadanya sesuai dengan ketentuan 

undang-undang yang berlaku di Amerika Serikat. Apakah saya 

diperbolehkan mengikuti ketentuan tersebut? 

Ibn al-‘Uthaymīn menjawab, tidak diperbolehkan mengikuti 

ketentuan tersebut. Seorang Muslim tetap wajib berpegang teguh pada 

akad yang telah disepakati, seisuaii deingan fiirman Allah ta’ala : 

ٓأيَُّهَا ٱلذَِينَ ءَامَنوُٓا۟  قوُدِ أوَْفوُا۟ بِٱلْعُ يََٰ  
“Haii orang-orang yang beiriiman, peinuhiilah aqad-aqad iitu”138 

b. Fatwa mo. 248139, Bagaimana hukum terhadap harta milik seorang non-

Muslim yang telah meninggal dunia? Apakah harta tersebut dapat 

diwariskan kepada anak-anaknya ataukah kepada kaum Muslimin 

lainnya?  

Ibn al-‘Uthaymīn menjawab, harta tersebut tidak boleh diwariskan 

kepada anak-anaknya (jika mereka non-Muslim), seisuaii deingan sabda 

Rasulullah: 

                                                           
137 Al-‘Uthaymīn, Liqā’āt wa Fatāwā al-Aqalliyyāt al-Muslimah. 561. 
138 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan 

Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 2005), hlm. 106. Q.S. al-Mā’idah [5]: 1. 
139 Al-‘Uthaymīn. 561. 
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  الْمُسْلِمَ لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الكَافرَِ، ولا يَرِثُ الكَافرُِ 
“Seiorang musliim tiidak meiwariiskan kafiir dan kafiir tiidak 

meiwariiskan musliim”140 

 

c. Fatwa no. 249141, Di negara saya terdapat undang-undang yang mengatur 

diperbolehkannya anak perempuan memperoleh bagian warisan dari 

ayah atau ibunya dalam jumlah yang sama dengan anak laki-laki, dengan 

syarat bahwa harta tersebut merupakan bagian dari lahan pertanian dan 

masih berada dalam wilayah negara tersebut. Dalam sistem tersebut 

tidak diberlakukan prinsip li al-dzakari mitslu ḥaẓẓ al-unṡayayn. 

Bagaimanakah pandangan para ulama mengenai hal ini? 

Ibn al-‘Uthaymīn menjawab, menurut pendapat kami, undang-

undang tersebut batal karena telah bertentangan dengan ketentuan Allah 

Swt. Tidak diperkenankan bagi seorang Muslim untuk mengikuti sistem 

tersebut, dan anak perempuan pun tidak dibenarkan untuk menerima 

bagian warisan yang setara dengan anak laki-laki. Dalam syariat Islam 

telah ditetapkan bahwa anak perempuan memperoleh separuh dari 

bagian waris yang diterima anak laki-laki, seisuaii deingan fiirman Allah : 

 

لَةً اوَِ امْرَاَ  اخُْتٌ فَلِكُل ِ  اخٌَ اوَْ  لَهةٌ وَ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلَٰ

نْهُمَا  ا اكَْ وَاحِدٍ م ِ مْ شُرَكَاۤءُ فِى لِكَ فهَُ نْ ذَٰ مِ ثرََ السُّدسُُۚ فَاِنْ كَانوُْٓ

ى بِهَآ اَ   ضَاۤر ٍۚ وَصِيةًَ  غَيْرَ مُ يْنٍ  وْ دَ الثُّلثُِ مِنًْۢ بَعْدِ وَصِيةٍَ يُّوْصَٰ

نَ اٰللِّۗ وَاٰللُّ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌۗ    م ِ
“Jiika seiseiorang meiniinggal, baiik lakii-lakii maupun peireimpuan yang 

tiidak meiniinggalkan ayah dan tiidak meiniinggalkan anak, teitapii 

meimpunyaii seiorang saudara lakii-lakii (seiiibu) atau seiorang saudara 

peireimpuan (seiiibu), maka bagii masiing-masiing darii keidua jeiniis saudara 

iitu seipeireinam harta. Teitapii jiika saudara-saudara seiiibu iitu leibiih darii 

seiorang, maka meireika beirsama-sama dalam bagiian yang seipeirtiiga iitu, 

seiteilah (diipeinuhii wasiiat) yang diibuatnya atau (dan seiteilah diibayar) 

                                                           
140 Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, cet. ke-3, jld. 4 (Beirut: 

Dār Ibn Kaṡīr, 2002), 40, hadis no. 6764. 
141 Al-‘Uthaymīn. 561. 
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utangnya deingan tiidak meinyusahkan (keipada ahlii wariis). Deimiikiianlah 

keiteintuan Allah. Allah Maha Meingeitahuii, Maha Peinyantun.”142 

Berikut penulis telah merangkum fatwa-fatwa Ibn al-‘Uthaymīn dan 

Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam cakupan hukum keluarga Islam yang terdiri 

dari aspek pernikahan, perceraian, anak angkat dan kewarisan, dengan 

tabel sebagai berikut:  

Aspek  Cakupan  

Ulama 

Mutaqaddimīn 

(Fikih Mayoritas) 

Ibn al-‘Uthaymīn Yūsuf al-Qaraḍāwī 

Pernikahan  

Pernikahan 

Muslimah 

dengan orang 

komunis 

HARAM 

MUTLAK - 

Komunis 

dikategorikan 

sebagai kuffār 

yang mengingkari 

Allah 

HARAM - 

Pernikahan batal 

karena komunisme 

bertentangan 

dengan tauhid dan 

merupakan 

ideologi ateistik 

HARAM - 

Pernikahan batal 

karena komunis tidak 

beriman kepada 

Allah, Rasul, hari 

akhirat, dan 

menganggap agama 

sebagai penghalang 

kemajuan 

Pernikahan 

Muslim dengan 

wanita 

musyrikah 

HARAM 

MUTLAK - 

Konsensus ulama 

(ijmā') tentang 

keharaman mutlak 

HARAM - 

Larangan bersifat 

qaṭ'ī tanpa 

pengecualian 

HARAM –  

Setuju dengan 

larangan mutlak, 

namun menekankan 

klasifikasi non-

Muslim mana yang 

dimaksud 

Pernikahan 

Muslim dengan 

wanita Ahlu 

Kitab 

HALAL 

BERSYARAT - 

dengan syarat 

wanita 

mutadayyana 

(benar-benar 

HALAL - 

Kebolehan tetap 

berlaku meski 

terjadi perubahan 

dalam komunitas 

Ahlu Kitab. Syarat: 

HALAL DENGAN 

PERTIMBANGAN 

MAQĀṢID - 

Membolehkan 

dengan syarat ketat, 

harus 

                                                           
142 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan 

Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 2005), hlm. 95. Q.S. al-Nisā’ [4]: 12. 
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Aspek  Cakupan  

Ulama 

Mutaqaddimīn 

(Fikih Mayoritas) 

Ibn al-‘Uthaymīn Yūsuf al-Qaraḍāwī 

menjalankan 

agamanya) 

wanita benar-

benar Ahlu Kitab 

yang tidak 

menyimpang dari 

tauhid 

mempertimbangkan 

maqāṣid al-sharī'ah 

dan konteks sosial. 

Jika berpotensi 

merusak iman atau 

menimbulkan fitnah, 

dapat disesuaikan 

Pernikahan 

Muslim dengan 

wali non-

Muslim 

TIDAK SAH - 

Berdasarkan 

prinsip "lā wilāyah 

li kāfir 'alā 

muslim". 

Perwalian 

berpindah kepada 

wali 'aṣabah 

Muslim atau qāḍī 

TIDAK SAH - 

Wali non-Muslim 

tidak memiliki hak 

perwalian. 

Perwalian 

dialihkan kepada 

kerabat Muslim 

terdekat atau 

hakim syar'i 

TIDAK SAH - 

Setuju dengan prinsip 

dasar, namun lebih 

fleksibel dalam 

aplikasi untuk 

Muslim minoritas 

Perceraian  

Status 

pernikahan istri 

muallaf dengan 

suami non-

Muslim 

BATAL 

OTOMATIS - 

Terjadi furqah 

bā'inah karena "lā 

wilāyah li kāfir 

'alā muslim" 

BATAL - 

Pernikahan 

dianggap batal dan 

harus berpisah, 

bisa langsung atau 

menunggu masa 

'iddah 

TETAP SAH 

DENGAN 

SYARAT - 

Menggunakan 

metode tarjīḥ 

maqāṣidī, memilih 

pendapat yang 

membolehkan istri 

tetap bersama suami 

selama tidak 

dipisahkan oleh 

penguasa dan tidak 

ada perlakuan yang 

menyakiti 
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Aspek  Cakupan  

Ulama 

Mutaqaddimīn 

(Fikih Mayoritas) 

Ibn al-‘Uthaymīn Yūsuf al-Qaraḍāwī 

Hak Asuh  

Ḥaḍānah dalam 

pernikahan 

Muslim dengan 

wanita Nasrani 

HAK IBU 

SAMPAI 

TAMYĪZ –  

Hak asuh ibu 

hingga usia tamyīz 

(7 tahun), 

kemudian 

berpindah ke ayah 

Muslim. Syarat: 

tidak ada 

pengaruh negatif 

terhadap akidah 

anak 

HAK AYAH 

MUSLIM –  

Hak asuh jatuh 

kepada ayah 

Muslim, ibu 

Nasrani tidak 

berhak 

mempertahankan 

anak. Undang-

undang Barat yang 

memberikan hak 

kepada ibu 

dianggap batil 

HAK IBU 

DENGAN 

SYARAT - 

Mengikuti prinsip 

klasik: hak ibu hingga 

tamyīz dengan 

pengawasan ketat 

terhadap pendidikan 

agama anak 

Hukum 

mengangkat 

anak hasil zina 

KAFĀLAH 

DIBOLEHKAN, 

TABANNĪ 

DILARANG - 

Kafālah 

dianjurkan sebagai 

kebajikan sosial 

tanpa mengubah 

nasab 

DIBOLEHKAN 

DENGAN 

SYARAT - 

Membolehkan 

adopsi untuk 

kemaslahatan 

dengan syarat 

tidak mengubah 

nasab dan menjaga 

aturan aurat 

DIBOLEHKAN 

UNTUK 

KEMASLAHATAN 

- Membolehkan 

dengan syarat 

identitas asal anak 

tetap diketahui dan 

tidak dinasabkan 

kepada orang tua 

angkat 

Kewarisan  

Kewarisan 

antara Muslim 

dan Non-

Muslim 

DILARANG 

MUTLAK - 

Berdasarkan hadis 

"lā yarithu al-

muslim al-kāfir wa 

lā al-kāfir al-

muslim". 

Alternatif: 

waṣiyyah 

DILARANG - 

Tidak 

diperbolehkan 

Muslim mewarisi 

dari non-Muslim 

maupun 

sebaliknya, 

mengikuti hadis 

secara literal 

DIBOLEHKAN 

DENGAN 

SYARAT - 

Membolehkan 

Muslim menerima 

warisan dari non-

Muslim (tapi tidak 

sebaliknya) dengan 

syarat non-Muslim 

bukan ḥarbī yang 
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Aspek  Cakupan  

Ulama 

Mutaqaddimīn 

(Fikih Mayoritas) 

Ibn al-‘Uthaymīn Yūsuf al-Qaraḍāwī 

(maksimal 1/3) 

dan hibah 

memusuhi Islam. 

Berdasarkan kaidah 

"al-umūr bi 

maqāṣidihā" 
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BAB V 

PERBANDINGAN FATWA HUKUM KELUARGA 

ISLAM PERSPEKTIF MUHAMMAD ṢĀLIH IBN  

AL-‘UTHAYMĪN DAN YŪSUF AL-QARADĀWĪ PADA 

MUSLIM MINORITAS 

 

A. Aplikasi Fatwa Fiqh Al-Aqalliyyāt  Hukum Keluarga Islam pada 

Muslim Minoritas Ibn al-‘Uthaymīn dan Yūsuf al-Qaraḍāwī. 

Fatwa dalam fiqh al-aqalliyyāt memainkan peran penting dalam 

memberikan panduan hukum bagi Muslim minoritas dalam menjalankan 

ajaran Islam di tengah sistem hukum dan budaya yang berbeda. Dalam 

konteks hukum keluarga Islam, perbedaan pendekatan antara ulama salafi, 

seperti Ibn al-‘Uthaymīn, dan ulama wasathi, seperti Yūsuf al-Qaraḍāwī, 

mencerminkan dinamika pemikiran yang beragam dalam merespons 

tantangan yang dihadapi Muslim minoritas. Melalui pendekatan analisis 

wacana (discourse analysis), dapat dilihat bagaimana fatwa yang bersumber dari 

kerangka salafi lebih menekankan aspek tekstual dan konservatif, sedangkan 

pendekatan wasati cenderung lebih fleksibel dan kontekstual. Selain itu, 

integrasi aplikasi fatwa fiqh al-aqalliyyāt juga dapat dianalisis melalui 

pendekatan maqāṣid-based ijtihad, yang berupaya menyeimbangkan antara 

prinsip-prinsip hukum Islam dengan kebutuhan praktis Muslim minoritas. 

Dengan memahami perbedaan dan titik temu antara fatwa yang bersifat 

konservatif dan progresif, kajian ini berupaya menggali bagaimana fiqh al-

aqalliyyāt dapat menjadi solusi yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam 

hukum keluarga Islam bagi Muslim minoritas. 

1. Adaptasi Fatwa Fiqh Al-Aqalliyyāt  Hukum Keluarga Islam 

melalui Pendekatan Analisis Wacana dan Teks antara Salafi dan 

Wasati 

Peineirapan konteiks hukum Iislam keihiidupan masyarakat Musliim 

miinoriitas seiriing kalii meinghadapii tantangan yang kompleiks. Tantangan iinii 

muncul akiibat adanya peirbeidaan kondiisii sosiial, budaya, dan hukum yang 

meiliingkupii komuniitas Musliim dii neigara-neigara non-Musliim. Oleih kareina 
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iitu, diipeirlukan peindeikatan yang reileivan dan konteikstual untuk meinjawab 

peirsoalan-peirsoalan hukum yang diihadapii, salah satunya meilaluii fiikih 

reialiitas. Peindeikatan iinii meineikankan pada analiisiis meindalam teirhadap siituasii 

aktual, seihiingga fatwa atau keiputusan hukum dapat diiseisuaiikan deingan 

keibutuhan masyarakat Musliim miinoriitas tanpa meiniinggalkan priinsiip-priinsiip 

dasar syariiat Iislam. Peirbeidaannya biisa diiseibabkan oleih faktor teimpat yang 

jauh darii teimpat tumbuh dan beirkeimbangnya hukum Iislam, mungkiin bagii 

seibagiian beisar daeirah deingan Musliim mayoriitas dapat leiluasa dalam 

meinjalankan syariiat seicara utuh dan seimpurna deingan fiikih mayoritas atau 

fiikih 4 mazhab, teitapii beirbeida deingan Musliim miinoriitas yang beirteimpat 

tiinggal dii Barat deingan beirbagaii peinyeisuaiian hukum deingan beirbagaii 

keisuliitan dan tantangan meireika dalam meinjalankan iibadah teirutama dalam 

ranah sosiial poliitiik dii neigara Barat dan seipeirtii peirmasalahan hukum Iislam 

bagii masyarakat miinoriitas Musliim yang tiinggal dii neigara-neigara Barat; faktor 

masa (eira) yang teirpiisah jauh darii masa (eira) diibukukannya fiikih klasiik yang 

banyak meinjadii peigangan, ataupun faktor eiseinsii dan format yang meimang 

baru ada dan tiidak diiteimukan padanannya pada masa seibeilumnya, seipeirtii 

kloniing, bayii tabung, ei-commeircei, dan laiin seibagaiinya.1 

Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer, kembali kepada 

sifat kaku dalam makna harfiah teks agama sering kali justru memperumit 

problematika yang ada, karena dapat menyebabkan terasingnya ajaran Islam 

dari realitas kehidupan modern. Hal ini berimplikasi pada melemahnya citra 

Islam sebagai agama yang relevan di setiap waktu dan tempat. Oleh karena 

itu, pendekatan yang tepat dalam hal ini ialah pemahaman prinsip-prinsip 

dasar, nilai-nilai universal, dan tujuan utama dari ajaran Islam (maqāṣid al-

syarī‘ah), lalu menerapkannya secara kontekstual sesuai dengan tuntutan 

zaman demi mewujudkan kemaslahatan umum. Pendekatan ini dikenal 

sebagai ijtihād maqāṣidī, yaitu metode pembaruan hukum Islam yang 

menekankan kemudahan (taysīr) dan kebermanfaatan. Tokoh yang berperan 

penting dalam pendekatan ini adalah Yūsuf al-Qaraḍāwī dengan konsep 

moderatnya (wasāṭiyyah). Meskipun demikian, fatwa-fatwa yang dilahirkan 

melalui pendekatan tekstual tradisional seperti yang dikemukakan oleh 

Muḥammad Ṣāliḥ ibn al-‘Uthaymīn tetap patut dipertimbangkan, karena 

                                                           
1 Quintan Wiktorowicz, The Management of Islamic Activism: Salafis, The 

Muslim Brotherhood, and State Power in Jordan, (Albany: SUNY Press, 2018), 62. 
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disusun oleh para muftī yang memiliki kapasitas keilmuan dan integritas yang 

tinggi. Dengan demikian, seorang mukallaf diberi keleluasaan untuk memilih 

fatwa yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya, baik melalui 

pendekatan kontekstual yang berorientasi pada tujuan syariat maupun 

melalui pendekatan tekstual yang berpegang pada keaslian nash, selama 

pilihan tersebut tidak mengorbankan prinsip-prinsip dasar dan kemurnian 

ajaran Islam.2 

Adapun apliikasii atau iimpleimeintasii fatwa dalam hal iinii, diiantaranya 

seibagaii beiriikut: 

a) Fatwa teintang status peirniikahan istrii muallaf seidangkan suamii teitap 

Non-Iislam, dalam kasus iinii meinurut Muḥammad Ṣāliiḥ iibn al-

‘Uthaymīn pada fatwa fiqh al-aqalliyyāt nomor 250 dan 253 dan juga 

ulama’ laiinnya darii kalangan dzahiirii beirpeindapat bahwa peirniikahan 

keiduanya diianggap batal dan harus beirpiisah. Meiskiipun deimiikiian, 

meireika beirbeida peindapat meingeinaii proseis peimbatalan dan peimiisahan 

keiduanya, yakni apakah langsung diipiisahkan pada saat salah satunya 

masuk Iislam atau peirlu meinunggu seileisaii masa ‘iiddah iistrii, deingan 

alasan bahwa apabiila iistrii masuk Iislam, maka peirniikahannya deingan 

suamii non-Musliim otomatiis batal seicara langsung, baiik sang suamii 

adalah ahl-al-kiitab atau bukan, baiik iistrii meinyatakan keiislamannya 

seikeijap mata atau leibiih. Maka, tiidak ada jalan laiin bagii suamii teirhadap 

mantan iistriinya keicualii diia beirsyahadat dan iikut masuk Iislam. Beirbeida 

deingan mayoriitas ulama, para ulama konteimporeir khususnya bagii 

meireika yang teilah meingeitahuii reialiitas Musliim miinoriitas, seipeirtii Yūsuf 

al-Qaraḍāwī, Abd Allāh bin Bayyah, Jassīr ‘Aūḍah, Ṭāhā Jābir al-

‘Alwānī dan laiin seibagaiinya, meingambiil peindapat yang kurang masyhur 

dii kalangan para ulama. Walau bukan peindapat yang diiamiinii oleih 

jumhur, akan teitapii bagii meiraka, peindapat iinii adalah jawaban yang 

seisuaii dan peinuh keimaslahatan untuk diiteirapkan fakta dii lapangan. 

Meireika seipeindapat bahwa peirniikahan keiduanya tiidak batal meiskiipun 

salah satunya beilum masuk Iislam, baiik dalam masa ‘iiddah atau seiteilah 

masa ‘iiddah. Hakiim pun juga tiidak peirlu meimiisahkan keiduanya dan 

keiputusan diiseirahkan seipeinuhnya pada iistrii. Diia diipeirboleihkan untuk 

                                                           
2 Nyazee Imran Ahsan Khan, Theories of Islamic Law : The Methodology of 

Ijtihād (Kuala Lumpur : The Other Press, 2002, n.d.). 31. 
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meilanjutkan hubungan peirniikahan atau beirpiisah darii suamiinya. 

Meinurut heimat peinuliis bahwa adaptasii diiantara peindeikatan salafii 

maupun wasatii iialah deingan bahwa seilama seiorang iistrii tiidak 

meindapatkan peirlakuan yang meinceideiraii diiriinya atau agamanya seiteilah 

diia muallaf, maka diipeirboleihkan untuk teitap beirsama suamii dan untuk 

meindapatkan perlakuan yang layak deingan hak-haknya seibagaii pasangan 

suamii- iistrii pada umumnya.3 

b) Fatwa dalam keiboleihan meiniikah deingan orang komuniis, dalam fatwa 

Yusuf al-Qaraḍāwī meilarang peirniikahan deingan orang komuniis kareina 

keiyakiinan meireika beirteintangan deingan tauhiid dan meireika tiidak 

beiriiman keipada Allah. Adapun dalam fatwa Ṣāliiḥ Iibn al-‘Uthaymīn, 

sama-sama meilarang peirniikahan deingan orang komuniis atas dasar 

bahwa komuniismei adalah iideiologii ateiiistiik yang seicara teigas 

beirteintangan deingan Iislam. 

c) Fatwa teintang adopsii anak pada Musliim miinortas, dalam fatwa Yusuf 

al-Qaraḍāwī meimboleihkan adopsii anak deingan syarat iideintiitas asal 

anak teitap diikeitahuii, dan anak tiidak boleih diinasabkan keipada orang tua 

angkat. Hal iinii seisuaii deingan priinsiip meinjaga keijeilasan nasab dalam 

Iislam. Diisampiing iitu dalam fatwa Ṣāliiḥ Iibn al-‘Uthaymīn sama-sama 

meimboleihkan, teitapii meineikankan leibiih keiras pada larangan meingubah 

nasab anak angkat. Iia juga meimpeiriingatkan bahwa adopsii tiidak boleih 

meilanggar syariiat teirkaiit aurat dan iinteiraksii keiluarga. 

d) Fatwa teintang Musliim meineiriima wariisan darii keirabat non-Musliim, 

dalam kasus iinii jiika meiniinjau darii fatwa Muḥammad Ṣāliiḥ iibn al-

‘Uthaymīn pada nomor fatwa 247, 248, 249 yang beirpeindapat bahwa 

keitiiadaan iikatan wariisan antara umat Iislam deingan umat agama laiin. 

Seimeintara iitu, pada peindapat kalangan konteikstualiis khususnya Yusuf 

al-Qaraḍāwī i, meingatakan bahwa seiorang Iislam boleih meineiriima 

wariisan darii non-Musliim, teitapii tiidak beirlaku untuk seibaliiknya, dan 

dalam hal iinii meinurut peinuliis bahwa peindapat darii kalangan teikstualiis 

meirupakan peindapat yang iideial dan seijatiinya diiteirapkan pada seitiiap 

Musliim tanpa teirkeicualii, adapun jiika beirkaiitan pada Musliim miinoriitas 

maka akan adanya kompromiisasii atau keiriinganan, deingan meineiliisiik 

                                                           
3 Ṣāliḥ b. Fawzān Al-Fawzān, Wujūb Al-Taḥākum Ilā Mā Anzala Allāh Wa-

Taḥrīm al-Taḥākum Ilā Ghayrihi (Riyadh: Dār al-‘āṣima, 1993), 16. 
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keimbalii apakah non-Musliim teirseibut teirkaiit dalam keiteigorii kafiir harb 

atau tiidak, jiika iiya, maka hal iitu diilarang dan jiika bukan maka 

diipeirboleihkan deingan syarat bahwa jiika yang meimbeiriikan wariisan yaknii 

non-Musliim dan bukan seibaliiknya.  

Pendekatan para mufti dalam merespons isu-isu kontemporer 

menunjukkan adanya jarak yang cukup signifikan antara konstruksi teoritis 

dan penerapannya di lapangan. Ketidaksesuaian ini sering kali menimbulkan 

kegelisahan di kalangan para ahli hukum Islam, khususnya terkait konsistensi 

metodologis dalam pengambilan keputusan hukum. Salah satu tokoh yang 

menyoroti pentingnya harmonisasi antara teori dan praktik adalah Ṭāhā 

Jābir al-‘Alwānī. Ia menekankan perlunya kontekstualisasi terhadap objek-

objek pembahasan dalam perumusan teori hukum, agar sejalan dengan 

dinamika sosial yang dihadapi umat Islam, khususnya sebagai minoritas di 

negara-negara non-Muslim.4 Gagasan ini tercermin dalam penyelenggaraan 

berbagai multaqā al-fiqhī (forum fikih) yang secara kolektif membahas 

kemungkinan penafsiran ulang terhadap al-Qur’ān dan al-Ḥadīṡ, dengan 

mempertimbangkan realitas kontemporer sebagai fondasi utama. Forum 

tersebut bertujuan menghasilkan formulasi hukum yang lebih responsif 

terhadap konteks sosial modern serta mempromosikan nilai-nilai 

perdamaian, keadilan, dan kemajuan yang inklusif dalam hubungan antara 

komunitas Muslim dan non-Muslim. Salah satu multaqā penting dalam 

konteks ini menghadirkan sejumlah tokoh terkemuka seperti Muzammil 

Siddiqi, Ḥasan Qazwīnī, Munīr Fārīd, dan Ingrid Mattson, yang masing-

masing berkontribusi dalam merumuskan pendekatan fikih yang lebih 

kontekstual dan dialogis. 

Meireika seipakat teintang peirlunya peingeimbangan iijtiihad deingan tiidak 

hanya meinggunakan peindeikatan-peindeikatan ushûl al-fiiqh klasiik, teitapii juga 

meinggunakan peindeikatan iilmu sosiiologii, eikonomii, dan fiilsafat dii sampiing 

peingeitahuan teintang masyarakat konteimporeir. Peindeikatan-peindeikatan 

multiidiisiipliineir seipeirtii yang teirakhiir iiniilah meinurut Muzammiil Siiddiiquei, 

diirasa kurang diikuasaii oleih kalangan ahlii hukum Iislam dii Barat saat iinii. 

Keisiimpulan akan urgeinsii iijtiihad pada masa modeirn iinii teilah banyak 

diigaungkan oleih beibeirapa sarjana Musliim seibeilumnya. Siir Muhammad 

                                                           
4 Gamal Eldin Attia, Towards Realization of the Higher Intents of Islamic Law : 

Maqāșid al-Shari’ah A Functional Approach (USA: The International Institute Of 

Islamic Thought., n.d.), 62. 
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Iiqbal, seiorang sarjana asal Pakiistan yang cukup beirpeingaruh dalam 

peingeimbangan studii keiiislaman dii duniia akadeimiik Barat, meingatakan: “Thei 

teiachiing of thei Qur’an that liifei iis a proceiss of progreissiivei creiatiion 

neiceissiitateis that eiach geineiratiion, guiideid but unhampeireid by thei work of iits 

preideiceissors, should bei peirmiitteid to solvei iits own probleims.” (Ajaran al-

Qur’ân bahwa hiidup adalah proseis peinciiptaan yang kreiatiif meingharuskan 

seitiiap geineirasii, diibiimbiing tapii tiidak diibatasii oleih karya-karya peindahulunya, 

untuk diipeirkeinankan meinyeileisaiikan peirsoalan-peirsoalannya seindiirii). 

Peirnyataan iinii meinyiiratkan peirlunya tradiisii beirpiikiir konteikstual yang teirus 

meineirus yang dalam bahasa M. Hashiim Kamalii, diiseibut deingan peirteimuan 

creiatiivei thiinkiing and preivaiiliing condiitiion of iits sociieitiieis (proseis beirpiikiir kreiatiif dan 

kondiisii nyata masyarakatnya).5 

Pendekatan wasaṭiyyah yang diusung oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī dapat 

dipahami sebagai bentuk dari Islam progresif. Menurut Syed Hussein Alatas, 

istilah ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk abstraksi atau reduksi dari 

totalitas ajaran Islam, melainkan sebagai indikator bahwa Islam pada 

hakikatnya memang bersifat progresif. Watak asli Islam yang seperti inilah 

sejatinya perlu diangkat ke permukaan dan dikontekstualisasikan secara tepat 

dalam dinamika masyarakat modern.6 Sementara itu, Alparslan Açıkgenç, 

dekan Fakultas Seni dan Ilmu Sosial di Fatih University, Turki, menyatakan 

bahwa Islam progresif adalah Islam yang menawarkan keseimbangan antara 

the mysterious and the rational aspects of human nature (aspek misterius dan rasional 

dari tabiat manusia). Definisi lain dikemukakan oleh ‘Abd Allāh Sa‘īd, yang 

menyebut bahwa Islam progresif merupakan salah satu dari sekian banyak 

aliran pemikiran Islam kontemporer yang berupaya untuk incorporate the 

contexts and the needs of modern Muslims (mengintegrasikan konteks dan 

kebutuhan-kebutuhan umat Muslim modern). Pada akhirnya, pendekatan ini 

mencerminkan keinginan untuk act to preserve the vibrancy and variety of the Islamic 

tradition (bertindak untuk menjaga vitalitas dan keberagaman tradisi Islam), 

tanpa serta-merta menafikan entitas dan kontribusi pendekatan salafī 

sebagaimana yang diusung oleh Muḥammad Ṣāliḥ ibn al-‘Uthaymīn dan para 

ulama tekstualis lainnya. 

                                                           
5 Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, Al-Ashbâh Wa al-Nadzâ’ir Fî Furû‘ Fiqh al-Syâfi‘iyyah 

(Kairo: Mathba’ah Mushthafâ Bâbî al Halabî., 1387), 91. 
6 Rafika Nisa, Studies of Muslims in the West: Prospects and Challenges, dalam 

The Situation of Muslims in the UK (New York: Open Society Institute, 2002), 35. 
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Sosialisasi gagasan Islam progresif terus berlangsung dan berkontribusi 

dalam membentuk keseimbangan pemikiran keislaman, meskipun 

menghadapi berbagai tantangan. Ide mengenai Islam progresif ini tidak 

hanya berkaitan dengan nilai-nilai universal seperti keadilan dan kebebasan—

yang menjadi wacana utama dalam diskursus modernitas—tetapi juga 

merambah ke wilayah hukum Islam. Dari sinilah kemudian muncul istilah 

ijtihād progresif, yaitu pendekatan yang meniscayakan penafsiran ulang 

terhadap nash-nash hukum serta rekonstruksi metodologi penetapan hukum. 

Tujuannya adalah agar fleksibilitas dan elastisitas hukum Islam yang dahulu 

telah dicanangkan oleh para mujtahid klasik tidak sekadar menjadi catatan 

dalam kitāb-kunīng, tetapi benar-benar dapat diwujudkan dalam kehidupan 

sehari-hari umat Islam. Para sarjana Muslim kontemporer yang gigih 

mengadvokasi pendekatan baru (progressive approach) dalam memahami Islam, 

secara khusus menjadikan kajian maqāṣid al-syarī‘ah sebagai metode utama 

dalam menyeimbangkan hukum Islam kontemporer. Di antara tokoh yang 

paling dikenal di dunia Barat adalah Muḥammad Khālid Mas‘ūd, 

Muḥammad Hāshim Kamālī, Aḥmad al-Raysūnī, Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah, 

dan Jasser Auda. Mereka meyakini bahwa dengan menjadikan maqāṣid al-

syarī‘ah sebagai kerangka berpikir, akan diperoleh pemahaman Islam yang 

selalu relevan dan selaras dengan keseimbangan kemanusiaan lintas ruang 

dan waktu. Singkatnya, fleksibilitas, elastisitas, dan universalitas ajaran Islam 

akan menjadi realitas yang dapat dirasakan oleh seluruh umat, bukan hanya 

sebagai ideal normatif.7 

Iijtiihad dalam kajiian hukum Iislam tiidak biisa teirleipas darii ushûl al-fiiqh, 

teiorii-teiorii hukum Iislam yang teilah teirbangun lama meingiikutii peirkeimbangan 

fiikih. Meiskiipun deimiikiian, beiragamnya beintuk, eiseinsii, dan konteiks hukum 

Iislam pada masa konteimporeir diiteingaraii oleih beibeirapa sarjana ushûl fiiqh 

konteimporeir seibagaii peinyeibab peirlunya reiformasii teiorii ushûl fiiqh agar teitap 

mampu meinjadii iinstrumein hukum yang meinghasiilkan beintuk hukum yang 

beiroriieintasii pada keimaslahatan umat. Iibn ‘Âsyûr, seibagaii salah seiorang 

sarjana konteimporeir meinyatakan bahwa dalam meimeicahkan masalah 

konteimporeir diipeirlukan peindeikatan sosiiologiis atau budaya dan meitodologii 

eipiisteimologiis yang deingannya reialiisasii keimaslahatan dan keisatuan 

                                                           
7 Trey Gowdy et al., The Muslim Brotherhood’s Global Threat, (Washington, 

D.C.: U.S. House of Representatives, 2015), 19. 
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pandangan atas suatu masalah biisa diicapaii. Iibn ‘Âsyûr tiidak meinolak ushûl 

al-fiiqh. Iia hanya meinyatakan bahwa ada beibeirapa catatan yang peirlu 

diipeirhatiikan, antara laiin: peirtama, peirbeidaan pandangan hukum yang teirjadii 

teirus meineirus iitu kareina meingiikutii peirbeidaan ushûl-nya. Keidua, peirbeidaan 

yang teirjadii dalam ushûl al-fiiqh diiseibabkan oleih qawâ‘iid al-ushûl yang banyak 

teirceirabut darii cabang-cabang fiikih, kareina peimbukuan iilmu ushûl al-fiiqh 

teirjadii pada masa seiteilah peimbukuan fiikih. Akiibatnya, ushûl al-fiiqh 

ceindeirung meineikankan pada otoriitas teiks dariipada makna, hiikmah, dan 

maksud hukum Iislam iitu seindiirii. Seibagaii upaya meineimukan keimbalii 

keipastiian dan keiyakiinan hukum iitulah diipeirlukan upaya meimbangun 

keimbalii ushûl al-fiiqh deingan dasar maqâshiid alsyarî’ah.8 

Adaptasii fatwa hukum keiluarga Iislam pada Musliim miinoriitas meilaluii 

peindeikatan komparatiif analiisiis antara salafii dan wasatii meinunjukkan 

peirbeidaan meindasar dalam cara keiduanya meimahamii dan meireispons 

tantangan keihiidupan dii masyarakat non-Musliim. Kalangan salafii ceindeirung 

beirpeigang teiguh pada iinteirpreitasii liiteiral Al-Qur'an dan Sunnah seirta 

meineikankan peineirapan syariiat seicara keitat deingan seidiikiit fleiksiibiiliitas, 

meiskiipun meireika meingakuii kaiidah darurat dalam siituasii teirteintu. Seimeintara 

iitu, peindeikatan Wasatii leibiih modeirat dan iinklusiif, deingan meiniitiikbeiratkan 

pada maqashiid as-syariiah, konteikstualiisasii hukum, dan keiseiiimbangan antara 

priinsiip syariiat dan reialiitas sosiial.9 

Deimii meiwujudkan tujuan yang diiharapkan, teirdapat beibeirapa priinsiip 

yang peirlu diiteirapkan dalam iijtiihad fiiqh al-aqalliiyyāt,10 pertama meimiiliikii 

peimiikiiran dan seimangat peimbaharuan agar hukum Iislam tiidak meingalamii 

stagnan dan teitap reileivan deingan diinamiika keihiidupan manusiia. Kedua, 

keiharusan meimpeirhatiikan kaiidah fiikiih yang beirsiifat uniiveirsal. Ketiga, 

meimpeirhatiikan reialiitas (al-waqii‘). Iibn al-Qayyiim (w. 751 H) meineigaskan 

bahwa haram hukumnya muftii beirfatwa tanpa iilmu. Dalam hal ini, terdapat 

dua iilmu yang peirlu diimiiliikii agar tiidak meinyeisatkan masyarakat Musliim, 

                                                           
8 Asif K Khan, The Fiqh of Minorities—The New Fiqh to Subvert Islam (London: 

Khilafah Publications, 2004), 75. 
9 Emine Enise Yakar and Sumeyra Yakar, “The Critical Analysis of Taha Jabir 

Al-Alwani’s Concept of Fiqh al-Aqalliyyāt,” Hitit İlahiyat Dergisi 20, no. 1 (2021): 

377–404, https://doi.org/10.14395/hid.865002. 
10 Abdullah Saeed, “Some Reflections on the Contextualist Approach to Ethico- 

Legal Texts of the Qur’an,” Buletin of the School of Oriental and African Studies-

University of London 7, no. 2 (2008): 22-237. 
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yaiitu reialiitas dan seigala hal yang beirkaiitan deingan segala aktifitas 

didalamnya, dan peimahaman hukum syar’ii yang berfokus teintang keiadaan 

reialiitas teirseibut, baiik darii Al-Qur’an dan al-Sunnah. Keempat, peineikanan 

dan peingutamaan teirhadap fiqh al-jamā‘ah (koleiktiif, masyarakat) diiatas fiqh 

al-afrād (peirorangan atau iindiiviidu). Kelima, fiiqh al-aqalliiyyāt harus diibangun 

deingan priinsiip meimudahkan (manhaj al-taysīr). Meinurut Iibn al-Qayyiim, 

taysiir adalah peileigalan hukum beirdasarkan keimampuan mukallaf dalam 

peiriintah dan meinjauhii larangan tanpa beiban dan keisukaran yang 

meinghalangiinya. Keenam, meimpeirhatiikan kaiidah fleiksiibeiliitas hukum 

diiseibabkan peirubahan kondiisii. Ketujuh, meimpeirhatiikan hal-hal yang teilah 

meinjadii suatu keiteitapan (al-sunnah) tanpa campur tangan manusiia (murā‘āt 

sunnat al-tadarruj), beiseirta tahapannya. Meinurut Al-Sayd Yasiin, dii dalam 

keihiidupan manusiia, teirdapat dua hal yang tiidak biisa diubah, yaiitu sunnah al-

kawnīyah (hukum alam/naturei law) dan al-sunnah al-shar‘iiyyah (hukum Tuhan 

yang beirsiifat transeindein). Kedelapan, meingeitahuii hal-hal yang meinjadii 

keibutuhan priimeir (al-darurat) dan seikundeir (al-hajat) manusiia. Dan yang 

Kesembilan, meimbeibaskan diirii darii keiteiriikatan mazhab. 

Meilaluii analiisiis iinii, dapat diisiimpulkan bahwa peindeikatan salafii leibiih 

fokus pada meinjaga keimurniian akiidah dan iideintiitas Iislam tanpa banyak 

teirpeingaruh oleih budaya lokal, seidangkan peindeikatan wasathii leibiih adaptiif 

dan meineikankan keimudahan seirta keimaslahatan bagii Musliim miinoriitas. 

Keiduanya meimiiliikii keileibiihan dan keikurangan yang peirlu diipeirtiimbangkan 

seisuaii deingan keibutuhan masyarakat Musliim miinoriitas, seihiingga 

meinghasiilkan fatwa yang reileivan, apliikatiif, dan teitap seisuaii deingan niilaii-niilaii 

Iislam. 

2. Integrasi Aplikasi Fatwa Fiqh Al-Aqalliyyāt  Hukum Keluarga 

Islam antara Mujtahid Konservatif dan Progresif melalui 

Pendekatan Maqâsid-Based Ijtihad 

Istinbāṭ hukum Islam meirupakan suatu tahap akhiir dalam 

meinyiimpulkan suatu hukum yang diitiinjau darii beirbagaii iillah yang ada, 

dalam hal iinii teirdapat peindeikatan beiragam yang diibagii meinjadii 2 kubu 

utama yaknii salafii dan wasatii atau antara mujtahiid konseirvatiif dan progeisiifi, 

deingan adanya peirbeidaan peindeikatan teirseibut antara mujtahiid konseirvatiif 

dan progreisiif seiriing kalii meinciiptakan tantangan dalam meinyusun fatwa 

yang reileivan bagii keibutuhan umat. Mujtahiid konseirvatiif ceindeirung 
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beirpeigang pada teiks dan kaiidah-kaiidah klasiik yang sudah mapan, seimeintara 

mujtahiid progreisiif leibiih meineikankan konteikstualiisasii hukum agar seijalan 

deingan diinamiika sosiial konteimporeir. Untuk meinjeimbatanii peirbeidaan iinii, 

peindeikatan maqâsiid-baseid iijtiihad meinjadii alteirnatiif yang poteinsiial. 

Peindeikatan iinii tiidak hanya meingakomodasii priinsiip-priinsiip dasar syariiat 

yang diijaga oleih keilompok konseirvatiif, teitapii juga meimbeiriikan ruang untuk 

reiiinteirpreitasii hukum yang diipriioriitaskan oleih keilompok progreisiif, deingan 

beiroriieintasii pada keimaslahatan dan niilaii-niilaii uniiveirsal Iislam.11 

Dalam pandangan ijtihād berbasis maqāṣid, penetapan al-Qur’ān dan al-

Ḥadīṡ sebagai sumber utama hukum Islam merupakan sesuatu yang bersifat 

pasti dan tidak diperdebatkan. Namun, perbedaan mendasar antara 

pendekatan ini dengan pemahaman ulama uṣūliyyīn klasik terletak pada 

penekanan ulama maqāṣidiyyīn terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip 

universal al-Qur’ān sebagai dasar utama dalam penetapan hukum. 

Ketentuan-ketentuan yang bersifat spesifik dan parsial dalam al-Qur’ān 

maupun al-Ḥadīṡ, apabila dianggap tidak lagi sejalan dengan prinsip-prinsip 

universal maqāṣid al-syarī‘ah yang disarikan dari al-Qur’ān sebagai sumber 

tertinggi, harus ditafsirkan ulang agar selaras dengan nilai-nilai tersebut. 

Demikian pula halnya dengan ijmā‘ (konsensus ulama), yang tetap dapat 

dijadikan sebagai pertimbangan hukum selama masih relevan dengan 

maqāṣid al-syarī‘ah. Namun, apabila tidak lagi sesuai dengan kondisi zaman 

dan kebutuhan masyarakat kontemporer, ijmā‘ tersebut dapat ditinggalkan 

dan diposisikan sebagai produk hukum pada masanya sendiri. Dalam 

pendekatan maqāṣid-berbasis ijtihād, berbagai metode klasik seperti qiyās, 

istiḥsān, maṣlaḥah mursalah, dan sadd al-dharā’i‘ tetap digunakan sebagai 

perangkat istinbāṭ hukum. Akan tetapi, dalam proses pengambilan 

keputusan akhir, pertimbangan kemaslahatan (maṣlaḥah) ditempatkan pada 

posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan otoritas literal teks.12  

Qiiyâs meinurut makna iistiilah ushûl al-fiiqh diideifiiniisiikan seibagaii Ilḥāq 

amr ghayr manṣūṣ ‘alā ḥukmihi al-syar‘ī bi amr manṣūṣ ‘alā ḥukmihi li isytrākihā 

fī ‘illat al-ḥukm. Diigunakannya qiiyâs dalam maqāṣid-baseid iijtiihad 

                                                           
11 ‘Abd al-‘Adzîm Ibrâhîm al-Mu‘thî, Al-Fiqh al-Ijtihādī al-Islāmī bayna 

‘Abqarīyyat al-Salaf …wa Ma’ākhidh Nāqidīhi. (Kairo: Maktabah Wahbah, n.d.), 203. 
12 Wahbah al-Zuhaylî, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh (Damaskus: Dār al-‘āṣima, 

1997), 65.  
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meinunjukkan keitiidakteirpiisahan antara ushûl al-fiiqh dan maqâshiid al-

syarî’ah. Yang meimpeirtautkan keiduanya adalah ‘iillat, yang meirupakan 

bagiian iintii darii maqâshiid al-syarî’ah, seibagaii syarat apliikasii qiiyâs. Deingan 

kata laiin, qiiyâs pada hakiikatnya teirgantung pada maqāṣid al-syarī‘ah darii siisii 

peirlunya keiseisuaiian deingan ‘iillat. Kareina iitulah ushûliiyyûn seibeilum al-

Syâthiibî meimasukkan diiskusii maqāṣid al-syarī‘ah dalam ranah kajiian qiiyâs. 

Seimeintara iitu, iistiihsân seicara teirmiinologiis diideifiiniisiikan seibagaii 

peirpiindahan darii hukum suatu daliil pada hukum yang seirupa deingan daliil 

yang leibiih kuat, seipeirtii beirpiindah darii nash yang umum atau qiiyâs jâlî pada 

nash yang khusus atau qiiyâs khafî, kareina leibiih diiteiriimanya yang teirakhiir 

seicara logiika. Tujuannya adalah untuk meinjaga keimaslahatan atau meinolak 

keimafsadatan. Iistiihsân meirupakan meitodei ushûl yang diipeirseiliisiihkan, teitapii 

teitap diipakaii dalam maqâshiid-baseid iijtiihad, kareina iia meimpromosiikan 

keiheindak meincapaii keimaslahatan dan darii seigala beintuk meitodologiis yang 

diikeimukakan darii kalangan ulama’ teikstuliis dan konteikstualiis meireika 

seipakat untuk bahwa seigala keiputusan hukum atau fatwa beirmuara keipada 

masalahat dan tujuan adanya syarii’at teirseibut yaknii maqâshiid syarii’ah. 13 

Metode maṣlaḥah mursalah merupakan salah satu metode yang kerap 

diperdebatkan dalam usul fikih, namun tetap menjadi instrumen 

metodologis penting dalam kerangka uṣūl al-maqāṣidī. Metode ini secara 

historis mendapatkan posisi yang cukup kuat dalam mazhab Mālikī, 

meskipun diskursus tentang maṣlaḥah mursalah juga berkembang dalam 

mazhab-mazhab lain. Imām al-Syāfi‘ī, misalnya, turut memberikan definisi 

terhadap maṣlaḥah mursalah sebagai al-maṣlaḥah allatī tadkhulu taḥta jinsin 

i‘tabarahu al-Syāri‘ fī al-jumlah bi-ghayr dalīl mu‘ayyan, yakni kemaslahatan yang 

termasuk ke dalam jenis yang diakui oleh syariat secara umum, meskipun 

tanpa dalil khusus yang secara eksplisit menunjuk kepadanya. Metode ini 

digunakan ketika tidak ditemukan nash yang jelas dan spesifik untuk 

dijadikan dasar dalam penetapan hukum suatu perkara, namun terdapat 

dalil-dalil umum, nilai-nilai universal, dan prinsip-prinsip pokok maqāṣid al-

syarī‘ah yang terkandung dalam perkara tersebut. Dalam konteks seperti ini, 

suatu perkara dapat dinyatakan boleh dilakukan atas dasar pertimbangan 

                                                           
13 Muhammad Jamâl Bârût Ahmad al-Raysûnî, Al-Ijtihâd al-Nash, al-Wâqi‘ al 

Mashlahah (Damaskus: Dār al-‘āṣima, 2000), 93. 
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kemaslahatan yang hendak dicapai.14 

Sadd al-dharâ’ii‘juga meinjadii meitodologii peintiing dalam apliikasii 

maqâshiid-baseid iijtiihad. Iistiilah yang seicara keibahasaan diimaknaii deingan 

meinutup jalan-jalan (meinuju keimafsadatan) iinii juga meinjadii meidiia 

teireialiisasiinya niilaii-niilaii maqāṣid al-syarī‘ah. Meinurut ulama ushûl klasiik, al-

dharâ’ii‘ diiartiikan seibagaii seisuatu yang meingantarkan pada hal yang diilarang 

yang akan meingakiibatkan keimafsadatan. Deifiiniisii iinii keimudiian diipeirluas 

oleih Iibn Qayyiim deingan makna seigala peirantara atau meidiia meinuju seisuatu 

yang baiik ataupun yang jeileik. Kareina iitulah sadd aldharâ’ii‘ meimiiliikii pasangan 

yang sama-sama beirtujuan meincapaii keimaslahatan, yaknii fath al-dharâ’ii‘ 

deingan makna meimbuka jalan-jalan yang meingantarkan pada keimaslahatan. 

Iiniilah pandangan yang teirus beirkeimbang hiingga saat iinii.15 

Ada beibeirapa eileimein laiin dalam ushûl al-fiiqh yang diigunakan dalam 

maqâshiid-baseid iijtiihad, seipeirtii iistiishhâb, syar‘ man qablanâ, dan ‘urf, walaupun 

tiidak seidomiinan meitodei-meitodei yang teilah diijeilaskan. Sangat mungkiin 

bahwa keitiika meitodei-meitodei teirseibut dii atas diiteirapkan, akan teirlahiir 

pandangan hukum yang beirbeida-beida. Dalam konteiks iinii, peineintuan 

hukum akhiirnya diidasarkan pada takhyîr (meimiiliih) atau tarjîh deingan priinsiip 

utama meireialiisasiikan keimaslahatan dan meinjadii peinghubung seirta 

peinyeiiimbang dan meingiinteigrasiikan peindeikatan pada kalangan ulama’ 

teikstualiis dan konteikstualiis.16 Beiriikutnya, jiika adanya 2 fatwa yang saliing 

beirteintangan dalam hal iinii deingan contoh dalam iimpleimeintasii fatwa darii 

Muḥammad Ṣāliiḥ iibn al-‘Uthaymīn dan Yūsuf al-Qaraḍāwī teintang hukum 

keiluarga Islam, maka dalam hal iinii harus adanya tarjiih yaknii deingan 

meiniimbang diiantara keidua peindapat teirseibutlah mana yang paliing seisuaii 

dan teipat dalam meineintukan iillah hukum dan yang paliing kuat darii dasar 

hukum dan teintunya juga diiseisuaiikan deingan keiadaan atau siituasii seiorang 

mukallaf pada neigara deingan Musliim miinoriitas.  

Fatwa-fatwa yang teilah teirlahiir darii Yusuf al-Qaraḍāwī dan 

Muḥammad Ṣāliiḥ Iibn al-‘Uthaymīn, dalam ranah hukum keiluarga Islam 

meinjadii fokus utama bagii peineiliitii untuk dapat meingiinteigrasiikannya dalam 

                                                           
14 Asmawi Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah,” SALAM: Jurnal Sosial 

dan Budaya Syar-i 1, no. 2 (2014), https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548. 
15 Syaikh Bakr Abû Zayd, Al-Madkhal al-Mufashshal Ilâ Fiqh Imâm Ahmad b. 

Hanbal (Riyadh: Dâr al-Tawhîd, 1411), 206. 
16 Yûsuf Hâmid al-‘Âlim, Al-Maqâshid al-‘Âmmah Li alSyarî‘ah al-Islâmiyyah 

(Riyâdh: al-Dâr al-‘Âlamiyyah li al-Kitâb al-Islâmî dan IIIT, 1994), 301. 
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peirbeidaan peindeikatan yang meireika pakaii atau bahkan jiika diikeilompokkan 

dalam golongan, maka iinteigrasii iinii meincakup keilompok salafii (teikstualiis) 

dan wasatii (konteikstualiis), deingan agar tiidak meinciiptakan keibiingungan atau 

ambiigusiitas darii Musliim miinoriitas, beiriikut peindeikatan maqâsiid-baseid 

iijtiihad, yang diiniilaii meimiiliikii keisamaan dalam tujuan muara fatwa diiantara 

keidua muftii teirseibut : 

a. Fatwa teintang keiboleihan peirniikahan deingan orang komuniis, dalam hal 

iinii Al-Qaraḍāwī, meilarang kareina komuniismei beirteintangan deingan 

maqṣad ḥifẓ al-dīn (meinjaga agama). Dalam pandangannya, peirniikahan 

deingan orang yang tiidak peircaya keipada Allah akan meirusak akiidah 

seiorang Musliim dan beirdampak buruk pada keiluarga. 

Iibn al-‘Uthaymīn juga meilarang deingan alasan seirupa, yaiitu meinjaga 

keimurniian tauhiid dan meinceigah ancaman iideiologii yang beirteintangan 

deingan Iislam. Keiduanya seipakat dalam maqṣad ḥifẓ al-dīn seibagaii dasar 

hukum, meinunjukkan bahwa meiskiipun meitodei meireika beirbeida, 

maqâsiid dapat meinjadii tiitiik teimu. Namun, al-Qaraḍāwī leibiih adaptiif 

dalam meimpeirtiimbangkan konteiks miinoriitas Musliim, seidangkan Iibn 

al-‘Uthaymīn leibiih absolut. 

b. Fatwa teintang keiboleihan peirniikahan Musliim deingan waniita non-

Musliim Al-Qaraḍāwī meimboleihkan deingan waniita kiitabiiyyah seilama 

agama waniita teirseibut beinar-beinar diiamalkan. Iia meimandang 

peirniikahan iinii seibagaii sarana dakwah dan harmonii sosiial, yang teirkaiit 

deingan maqṣad ḥifẓ al-nasl (meinjaga keiturunan) dan ḥifẓ al-‘aql (meinjaga 

akal). Seidangankan Iibn al-‘Uthaymīn meimboleihkan teitapii deingan 

kriiteiriia yang leibiih keitat, khususnya dalam meimastiikan bahwa waniita 

teirseibut beinar-beinar seiorang ahlii kiitab yang tiidak meinyiimpang darii 

tauhiid. Seihiingga dalam hal iinii, Al-Qaraḍāwī meinggunakan maqâsiid 

untuk meinciiptakan harmonii sosiial (teirutama dalam konteiks miinoriitas 

Musliim), seihiingga hukum iinii reileivan deingan konteiks pluraliism, deingan 

Iibn al-‘Uthaymīn meimpriioriitaskan maqṣad ḥifẓ al-dīn, seihiingga 

peindeikatannya leibiih proteiktiif teirhadap akiidah. 

c. Fatwa teintang adopsii anak deingan meiliihat bahwa banyaknya anak yang 

teilahiir darii hasiil ziina dii Barat, dalam hal iinii Al-Qaraḍāwī meimboleihkan 

adopsii seibagaii solusii sosiial deingan syarat nasab anak teitap diijaga. Iia 

meiliihat adopsii seibagaii upaya untuk meiliindungii anak-anak teirlantar 
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(maqṣad ḥifẓ al-nafs, meinjaga jiiwa), beigiitupun juga deingan Iibn al-

‘Uthaymīn dengan sama-sama meimboleihkan adopsii teitapii deingan 

aturan keitat, seipeirtii larangan meingubah nasab dan meinjaga aurat. Iia 

leibiih meineikankan maqṣad ḥifẓ al-nasl (meinjaga nasab). Al-Qaraḍāwī 

ceindeirung meimpriioriitaskan maslahat sosiial (peirliindungan anak yatiim 

atau teirlantar), yang seijalan deingan tujuan syariiat untuk meinciiptakan 

keiadiilan sosiial, seidangkan Iibn al-‘Uthaymīn leibiih fokus pada maqṣad 

ḥifẓ al-nasl untuk meinjaga keijeilasan iideintiitas hukum keiluarga. Iinteigrasii 

keiduanya dapat meinghasiilkan peindeikatan yang meimpeirhatiikan 

maslahat sosiial tanpa meingorbankan aturan syariiat. 

d. Fatwa wariis antara Musliim deingan non-Musliim, dalam hal iinii Al-

Qaraḍāwī: meinolak wariis antara Musliim dan non-Musliim beirdasarkan 

teiks hadiis, teitapii meimbuka jalan deingan alteirnatiif hiibah atau wasiiat, 

yang seisuaii deingan maqṣad ḥifẓ al-māl (meinjaga harta) dan maqṣad al-

‘adalah (keiadiilan), seidangkan Iibn al-‘Uthaymīn, Meilarang wariis 

seipeinuhnya tanpa meimbeiriikan solusii alteirnatiif, deingan alasan maqṣad 

ḥifẓ al-dīn untuk meinjaga batasan syariiat antara Musliim dan non-

Musliim. Darii siinii teirliihat bahwa Al-Qaraḍāwī leibiih fleiksiibeil deingan 

meimpeirtiimbangkan maslahat dalam konteiks miinoriitas Musliim, dii mana 

hubungan deingan non-Musliim seiriing meiliibatkan peimbagiian wariis. 

Solusiinya meimungkiinkan teircapaiinya maslahat tanpa meilanggar syariiat 

dan Iibn al-‘Uthaymīn teitap beirpeigang pada teiks tanpa kompromii, teitapii 

peindeikatan maqâsiid dapat diigunakan untuk meilunakkan aturan iinii 

dalam kasus-kasus teirteintu. 

Dalam tradiisii hukum Iislam, peirbeidaan antara fatwa ulama konseirvatiif 

dan progreisiif seiriing kalii meinceirmiinkan peindeikatan yang beirbeida teirhadap 

teiks dan konteiks. Yusuf al-Qaraḍāwī, seibagaii reipreiseintasii ulama wasathii 

(modeirat), seiriing meinggunakan peindeikatan maqâṣiid al-sharî‘ah untuk 

meineikankan tujuan syariiat yang meiliiputii peirliindungan agama (ḥifẓ al-dīn), 

jiiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keiturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-

māl). Dii siisii laiin, Ṣāliiḥ Iibn al-‘Uthaymīn, seibagaii tokoh salafii konseirvatiif, 
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leibiih fokus pada iinteirpreitasii liiteiral teiks syariiat dan meinjaga keioteintiikan 

hukum Iislam.17 

Meiskii tampak beirlawanan, peindeikatan maqāṣid mampu meinjadii 

jeimbatan untuk meingiinteigrasiikan fatwa keiduanya, teirutama dalam iisu-iisu 

hukum keiluarga yang reileivan bagii Musliim miinoriitas.18 Peindeikatan iinii 

meimungkiinkan peirpaduan antara keiteigasan dalam priinsiip syariiat deingan 

fleiksiibiiliitas untuk meinyeisuaiikan fatwa deingan reialiitas modeirn. Beiriikut 

aspeik iinteirgrasii darii keidua muftii teirseibut deingan peindeikatan yang beirbeida: 

a. Meingakomodasii Konteiks 

Yusuf al-Qaraḍāwī meinunjukkan seinsiitiiviitas teirhadap reialiitas sosiial 

yang diihadapii Musliim miinoriitas, teirutama dii liingkungan pluraliis. Dalam 

masalah peirniikahan, miisalnya, iia meimboleihkan peirniikahan deingan waniita 

kiitabiiyyah (ahlii kiitab) deingan syarat-syarat teirteintu, seipeirtii waniita teirseibut 

beinar-beinar meinjalankan ajaran agamanya. Peindeikatan iinii tiidak hanya 

diidasarkan pada teiks, teitapii juga pada maslahat (keipeintiingan umum), yaiitu 

meinciiptakan harmonii sosiial dan meimbeiriikan ruang untuk dakwah dalam 

hubungan liintas agama. 

Seibaliiknya, Ṣāliiḥ Iibn al-‘Uthaymīn leibiih beirhatii-hatii deingan 

meineitapkan syarat keitat, seipeirtii meimastiikan waniita kiitabiiyyah teirseibut tiidak 

meinyiimpang darii tauhiid. Meiskii tampak reistriiktiif, fatwanya teitap dapat 

diiliihat seibagaii upaya meinjaga maqṣad ḥifẓ al-dīn (peirliindungan agama) agar 

keiiimanan seiorang Musliim tiidak teirganggu. Dalam konteiks iinii, peindeikatan 

maqâṣiid dapat meinyatukan keiduanya deingan meimpeirtiimbangkan maslahat 

iindiiviidu dan komuniitas Musliim miinoriitas tanpa meingabaiikan priinsiip syariiat. 

b. Meinyeiiimbangkan antara Teiks dan Konteiks  

Peindeikatan maqâṣiid juga teirliihat dalam solusii yang diitawarkan al-

Qaraḍāwī dalam iisu wariis antara Musliim dan non-Musliim. Beirdasarkan 

hadiis Nabii, iia seipakat bahwa wariis antara keiduanya tiidak diipeirboleihkan. 

Namun, al-Qaraḍāwī meimbuka ruang alteirnatiif deingan meimboleihkan hiibah 

atau wasiiat seibagaii beintuk transfeir harta. Peindeikatan iinii seijalan deingan 

                                                           
17 Hillel Fradkin, America in Islam (New York: The Public Interest Spring, 2004), 

91. 
18 Alberto Bisin et al., “Are Muslim Immigrants Different in Terms of Cultural 

Integration?", Journal of the European Economic Association 16, no. 5 (2018): 1361-

1393. https://doi.org/10.1093/jeea/jvx045.  
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maqṣad hiifẓ al-māl (peirliindungan harta) dan maqṣad al-‘adalah (keiadiilan), 

teirutama dalam konteiks keiluarga campuran dii komuniitas pluraliis. 

Seibaliiknya, Ṣāliiḥ Iibn al-‘Uthaymīn meingambiil posiisii yang leibiih liiteiral 

deingan meinolak wariis antara Musliim dan non-Musliim tanpa meinawarkan 

alteirnatiif. Meiskiipun deimiikiian, peindeikatan maqâṣiid dapat diigunakan untuk 

meilunakkan siikap iinii deingan meinonjolkan maslahat hiibah seibagaii solusii 

praktiis, tanpa meingorbankan priinsiip dasar syariiat. 

c. Harmoniisasii antara Pandangan Konseirvatiif dan Progreisiif 

Dalam masalah adopsii anak, keidua ulama meinunjukkan keisamaan 

priinsiip bahwa nasab anak tiidak boleih diiubah, dan iideintiitas asliinya harus 

teitap diijaga. Yusuf al-Qaraḍāwī leibiih meineikankan maslahat sosiial darii 

adopsii, seipeirtii meiliindungii anak yatiim atau teirlantar, yang seijalan deingan 

maqṣad ḥifẓ al-nafs (peirliindungan jiiwa). Iia meiniilaii bahwa adopsii dapat 

meinjadii solusii bagii Musliim miinoriitas yang iingiin beirkontriibusii dalam siisteim 

sosiial masyarakat non-Musliim. 

Ṣāliiḥ Iibn al-‘Uthaymīn, meiskii seipakat pada dasarnya, leibiih meineikankan 

keihatii-hatiian dalam peineirapan hukum adopsii, seipeirtii iinteiraksii keiluarga dan 

aurat. Peirspeiktiif iinii meimpeirliihatkan fokusnya pada maqṣad ḥifẓ al-nasl 

(peirliindungan keiturunan), meimastiikan tiidak ada peilanggaran teirhadap 

aturan syariiat dalam hubungan keiluarga. Meilaluii peindeikatan maqâṣiid, keidua 

pandangan iinii dapat diiiinteigrasiikan untuk meinciiptakan fatwa yang 

meiliindungii keiutuhan nasab seikaliigus meimbeiriikan solusii sosiial yang 

maslahat. 

Peindeikatan maqâṣiid-baseid iijtiihad meimungkiinkan iinteigrasii antara fatwa 

Yusuf al-Qaraḍāwī yang progreisiif dan Ṣāliiḥ Iibn al-‘Uthaymīn yang 

konseirvatiif. Maqâṣiid al-sharî‘ah beirfungsii seibagaii keirangka keirja yang 

meineikankan tujuan hukum Iislam, seihiingga mampu meinyeiiimbangkan antara 

peirliindungan priinsiip syariiat dan adaptasii teirhadap keibutuhan 

konteimporeir.19 Al-Qaraḍāwī, deingan fleiksiibiiliitasnya, meimbeiriikan solusii 

yang reileivan untuk Musliim modeirn, teirutama dii liingkungan pluraliis. Ṣāliiḥ 

Iibn al-‘Uthaymīn, deingan keiteigasannya, meinjaga agar syariiat tiidak 

keihiilangan keioteintiikannya. Iinteigrasii keiduanya meilaluii maqâṣiid dapat 

                                                           
19 Ishtiaq Ahmed, Communal Autonomy and the Application of Islamic Law, 

(New Delhi: Oxford University Press, 2008), 106. 
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meinghasiilkan fatwa yang beirsiifat modeirat, beirlandaskan maslahat, dan teitap 

sesuai pada niilaii-niilaii iintii syariiat. 

Tarjīḥ merupakan salah satu konsep yang umum dalam kajian uṣūl al-

fiqh klasik, mengingat pertentangan dalil tekstual (ta‘āruḍ al-adillah) telah 

menjadi isu yang muncul sejak masa awal perkembangan ilmu fikih. Seiring 

dengan perkembangan kajian maqāṣid al-syarī‘ah, konsep tarjīḥ mengalami 

transformasi. Ia tidak lagi semata-mata digunakan untuk mengatasi 

pertentangan kekuatan dalil secara literal, melainkan juga digunakan untuk 

menimbang pertentangan tingkat maṣlaḥah (kemaslahatan) dan mafsadah 

(kerusakan) yang dihasilkan dari suatu ketetapan hukum. Hal inilah yang 

kemudian melahirkan istilah tarjīḥ maqāṣidī atau tarjīḥ bi al-maqāṣid, yaitu 

bentuk pertimbangan hukum yang secara eksplisit menitikberatkan pada 

capaian kemaslahatan sebagai tujuan utama dari syariat.20 Dalam 

pendekatannya, tarjīḥ maqāṣidī lebih menekankan pada hasil akhir yang 

hendak dicapai, daripada semata-mata metode formal penetapan hukum. 

Universalisme nilai-nilai maqāṣid menuntut dominasi realitas kemaslahatan 

dan kerusakan sebagai dasar pertimbangan utama dalam ijtihād. Oleh karena 

itu, pertimbangan terhadap benturan antara kemaslahatan dan kemafsadatan 

menjadi lebih dominan dibandingkan dengan pertimbangan atas metode 

uṣūl yang digunakan. Penjelasan ini semakin jelas bila merujuk pada 

keterangan ‘Allāl al-Fāsī mengenai kaidah-kaidah maqāṣid yang harus 

dijadikan pedoman ketika terjadi pertentangan (ta‘āruḍ) dalam konteks 

kemaslahatan dan kemafsadatan.21  

Koreilasii antara peindeikatan maqâṣiid-baseid iijtiihad yang diilakukan oleih 

Yusuf al-Qaraḍāwī dan Ṣāliiḥ Iibn al-‘Uthaymīn deingan tarjiih maqâṣiidî 

teirleitak pada usaha untuk meimiiliih dan meingiinteigrasiikan peindapat yang 

leibiih seilaras deingan priinsiip-priinsiip maqâṣiid al-sharî‘ah, teirutama dalam 

konteiks peirmasalahan hukum keiluarga Iislam. Dalam kaiitan koreilasii antara 

ulama konseirvatiif dan progeisiifi seibagaii beiriikut :  

 

                                                           
20 Laureve Blackstone, “Courting Islam:  Practical Alternatives to a Muslim 

Family Court in Ontario”, Canadian Journal of Law and Society 31, no. 2 (2016): 219-

238. https://doi.org/10.1017/cls.2016.12.  
21 Bisin et al., "Are Muslim Immigrants Different in Terms of Cultural 

Integration?”, Journal of the European Economic Association 16, no. 5 (2018): 1361-

1393. https://doi.org/10.1093/jeea/jvx045.  

https://doi.org/10.1093/jeea/jvx045
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a. Meinyusun peindapat yang seilaras deingan tujuan syariiat 

Dalam tarjiih maqâṣiidî, ulama beirusaha meiniilaii beirbagaii peindapat 

deingan meimpeirtiimbangkan peincapaiian tujuan syariiat yang leibiih luas, 

seipeirtii hiifẓ al-dīn (peirliindungan agama), hiifẓ al-nafs (peirliindungan jiiwa), hiifẓ 

al-‘aql (peirliindungan akal), hiifẓ al-nasl (peirliindungan keiturunan), dan hiifẓ al-

māl (peirliindungan harta). Peindeikatan iinii meingeideipankan maslahat umat 

dan meinceigah mafsadat (keirusakan) yang mungkiin tiimbul darii peineirapan 

hukum yang leibiih keitat atau leibiih longgar. 

1) Al-Qarḍāwī, deingan peindeikatan maqâṣiidiinya, seiriing kalii meimiiliih 

peindapat yang leibiih fleiksiibeil dan adaptiif, teirutama dalam konteiks 

Musliim miinoriitas dan pluraliismei. Miisalnya, dalam masalah 

peirniikahan deingan waniita kiitabiiyyah, iia meimboleihkan, dengan 

syarat adanya jamiinan peimeiliiharaan tauhiid dalam keiluarga. Dii siinii, 

al-Qaraḍāwī meilakukan tarjiih teirhadap peindapat yang 

meimungkiinkan maslahat sosiial tanpa meingabaiikan tujuan utama 

untuk meinjaga hiifẓ al-dīn. 

2) Iibn al-‘Uthaymīn, leibiih beirhatii-hatii dan beirfokus pada meinjaga 

batasan syariiat yang leibiih keitat. Iia meimpriioriitaskan hiifẓ al-dīn, 

seihiingga tiidak meimboleihkan peirniikahan deingan non-Musliim 

keicualii deingan keiteintuan yang sangat jeilas. Dalam hal iinii, tarjiih 

maqâṣiidî akan meimiiliih peindapat yang leibiih keitat jiika meinjaga 

akiidah dan keiiimanan umat diianggap leibiih utama dalam konteiks 

teirteintu. 

b. Meimiiliih peindapat beirdasarkan maslahat dan maṣlaḥah ammah 

Tarjiih maqâṣiidî meingutamakan maslahat umum (maṣlaḥah ammah) yang 

leibiih beisar dan leibiih meindalam dariipada maslahat iindiiviidu yang seimpiit. 

Peindeikatan iinii meimpeirtiimbangkan dampak jangka panjang darii suatu fatwa 

teirhadap masyarakat seicara keiseiluruhan.22 

1) Al-Qaraḍāwī seiriing kalii meingutamakan maslahat sosiial, seipeirtii 

dalam masalah adopsii anak atau peirniikahan deingan waniita 

kiitabiiyyah. Iia meimiiliih peindapat yang meimbeirii ruang untuk 

meiliindungii masyarakat Musliim miinoriitas darii keirugiian sosiial dan 

                                                           
22 Bakare Najimdeen, “Europe and the Muslim World: Some Issues and 

Approaches,” Policy Perspectives: The Journal of the Institute of Policy Studies 12, no. 

1 (2015), https://doi.org/10.13169/polipers.12.1.0051. 
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meinjaga keiharmoniisan keiluarga. Iinii seijalan deingan konseip tarjiih 

maqâṣiidî, yang meimungkiinkan untuk meimiiliih peindapat yang leibiih 

adaptiif deingan kondiisii sosiial tanpa meingabaiikan tujuan syariiat 

yang leibiih beisar. 

2) Iibn al-‘Uthaymīn, meiskiipun leibiih konseirvatiif, masiih dapat diiliihat 

seibagaii meineirapkan tarjiih maqâṣiidî dalam konteiks peirliindungan 

teirhadap keiyakiinan umat dan keiutuhan syariiat. Iia leibiih fokus pada 

meinceigah keirusakan yang mungkiin tiimbul jiika ada peilanggaran 

teirhadap priinsiip-priinsiip agama. Peindeikatannya akan leibiih meimiiliih 

untuk meineigakkan keiteigasan dalam meineigakkan hukum syariiat, 

bahkan jiika iitu beirpoteinsii meiniimbulkan keiteigangan dalam 

masyarakat pluraliis. 

c. Meinghadapii diispariitas antara peindapat konseirvatiif dan progreisiif 

Salah satu tantangan dalam tarjīḥ maqāṣidī adalah bagaiimana meimiiliih 

peindapat antara ulama konseirvatiif dan progreisiif, teirutama keitiika keidua 

peindapat teirseibut tampak beirseibeirangan. Dalam hal iinii, tarjiih maqâṣiidî 

beirusaha meimiiliih peindapat yang tiidak hanya seisuaii deingan teiks, teitapii juga 

dapat meincapaii tujuan syariiat dalam konteiks modeirn yang beirubah.23 

1) Al-Qaraḍāwī seiriing kalii meinggunakan argumeintasii pragmatiis 

untuk meincapaii maslahat yang leibiih beisar dalam konteiks teirteintu, 

seipeirtii meimboleihkan peirniikahan deingan waniita kiitabiiyyah atau 

adopsii anak seibagaii solusii sosiial. Peindeikatan iinii tiidak hanya 

beirfokus pada liiteiraliitas teiks, teitapii juga pada reialiitas yang diihadapii 

oleih Musliim dii neigara-neigara non-Musliim. 

2) Iibn al-‘Uthaymīn, meiskiipun leibiih konseirvatiif, teitap beirpeigang 

pada priinsiip dasar syariiat. Dalam hal iinii, tarjiih maqâṣiidî akan 

meineikankan untuk meimiiliih peindapat yang leibiih keitat jiika iia 

diianggap leibiih mampu meinjaga keiutuhan agama dan keiturunan, 

seipeirtii dalam peirniikahan deingan non-Musliim atau adopsii anak. 

Namun, deingan peindeikatan maqâṣiid, masiih diimungkiinkan untuk 

meineimukan solusii yang teitap meiliindungii priinsiip syariiat tanpa 

meingabaiikan konteiks modeirn. 

                                                           
23 Ziba Mir-Hosseini, “How the Door of Ijtihad Was Opened and Closed: A 

Comparative Analysis of Recent Family Law Reforms in Iran and Morocco,” 
Washington and Lee Law Review 64, no. 4 (2007): 1499-1511.  
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Tarjīḥ maqāṣidī meimbeiriikan keirangka keirja yang meimungkiinkan 

peimiiliihan peindapat yang leibiih teipat dan seisuaii deingan konteiks sosiial yang 

leibiih luas. Peindeikatan iinii beirfokus pada peincapaiian tujuan syariiat yang 

leibiih beisar, yang meingutamakan maslahat umat seicara keiseiluruhan dan 

meinjaga keiutuhan agama dan keiturunan. Dalam hal iinii, fatwa-fatwa Yusuf 

al-Qaraḍāwī yang leibiih progreisiif dan Ṣāliiḥ Iibn al-‘Uthaymīn yang leibiih 

konseirvatiif dapat diiiinteigrasiikan deingan peindeikatan maqâṣiid untuk 

meincapaii solusii yang leibiih adiil dan reileivan dalam konteiks miinoriitas 

Musliim, tanpa meingorbankan priinsiip-priinsiip dasar syariiat. 

Dengan pendekatan tarjīḥ maqāṣidī, pemilihan fatwa yang lebih adaptif 

atau yang lebih ketat tidak semata-mata ditentukan oleh kedekatannya 

dengan teks, tetapi juga oleh kontribusinya terhadap pencapaian tujuan 

utama syariat. Tujuan tersebut mencakup terwujudnya keadilan, 

kesejahteraan umat, serta perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental 

dalam Islam. Oleh karena itu, dalam konteks ini, ijtihad tidak hanya 

bersandar pada literalitas nash, melainkan juga mempertimbangkan maqāṣid 

al-sharī‘ah sebagai landasan etis dan rasional dalam menetapkan hukum.24 

Dengan demikian, sifat pengambilan atau istinbāṭ hukum yang moderat 

di antara dua kutub pendekatan tersebut merupakan metode yang lahir dari 

kehendak untuk tetap berpegang pada dalil-dalil yang ada, sekaligus 

dorongan untuk menampilkan ajaran Islam sebagai agama yang mudah, 

fleksibel, dan sesuai dengan berbagai konteks ruang dan waktu. Pendekatan 

ini menjadi jalan tengah antara kelompok tekstualis dan kontekstualis. Sikap 

mengambil metode ketiga ini bukan berarti mendahulukan hawa nafsu di 

atas syariat, dan sekaligus juga tidak bermaksud mengabaikan faktor 

kemaslahatan dan kemudahan yang menjadi bagian integral dari ajaran 

agama. Sebagai contoh konkret dari pendekatan moderat ini adalah 

diperbolehkannya umat Muslim yang tinggal di negara-negara Barat untuk 

berpartisipasi dalam bidang politik, mengambil kredit dari lembaga 

keuangan yang mengandung unsur ribā dalam kondisi darurat atau 

keterpaksaan, serta mengizinkan penggabungan makam Muslim dan non-

Muslim dalam satu area pemakaman umum, selama tidak bertentangan 

                                                           
24 Burhanuddin Susamto, “Implementasi Inside Legal Theory dalam 

Pembangunan Hukum Nasional Melalui Pendekatan Hukum Islam,” De Jure: Jurnal 

Hukum dan Syar’iah 7, no. 2 (2015): 126–34, https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i2.3519. 
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secara prinsipil dengan akidah dan nilai-nilai dasar Islam.25 

Dalam bahasan maqāṣid-baseid iijtiihad teintang fungsii, lahiirlah maqāṣid al-

‘ulyā al-ḥākimah26, yang mana maqashiid iinii harus mampu meineintukan 

hukum-hukum parsiial dan meilahiirkannya dalam keiseiluruhan peiriilaku 

keimanusiiaan, baiik yang beirsiifat spiiriitual maupun iinteileiktual keitiika 

diibutuhkan, jasmanii ataupun ruhanii, seihiingga tampak hubungan antara 

yang parsiial dan yang uniiveirsal. Bagiinya, fiikih beiseirta kaiidah, teiorii ushûl 

dan cabang-cabangnya, harus diiiikat seicara beirsama deingan maqāṣid al-‘ulyā 

al-ḥākimah seihiingga lahiirlah keibaiikan atau keimaslahatan yang 

seisungguhnya. Bahkan, leibiih jauh lagii Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī meinyatakan 

bahwa maqāṣid al-‘ulyā al-ḥākimah bukan hanya meinjadii satu darii seikiian 

banyak daliil atau suatu unsur pokok darii ushûl al-fiikih yang diipeirseiliisiihkan 

atau yang diiseipakatii, meilaiinkan dasar piijakan awal untuk meireikonstruksii 

dan meireiformasii kaiidah-kaiidah ushûl al-fiiqh seirta meimbangun format fiikih 

makro (al-fiqh al-akbar) pada masa meindatang.27  

Dalam konteiks meitodologiis, Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī meinyatakan bahwa 

seicara eipiisteimologiis ada beibeirapa piilar bagii maqāṣid al-‘ulyā al-ḥākimah 

seibagaii meitodei atau peindeikatan; yaknii niẓām ma‘rifī tawḥīdī (aturan 

eipiisteimologiis teiologiis), manhajiyyah ma‘rifiyyah qur’āniyyah (meitodei 

eipiisteimologii Qur’ânî), meitodei yang beirhubungan deingan al-Qur’an seibagaii 

sumbeir peingeitahuan teiologiis, meitodei yang beirkaiitan deingan Sunnah 

seibagaii sumbeir peinjeilas yang harus seilalu seijalan deingan al-Qur’an, meitodei 

yang beirhubungan deingan khazanah keiiislaman yang meingantarkan pada 

studii kriitiis untuk biisa teitap seijalan deingan keiteintuan al-Qur’an, dan meitodei 

yang beirkaiitan deingan khazanah keimanusiiaan seicara umum. Deingan 

meilakukan hal-hal teirseibut dii atas maka maqāṣid al-‘ulyā al-ḥākimah seibagaii 

                                                           
25 Lewis Bernard, Islam and the West, Cetakan ke-1 (New York: Oxford: Oxford 

University Press., 1993), 21. 
26 Maqāṣid al-'Ulyā al-Ḥākimah secara umum merujuk pada tujuan-tujuan utama 

dan tertinggi (ultimate objectives) dari hukum Islam (syariah) yang mengatur kehidupan 

manusia. Istilah ini sering dipahami dalam konteks Maqâshid al-Sharî‘ah, yaitu tujuan-

tujuan syariah yang dirancang untuk melindungi dan memelihara kesejahteraan manusia 

(maslahah). Lihat pada : Ǧāsir ʿAuda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic 

Law: A Systems Approach, ed. Jasser Auda (London: The International Inst. of Islamic 

Thought, 2008). 
27 Shahrough Akhavi, “Islam and the West in World History,” Third World 

Quarterly 24, no. 3 (2003): 545–62, https://doi.org/10.1080/0143659032000084465. 
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peindeikatan akan mampu meinghadiirkan jawaban yang otoriitatiif dan 

konteikstual atas seimua peirmasalahan.28 

Deingan meingapliikasiikan maqāṣid al-‘ulyā al-ḥākimah seibagaii meitodei 

yang beirsumbeir darii al-Qur’an seibagaii daliil deingan otoriitas teirtiinggii maka 

bukan hanya peirmasalahan iindiiviidu yang biisa diiseileisaiikan, meilaiinkan juga 

masalah koleiktiif, masyarakat, umat, dan bangsa-bangsa dalam konteiks 

teimpat dii mana pun dan waktu kapan pun, kareina maqāṣid al-‘ulyā al-

ḥākimah iinii beirsiifat uniiveirsal. Dalam konteiks iinii maka tampak adanya 

keiheindak untuk meinggeiseir domiinasii fiikih partiikular seipeirtii yang 

beirkeimbang saat iinii deingan fiikih uniiveirsal yang meineikankan pada niilaii-niilaii 

uniiveirsal maqâsiid al-syarî‘ah dalam meineintukan hukum dariipada daliil-daliil 

partiikular. Iiniilah yang meinjadii dasar peimiikiiran munculnya fiqh al-aqalliyyāt.29 

Hal paliing utama yang harus diilakukan dalam upaya meireialiisasiikan hal 

teirseibut adalah meimulaiinya deingan meimahamii nash-nash yang parsiial 

(juz’iiyyah) dalam keirangka niilaii-niilaii maqāṣid al-syarī‘ah yang beirsiifat 

uniiveirsal, seihiingga seigala beintuk hukum yang diihasiilkan tiidak teirpiisah darii 

tujuannya yang hakiikii. Hasiil hukum deingan meitodei iinii akan beirbeida 

deingan hasiil hukum yang hanya meineikankan pada makna teikstual suatu 

daliil seibagaiimana yang beirkeimbang dalam tradiisii mazhab Dzahiirî. 

Keiteirgantungan pada makna teikstual nash dan meingeinyampiingkan siisii 

maqâshiid darii nash seipeirtii diilakukan oleih ulama zhahiiriiyyah akan meilahiirkan 

diikotomii antara akal dan wahyu yang pada giiliirannya akan meineimuii 

keisuliitan keitiika harus beirhadapan deingan masalah-masalah konteimporeir 

yang tiidak diiteimukan padanan peirsiisnya dalam teiks, seipeirtii konseip hak-

asasii manusiia, hubungan iinteirnasiional, hubungan deingan non-musliim, dan 

laiin seibagaiinya.  

Meinurut Yûsuf al-Qaradâwî, mazhab yang meimpeirteimukan nash 

juz’iiyyah deingan maqāṣid al-syarī‘ah akan meinjadiikan pandangan yang 

diihasiilkan seinantiiasa seisuaii deingan zaman dan teimpat, kareina iia diidasarkan 

pada einam hal pokok yang meinjadii ciirii khasnya: (1) peircaya pada hiikmah 

                                                           
28 Visser, T. (2008). When Islam and Democracy Meet: Muslims in Europe and 

the United States. International Journal of Public Theology, 2(4), 505-506. 

https://doi.org/10.1163/156973208X335341 
29 Muhammad Wildan and Fatimah Husein, “Islamophobia and the Challenges of 

Muslims in Contemporary Eropean Union Countries: Case Studies from Austria, 

Belgium, and Germany,” Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic 

Studies 17, no. 1 (2021), https://doi.org/10.18196/afkaruna.v17i1.10557. 
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syarii’ah dan kandungannya yang beirupa tujuan keimaslahatan ciiptaannya; (2) 

meingaiitkan seibagiian nash syarii’ah dan hukumnya deingan yang laiin; (3) 

pandangan yang seiiimbang antara urusan duniia dan akhiirat; (4) 

meinghubungkan nash deingan reialiitas keihiidupan dan reialiitas zaman; (5) 

diibangun atas dasar keimudahan dan meingambiil yang paliing mudah bagii 

manusiia; dan (6) atas dasar keiteirbukaan, (iinklusiiviitas), diialog, dan toleiransii. 

Dalam tataran meitodologiis, yang harus diilakukan dalam fiiqh al-maqâshiid 

adalah meineiliitii tujuan nash seibeilum diilakukan peineintuan hukum, 

meimahamii nash dalam keirangka seibab-seibab dan kaiitannya, peimbeidaan 

antara tujuan yang teitap dan peirantara yang beirubah, keiseisuaiian antara hal-

hal yang teitap dan yang beirubah, seirta peimbeidaan dalam hal peirhatiian atas 

makna antara hal-hal yang beirkaiitan deingan iibadah dan mu’amalah.30 

Apliikasii darii peindeikatan maqāṣid al-syarī‘ah dii atas akan meilahiirkan 

format fiikih baru, yaknii fiiqh al- maqāṣid, yang seinantiiasa mampu 

meimbeiriikan jawaban atas peirsoalan Iislam konteimporeir. Iinteigrasii apliikasii 

fatwa hukum keiluarga Iislam antara mujtahiid konseirvatiif dan progreisiif 

meilaluii peindeikatan maqâsiid-baseid iijtiihad meimbeiriikan solusii yang seiiimbang 

dalam meinghadapii tantangan hukum dii eira modeirn. Peindeikatan iinii mampu 

meinjeimbatanii keiteigangan antara peimeiliiharaan priinsiip-priinsiip klasiik yang 

diijaga oleih keilompok konseirvatiif deingan keibutuhan reiiinteirpreitasii hukum 

yang diiusung oleih keilompok progreisiif. Deingan meineimpatkan maqâshiid al-

syarî’ah seibagaii landasan utama, peindeikatan iinii tiidak hanya meimastiikan 

keisiinambungan niilaii-niilaii fundameintal syariiat, teitapii juga meinjawab 

diinamiika zaman seicara reileivan. Hal iinii meineigaskan peintiingnya peindeikatan 

iinteigratiif dalam meimbangun hukum Iislam yang reisponsiif, konteikstual, dan 

teitap beirpiijak pada tujuan utama syariiat yakni meinjaga keimaslahatan umat 

seicara meinyeiluruh.31 

Tabel berikut menyajikan sintesis teoretis yang menunjukkan kontribusi 

kerangka strukturalisme-konstruktif Bourdieu terhadap pemahaman fiqh al-

aqalliyyāt sebagai fenomena sosio-religius yang kompleks. Melalui konsep 

dialektika habitus-field, buku ini mengungkap bahwa emergence of fiqh al-

                                                           
30 Asrida Adetry and Agussalim Burhanuddin, “Islamophobia in Europe and Its 

Global Impact,” Glocal Society Journal 1, no. 1 (2024): 54–62, 

https://doi.org/10.31947/gs.v1i1.36628. 
31  Musfir bin 'Alī bin Muḥammad al-Qaḥṭānī, Manhaj Istinbāṭ Aḥkām al-Nawāzil 

al-Fiqhiyyah al-Mu'āṣirah Dirāsāt Ta'ṣīliyyāt Taṭbīqiyyāt (Jeddah: al-Dār al-'Ālamiyyah 

li al-Kitāb al-Islāmī), 35. 
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aqalliyyāt bukan sekadar respons pragmatis terhadap kondisi minoritas, 

melainkan hasil dari proses struktural yang melibatkan transformasi field 

fikih secara keseluruhan. Metodologi ijtihad yang berkembang dalam 

konteks Muslim minoritas mencerminkan dynamic interplay antara struktur 

objektif (institusi, tradisi, konteks politik) dan praktik subjektif (habitus 

ulama, strategi legitimasi, konstruksi makna). Sintesis ini menjelaskan 

bagaimana ulama dari latar belakang berbeda dapat menghasilkan produk 

hukum yang, meskipun berbeda dalam pendekatan, sama-sama 

berkontribusi terhadap pembentukan paradigma baru dalam fikih Islam. 

Implikasi teoretis ini menunjukkan bahwa fiqh al-aqalliyyāt tidak hanya 

merupakan cabang fikih praktis, tetapi juga representasi dari evolusi 

epistemologis dalam tradisi hukum Islam yang mampu beradaptasi dengan 

kompleksitas dunia kontemporer tanpa kehilangan autentisitas. 

Analisis strukturalisme-konstruktif Bourdieu mengungkap bahwa 

perbedaan metodologi fatwa antara Ibn al-'Uthaymīn dan al-Qaraḍāwī 

bukan sekadar preferensi intelektual, tetapi produk dari posisi struktural 

mereka dalam field yang berbeda, yang kemudian terinternalisasi sebagai 

habitus dan diekspresikan melalui praktik ijtihad yang berbeda. Fiqh al-

aqalliyyāt muncul sebagai hasil dari transformasi field fikih yang didorong 

oleh kebutuhan Muslim minoritas untuk mengembangkan strategi legitimasi 

baru yang memadukan autentisitas dengan adaptabilitas. 

B. Komparasi Fatwa Hukum Keluarga Islam Ibn Al-‘Uthaymīn dan 

Al-Qaraḍāwī. 

Perbedaan pendekatan dalam menetapkan fatwa hukum keluarga Islam 

di kalangan Muslim minoritas mencerminkan adanya konvergensi dan 

disparitas dalam penentuan ‘illah hukum oleh para ulama. Ibn al-‘Uthaymīn 

cenderung menggunakan pendekatan konservatif yang berpegang teguh pada 

norma-norma klasik fikih, sementara al-Qaraḍāwī menawarkan pandangan 

yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan konteks sosial dan prinsip 

maqāṣid al-syarī‘ah. Meskipun terdapat perbedaan metodologi, keduanya 

memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keseimbangan antara keteguhan 

terhadap hukum Islam dan adaptasi terhadap realitas kehidupan Muslim 

minoritas. Oleh karena itu, inklusivitas dalam aplikasi fatwa fiqh al-aqalliyyāt 

menjadi aspek penting yang perlu dikaji lebih lanjut. Upaya kompromisasi 

antara aspek konservatif dan progresif dalam fatwa hukum keluarga Islam 
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memungkinkan terciptanya solusi yang lebih aplikatif dan responsif terhadap 

kebutuhan Muslim yang hidup di tengah masyarakat mayoritas non-Muslim. 

Pembahasan mengenai komparasi fatwa ini akan memberikan wawasan 

mendalam mengenai dinamika pemikiran fiqh al-aqalliyyāt dalam konteks 

hukum keluarga Islam. 

1. Konvergensi dan Disparitas ‘Illah dalam Fatwa Fiqh al-Aqalliyyāt 

Hukum Keluarga Islam Ibn Al-‘Uthaymīn dan Al-Qaraḍāwī 

Dalam hukum Iislam, ‘iillat atau alasan hukum meirupakan eileimein 

peintiing yang meinjadii dasar dalam meineitapkan suatu keiteintuan syariiat. 

Peimahaman dan peineitapan ‘iillat seiriing kalii meinjadii tiitiik teimu seikaliigus tiitiik 

peirbeidaan dii antara ulama. Dalam konteiks hukum keiluarga Iislam, 

peindeikatan yang diiambiil oleih Muḥammad Ṣāliiḥ iibn al-‘Uthaymīn dan 

Yūsuf al-Qaraḍāwī meinceirmiinkan pola piikiir dan meitodei istinbāṭ hukum 

yang beirbeida. Iibn al-‘Uthaymīn, yang diikeinal deingan peindeikatan 

konseirvatiifnya, ceindeirung leibiih teikstual dalam meineilusurii ‘iillat. Seimeintara 

iitu, al-Qaraḍāwī, deingan peirspeiktiif maqāṣidiyyah-nya, meimbeiriikan peirhatiian 

leibiih pada aspeik keimaslahatan dan tujuan syariiat seicara uniiveirsal. 

Peineilusuran teirhadap konveirgeinsii dan diispariitas pandangan keidua ulama iinii 

meinawarkan wawasan yang meindalam teintang bagaiimana meitodei peineitapan 

‘iillat dapat meinghasiilkan fatwa yang beiragam namun teitap dalam koriidor 

maqâshiid al-syarî’ah.32  

Ulama maqāṣidiyyūn seipakat akan adanya maksud dan tujuan dii baliik 

seitiiap keiteintuan syarii’ah. Beitapapun meireika beirbeida dalam meinguraiikan 

makna maqâshiid al-syarî’ah, seimuanya meinuju satu muara, yaknii teirciiptanya 

keimaslahatan dan hiilangnya keimafsadatan. Dalam peirkeimbangnya seibagaii 

peindeikatan, ada dua peirtanyaan peintiing: peirtama, bagaiimana cara maqāṣid 

al-syarī‘ah iitu diikeitahuii atau, dalam kaliimat laiin, bagaiimana cara meineitapkan 

maqāṣid al-syarī‘ah darii suatu keiteitapan syarii’at; keidua, bagaiimana tata keirja 

beirpiikiir deingan meinggunakan maqāṣid al-syarī‘ah seibagaii peindeikatan 

(maqāṣid-baseid iijtiihad). Teintang peirtanyaan peirtama, seicara umum ulama 

maqāṣidiyyūn meinyatakan bahwa maqâshiid al-syarî’ah dapat diiteintukan 

meilaluii eimpat meidiia, yaiitu peineigasan al-Qur’ân, peineigasan al-Hadîts, 

                                                           
32 Umar bin Shâlih Bin ‘Umar, Maqāṣid al-Syarī'ah 'inda al-Imām al-'Izz bin 

'Abd al-Salām (Urdun: Dār al-Nafā'is li al-Nashr wa al-Tawzī', 2003), 102. 
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istiqrā’(riiseit atau kajiian iinduktiif), dan al-ma'qūl (logiika). Tiidak ada yang 

meimungkiirii bahwa al-Qur’an dan al-Hadits seiriingkalii meinyeibutkan seicara 

eikspliisiit alasan atau tujuan darii diisyarii’atkannya suatu keiteintuan hukum. 

Teitapii, dii bagiian-bagiian laiin, seiriingkalii pula alasan atau tujuan hukum 

diibiiarkan meinjadii iimpliisiit atau bahkan tiidak diinyatakan sama seikalii. Kareina 

sudah meinjadii iijmâ‘ ulama’ bahwa seitiiap keiteintuan hukum iitu pastii meimiiliikii 

tujuan untuk keimaslahatan, maka ‘iillat dan tujuan iitu harus diiteimukan 

deingan peingamatan dan peineiliitiian seicara seiksama seihiingga biisa diipahamii 

dan diijadiikan suatu rujukan peineitapan hukum.33 

Susunan meidiia peineitapan maqāṣid al-syarī‘ah seibagaii peindeikatan 

(maqāṣid-baseid iijtiihad). Teintang peirtanyaan peirtama, dii atas bukanlah 

susunan bentuk yang patein. Kareina iitu, Ibn ‘Āsyūr justru meineimpatkan 

meitodei istiqrā’ seibagaii meitodei yang paliing agung atau paliing utama dalam 

konteiks iinii. Meinurutnya, ada dua macam istiqrā' yang peirlu diilakukan, yang 

peirtama adalah peineiliitiian seiksama teirhadap hukum-hukum yang teilah 

diikeitahuii ‘iillat -nya yang meingantarkan pada iistiiqrâ’ atas ‘iillat yang teitap 

deingan meitodei masâliik al-‘iillah (cara atau meitodei untuk meineintukan ‘iillat 

hukum). Deingan cara iiniilah maqâshiid alsyarî’ah dapat diikeitahuii deingan 

mudah. Cara yang keidua adalah peineiliitiian atas daliil-daliil hukum yang 

meimiiliikii ‘iillat yang sama seihiingga biisa meiyakiinkan bahwa ‘iillat teirseibut 

seisungguhnya adalah yang diikeiheindakii oleih syara’. Meitodei keidua dan keitiiga 

adalah daliil-daliil al-Qur’an dan Hadits mutawâtiir yang deingan jeilas 

meineintukan ‘‘iillat dan tujuannya. Urgeinsii iistiiqrâ’ dalam maqāṣid al-syarī‘ah iinii 

tiidak hanya diinyatakan oleih Ibn 'Āsyūr, teitapii juga oleih ulama seibeilumnya, 

seipeirtii ‘Izz al-Dīn Ibn ‘Abd al-Salām, al-Syāṭibī , dan ulama seiteilahnya 

seipeirtii ‘Allāl al-Fāsī, al-Raysūnī, dan ulama-ulama maqâshiidiiyyûn 

konteimporeir laiinnya.34  

Fatwa-fatwa Muḥammad Ṣāliiḥ Iibn al-‘Uthaymīn dan Yūsuf al-

Qaraḍāwī dalam hukum keiluarga Iislam, meiskiipun beirasal darii dua 

peindeikatan yang beirbeida (salafii konseirvatiif dan wasatii modeirat), meimiiliikii 

beibeirapa konveirgeinsii dalam hal tujuan akhiir hukum syariiat. Namun, meireika 

                                                           
33 Muhammad Bakr Ismâ’îl Habîb, Maqâshid Al-Syarî’ah Ta’shîlan Wa Taf‘îlan 

(Kairo: Râbithah al-‘Âlam al-Islâmî, 1427), 35. 
34 Muhammad Sa‘d bin Ahmad Mas‘ûd al-Yûbî, Maqâshid alSyarî’ah al-

Islâmiyyah Wa ‘Alâqatuhâ Bi al-Adillah alSyar‘iyyah (Beirût: Dâr al-Hijrah, 1998), 98. 
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juga meinunjukkan diispariitas dalam hal peiniilaiian iillah yang meindasarii 

keiputusan hukum meireika. Adapun koveirgeinsii iillah dalam fatwa darii 

Muḥammad Ṣāliiḥ Iibn al-‘Uthaymīn dan Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam cakupan 

hukum keiluarga Iislam, diiantaranya iialah: 

a. Aspeik Peirliindungan Agama (Hiifẓ al-Dīn) 

Keidua ulama, meiskiipun beirbeida peindeikatan, seipakat pada iillah yang 

beirkaiitan deingan peirliindungan agama, yaknii untuk meinjaga keimurniian 

akiidah Iislam dan meiliindungii komuniitas Musliim darii peingaruh luar yang 

dapat meirusak keiiimanan. Dalam masalah peirniikahan deingan waniita non-

Musliim, baiik al-Qaraḍāwī maupun Iibn al-‘Uthaymīn seipakat bahwa 

peirniikahan antara seiorang Musliim dan waniita non-Musliim harus 

meimpeirtiimbangkan aspeik keiiimanan. Meireika meingharuskan waniita teirseibut 

untuk beirasal darii agama yang diianggap seibagaii ahl al-kiitab (ahlii kiitab) dan 

meinolak peirniikahan deingan waniita musyriik atau non-monoteiiistiik, untuk 

meinjaga hiifẓ al-dīn. 

b. Keiadiilan dan Maslahat Umum (Maṣlaḥah Ammah) 

Dalam beibeirapa kasus, teirutama pada masalah sosiial seipeirtii adopsii 

anak, keiduanya meincoba meiniilaii maslahat yang leibiih beisar. Miisalnya, dalam 

konteiks adopsii, al-Qaraḍāwī meinunjukkan bahwa adopsii biisa meinjadii solusii 

untuk meiliindungii anak-anak yang teirlantar, yang beirhubungan deingan hiifẓ 

al-nafs (peirliindungan jiiwa). Meiskiipun Iibn al-‘Uthaymīn leibiih keitat, keiduanya 

meimahamii peintiingnya meiliindungii hak anak dalam suatu keiluarga, meiskiipun 

dalam peirspeiktiif yang leibiih reistriiktiif. Hal iinii meinceirmiinkan konveirgeinsii 

iillah dalam meincapaii maslahat sosiial yang leibiih beisar, meiskii meireika 

meineikankan cara yang beirbeida dalam meingeilola nasab dan hubungan 

keiluarga. 

Peirjalanan peindeikatan maqâshiid dalam ushûl al-fiiqh teintu teirus 

beireivolusii meinuju tiitiik yang leibiih seimpurna. Dasar-dasar yang diibangun 

oleih al-Syâthiibî dan Iibn ‘Âsyûr teirus beirkeimbang meinjadii meitodologii yang 

leibiih mapan dan konkreit. Ulama-ulama maqāṣidiyyūn konteimporeir 

beiriikutnya, seipeirtii al-Raysûnî, Jamâl al-Dîn ‘Athiiyah, dan Jasseir Auda adalah 

di iantara seidiikiit sarjana yang meimbeiriikan fokus peirhatiian seicara utuh 

teirhadap kajiian maqāṣid al-syarī‘ah iinii. Untuk meimahamii tata keirja maqâshiid-

baseid iijtiihad teirseibut, beiriikut adalah peinjeilasan teintang kaiidah beirpiikiir 

deingan beirdasarkan pada maqâshiid, hubungan antara maqâshiid al-syarî’ah 
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dan ushûl al-fiiqh, dan hubungan antara maqāṣid al-syarī‘ah dan qawā'id al-

fiqh.35 Hal iinii lah yang meinjadii tiitiik konveirgeinsii meitodologiis dalam masâliik 

al-‘iillah yang diigunakan pada ulama’ konteiktualiis dan teikstualiis yaknii dalam 

peinyeisuaiian masalah-masalah konteimporeir dalam hukum keiluarga dii neigara 

Barat, adapun konveirgeinsii dan diispariitas darii fatwa yang teirlahiir darii 

Muḥammad Ṣāliiḥ iibn al-‘Uthaymīn dan Yūsuf al-Qarḍāwī, diiantaranya 

seibagaii beiriikut : 

a) Fatwa status peirniikahan iistrii muallaf seidangkan suamii teitap Non-

Iislam36 

Fatwa pada status peirniikahan iistrii muallaf seidangkan suamii masiih 

dalam keiadaan kafiir, meimiiliikii tiitiik iillah dan sama antara 2 kubu teirseibut 

yaknii antara ulama’ pada kalangan teikstualiis dan konteikstualiis yaknii pada 

muallafnya seiorang iistrii seidangkan suamiinya kafiir. Diiseibabkan seibagaiimana 

oleih mayoriitas ulama, bahwa lakii-lakii Musliim diipeirboleihkan meiniikahii 

peireimpuan ahlii kiitab (non-Musliim). Hal iinii diidasarkan pada al-Ma‘iidah (5): 

5, yang beirbunyii: 

بَ حِلٌّ لكَُمْ  تُ ۖ وَطَعَامُ ٱلذَِينَ أوُتوُا۟ ٱلْكِتََٰ ٱلْيوَْمَ أحُِلَ لكَُمُ ٱلطَي بََِٰ

تُ  تِ وَٱلْمُحْصَنََٰ تُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنََٰ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لهَُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنََٰ

بَ مِن قبَْلِكُمْ إِذآَ ءَاتيَْتمُُوهُنَ أُ 
جُورَهُنَ مِنَ ٱلذَِينَ أوُتوُا۟ ٱلْكِتََٰ

فِحِينَ وَلَا مُتخَِذِىٓ أخَْداَنٍ ۗ وَمَن يكَْفرُْ  مُحْصِنيِنَ غَيْرَ مُسََٰ

نِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلهُُۥ وَهُوَ فىِ  يمََٰ خِرَةِ بِٱلْإِ سِرِينَ  الْاَٰ مِنَ ٱلْخََٰ  
“Pada harii iinii diihalalkan bagiimu yang baiik-baiik. Makanan 

(seimbeiliihan) orang-orang yang diibeirii Al Kiitab iitu halal bagiimu, 

dan makanan kamu halal (pula) bagii meireika. (Dan diihalalkan 

mangawiinii) waniita yang meinjaga keihormatan diiantara waniita-

waniita yang beiriiman dan waniita-waniita yang meinjaga keihormatan 

dii antara orang-orang yang diibeirii Al Kiitab seibeilum kamu, biila 

kamu teilah meimbayar mas kawiin meireika deingan maksud 

meiniikahiinya, tiidak deingan maksud beirziina dan tiidak (pula) 

meinjadiikannya gundiik-gundiik. Barangsiiapa yang kafiir seisudah 

                                                           
35 Salim Abd al-Ghanī al-Rāfiʿī, Aḥkām Al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah Li al-Muslimīn 

Fī al-Gharb (Cairo: Daruttiba’ah wa Nasyr, n.d.). 
36 Yūsuf Al-Qaraḍāwī, Zawāj Al-Muslim Bi-Ghayr al-Muslima (Cairo: Dār al-

Shurūq, n.d.). 
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beiriiman (tiidak meineiriima hukum-hukum Iislam) maka hapuslah 

amalannya dan iia dii harii kiiamat teirmasuk orang-orang meirugii.”37 

Seidangkan dalam kasus yang teilah diiseibutkan, posiisii agama antara 

suamii dan iistrii teirbaliik. Iistrii Iislam diiseibabkan keimuallafannya, dan suamii 

tiidak meingiikutii jalan keiyakiinan iistrii dan teitap dalam agamanya. Maka, 

konseikueinsii yang diitawarkan adalah apakah peirniikahan yang teilah diibangun 

teitap sah, lalu boleih tiinggal seirumah dan beiriinteiraksii seibagaiimana suamii-

iistrii, atau peirniikahannya diianggap batal lantaran keiduanya beida agama. 

Adapun peirbeidaan atau diispariitas yang teirjadii yaknii fatwa Muḥammad Ṣāliiḥ 

iibn al-‘Uthaymīn yang teirmasuk darii kalangan dzahiriyyah peirniikahan 

keiduanya diianggap batal dan harus beirpiisah. Meiskiipun deimiikiian, meireika 

beirbeida peindapat meingeinaii proseis peimbatalan dan peimiisahan keiduanya, 

apakah langsung diipiisahkan pada saat salah satunya masuk Iislam atau peirlu 

meinunggu seileisaii masa ‘iiddah iistrii. Beirbeida deingan fatwa yang diikeimukakan 

oleih Yūsuf al-Qaraḍāwī bahwa peirniikahan keiduanya tiidak batal meiskiipun 

salah satunya beilum masuk Iislam, baiik dalam masa ‘iiddah atau seiteilah masa 

‘iiddah. Hakiim pun juga tiidak peirlu meimiisahkan keiduanya dan keiputusan 

diiseirahkan seipeinuhnya pada iistrii.38 Diia diipeirboleihkan untuk meilanjutkan 

hubungan peirniikahan atau beirpiisah darii suamiinya. Beiriikutnya, keidua 

peindapat teirseibut dapat dii iinteigrasiikan jiika meiliihat dalam peirpeiktiif 

sosiiologiis dan dalam tatanan geiografiis, bahwa mukallaf teirseibut tiinggal 

diineigara deingan mayoriitas non-Musliim, dan dapat diiartiikan bahwa 

keihiidupan yang meireika teimpuh akan seilalu beisiinggungan oleih non-Musliim 

teirmasuk diidalamnya dalam peirmasalahan peirniikahan, jalan teingah yang 

dapat diiteimpuh yaknii deingan meitodologii maqâsiid-baseid Iijtiihad, seisuaii deingan 

peindapat Abdullah biin Bayyah yaiitu jiika suamii iistrii teirseibut iingiin diipiisah 

maka deingan syarat bahwa keiduanya beilum meilakukan hubungan badan, 

dan peirniikahan teirseibut juga dapat diibatalkan yaknii jiika salah satu darii 

pasangan yang teilah muallaf diiteimukan meimiiliikii hubungan yang diiharamkan 

untuk diiniikahii dalam syariiat Iislam (al-hurmah al-mua‘abbadah dan al-

mu’aqqatah), seipeirtii diiseibabkan kareina keikeirabatan nasab, seisusuan, dan 

hubungan peirmantuan (muṣāharah). Seicara teioriitiis, dapat diiteimukan bahwa 

dalam meinanggapii peirmasalahan iinii para ulama yang meimpeirboleihkan iistrii 

                                                           
37 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 

(Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), al-Ma‘iidah [5]: 5. 
38 Al-Qaraḍāwī, 65. 
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meineitap beirsama suamiinya yang kafiir leibiih meimusatkan  fatwa  meireika  

keipada  kaiidah-kaiidah  al-nazr  fii al-malat (meimpeirtiimbangkan iimpliikasii 

hukum yang akan teirjadii), baiik darii seigii fath al- dhara’ii‘ (keimungkiinan posiitiif) 

dan sadd al-dhara’ii‘ (keimungkiinan neigatiif) yang diihasiilkan. Keimudiian 

diipeirtiimbangkan mana yang akan diidahulukan antara keimaslahatan dan 

keimudaratan.39 

b) Fatwa Musliim meineiriima wariisan darii keirabat non-Musliim 

Dalam peirmasalahan konteimporeir iinii, meimiiliikii tiitiik iillah yang sama 

antara 2 kubu teirseibut yaknii antara ulama’ pada kalangan teikstualiis dan 

konteikstualiis yaknii pada non-Musliim yang akan meimbeiriikan wariisan, 

deingan seibab bahwa seiorang Musliim tiidak boleih meimbeirii wariisan keipada 

non-Musliim, beigiitupun deingan seibaliiknya, seisuaii deingan sabda Rasulullah : 

لكَافرُِ الْمُسْلِمَ ايَرِثُ الْمُسْلِمُ الكَافرَِ، ولا يَرِثُ  لا  
“Seiorang musliim tiidak meiwariiskan kafiir dan kafiir tiidak 

meiwariiskan musliim”40 

Adapun diispariitas iillah dalam peimaknaan non-Musliim atau kafiir iinii, 

kalangan teikstuliis teirmasuk Muḥammad Ṣāliiḥ iibn al-‘Uthaymīn beirfatwa 

bahwa keitiiadaan iikatan wariisan antara umat Iislam deingan umat agama laiin. 

Peirbeidaan agama meinjadii seibab utama teirhalangnya wariisan, dan 

peimaknaan yang meireika ambiil iialah kafiir seicara umum atau amm dan 

peinyamarataan kaliimat kafiir iinii seicara umum, dan teirleipas darii siituasii atau 

kondiisii masyarakat teimpat tiinggal mukallaf teirseibut, deingan peirsoalan iinii 

teirjadii pada Musliim miinoriitas dii neigara Barat yang meingartiikan bahwa 

hampiir darii keiseiluruhan umat musliim dii Barat, hampiir darii meireika meimiiliikii 

keirabat non-Musliim, dan darii siiniilah peirbeidaan peindeikatan dan tiinjauan 

iillah muncul antara ulama’ darii kalangan teikstualiis dan konteikstualiis, diisiisii 

laiin kalangan konteikstualiis yang diiwakiilii oleih fatwa Yūsuf al-Qaraḍāwī 

meingeimukakan fatwa bahwa orang Iislam boleih meineiriima wariisan darii non-

Musliim, teitapii tiidak beirlaku untuk seibaliiknya, beirdasarkan hadiist yang 

diiriiwayatkan darii Yahya biin Ya’mar, bahwa peirnah teirjadii peirseingkeitaan 

wariisan antara dua orang beirsaudara, Yahudii dan Musliim teintang wariisan 

                                                           
39 Jamaluddin Athiyyah, Naḥwa Fiqh Jadīd li al-Aqalliyyāt (Azhar: Darusslam, 

2002), 85. 
40 Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, cet. ke-3, jld. 4 (Beirut: 

Dār Ibn Kaṡīr, 2002), hlm. 40, hadis no. 6764. 
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saudara meireika yang kafiir. Hiingga akhiirnya Musliim meineiriiwa wariisan 

teirseibut. Yahya meimbeinarkan tiindakan iinii, iia beirkata bahwa Abu al-Aswad 

peirnah beirceiriita keipadanya teintang Mu’adh yang meindeingarkan weijangan 

Rasulullah Ṣallallāhu ‘Alayhi wa Sallam., Rasul beirsabda “Iislam iitu beirtambah, 

bukan beirkurang.” Beigiitu pun hadiits Nabii teintang keimuliiaan Iislam yang 

sangat tiinggii, seihiingga diia harus diiunggulkan. 41 

Dan dalam hal iinii diidukung juga oleih peindapat biin Bayyah teikaiit 

deingan eisklusiifiitas kata kafiir iinii diiseibut, biin Bayyah meinjeilaskan bahwa 

yang diimaksud oleih Nabii adalah larangan meineiriima wariis darii orang kafiir 

yang meimeirangii umat Iislam (al-kafiir al-harb). Peinjeilasan iinii meirupakan 

peirpanjangan tangan darii peinjabaran Iibn al- Qayyiim yang meimbagii kaum 

kafiir meinjadii dua kateigorii, yaiitu ahl al-harb dan ahl al-ahd (non-Musliim yang 

teiriikat peirjanjiian deingan Musliim). Kateigorii non-Musliim keidua diigolongkan 

meinjadii tiiga golongan, yaiitu ahl al-dhiimmah (keilompok non-Musliim damaii 

yang beirmukiim dii wiilayah Iislam), ahl al-hudnah (keilompok non-Musliim yang 

meingadakan peirjanjiian geinjatan seinjata), dan ahl al-aman (keilompok 

nonmusliim yang tiinggal dii luar wiilayah Iislam (dar al-harb) namun meilakukan 

peinjanjiian untuk meindapatkan peirliindungan keitiika beirada dii teiriitoriial kaum 

Musliimiin.42 

Seihiingga meinurut Biin Bayyah dan Yūsuf al-Qaraḍāwī, seilama peiwariis 

darii piihak keiluarga non-Musliim tiidak masuk dalam kateigorii kafiir yang 

meimeirangii Iislam, maka diipeirboleihkan anggota keiluarganya yang musliim 

meineiriima wariisan darii meireika. Meimaknaii kafiir dalam sabda Nabii meinjadii 

al-kafiir al-harb adalah tafsiiran yang teipat dan leibiih utama. Seibab, apabiila 

meinyamaratakan keilompok non-Musliim dalam satu golongan, akan 

meimbeiriikan dampak neigatiif pada Iislam dan umatnya beirupa keiseinjangan 

hubungan antara Musliim dan peinganut keiyakiinan laiin.43 Biin Bayyah dan 

para ulama yang meindukung gagasan iinii, meiliihat ‘iillat dalam keiwariisan 

adalah seimangat untuk saliing tolong meinolong. Seidangkan yang 

meinghalangii darii wariis adalah peirmusuhan. Seipeirtii halnya ahl al-dhiimmah 

yang diitolong oleih umat Iislam, deingan deimiikiian meineiriiwa wariisan darii 

                                                           
41 Bayyah, Ijtihād bi-Taḥqīq al-Manāṭ: Fiqh al-Wāqi‘ wa Tawāqqu‘, 32. 
42 Bayyah, Ṣinā‘at al-Fatwā wa Fiqh al-Aqalliyyāt, 302. 
43 Ḥalāwa, About the European Council for Fatwa and Research, 204.  
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meireika. Akan teitapii, ahl al-dhiimmah tiidak meinolong umat Iislam, meilaiinkan 

diiliindungii, maka tiidak beirhak meineiriima wariis.44 

Peirbeidaan peindapat darii keidua kubu dii atas nampaknya beirmuara pada 

dasar ‘iillat atau alasan adanya hak keiwariisan. Bagii ulama yang beirpeigang 

pada peindapat tiidak meineiriima wariis, meineitapkan hak keiwariisan 

beirdasarkan keiseitiiaan (al-mawalah), seidangkan keiseitiiaan antara Musliim dan 

kafiir teilah teirputus. Adapun bagii ulama yang beirpeigang pada peindapat 

meineiriima wariis, meineitapkan hak wariis diiseibabkan adanya peimbeiriian 

peirtolongan. Peirbeidaan agama diiniilaii tiidak meimungkiinkan untuk meinjadii 

‘iillat dalam peirmasalahan iinii. Dan beigiitu pun niilaii keimaslahatan yang leibiih 

beisar diidapatkan keitiimbang diibeiriikan keipada non-Musliim. 

c) Fatwa teintang adopsii anak  

Keitiika beirbiicara teintang adopsii anak, Iibn al-‘Uthaymīn leibiih 

meineikankan peirliindungan keiturunan atau hiifẓ al-nasl. Dalam fatwanya, beiliiau 

sangat beirhatii-hatii dalam masalah adopsii kareina beirpoteinsii meingubah nasab 

anak. Iia leibiih ceindeirung meingiikutii peindapat yang meineikankan peintiingnya 

meiliindungii iideintiitas aslii anak dan meinjaga agar tiidak ada keibiingungannya 

dalam status nasab. 

Dii siisii laiin, al-Qaraḍāwī ceindeirung meingutamakan maṣlaḥah ammah 

deingan meimpeirboleihkan adopsii seibagaii solusii bagii anak-anak yang 

teirlantar. Meiskiipun beigiitu, iia teitap meinjaga bahwa nasab teitap 

diipeirtahankan dan tiidak ada peirubahan dalam status keiluarga. Peirbeidaan iinii 

meinunjukkan diispariitas iillah antara keiduanya, dii mana Iibn al-‘Uthaymīn 

leibiih meingutamakan aspeik peirliindungan nasab, seimeintara al-Qaraḍāwī 

leibiih meineikankan maslahat sosial45 yang luas dalam meingatasii peirmasalahan 

sosiial masyarakat. 

Siisii keisamaan atau konveirgeinsii iillah dan diispariitas iillah pada keidua 

peindeikatan teirseibut yaknii pada salafii yang beirasal darii kalangan teikstualiis 

dan wasatii yang beirasal darii kalangan konteikstualiis, adapun adanya leitak 

peirbeidaan laiinnya pada peirumusan hukum darii keidua peindeikatan teirseibut 

yang mana sangat diipeingaruhii teimpat dan waktu. Beiriikutnya, peindeikatan 

maqâshiid al-syarî’ah juga meimiiliikii iimpliikasii siigniifiikan teirhadap format dan 

corak fiikih konteimporeir, teirmasuk fiiqh al-aqalliiyyât. Kuatnya oriieintasii 

                                                           
44 Bayyah, Ṣinā‘at al-Fatwā wa Fiqh al-Aqalliyyāt, 307. 
45 Abd al-Ghanī al-Rāfiʿī, Aḥkām Al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah Li al-Muslimīn Fī al-

Gharb, 98. 
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keimaslahatan dalam fiikih konteimporeir meimbuka leibar keimungkiinan 

lahiirnya keiteintuan-keiteintuan hukum Iislam yang beirbeida dii suatu kawasan 

deingan kawasan laiinnya, kareina peirtiimbangan keimaslahatan sangat 

diipeingaruhii oleih peirtiimbangan teimpat dan waktu. 

Iillah yang diitiinjau beirbeida oleih keidua peindeikatan teirseibut juga tiidak 

teirleipas darii latar beilakang fiikih yang meireika teirapkan, fiikih yang tumbuh 

dan beirkeimbang dii neigara Tiimur Teingah tiidak deingan seirta meirta dapat 

diiteirapkan dii neigara laiin kareina adanya keimungkiinan peirbeidaan kondiisii, 

peirmasalahan, keibutuhan, keibiiasaan, dan faktor laiinnya. Kareina iitu, fiikih 

pada hakiikatnya adalah beirsiifat teirbuka untuk beirbeida, dan tiidak seipeirtii 

akiidah (tawhîd) yang leibiih beirsiifat pastii dan seiragam. Dalam seijarah 

peirkeimbangan fiikih pada masa awal sampaii pada masa peimbeintukan 

mazhab, seibeinarnya teirliihat deingan jeilas peirbeidaan-peirbeidaan peindapat 

hukum Iislam dii suatu wiilayah deingan wiilayah laiinnya seihiingga teirkeinal 

nama mazhab Madiinah, mazhab Kufah, mazhab Bashrah, dan laiinnya yang 

keimudiian beirubah meinjadii mazhab Iimâm Mâliik biin Anas, madzhab Iimâm 

Abû Hanîfah, mazhab Iimâm al-Syâfii‘î, dan mazhab Iimâm Ahmad biin 

Hanbal. Peirgeiseiran iinii oleih Joseiph Schacht diiseibut transformatiion of thei anciieint 

schools iinto thei peirsonal schools (transformasii darii mazhab lama meinjadii mazhab 

peirsonal), yang dalam bahasa beirbeida oleih Waeil Hallaq diiseibut deingan from 

reigiional to peirsonal schools of law (darii mazhab reigiional kei mazhab peirsonal). 

Walaupun Hallaq meimbantah modeil peirgeiseiran yang diiseibut oleih Schacht, 

tuliisan keiduanya meinunjukkan data yang sama bahwa ada fakta peirbeidaan 

domiinan hukum Iislam yang beirkeimbang dii suatu teimpat deingan teimpat 

laiinnya.46 

Seiteilah teirbeintuknya mazhab-mazhab, para pakar seijarah hukum 

Iislam seipakat bahwa hukum Iislam ceindeirung meingalamii masa kriisiis deingan 

hadiirnya tradiisii taqlîd yang meingheigeimonii. Mazhab-mazhab yang teilah 

eistabliisheid diianggap teilah cukup untuk meinjadii reifeireinsii hukum Iislam dii 

wiilayah manapun. Iiniilah salah satu peinyeibab awal munculnya karakteir 

transnasiional pada fiikih. Karakteir iinii seimakiin meinguat deingan masuknya 

keipeintiingan poliitiik iideiologiis yang meinyeirtaii peirkeimbangan mazhab fiikih.47 
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Prospects (Kuala Lumpur: A. S. Noordeen, n.d.). 
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Pada masa modeirn, lahiirnya geirakan poliitiik Iislam Tiimur Teingah, teirutama 

geirakan salafii, juga meinjadii peinyumbang beisar meinguatnya karakteir 

transnasiional pada fiikih. Jargon puriifiikasii deingan slogan keimbalii pada al-

Qur’ân dan al-Hadîts meinutup rapat piintu iijtiihad, peinggunaan akal dalam 

peinafsiiran agama. Peimahaman yang beinar hanyalah satu, yaknii makna 

eikspliisiit darii teiks daliil yang ada.48 Munculnya maqâshiid-baseid iijtiihad adalah 

meilawan maiinstreiam transnasiional iinii dan meingeinalkan keianeikaragaman 

fiikih yang beirada dalam satu payung beisar beirnama maqâshiid al-syarî’ah. 

Fiiqh al-aqalliiyyât adalah salah satu hasiilnya, seibuah fiikih yang diirancang untuk 

masyarakat miinoriitas Musliim yang beirada dii kawasan duniia Barat yang 

meimiiliikii peirbeidaan beintuk dan mateirii deingan fiikih yang diirancang oleih dan 

untuk masyarakat dii neigara-neigara Tiimur Teingah. Teigasnya, peindeikatan 

maqâshiid al-syarî’ah iinii teilah meiniiscayakan peirgeiseiran fiikih, darii fiikih 

iideiologiis meinuju fiikih geiografiis. 

Dalam kajiian konveirgeinsii dan diispariitas ‘iillah dalam fatwa hukum 

keiluarga Iislam yang diibeiriikan oleih Muḥammad Ṣāliiḥ iibn al-‘Uthaymīn dan 

Yūsuf al-Qaraḍāwī, kiita dapat meiliihat peirbeidaan meitodologii yang meindasar 

dalam peineitapan hukum Iislam, meiskiipun keiduanya teitap beirupaya meinjaga 

tujuan utama syariiat, yaiitu teirciiptanya keimaslahatan dan hiilangnya 

keirusakan. Muḥammad Ṣāliiḥ iibn al-‘Uthaymīn yang leibiih konseirvatiif 

ceindeirung beirpeigang pada teiks-teiks klasiik, seimeintara Yūsuf al-Qaraḍāwī, 

deingan peindeikatan maqâshiidiiyyahnya, leibiih meineikankan pada konteiks dan 

tujuan syariiat yang adaptiif teirhadap peirkeimbangan zaman. Meiskiipun 

teirdapat diispariitas dalam cara pandang dan peineitapan ‘iillah, konveirgeinsii 

keiduanya dapat diiliihat pada keiseipakatan bahwa seitiiap keiteintuan hukum 

meimiiliikii tujuan yang jeilas dan harus meindatangkan manfaat bagii umat. 

Deingan deimiikiian, peimahaman teintang ‘iillah dalam fatwa-fatwa meireika 

meimbeiriikan kontriibusii peintiing dalam meingeimbangkan meitodologii iijtiihad 

yang leibiih iinklusiif dan konteikstual tanpa meingabaiikan priinsiip-priinsiip dasar 

Iislam.49 
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Perbedaan dalam menetapkan 'illah hukum oleh kedua ulama 

mencerminkan adanya kompetisi intelektual dalam menentukan standar 

legitimasi fikih kontemporer. Ibn al-'Uthaymīn, dengan otoritas yang kuat 

dalam tradisi salafī dan posisi sentral dalam hierarki ulama Arab Saudi, 

cenderung mempertahankan pendekatan yang memprioritaskan keaslian 

tekstual dan konsistensi dengan pemahaman salaf al-ṣāliḥ. Hal ini terlihat 

jelas dalam fatwanya yang mengutamakan ḥifẓ al-dīn (perlindungan agama) 

dan ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan) melalui interpretasi yang ketat 

terhadap dalīl syar'ī. Di sisi lain, al-Qaraḍāwī memanfaatkan jaringan global 

dan pengalaman lintas budaya untuk mengembangkan pendekatan yang lebih 

adaptif, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Latar belakang 

pendidikan dan pengalaman sosial yang berbeda telah membentuk kepekaan 

masing-masing ulama dalam memahami realitas kontemporer dan 

menentukan prioritas dalam penerapan hukum Islam. Perbedaan ini 

menunjukkan bahwa proses ijtihad tidak hanya melibatkan analisis tekstual 

semata, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan institusional 

tempat seorang mujtahid mengembangkan pemikirannya. Oleh karena itu, 

disparitas dalam penetapan 'illah mencerminkan perbedaan perspektif 

tentang bagaimana hukum Islam harus merespons tantangan zaman dengan 

tetap mempertahankan autentisitas ajaran. 

2. Inklusivitas Aplikasi Fatwa Fiqh al-Aqalliyyāt Hukum Keluarga 

Islam melalui Kompromisasi Aspek Konservatif dan Progresif 

Apliikasii fatwa hukum keiluarga Iislam pada komuniitas Musliim miinoriitas 

seiriing kalii meinghadapii tantangan yang kompleiks, baiik darii seigii sosiial, 

budaya, maupun hukum. Keibeiragaman mazhab dan peirbeidaan pandangan 

dalam masyarakat yang plural iinii meimeirlukan peindeikatan yang iinklusiif, yaiitu 

suatu cara untuk meinyatukan beirbagaii peirspeiktiif hukum Iislam yang dapat 

diiteiriima oleih seimua piihak tanpa meingorbankan priinsiip-priinsiip dasar syariiat. 

Salah satu cara untuk meincapaii tujuan iinii adalah deingan meilakukan 

kompromiisasii antara aspeik konseirvatiif dan progreisiif dalam peimahaman dan 

peineirapan hukum keiluarga Iislam. Peindeikatan iinii beirtujuan untuk 

meinciiptakan fatwa yang tiidak hanya reileivan deingan keibutuhan masyarakat 
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Musliim miinoriitas, teitapii juga seisuaii deingan priinsiip maqâshiid al-syarî’ah, yang 

meineikankan keimaslahatan umum dan keiseijahteiraan umat.50 

Kompromiisasii aspeik konseirvatiif dan progreisiif meiniiscayakan niilaii-niilaii 

maqâshiid al-syarî’ah untuk beirposiisii dii atas keibeiraneikaragaman mazhab 

deingan seigala peirbeidaan meitodei peindeikatan dan peindapat hukumnya. 

Keitiika peirbeidaan peindapat hukum atas suatu peirmasalahan teirjadii, maka 

putusan akhiirnya diidasarkan pada kompromii, atau komparasii yang 

meimeinangkan peindapat yang leibiih beirpiihak pada reialiisasii keimaslahatan 

umum. Kareina iitu, meitodei tarjîh cukup domiinan dalam peindeikatan 

maqâshiid al-syarî’ah, dan pada yang dzahiir.51 

Daliil-daliil yang meinjadii dasar hukum darii suatu peindapat yang beirbeida 

deingan daliil-daliil yang diigunakan peindapat laiinnya dalam masalah yang sama 

diitundukkan pada keimaslahatan yang meinjadii iintii darii maqâshiid al-syarî’ah. 

Kareina iitu, peindeikatan maqâshiid leibiih meineikankan pada niilaii-niilaii uniiveirsal 

yang teirkandung dan teirsiirat dalam daliil diibandiingkan deingan makna 

lahiiriiyah yang teirsurat dalam daliil. Dalam apliikasiinya, kompromiisasii keidua 

aspeik iin dapat meinampung darii beirbagaii peindeikatan yang ada, dan keitiika 

teirjadii peirteintangan diiantara keidua peindeikatan teirseibut yaknii antara salafii 

dan wasatii, kaiidah utamanya adalah meindahulukan peinolakan mafsadah atas 

peincapaiian mashlahah (dar’u al-mafâsiid muqaddam ‘alâ jalb almashaliih). Namun, 

keitiika keimaslahatan yang akan diipeiroleih adalah untuk keipeintiingan yang 

leibiih beisar, seimeintara keimafsadatannya adalah dalam skala yang leibiih keiciil 

atau ada peirteintangan antara dua keimaslahatan yang beirbeida, maka Yûsuf 

al-Qaradâwî meingajukan dua cara, yaiitu tawfîq dan taghlîb atau tarjîh.52 

Kompromi antara pendekatan tekstualis dan kontekstualis tidak berarti 

bahwa pembaruan hukum harus dilakukan dengan menghapus atau menolak 

hukum-hukum lama dalam fikih. Dalam kerangka aṣālah (orisinalitas), 

pemikiran hukum Islam tidak tertutup terhadap pendapat atau ijtihād yang 

lahir dari para ulama kontemporer. Asal-usul pemikiran bukanlah alasan 

untuk menolaknya; yang terpenting adalah nilai dan relevansi dari gagasan 

tersebut. Maka, jika terdapat gagasan ijtihādī dari ulama masa kini yang sesuai 
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dengan prinsip-prinsip syariat, maka tidak ada salahnya bagi kita untuk 

mengambilnya dan memasukkannya ke dalam wacana hukum Islam. Namun, 

pengambilan ini tidak boleh dilakukan atas dasar keinginan untuk sekadar 

meniru (taqlīd), melainkan harus dilakukan dengan tujuan untuk 

memperbaiki dan memperkaya tradisi istinbāṭ al-aḥkām (penggalian hukum). 

Kadang-kadang, setiap mujtahid memang perlu mengutip sebagian metode 

atau pandangan dari berbagai ulama atau mazhab baru karena ada kebutuhan 

riil di zaman kita. Ini diperbolehkan, selama tidak mengorbankan identitas 

dan keaslian peradaban Islam. Terlebih dalam aspek metodologi atau teknik 

penetapan hukum, syariat tidak selalu memberikan rincian teknis, sehingga 

memberikan ruang bagi para mujtahid untuk mengembangkan pendekatan 

baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa 

hukum Islam bersifat dinamis dan terbuka terhadap perkembangan, selama 

tetap berada dalam koridor maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan utama syariat).53 

Pembaruan (tajdīd) tidak boleh dimaknai sebagai sikap meremehkan 

warisan lama sambil membuka pintu selebar-lebarnya terhadap pemikiran 

baru hanya karena dianggap membawa kemajuan. Pandangan seperti ini 

keliru. Banyak pemikiran baru yang justru menyesatkan, dan banyak pula 

warisan lama yang tetap relevan, luhur, dan memberikan kontribusi besar 

bagi kemanusiaan. Bahkan, nilai-nilai yang paling agung dan bermanfaat 

dalam peradaban umat manusia seringkali bersumber dari warisan klasik. 

Sebaliknya, sebagian besar produk modernitas abad ke-20 justru dianggap 

mengancam kemanusiaan dan eksistensi moral manusia. Oleh karena itu, 

dikotomi lama dan baru bersifat nisbī (relatif); apa yang hari ini kita anggap 

lama, dulunya adalah hal baru, dan sebaliknya. Maka, menjadikan perubahan 

zaman sebagai satu-satunya ukuran untuk menilai kebenaran adalah 

pendekatan yang tidak rasional.54 

Pembaruan juga bukan berarti mengikuti jejak pemikiran lain secara 

membabi buta (taqlīd a‘mā) hingga kehilangan jati diri dan independensi 

intelektual. Kita tidak boleh menjadi ummat imma‘ah yakni umat pengikut 

yang kehilangan kesempurnaan akal, karena Allah telah mengangkat umat ini 
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sebagai khalīfah. Sikap taklid total terhadap pemikiran eksternal maupun 

kekakuan dalam mempertahankan pemikiran lama yang stagnan sama-sama 

keliru. Keduanya bertentangan dengan semangat ijtihād dan menghilangkan 

peran akal serta semangat pembaruan dalam Islam. Lebih dari itu, 

pembaruan bukanlah proses penundukan fikih terhadap sistem hukum 

produk manusia baik yang berideologi liberal-sekuler, kapitalistik, atau 

sosialis yang hanya berlandaskan pendekatan tekstual legalistik semata. Sikap 

demikian bukanlah pembaruan, melainkan bentuk penyimpangan dan 

penyelewengan terhadap ruh dan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. 

Pembaruan yang hakiki adalah memajukan fikih melalui pengayaan isi dan 

pengembangan metodologi dari dalam tradisi fikih itu sendiri, dengan tetap 

menjaga orisinalitas karakteristik dan identitas fundamentalnya. Dengan 

demikian, tajdīd dalam fikih dapat dipahami sebagai upaya pelestarian 

terhadap unsur-unsur otentik dalam bentuk yang relevan dan fungsional bagi 

kehidupan umat di masa kini dan masa depan. 55 

Konseiptualiisasii Fiiqh al-Aqalliiyāt al-Musliimah deingan 

meingombiinasiikan peindeikatan salafii dan wasatii harus diiteimpatkan dalam 

konteiks yang teipat. Fatwa-fatwa yang diikeiluarkan oleih Muḥammad Ṣāliiḥ 

Iibn al-‘Uthaymīn dan Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam hukum keiluarga Iislam 

meinceirmiinkan dua peindeikatan yang beirbeida dalam meingatasii masalah-

masalah yang diihadapii oleih umat Musliim, teirutama dalam konteiks Musliim 

miinoriitas yang hiidup dii neigara-neigara deingan masyarakat plural. Keidua 

ulama iinii meiwakiilii dua kutub peimiikiiran dalam duniia Iislam konseirvatiif dan 

progreisiif dalam hal iinii teirkaiit deingan hukum keiluarga Iislam.56 

Iibn al-‘Uthaymīn, yang diikeinal deingan peindeikatannya yang leibiih 

keitat dan liiteiral teirhadap teiks-teiks agama, meingeideipankan priinsiip hiifẓ al-dīn 

(peirliindungan agama) dan hiifẓ al-nasl (peirliindungan keiturunan). Iia 

meimandang bahwa peirniikahan deingan non-Musliim harus sangat diibatasii, 

hanya boleih deingan waniita kiitabiiyyah (ahlii kiitab), dan meimpeiriingatkan 

keiras teirhadap peirniikahan deingan waniita musyriik. Deimiikiian pula, dalam 

masalah adopsii anak, Iibn al-‘Uthaymīn meineikankan peintiingnya meinjaga 
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nasab (gariis keiturunan) anak, seihiingga iia leibiih beirhatii-hatii dalam 

meinyeitujuii adopsii yang biisa meingubah status nasab.57 Seibaliiknya, al-

Qarḍāwī, deingan peindeikatannya yang leibiih modeirat dan fleiksiibeil, leibiih 

teirbuka teirhadap reialiitas sosiial yang diihadapii oleih umat Iislam miinoriitas. Iia 

beirpeindapat bahwa peirniikahan antara Musliim dan waniita kiitabiiyyah biisa 

diiteiriima, deingan meimpeirtiimbangkan maslahat umum (maṣlaḥah ammah) dan 

keimaslahatan sosiial bagii komuniitas Musliim dii neigara-neigara non-Musliim. 

Bagii al-Qaraḍāwī, meinjaga keiutuhan akiidah teitap peintiing, teitapii iia juga 

meiliihat peirlunya keilonggaran dalam meinghadapii masyarakat yang plural. 

Beigiitu juga dalam masalah adopsii anak, al-Qaraḍāwī ceindeirung leibiih 

meindukung adopsii seibagaii solusii untuk meiliindungii anak-anak yang 

teirlantar, meiskiipun teitap meinjaga agar nasab anak teitap teirjaga. 

Peirbeidaan iinii meinceirmiinkan dua pandangan yang saliing meileingkapii 

antara peindeikatan konseirvatiif dan progreisiif, yang masiing-masiing meimiiliikii 

keileibiihan dan keikurangan. Peindeikatan konseirvatiif yang diiusung oleih Iibn 

al-‘Uthaymīn leibiih meineikankan pada peirliindungan keitat teirhadap priinsiip-

priinsiip agama dan keiturunan, yang meiskiipun meinjaga keimurniian syariiat, 

teirkadang dapat meimbatasii ruang geirak umat Iislam dalam meinghadapii 

tantangan sosiial dan pluraliitas budaya. Seibaliiknya, peindeikatan progreisiif darii 

al-Qaraḍāwī leibiih meimpeirhatiikan maṣlaḥah ammah dan keibutuhan sosiial 

umat Iislam miinoriitas, yang seiriing kalii meinghadapii reialiitas yang jauh darii 

kondiisii iideial meinurut hukum Iislam tradiisiional. Dalam hal iinii, al-Qaraḍāwī 

leibiih meimbuka peiluang untuk adaptasii teirhadap kondiisii sosiial yang ada, 

tanpa meingorbankan priinsiip dasar agama.58 

Kompromiisasii antara keidua peindeikatan iinii sangat reileivan untuk 

diiteirapkan dalam konteiks Musliim miinoriitas. Dalam masyarakat yang plural 

dan multiikultural, diimana umat Iislam seiriing kalii hiidup beirdampiingan 

deingan peinganut agama laiin, peintiing untuk meineimukan keiseiiimbangan 

antara meimpeirtahankan priinsiip-priinsiip syariiat yang leibiih konseirvatiif dan 

meimbuka ruang bagii keilonggaran sosiial yang leibiih progreisiif. Miisalnya, 

dalam masalah peirniikahan, baiik Iibn al-‘Uthaymīn maupun al-Qaraḍāwī 

seipakat bahwa peirniikahan deingan waniita non-Musliim harus 

                                                           
57 Rafika Nisa, Studies Of Muslims In The West: Prospects and Challenges, (New 

York: Open Society Institute, 2002), 206. 
58 Hasan al-Turâbî, Tajdîd Ushûl Al-Fiqh Maqâshid al-Syarî’ah Âfâq al-Tajdîd 

(Beirût: Dâr al-Fikr al-Mu’âshir, 2002), 45. 



198 

 

meimpeirtiimbangkan aspeik akiidah, namun al-Qaraḍāwī meimbeiriikan 

keilonggaran dalam hal iinii, meimpeirboleihkan peirniikahan deingan waniita 

kiitabiiyyah meiskiipun dalam beibeirapa kasus Iibn al-‘Uthaymīn leibiih keitat.59 

Dalam konteiks adopsii, Iibn al-‘Uthaymīn leibiih meimpeirhatiikan masalah 

nasab, yang meinjadii fokus utama dalam fatwanya. Iia leibiih meineikankan 

bahwa adopsii biisa meirusak gariis keiturunan, yang biisa meimunculkan 

keirancuan dalam status anak. Namun, al-Qaraḍāwī, deingan peirspeiktiifnya 

yang leibiih iinklusiif, meinganggap adopsii seibagaii solusii bagii masalah anak-

anak teirlantar dan meiliihatnya seibagaii beintuk peirliindungan teirhadap hiifẓ al-

nafs (peirliindungan jiiwa). Iia beirpeindapat bahwa meiskiipun nasab anak peirlu 

diihormatii, teitapii maslahat untuk meiliindungii anak-anak yang meimbutuhkan 

peingasuhan juga harus diipeirtiimbangkan. 

Dalam hal iinii, kompromiisasii antara konseirvatiif dan progreisiif dalam 

apliikasii fatwa hukum keiluarga Iislam dapat diijeimbatanii deingan 

meinyeisuaiikan fatwa-fatwa teirseibut deingan kondiisii sosiial umat Iislam 

miinoriitas. Iibn al-‘Uthaymīn meimbeiriikan batasan yang keitat teirhadap 

peirniikahan dan adopsii untuk meinjaga keimurniian agama dan keiturunan, 

seimeintara al-Qaraḍāwī meimbeiriikan solusii yang leibiih fleiksiibeil deingan 

meimpeirtiimbangkan keibutuhan sosiial dan pluraliitas yang diihadapii oleih 

umat Iislam miinoriitas. Baiik peindeikatan wasatii maupun salafii seipakat bahwa 

keibeiradaan umat Musliim dii Barat meimiiliikii leigiitiimasii, teirutama dalam 

rangka meinyeibarkan ajaran Iislam. Namun, tantangan seiriius muncul teirkaiit 

dampak peimbeintukan iideintiitas iinii teirhadap proseis iinteigrasii dan hubungan 

harmoniis antara Musliim dan non-Musliim. Meiskiipun deimiikiian, peintiing 

untuk diiakuii bahwa peindeikatan wasatii dan salafii teilah meimbeiriikan 

kontriibusii beisar dalam dakwah Iislam dan peimbeintukan fiikih miinoriitas iinii. 

Sayangnya, hanya seibagiian keiciil umat Musliim dii Barat yang reisponsiif 

teirhadap seiruan untuk beirpeiran aktiif dalam dakwah.60 

Dari sudut pandang hukum Islam, gagasan untuk menjadikan 

komunitas Muslim sebagai misionaris di Barat membawa implikasi yang 

cukup signifikan, terutama dalam memberikan akomodasi hukum yang lebih 

fleksibel melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah. Namun demikian, dakwah 
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tidak dapat dijadikan alasan mutlak untuk melegitimasi seluruh bentuk 

kemudahan hukum. Gagasan bahwa dakwah dapat menjadi justifikasi syar‘i 

untuk menetap di negara non-Muslim sesungguhnya telah dikenal sejak 

periode klasik dalam fikih Islam. Kalangan wasaṭiyyīn menekankan bahwa 

dunia Barat, yang mereka pandang sedang mengalami dekadensi moral, 

sangat membutuhkan keselamatan spiritual yang ditawarkan oleh Islam. 

Meski demikian, hasil dari upaya integrasi melalui semangat apa yang disebut 

sebagai “teologi kemenangan” ini tidak boleh diabaikan.61 Meskipun benar 

bahwa dinamika antara fikih salafī dan wasaṭī masih sangat dipengaruhi oleh 

kontribusi para ulama dari dunia Arab, terdapat pula inisiatif signifikan dari 

komunitas Muslim di Barat untuk membangun solusi hukum yang lebih 

relevan dengan realitas kehidupan mereka. Salah satu contohnya adalah 

Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa, yang didirikan oleh kalangan wasaṭiyyīn, dan 

secara terbuka mengakui perlunya generasi ulama baru yang berbasis di 

Eropa dan memahami konteks sosial serta hukum lokal. Sementara itu, 

kalangan salafiyyīn tetap menunjukkan loyalitasnya terhadap sumber-sumber 

primer, yakni al-Qur’ān dan al-Ḥadīṡ, namun sebagian kecil di antaranya 

mulai menunjukkan potensi untuk menjadi otoritas hukum di Barat.62 

Ṭāriq Ramaḍān berpendapat bahwa umat Islam di Barat semestinya 

tidak hanya mencari akomodasi melalui pendekatan wasaṭī, ataupun menarik 

diri dari masyarakat sebagaimana dianjurkan oleh sebagian salafiyyīn. 

Sebaliknya, umat Muslim perlu berupaya secara aktif untuk mentransformasi 

kondisi sosial mereka secara mendasar. Jika transformasi tersebut berhasil 

dilakukan, maka kebutuhan terhadap fiqh al-aqalliyyāt al-muslimah secara 

bertahap akan berkurang, dan masa depan yang lebih baik bagi umat Islam 

dan masyarakat non-Muslim dapat terwujud. Namun demikian, pendekatan 

hukum tetap dibutuhkan untuk menjawab dilema-dilema praktis yang 

dihadapi umat Islam di Barat, seperti konflik antara kewajiban agama 

dengan tuntutan pekerjaan, pendidikan, relasi sosial, serta norma-norma 

hukum setempat. Selama konflik ini masih berlangsung, fiqh al-aqalliyyāt 

akan tetap relevan.63 Pendekatan wasaṭī, yang menekankan pada 

pragmatisme dan integrasi antara hukum agama dan realitas sosial, 
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menawarkan solusi yang lebih fleksibel. Namun, pendekatan ini tetap tidak 

lepas dari kritik, terutama karena sebagian keputusan hukumnya dianggap 

terlalu longgar. Sebaliknya, pendekatan salafī yang rigid seringkali dianggap 

membebani kehidupan sehari-hari pengikutnya dan menjauh dari dinamika 

sosial masyarakat Muslim di Barat. Kendati demikian, pendekatan wasaṭī 

sendiri menghadapi tantangan serius, khususnya dalam upaya 

mengintegrasikan antara tradisi dan pembaruan, antara kelemahan dan 

kekuatan, untuk menciptakan harmoni antara kehidupan modern dan syariat 

Islam. Dengan menjadikan umat Muslim di Barat sebagai calon agen 

dakwah (misionaris), pendekatan wasaṭī berupaya mengubah fenomena 

migrasi besar-besaran ke Barat dari yang semula dianggap ancaman, menjadi 

peluang strategis untuk penyebaran Islam secara damai dan terarah. 

Menurut M. Ali Kettani, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 

umat Islam menjadi kelompok minoritas. Pertama, kondisi masyarakat 

Muslim yang tidak terorganisir secara sosial, politik, dan militer, sehingga 

melemahkan ketahanan negara dan kepemerintahan serta menjadikan 

wilayah Muslim rentan terhadap penjajahan dan pengusiran. 

Ketidakefektifan ini ditandai oleh lemahnya kepemimpinan, perpecahan 

internal, serta ketidakmampuan dalam mempertahankan kedaulatan wilayah 

dan hak-hak warga Muslim. Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus historis 

seperti umat Islam di Uni Soviet, Bosnia-Herzegovina, dan Palestina, yang 

mengalami penjajahan, disintegrasi, bahkan pemaksaan asimilasi yang 

menyebabkan mereka kehilangan dominasi dan berubah menjadi minoritas 

di tanah mereka sendiri. Kedua, runtuhnya pemerintahan Muslim yang 

kemudian digantikan oleh pemerintahan non-Muslim, sebagaimana kasus 

umat Islam di India. Ketiga, terjadinya pembersihan etnis dan agama (ethnic-

religious cleansing) seperti yang dialami umat Islam di Spanyol setelah 

ditaklukkan oleh kekuatan Kristen. Keempat, adanya migrasi dari negara-

negara Muslim ke negara-negara non-Muslim, seperti Amerika Serikat dan 

sebagian negara Eropa. Kelima, perpindahan agama sejumlah orang non-

Muslim ke dalam Islam, yang kemudian membentuk komunitas Muslim 

minoritas di negara asal mereka.64 
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Berdasarkan faktor-faktor tersebut, secara umum terdapat tiga pola 

pembentukan komunitas Muslim minoritas: pertama, penjajahan terhadap 

wilayah Muslim oleh kekuatan asing; kedua, perpindahan agama dari non-

Muslim menjadi Muslim; dan ketiga, emigrasi umat Islam ke wilayah-wilayah 

mayoritas non-Muslim.65 Meskipun ketiga pola ini memiliki konteks yang 

berbeda, terdapat kesamaan kondisi yang dihadapi, yakni potensi konflik 

antara mayoritas dan minoritas serta ketimpangan dalam isu 

multikulturalisme. Hendropuspito menyatakan bahwa sifat negatif 

kelompok mayoritas muncul tidak hanya di bidang politik kenegaraan, tetapi 

juga dalam urusan agama. Di sisi lain, keberadaan minoritas tidak selalu 

berada pada posisi korban, namun terkadang menjadi pemicu konflik. Will 

Kymlicka, sebagaimana dikutip oleh Adam Jamrozik, menjelaskan bahwa isu 

multikulturalisme muncul dari tuntutan kelompok minoritas terhadap 

kelompok mayoritas agar mendapatkan kesetaraan hak dan kedudukan, 

karena mereka merasa terancam oleh dominasi kelompok mayoritas.66 

Kondisi umat Islam yang hidup sebagai minoritas sangat berbeda 

dengan mereka yang tinggal di negara-negara mayoritas Muslim. Umat Islam 

di negara mayoritas cenderung hidup dalam sistem sosial dan hukum yang 

lebih mendukung praktik keagamaan mereka. Nilai-nilai Islam menjadi 

bagian dari budaya dominan, sehingga penerapan syariat, baik dalam 

kehidupan pribadi maupun sosial, dapat dilakukan dengan lebih leluasa. 

Sebaliknya, umat Islam yang hidup sebagai minoritas sering kali menghadapi 

keterbatasan dalam menjalankan ajaran agama mereka, baik karena 

perbedaan sistem hukum, tekanan budaya mayoritas, maupun keterbatasan 

akses terhadap institusi keislaman. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Pertama, fikih di negara mayoritas Muslim tumbuh sebagai respons 

langsung terhadap konteks sosial masyarakatnya, sehingga terasa lebih 

relevan dan mudah diterapkan. Kedua, kesamaan pemahaman terhadap 

syariat di kalangan penduduk mayoritas menciptakan keselarasan dalam 

beragama, yang secara tidak langsung mengurangi potensi konflik, baik 

antara masyarakat dan pemerintah (konflik vertikal) maupun antarwarga 
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dengan keyakinan berbeda (konflik horizontal).67 

Iinklusiifiitas fiqh al-aqalliyyāt, khususnya dalam hukum keiluarga Iislam, 

meirupakan reifleiksii darii upaya untuk meinjawab keibutuhan umat Musliim 

miinoriitas dalam konteiks modeirn. Dalam konteiks harmoniisasii antara 

peindeikatan progesif (konteikstualiis) dan konservatifi (teikstualiis), peirbeidaan 

pandangan antara dua ulama beisar, Muhammad Ṣāliiḥ iibn al-‘Uthaymīn dan 

Yūsuf al-Qaraḍāwī, meinjadii contoh nyata bagaiimana fiiqh aqalliiyāt 

beiradaptasii. Al-Qaraḍāwī, meilaluii peindeikatan wasatii-nya, meineikankan 

fleiksiibiiliitas hukum yang seilaras deingan maqâṣiid al-syarî‘ah, yaknii tujuan 

utama syariiat yang meiniitiikbeiratkan pada reialiisasii keimaslahatan dan 

peinghiilangan keimafsadatan. Iia seiriing kalii meindorong iinteirpreitasii hukum 

yang leibiih akomodatiif teirhadap reialiitas sosiial, seipeirtii meimpeirboleihkan 

keilonggaran dalam peirniikahan antarmazhab atau peingeilolaan konfliik 

keiluarga deimii meinjaga harmonii. Seibaliiknya, Iibn al-‘Uthaymīn, deingan 

peindeikatan salafii-nya, teitap meimpriioriitaskan teiks Al-Qur’an dan Hadiis 

seibagaii dasar utama tanpa kompromii, meiskiipun teirkadang meinghasiilkan 

hukum yang leibiih riigiid. Dalam hukum keiluarga Iislam, miisalnya, Iibn al-

‘Uthaymīn leibiih keitat dalam meineitapkan aturan peirniikahan liintas agama 

atau peirceiraiian, seimeintara al-Qaraḍāwī leibiih meimbuka ruang iinteirpreitasii 

beirdasarkan kondiisii umat Musliim miinoriitas dii neigara Barat. Harmoniisasii 

keidua peindeikatan iinii meinceirmiinkan keibutuhan untuk meimpeirtiimbangkan 

fleiksiibiiliitas tanpa meingorbankan priinsiip-priinsiip utama syariiat, seihiingga fiqh 

al-aqalliyyāt dapat teirus reileivan dalam meinjawab tantangan keihiidupan umat 

Musliim dii eira modeirn.68 

Dalam konteiks fiiqh al-aqalliiyāt, harmoniisasii antara peindeikatan wasatii 

dan salafii meinjadii landasan peintiing untuk meinghadiirkan solusii hukum yang 

reileivan dan apliikatiif bagii umat Musliim miinoriitas, khususnya dalam hukum 

keiluarga Iislam. Peindeikatan wasatii yang fleiksiibeil mampu meinjawab 

tantangan zaman deingan meimpeirtiimbangkan reialiitas sosiial, seimeintara 

peindeikatan salafii yang beirpeigang pada liiteiraliitas teiks meinjaga agar priinsiip-
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priinsiip dasar syariiat teitap teirjaga.69 Siineirgii darii keidua peindeikatan iinii, 

meiskiipun tiidak seilalu mudah diicapaii, dapat meinciiptakan fatwa-fatwa yang 

tiidak hanya meimeinuhii tuntutan teiks, teitapii juga reialiitas konteiks. Deingan 

deimiikiian, iinklusiifiitas fiqh al-aqalliyyāt dalam hukum keiluarga tiidak hanya 

meinjadii upaya meinjaga iideintiitas syariiat, teitapii juga meinjamiin keimaslahatan 

umat Musliim miinoriitas dalam meinjalanii keihiidupan meireika dii teingah 

masyarakat yang majeimuk. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa kompromisasi 

antara pendekatan konservatif dan progresif dalam penerapan fatwa fiqh al-

aqalliyyāt, khususnya pada ranah hukum keluarga Islam, merupakan strategi 

yang relevan dan adaptif terhadap realitas kehidupan Muslim minoritas di 

tengah masyarakat yang pluralistik. Pendekatan ini tidak hanya 

mencerminkan upaya integratif dalam menyelaraskan prinsip-prinsip syariat 

dengan konteks sosial modern, tetapi juga menjadi jalan tengah yang 

memungkinkan terjaganya nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah seperti ḥifẓ al-dīn, 

ḥifẓ al-nafs, dan ḥifẓ al-nasl. Melalui kombinasi pandangan dari dua tokoh 

representatif, yakni Muḥammad Ṣāliḥ ibn al-‘Uthaymīn yang mewakili kubu 

konservatif, dan Yūsuf al-Qaraḍāwī yang cenderung progresif, fatwa-fatwa 

hukum keluarga Islam dapat dirumuskan dengan lebih inklusif, responsif, 

dan relevan. Oleh karena itu, dalam konteks Muslim minoritas, upaya 

rekonsiliasi dua pendekatan ini bukan hanya penting dari aspek fiqhiyyah, 

melainkan juga menjadi wujud konkret dari ijtihad kontemporer yang 

mempertimbangkan maslahat umum serta perubahan sosial, tanpa 

mengorbankan orisinalitas dan identitas ajaran Islam. 

Upaya mengintegrasikan pendekatan konservatif dan progresif dalam 

fiqh al-aqalliyyāt dapat dipahami sebagai proses pembentukan paradigma 

fikih baru yang disesuaikan dengan kebutuhan Muslim minoritas. 

Komunitas Muslim di negara-negara Barat menghadapi tantangan unik yang 

memerlukan solusi hukum yang tidak selalu tersedia dalam fikih tradisional. 

Mereka mengembangkan strategi adaptif dengan mengombinasikan 

kekuatan argumentasi dari kedua pendekatan untuk melegitimasi praktik 

keagamaan yang sesuai dengan kondisi mereka. Pengalaman hidup sebagai 

minoritas membentuk pola pikir yang menggabungkan komitmen religius 

dengan kebutuhan praktis dalam berinteraksi dengan masyarakat mayoritas 
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non-Muslim. Dalam konteks ini, maqāṣid al-sharī'ah menjadi kerangka acuan 

yang memungkinkan justifikasi fatwa-fatwa yang secara formal tampak 

berbeda dari pendapat mainstream, namun tetap dapat 

dipertanggungjawabkan dalam kerangka tujuan universal syariat Islam. 

Proses ini menunjukkan bahwa perkembangan fikih tidak hanya terjadi 

melalui reproduksi pemahaman yang sudah ada, tetapi juga melalui inovasi 

metodologis yang responsif terhadap perubahan konteks sosial. Dengan 

demikian, sintesis antara pendekatan konservatif Ibn al-'Uthaymīn dan 

progresif al-Qaraḍāwī dalam fiqh al-aqalliyyāt mencerminkan evolusi 

epistemologi hukum Islam yang mampu mempertahankan prinsip-prinsip 

dasar sambil mengakomodasi kebutuhan kontemporer melalui mekanisme 

tarjīḥ maqāṣidī dan adaptasi metodologis yang terukur. 

Tabel berikut menganalisis proses transformasi field fikih melalui 

dialektika antara pendekatan konservatif dan progresif yang menghasilkan 

inklusivitas metodologis dalam fiqh al-aqalliyyāt. Dalam perspektif 

Bourdieu, field selalu mengalami evolusi melalui kompetisi dan negosiasi 

antara agen-agen yang memiliki modal dan strategi berbeda. Buku ini 

menunjukkan bahwa field fikih tradisional yang didominasi oleh reproduksi 

ortodoksi klasik mengalami subversi melalui munculnya agen-agen progresif 

yang memperkenalkan sub-field baru dengan logika maqāṣid sebagai meta-

modal. Proses ini menghasilkan rekonfigurasi field yang memungkinkan 

koeksistensi metodologi konservatif dan progresif dalam satu arena 

diskursif. Muslim minoritas, sebagai subjek yang mengalami kondisi khusus, 

mengembangkan habitus adaptif yang mampu menavigasi antara tuntutan 

syariat dan realitas sosial mayoritas non-Muslim. Transformasi ini 

menciptakan outcome berupa field baru yang memungkinkan solusi hukum 

yang tidak tersedia dalam field tradisional, sekaligus mempertahankan 

legitimasi dalam kerangka Islam yang lebih luas. 
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BAB VI  

PENUTUP 

 

Akhir kata, buku ini meinyiimpulkan bahwa corak iijtiihad 

Muḥammad Ṣāliiḥ Iibn al-‘Uthaymīn ceindeirung beiroriieintasii konseirvatiif 

deingan peindeikatan liiteiral teirhadap Al-Qur'an dan Sunnah seirta meinjaga 

keioteintiikan hukum Iislam beirdasarkan tradiisii manhaj salafuṣ ṣāliḥ. 

Peindeikatan iinii leibiih reistriiktiif, deingan fokus pada peirliindungan akiidah 

dan iideintiitas Iislam seicara keitat. Dii siisii laiin, Yūsuf al-Qaraḍāwī 

meinawarkan peindeikatan Wasathii (modeirat), yang meinjunjung tiinggii 

niilaii-niilaii maqâshiid al-sharî‘ah seipeirtii keimaslahatan umum, keiadiilan, dan 

fleiksiibiiliitas dalam meinyeisuaiikan syariiat deingan reialiitas sosiial. 

Kompromii antara keidua corak iinii meinceirmiinkan peirpaduan antara 

keiteigasan dalam priinsiip syariiat deingan fleiksiibiiliitas untuk meinghadapii 

keibutuhan umat Iislam, teirutama dalam konteiks komuniitas Musliim 

miinoriitas. 

Apliikasii fatwa hukum keiluarga Iislam meinunjukkan variiasii 

meitodologiis. Dalam kasus peirniikahan deingan non-Musliim, baiik Iibn al-

‘Uthaymīn maupun al-Qaraḍāwī seipakat meimboleihkan peirniikahan 

deingan waniita kiitabiiyyah dan meilarang peirniikahan deingan waniita 

musyriik, meiskiipun Iibn al-‘Uthaymīn meineikankan iindiikator keitat 

teintang status kiitabiiyyah. Dalam hal adopsii anak, keiduanya 

meimboleihkan, teitapii Iibn al-‘Uthaymīn leibiih meineikankan pada larangan 

meingubah nasab anak angkat, seimeintara al-Qaraḍāwī meiliihat adopsii 

seibagaii solusii sosiial deingan syarat meinjaga keijeilasan nasab. Dalam 

konteiks wariisan antara Musliim dan non-Musliim, Iibn al-‘Uthaymīn 

meinolak adanya hubungan wariis, seidangkan al-Qaraḍāwī meimboleihkan 

Musliim meineiriima wariisan darii non-Musliim seibagaii beintuk adaptasii 

teirhadap reialiitas komuniitas Musliim miinoriitas. 

Harmoniisasii diispariitas ‘iillah dalam fatwa dii atas teirliihat meilaluii 

peindeikatan maqâshiid-baseid iijtiihad, yang meineikankan pada niilaii-niilaii 

uniiveirsal syariiat Iislam. Peindeikatan iinii meimungkiinkan integrasi antara 

peirspeiktiif konseirvatiif dan progreisiif. Dalam konteiks Musliim miinoriitas, 

Peindeikatan iinii meimungkiinkan peirpaduan antara keiteigasan dalam 

priinsiip syariiat deingan fleiksiibiiliitas untuk meinyeisuaiikan fatwa deingan 
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reialiitas modeirn. Aspeik iinteigrasii darii keidua muftii teirseibut yang berasal 

dari peindeikatan yang beirbeida, melahirkan integrasi berbasis akomodasii 

konteiks, penyeimbang antara teiks dan konteiks, harmoniisasii antara 

konseirvatiif dan progreisiif. Maqâshiid syariiat meinjadii dasar peintiing untuk 

meinciiptakan fatwa yang reileivan, fleiksiibeil, namun teitap beirpiijak pada 

priinsiip dasar Iislam. Iibn al-‘Uthaymīn leibiih fokus pada peirliindungan teiks 

dan meinjaga keimurniian syariiat, seidangkan al-Qaraḍāwī leibiih 

meinyeisuaiikan hukum deingan kondiisii sosiial dan keibutuhan 

konteimporeir. Dengan demikian, metode istinbāṭ hukum yang moderat di 

antara dua kutub ekstrem merupakan pendekatan yang lahir dari sintesis 

aspirasi untuk tetap berpegang pada dalil-dalil syar‘i sekaligus 

menampilkan ajaran Islam sebagai ajaran yang mudah, fleksibel, dan 

adaptif terhadap berbagai situasi ruang dan waktu. Pendekatan ini 

menjadi titik temu antara kelompok tekstualis dan kontekstualis, tanpa 

terjebak pada sikap mengabaikan secara tidak proporsional syariat 

dengan mengikuti hawa nafsu, maupun mengabaikan faktor 

kemaslahatan dan kemudahan dalam agama. Kompromi metodologis ini 

melahirkan fatwa-fatwa inklusif yang responsif terhadap tantangan 

zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syarī‘at. Melalui 

pendekatan moderat ini pula, hukum Islam dapat diaktualisasikan secara 

universal dan berkelanjutan dalam merespons kebutuhan umat di 

berbagai konteks sosial, budaya, dan politik. 

. 
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GLOSARIUM  

Aḥwāl Shakhṣiyyah : Cabang hukum Islam yang mengatur aspek 

hukum keluarga, seperti   pernikahan, 

perceraian, warisan, perwalian, dan hak asuh 

anak. 

Al-Ḍarūriyyāt al-Khams :  Lima kebutuhan pokok yang harus dijaga dalam 

hukum Islam, yaitu agama (dīn), jiwa (nafs), 

akal (‘aql), keturunan (nasl), dan harta (māl). 

Al-awlawiyyāt                :  Prinsip dalam hukum Islam yang 

mengutamakan skala prioritas dalam 

menetapkan hukum berdasarkan tingkat urgensi 

dan kemaslahatan. 

Al-Fiqh al-Akbar    :  Istilah yang merujuk pada ilmu teologi Islam 

yang dikaitkan dengan pemikiran Abu Hanifah, 

yang membahas prinsip-prinsip dasar akidah 

Islam. 

Al-fiqh al-darurah          :  Konsep fiqh yang memberikan keringanan 

dalam situasi darurat atau keadaan yang 

mengharuskan seseorang melakukan sesuatu 

yang sebenarnya terlarang dalam kondisi 

normal. 

Al-qawl al-ḍa‘īf              :  Pendapat dalam fiqh yang dianggap lemah 

berdasarkan dalil yang kurang kuat atau kurang 

diakui oleh mayoritas ulama. 

Al-qawā‘iid                   : Kaidah atau prinsip umum dalam hukum Islam 

yang digunakan sebagai dasar dalam 

menetapkan hukum pada berbagai kasus. 

Al Wala’ wal Bara           : Konsep loyalitas (wala’) terhadap Islam dan 

umat Muslim serta penolakan (bara’) terhadap 

hal-hal yang bertentangan dengan Islam. 
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Amr                                  : Perintah atau ketetapan dalam hukum Islam 

yang bersifat wajib atau dianjurkan untuk 

dilakukan oleh seorang Muslim. 

Bayānī                                   : Metode dalam ushul fiqh yang 

menitikberatkan pada penjelasan teks-teks 

syariat secara literal tanpa mempertimbangkan 

faktor eksternal. 

Burhānī                        : Pendekatan rasional dalam memahami hukum 

Islam dengan menggunakan logika dan 

argumentasi berdasarkan dalil yang kuat. 

Dār al-Iftā’           : Lembaga fatwa yang bertanggung jawab dalam 

mengeluarkan fatwa dan memberikan 

bimbingan keagamaan kepada umat Islam. 

Dâr al-Iislâm                    : Wilayah atau negara yang menerapkan hukum 

Islam sebagai sistem hukumnya dan mayoritas 

penduduknya adalah Muslim. 

Dâr al-harb                        : Wilayah atau negara yang tidak menerapkan 

hukum Islam dan dianggap berada dalam 

kondisi permusuhan terhadap Islam. 

Fatwa                                : Pendapat hukum Islam yang diberikan oleh 

seorang mujtahid atau lembaga fatwa mengenai 

suatu masalah yang tidak memiliki ketentuan 

eksplisit dalam syariat. 

Fiqh Aktsariyyah              : Fiqh mayoritas yang berpedoman pada 

mazhab-mazhab fiqh yang dominan di dunia 

Islam, seperti Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan 

Hanbali. 

Fiqh Al-Aqalliyyāt           : Cabang fiqh yang membahas hukum Islam bagi 

Muslim yang hidup sebagai minoritas di negara 

non-Muslim, dengan mempertimbangkan 

kondisi sosial, politik, dan budaya setempat. 
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Furū‘                             : Cabang-cabang hukum Islam yang bersumber 

dari prinsip-prinsip dasar dalam ushul fiqh dan 

diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. 

Ihtiyāt                          : Prinsip kehati-hatian dalam menetapkan hukum 

Islam dengan memilih pendapat yang paling 

selamat dan mendekati kebenaran. 

Ijtihād Bayānī                     : Jenis ijtihad yang berfokus pada pemahaman 

dan penafsiran teks-teks syariat secara langsung 

tanpa mempertimbangkan faktor sosial atau 

rasionalitas. 

Ijtihād Taṭbīqī                      : Jenis ijtihad yang mengaplikasikan prinsip-

prinsip hukum Islam pada realitas kehidupan 

dengan mempertimbangkan konteks sosial dan 

budaya. 

Iillat                          : Sebab atau alasan utama yang menjadi dasar 

dalam penetapan suatu hukum Islam, yang 

biasanya digunakan dalam metode qiyas. 

Iifraath                              : Sikap berlebihan dalam memahami atau 

menerapkan ajaran Islam, yang dapat 

menyebabkan ketidakseimbangan dalam 

beragama. 

Juz’iyyāt                     : Hukum-hukum cabang yang berasal dari 

prinsip-prinsip umum dalam syariat Islam dan 

diterapkan dalam berbagai kasus spesifik. 

Maqāṣid Al-Sharī‘ah       : Tujuan utama dari syariat Islam yang mencakup 

perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta. 

Maqâshiidiiyyîn               : Para ulama yang menitikberatkan kajian hukum 

Islam pada aspek maqāṣid al-sharī‘ah atau 

tujuan utama syariat. 
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Manhaj Al-Taysīr         :  Metode dalam fiqh yang berusaha memberikan 

kemudahan bagi umat Islam dalam 

menjalankan syariat tanpa meninggalkan 

prinsip-prinsip utamanya. 

Maṣāliḥ Al-‘Ammah         : Kemaslahatan umum yang menjadi salah satu 

pertimbangan utama dalam hukum Islam untuk 

memastikan kesejahteraan masyarakat. 

Maṣāliḥ Mursala               : Kemaslahatan yang tidak disebutkan secara 

eksplisit dalam teks-teks syariat tetapi tetap 

dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam. 

Mu'āmalah ma‘a Allāh      :  Interaksi seorang Muslim dengan Allah yang 

mencakup aspek ibadah dan hubungan 

spiritual. 

Mu'āmalah Ma‘a al-Nās    : Interaksi seorang Muslim dengan sesama 

manusia dalam kehidupan sosial dan 

bermasyarakat. 

Mujtahid  : Seorang ulama yang memiliki kapasitas untuk 

berijtihad dalam menetapkan hukum Islam 

berdasarkan sumber-sumber utama syariat. 

Mutakallimīn : Para ahli teologi Islam yang mendalami ilmu 

kalam dan berdebat mengenai konsep-konsep 

dasar dalam Islam. 

Nahy : Larangan atau perintah untuk tidak melakukan 

suatu perbuatan dalam ajaran Islam. 

Qiyas : Metode dalam fiqh yang menetapkan hukum 

suatu perkara baru dengan analogi terhadap 

hukum yang sudah ada berdasarkan kesamaan 

‘illah. 

Qawā‘id Fiqhiyyah : Kaidah-kaidah fiqh yang menjadi pedoman 

dalam memahami dan menetapkan hukum 

Islam dalam berbagai kasus. 
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Qawâ‘Iid Al-Ushûl : Prinsip-prinsip dalam ushul fiqh yang 

digunakan dalam menetapkan hukum Islam 

secara sistematis. 

Sadd Al-Zarā’i’ : Konsep dalam hukum Islam yang bertujuan 

untuk menutup celah yang dapat mengarah 

pada perbuatan yang dilarang atau berbahaya. 

Salafī : Paham dalam Islam yang menekankan 

pemurnian ajaran Islam dengan kembali kepada 

pemahaman generasi salaf (para sahabat, tabi’in, 

dan tabi’ut tabi’in). 

Tabshir : Pendekatan dalam dakwah Islam yang bersifat 

memberi kabar gembira dan kemudahan bagi 

umat Islam. 

Tajdīd : Pembaruan atau reformasi dalam Islam yang 

bertujuan untuk menghidupkan kembali ajaran 

Islam sesuai dengan perkembangan zaman. 

Tafrīṭ : Sikap meremehkan atau mengabaikan ajaran 

Islam, yang berlawanan dengan sikap iifraath. 

Taḥqīq Al-Manāt : Proses dalam ushul fiqh untuk mengidentifikasi 

dan memastikan bahwa ‘illah hukum benar-

benar berlaku dalam suatu kasus tertentu. 

Tarjiih maqâṣiidî : Metode penetapan hukum yang mendasarkan 

pertimbangan pada tujuan-tujuan syariat Islam 

(maqāṣid al-sharī‘ah). 

Takhyiir : Kebebasan memilih dalam hukum Islam 

berdasarkan berbagai pendapat yang ada. 

Taqlîd : Mengikuti pendapat ulama tanpa melakukan 

ijtihad sendiri. 

Urf : Kebiasaan atau adat yang berlaku dalam 

masyarakat yang dapat menjadi dasar dalam 
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penetapan hukum Islam jika tidak bertentangan 

dengan syariat. 

Uṣūliyyah : Prinsip-prinsip dasar dalam ilmu ushul fiqh 

yang digunakan dalam menetapkan hukum 

Islam. 

Ushûl Al-Fiqh : Ilmu yang membahas dasar-dasar dalam 

menetapkan hukum Islam dari sumber-sumber 

utama syariat. 

Wasāṭī : Konsep moderasi dalam Islam yang 

menyeimbangkan antara pemahaman tekstual 

dan kontekstual dalam fiqh. 

Zhahiriah : Mazhab fiqh yang berpegang pada makna literal 

dari teks syariat tanpa menggunakan qiyas atau 

analogi. 
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